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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas PerkenanNya
jua Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Utara tagun 2017-
2022 ini telah selesai disusun. Penyusunan KLHS RPJMD ini dilaksanakan untuk
memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun
2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Pelaksanaan KLHS RPJMD ini ditempuh melalui proses yang cukup
panjang dari saat pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi tim penyusun KLHS RPIMD
Hulu Sungai Utara, Sosialisasi, Focus Group Discussion (FGD) sampai
pelaksanaan Konsultasi Publik yang pelaksanaan keseluruhannya di mulai dari
bulan Oktober 2017 sampai dengan Maret 2018.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat
aktif dan memberikan kontribusi dalam pelaksanaan KLHS yaitu seluruh tim KLHS
RPJMD Hulu Sungai Utara, Tenaga ahli dan tenaga teknis, Perguruan Tinggi, LSM,
unsur swasta, tokoh masyarakat, perwakilan SKPD yang ada di Kabupaten Hulu
Sungai Utara, Komunitas Pecinta Lingkungan, Bappeda Kabupaten tetangga dan
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel.

Kami menyadari dokumen ini masih banyak kekurangannya, untuk itu
masukan dan kritik yang konstruktif sangat kami harapkan untuk penyempurnaan
dokumen ini. Akhirnya kami berharap semoga laporan ini dapat dijadikan referensi
bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Disamping itu, sesuai dengan tujuannya
semoga dengan adanya laporan KLHS ini, maka RPJMD Kabupaten Hulu Sungai
Utara Tahun 2017-2022 dapat lebih meningkat kualitasnya dan prinsip-prinsip
pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi di dalam RPJMD
tersebut.

Amuntai, Maret 2018

Tim Penyusun KLHS RPJMD
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KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RPJMD KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2017- 2022

BAB I PENDAHULUAN

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah Rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif
untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi
dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara

1.1. Latar Belakang

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan suatu kajian yang
melalui proses yang komprehensif, sistematis dan formal untuk mengevaluasi efek
lingkungan dari Kebijakan, Rencana, dan atau Program KRP RPJMD Kabupaten
Hulu Sungai Utara tahun 2017-2022 yang merupakan dokumen perencanaan
pembangunan yang digunakan oleh pemerintah daerah. Tujuan dan sasaran
dirumuskan kedalam kebijakan yang akan melahirkan program dan kegiatan
prioritas yang akan diselenggarakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

RPJMD tahun 2017 - 2022 Kabupaten Hulu Sungai Utara mengacu pada
RPJPD dan RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara sedangkan untuk Indikasi
program dapat dijabarkan lebih lanjut ke dalam program dan kegiatan Badan dan
Dinas yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara serta
Kementerian/Badan/Lembaga/instansi Pusat yang berada di daerah Kabupaten
Hulu Sungai Utara sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing diwujudkan
secara bertahap menurut prioritas penanganannya, yaitu prioritas tinggi, prioritas
sedang dan prioritas rendah.

Proses pelaksanaan KLHS dan pengintegrasian ke dalam RPJMD
Kabupaten Hulu Sungai Utara memerlukan suatu proses pengambilan keputusan
yang legal formal, hal ini sejalan dengan tugas tim penyusun RPJMD tahun 2017 -
2022 yang juga termasuk tim Kelompok Kerja Pengendalian Lingkungan yang
melaksanakan KLHS RPJMD. Proses pelaksanaan KLHS RPJMD sesuai Pedoman
Pelaksanaan KLHS di dalam UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP No 46 tahun 2016 tentang tata cara
penyelenggaraan KLHS. Permen LH Nomor 9 tahun 2011 tentang Pedoman Umum
KLHS dan Permendagri No. 67 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana

Pembangunan Daerah.
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Secara geografis Kabupaten Hulu Sungai Utara terletak pada 2°1'37”
sampai 2°35°58” Lintang Selatan dan antara 144°50'58” sampai 115°50'24” Bujur
Timur. Kabupaten Hulu Sungai Utara yang beribukota di Amuntai mempunyai luas
wilayah 892,7 km? atau 2,38% dari keseluruhan luas wilayah Provinsi Kalimantan
Selatan. Kabupaten HSU terletak di sebelah utara Provinsi Kalimantan Selatan,
yang berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah di sebelah barat yaitu
Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Tabalong di
sebelah utara, Kabupaten Balangan dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah di sebelah
timur, serta Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Barito Kuala dan
Kabupaten Tapin di sebelah selatan. Kabupaten HSU dilintasi sungai Balangan dan
sungai Tabalong, serta didominasi 89% rawa dari luas total HSU.

Kondisi alam HSU menjadi faktor penting basis ekonomi HSU yang
bertumpu pada sektor pertanian. Populasi padat penduduk berada di ibukota dan
sekitarnya, serta di sepanjang jalan dan di aliran sungai (urban river development),
dengan pertumbuhan penduduk yang cukup lambat yaitu kurang dari 1% per tahun.
Perkembangan sektor industri dan perdagangan masih belum optimal, namun
sektor-sektor tersebut telah memberikan kontribusi yang signifikan untuk
pendapatan daerah, dan juga berpotensi memberikan tekanan pada kondisi alamnya
serta sekaligus keberlanjutan kegiatan pembangunan sektor pertanian, khususnya
pada pertanian lahan basah.

Pembangunan daerah memiliki tujuan penting dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat melalui pergerakan perekonomian daerah agar efisien
dan efektif serta mampu mewujudkan derajat kehidupan, namum dalam
pengelolaan potensi sumber daya alam harus memperhatikan keseimbangan,
keharmonisan, maupun keberlanjutan dari suatu ekosistem sumberdaya alam. Oleh
sebab itu, perlu ditekankan perwujudan pembangunan berkelanjutan yang tidak
hanya dalam mengelola sumber daya secara maksimal tetapi juga memperhatikan
bagaimana dampaknya terhadap lingkungan hidup sebagai bagian dari ekosistem
tatanan kehidupan manusia.

Sebagai bagian dari Pulau Kalimantan umumnya dan bagian dari Provinsi

Kalimantan Selatan khususnya, Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki sumber
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daya alam yang cukup melimpah, terutama sumber daya alam yang dapat
diperbaharui. Potensi sumber daya tersebut selama ini cukup tinggi dieksploitasi
sehingga menyebabkan berbagai kerusakan-kerusakan lingkungan hidup.
Degradasi kualitas lingkungan mulai meningkat secara signifikan dan tentu saja
akan berimbas pada kerentanan ekosistem yang berada di dalamnya.
Berdasarkan kondisi Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana dijelaskan
di atas, maka perlu dilakukan penyelenggaraan KLHS melalui proses:
A. Pembuatan dan pelaksanaan KLHS meliputi
1. Pengkajian pengaruh RPJMD terhadap kondisi Lingkungan Hidup
2. Perumusan alternatif penyempurnaan RPJMD
3. Penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan
RPJMD  yang  mengintegrasikan  prinsip =~ Pembangunan
Berkelanjutan.
B. Penjaminan Kualitas, dan Pendokumentasian KLHS; dan

C. Permohonan Validasi KLHS RPJMD

1.2. Tujuan dan Sasaran
1.2.1 Tujuan

Tujuan penyelenggaraan KLHS RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara

adalah:

a) Mengintegrasikan pertimbangan lingkungan hidup dalam pembangunan
berkelanjutan melalui penyusunan RPJMD.

b) Menjamin agar penyusunan RPJMD dirumuskan berdasarkan
pertimbangan pembangunan berkelanjutan.

c) Membangun wahana sinergi dan kerjasama berbagai kepentingan
sektoral dan kewilayahan dalam mencapai tujuan pembangunan
berkelanjutan

d) Membantu memperluas alternatif RPJMD yang relevan terhadap
keberlanjutan pembangunan.

e) Menjamin proses dan produk RPJMD yang membantu mengurangi

dampak negatif pada program.
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1.2.2 Sasaran
Sasaran KLHS RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu:

a)

b)

Membangun kesadaran para pihak akan kebutuhan pembangunan
berkelanjutan, termasuk rasa memiliki terhadap pembangunan regional
di wilayahnya, dalam hal ini hasil RPJMD sebagai instrumen
pembangunan berkelanjutan daerah; dan

Membangun komitmen para pihak untuk konsisten dalam
menindaklanjuti RPJMD yang telah mengintegrasikan prinsip

pembangunan berkelanjutan.

1.3. Ruang lingkup

Ruang lingkup penyelenggaraan KLHS RPJMD Kabupaten Hulu Sungai

Utara adalah sebagai berikut:

a)

b)

c)

d)

Melakukan persiapan yang meliputi; identifikasi perkembangan proses
kebijakan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara dan penyusunan rencana
kerja KLHS RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Melakukan pelingkupan yang meliputi; penetapan nilai penting, tujuan dan
kedalaman/lingkup KLHS, penyusunan informasi dasar, penyusunan
konsep RPJMD berkelanjutan, telaah tujuan, kebijakan, dan strategi
RPJMD, identifikasi isu pokok pembangunan berkelanjutan, penilaian
dan penetapan isu strategis, isu paling strategis dan isu prioritas.
Melakukan kajian kebijakan, rencana, dan program (KRP) yaitu RPIMD
terhadap kondisi lingkungan hidup yang meliputi; a) Identifikasi dan
perumusan isu pembangunan berkelanjutan; b) Baseline dan analisis data
untuk menapis isu strategis ke isu prioritas; c) Identifikasi materi muatan
KRP yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi
Lingkungan Hidup; dan 5) Analisis pengaruh hasil identifikasi KRP terkait
dengan hasil perumusan isu pembangunan berkelanjutan.

Merumuskan alternatif penyempurnaan KRP RPJMD Kabupaten Hulu
Sungai Utara yang meliputi; perumusan alternatif tujuan, kebijakan, dan

strategi, penyusunan alternatif indikasi program.
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e) Menyusun rekomendasi perbaikan KRP RPJMD Kabupaten Hulu
Sungai Utara yang meliputi; perbaikan rumusan tujuan, kebijakan, dan
strategi, perbaikan rumusan muatan rencana, dan perbaikan indikasi
program.

f) Integrasi KLHS ke dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara.

g) Penjaminan kualitas dan pendokumentasian KLHS RPJMD Kabupaten
Hulu Sungai Utara

h) Permohonan Validasi KLHS RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara

1.4. Dasar Hukum
Dasar hukum penyelenggaraan KLLHS dan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai

Utara yaitu sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian
Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor

2106);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas
Tanah Dan Benda-benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2324);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;

4.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya
Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3419);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 444);

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan
Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014);
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5068);

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-
Undang No.31 tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5074);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5168)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
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25.

26.
27.

28.

29.
30.

31.

32.

33.

34.

35.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah Dan Air
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan;

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka

Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3776);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai

Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4385);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4624);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaaan Sumber
Daya Air (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri

(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 49, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);

I-8



i KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

RPJMD KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2017- 2022

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5230);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan
Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5941);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Ekonomi Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228);
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134);

Peraturan Menteri  Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanan Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah.

I-9



KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RPJIJMD KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2017- 2022

BAB 11
KONSEP KLHSRPIJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah Rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif
untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkel anjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi
dalam RPIMD Kabupaten Hulu Sungai Utara

2.1. Paradigma Pembangunan Berkelanjutan

KLHS RPIMD Kabupaten Hulu Sunga Utara akan memberikan pengaruh
yang substansial. Pandangan ini menjadi landasan pemikiran bahwa aspek- aspek
substansial wilayah menjadi bahan atau masukan dan sekaligus sebagai keluaran
utama proses KLHS RPIMD. Sebagai masukan, aspek substansial wilayah terikat
pada rasionalitas lokal, yaitu landasan rasional yang berpijak pada aspek
substansial wilayah, seperti tipologi ekosistem wilayah, kearifan lokal, dan juga
kekhususan sistem ekonomi regional.

Pendekatan pembangunan berkelanjutan, yang berlandaskan pada pilar: a)
ekonomi, b) sosia, dan c) lingkungan, maka dengan mempertimbangkan
rasionalitas lokal sebagai masukan utama KLHS RPIMD. Konsep pembangunan
berkelanjutan juga perlu ditransformasikan menjadi konsep pembangunan
berkelanjutan daerah. Selanjutnya, dalam proses transformasi aspek ekonomi,
sosial, dan lingkungan melaui proses kgjian keberlanjutan terpadu, dikembangkan
menjadi suatu kajian pembangunan berkelanjutan daerah yang mempertimbangkan

rasionalitas lokal.

2.2. Nilai Penting KLHS RPIJMD

Terdapat nilai penting yang harus direfleksikan dalam penyusunan
KLHS RPIMD Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah keterkaitan, keseimbangan,
dan keadilan. Selanjutya Kebijakan, rencana, dan program yang menjadi obyek
KLHS adalah suatu sistem yang kompleks dan dinamis, karena berbasiskan pada
konteks interaks sistem aam dan sistem sosia. Tindakan manusia yang

mempengaruhi ekosistem akan direspons oleh ekosistem itu sendiri. Sebaliknya,
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pengaruh ekosistem terhadap manusia akan direspons oleh sistem sosia, dalam
berbagai bentuknya.

Systems Thinking adalah paradigma yang tepat digunakan untuk
memandang objek KLHS, sebagai suatu sistem yang kompleks dan dinamis. Nilai
penting dan tujuan KLHS RPIMD ini dikonstruksikan berdasarkan paradigma
Systems Thinking.

2.2.1. Keterkaitan

Keterkaitan dijadikan nila penting agar KLHS dapat menghasilkan
kebijakan, rencana, dan program yang mempertimbangkan keterkaitan antar sektor,
wilayah, dan global-lokal. Paradigma Systems Thinking memandang bahwa
seluruh komponen sistem dalam suatu sistem tertentu, misanya sistem
pembangunan berkelanjutan, memiliki keterkaitan antar komponennya. Gangguan
terhadap keterkaitan antar komponen sistem tersebut akan mempengaruhi kinerja
sistem secara keseluruhan. Jadi seluruh komponen dalam RPIMD, sebagai suatu
sistem saling memiliki keterkaitan, dan setiagp komponennya memiliki perannya

masing-masing. Keterkaitan sangat tepat menjadi nilai penting KLHS.

2.2.2. Keseimbangan

Keseimbangan sebagai nila penting KLHS, dimaksudkan agar KLHS
dijiwai oleh keseimbangan antar berbagai kepentingan, yaitu sosial-ekonomi dan
lingkungan hidup, antara kepentingan jangka pendek dan jangka panjang, serta
keseimbangan pusat dan daerah. Paradigma Systems Thinking memahami
keseimbangan sistem berbeda dengan pemahaman nilai keseimbangan dalam
KLHS ini. Suatu sistem selain memiliki keterkaitan antar komponennya, juga
memiliki interaks diantaranya. Menggunakan paradigma Systems Thinking,
keseimbangan yang dimaksud dalam nila KLHS dapat dijelaskan sebagai
keharmonisan interaks antar komponen sistem.
2.2.3. Keadilan

Keadilan sebagai nilai penting, dimaksudkan agar penyelenggaraan KLHS
dapat menghasilkan kebijakan, rencana, dan program yang tidak mengakibatkan




KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RPJIJMD KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2017- 2022

marjinalisasi sekelompok atau golongan tertentu masyarakat karena adanya
pembatasan akses dan kontrol terhadap sumber-sumber atau modal atau
pengetahuan. Dalam pandangan paradigma Systems Thinking, keadilan dalam
konteks. KLHS dapat ditempatkan sebagai keluaran dari sistem yang menjadi objek
KLHS.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PP No. 46 tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Kagjian Lingkungan Hidup Strategis, KLHS ditujukan untuk
memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan
terintegras dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana,
dan/atau program. Berdasarkan nilai penting KLHS, prinsip tercapainya tujuan
RPIMD dan tujuan KLHS, maka nilai penting KLHS RPIMD adalah sebagai
berikut:

1) Keterkaitan

KLHS RPIMD diselenggarakan dengan mempertimbangkan dan untuk
menjaga keterkaitan pembangunan antar sektor, wilayah, lingkungan buatan dan

lingkungan alam, serta komponen pembangunan berkel anjutan lainnya.

2) Keharmonisan

KLHS RPIMD diselenggarakan dengan mempertimbangkan dan untuk
menjaga interaksi yang harmonis dalam pembangunan antar sektor, wilayah,
lingkungan buatan dan lingkungan aam, serta komponen pembangunan

berkelanjutan lainnya.

3) Keadilan

KLHS RPIMD diselenggarakan dengan mempertimbangkan, menjaga dan
atau mencapal keadilan lingkungan, keadilan sosial, dan keadilan ekonomi.
4) Keberlanjutan

KLHS RPIMD diselenggarakan dengan mempertimbangkan dan untuk
menjaga  keberlanjutan lingkungan, keberlanjutan sosial, dan keberlanjutan
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ekonomi. Berdasarkan tujuan KLHS dan RPIMD, KLHS RPIMD adalah untuk
mewujudkan RPIMD yang berlandaskan dan mengitegrasikan prinsip

pembangunan berkel anjutan.

2.3. Pendekatan KLHSRPIJMD

KLHS RPIMD menggunakan pendekatan kajian keberlanjutan secara
terpadu yang melibatkan aspek ekonomi, sosia, dan lingkungan dengan
berlandaskan pada rasionalitas lokal, baik rasionalitas ekonomi, sosial, dan
lingkungan, atau didasarkan pada paradigma pembangunan berkelanjutan daerah.
Transformasi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang mempertimbangkan
rasionalitas lokal dapat dilihat pada Gambar 2.2.

Isu Strategis PB Isu Paling Strategis PB Isu Prioritas Strategis PB

Instrumen Kajian

~
~ ~lpstrumen Kajian
=~ < Sgsial

Kebijakan, Rencana atau Program Pembangunan

Sumber: Hasil Olahan Sendiri

Gambar 2.1. Rasionditas Lokal dalam Kontinum KLHS

Proses isu pembangunan berkelanjutan (PB) KLHS RPIMD mengacu pada
pasal 7 sampai pasa 9 dalam PP Nomor 46 tahun 2016 tentang tata cara
penyenggaran KLHS. Paradigma dan pendekatan baru yang digunakan pada
KLHS ini, yaitu paradigma pembangunan berkelanjutan daerah, dan pendekatan
keberlanjutan ekonomi, sosia, dan lingkungan dengan mempertimbangkan
rasionalitas|okal. Pendekatan KLHS digunakan untuk penyusunan KLHS RPIMD,
disgjikan pada Tabel 2.1.
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Tabel 2.1.
Pendekatan KLHS RPIMD
No | JenisPendekatan KLHS Penjelasan
1. | Kerangkadasar analisis Menekankan kgian pada dampak KRP
mengenal dampak lingkungan | terhadap lingkungan hidup
hidup
2. | Pendekatan penilaian KLHS sebagai aa uji KRP untuk
keberlanjutan lingkungan menjamin  keberlanjutan  lingkungan
hidup hidup
3. | Kgjian terpadu/penilaian Kajian keberlanjutan secara holistik yang
keberlanjutan mempertimbangkan ekonomi, sosial, dan
lingkungan
4. | Kerangka pengelolaan sumber | KLHS sebagai instrumen pengelolaan
daya alam yang berkelanjutan | sumber daya alam yang berkelanjutan
5. | Kgian terpadu pembangunan | Kgjian  komprehensif ~ keberlanjutan
berkelanjutan daerah ekonomi, sosia, dan lingkungan dengan
berlandaskan pada rasionalitas lokal
(sistem ekonomi regional, kearifan lokal, dan
tipologi ekosistem wilayah)
2.4. Konsep RPIMD Berkeanjutan

Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi

PP Nomor 46 tahun 2016 menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah wagib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip

dasar dan terintegras dalam

pembangunan suatu wilayah dan/atau K ebijakan, Rencana, dan/atau Program

Penyelenggaraan KLHS Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang

berpotens: menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, meliputi:
a) Kebijakan, Rencana, dan/atau Program pemanfaatan ruang dan/atau lahan yang

ada di daratan, perairan, dan udara yang berpotenss menimbulkan dampak

dan/atau risiko Lingkungan Hidup yang melipuiti:

1. Perubahan iklim;

2. Kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati;
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3. Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor,
kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan;

4. Penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam;

5. Peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau |ahan;

6. Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan
penghidupan sekelompok masyarakat; dan/atau

7. Peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

b) Kebijakan, Rencana, dan/atau Program lain berdasarkan permintaan
masyarakat.

Integrass RPIMD ke dalam Pembangunan Berkelanjutan Daerah akan
menghasilkan RPIMD yang berkelanjutan. Keberlanjutan (sustainability) menurut
Miller (2007) adalah konsep dasar dari ilmu lingkungan. Keberlanjutan pada
awalnya berasal dari bidang kehutanan, perikanan dan pengelolaan air tanah
(Rogers et al., 2008) yang menjadi landasan konsep produksi maksimum untuk
menjamin kelestarian produksi. Dalam paradigma sistem pendukung kehidupan
bumi (earth’s life support systems), keberlanjutan adalah kemampuan berbagai
sistem yang ada di bumi, termasuk sistem budaya dan ekonomi untuk dapat
bertahan dan menyesuaikan diri menghadapi perubahan kondisi lingkungan secara
terusmenerus (Miller, 2007). Padatahun 1993, M ohan Munasinghe, pakar ekonomi
Bank Dunia memperkenalkan tiga aspek pendekatan pembangunan berkel anjutan,
yaitu aspek ekonomi, ekologi dan sosial-budaya (Rogers et al., 2008).

2.5. Konsep Capacity Development (CD) KLHS RPIMD

UNDP (2008) mendefinisikan Capacity Development sebagal the process
through which individuals, organizations, societies, strengthen and maintain the
capabilitiesto set and achieve their own devel opment objective over time. Capacity
Development diawali kondisi organisas, institusi atau masyarakat terkait kapasitas
yang dimiliki untuk mencapa tujuan pembangunan. Kondisi lingkungan, sosial,
dan ekonomi yang terjadi, daam konteks pembangunan berkelanjutan dapat




KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RPJIJMD KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2017- 2022

menjadi indikator kapasitas pemerintah dan atau masyarakat untuk mewujudkan

pembangunan berkelanjutan. Sebagal upaya proses KLHS RPIJMD yang

partisipatif, Capacity Development menjadi metode yang tepat untuk diterapkan,

khususnya untuk anggota Pokja, dan tim yang akan turut serta melalui kegiatan

“partisipasi aktif”. Capacity Development dilakukan dalam setiap tahap dalam

prosedur penyusunan KLHS RPIMD, sehingga Capacity Development menjadi
bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan KLHS RPIMD.

Keterlibatan Pokja secara langsung juga mempertimbangkan budaya

kerja dalam konteks keterkaitan dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan, selain itu

juga mempertimbangkan varias kapasitas diantara anggota pokja. Rencana

implementasi konsep “partisipasi aktif” dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2.

Rencana Implementasi Konsep “partisipas aktif” dalam KLHS RPIMD.

M etode
Observasi, FGD, Delphi, Tinjauan System
N Tahapan Wawancara, Expert Literatur, Dynamics,
0 KLHSRPIJMD | Telaah dokumen| Judgment Analisis Spatial
Kebijakan Modelling
: Pokja/ Pokja/ Pokjal
1| Persigpan Faslittor | Fasilitator | Fasilitator -
. Pokjal Pokjal Pokja/ -
2| IR aeEr Faslitator | Faslitator | Faslitaor | o5taor
Kajian Pengaruh KRP . . .
3 | dan Kgian Pembangunan Eqkja/ Eqkja/ Eqkja/ Fasilitator
. Fasilitator Fasilitator Fasilitator
Berkelanjutan
4 Perumusan Alternatif Pokja/ Pokjal/ Pokjal/ Easilitator
Penyempurnaan RPIMD Fasilitator Fasilitator Fasilitator
Penyusunan Pokjal Pokjal Pokjal 1
5 | Rekomendasi Faslitior | Faslitator | Faslitator | o5 @Of
6 Integrasi ke dalam Pokja/ Pokja/ ) i
RPIMD Fasilitator Fasilitator
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BAB |11
GAMBARAN UMUM
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KL HS) adalah Rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif

untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi
dalam RPIMD Kabupaten Hulu Sungai Utara

3.1. Kondis Umum Kabupaten Hulu Sungau Utara
3.1.1. Gambaran Umum Wilayah

Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki luas wilayah sebesar 892,70 Km?.
Secara administratif Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki 10 (sepuluh)
kecamatan dengan 214 desa dan 5 kelurahan. Kecamatan Danau Panggang
merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah 224,49 km? atau 25,15% dari
luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, sedangkan kecamatan yang memiliki
luas terkecil adalah Kecamatan Sungai Tabukan yang luasnya 29,24 km? atau
3,28% dari luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Adapun luas masing-
masing kecamatan adalah seperti terlihat padatabel 2.1 berikut.

Tabel 3.1
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara
No Kecamatan Luas(km?®) | % K?'b‘fj;h“h)a” (bDl?;)
1. | Danau Panggang 224,49 25,15 - 16
2. | Babirik 77,44 8,67 - 23
3. | Sungai Pandan 45,00 504 - 33
4. | Amuntai Selatan 183,16 20,52 - 30
5. | Amuntai Tengah 56,99 6,39 5 24
6. | Banjang 41,10 4,59 - 20
7. | Amuntai Utara 45,00 5,05 - 26
8. | Haur Gading 34,15 3,83 - 18
9. | Sungai Tabukan 29,24 3,28 - 17
10 | Paminggir 156,13 17,49 - 7
Jumlah 892,70 100,00 5 214

Sumber: BPSHulu Sungai Utara, 2017
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Secara proporsional berdasarkan luasan wilayah kecamatan maka
Kecamatan Danau Panggang merupakan kecamatan yang memiliki luas wilayah
terbesar yang mencapai 25,15%. Kecamatan Sungai Tabukan sebagai daerah hasil
pemekaran dari Kecamatan Sungai Pandan memiliki luasan terkecil dibanding
kecamatan lainnya yakni sebesar 3,26%. Secara lengkap proporsi masing-masing
kecamatan terhadap luasan wilayah Kabupaten Hulu Sunga Utara dapat dilihat
pada gambar 3.1 berikut :

Haur Gading

Amuntai Utara 3.83%

5.05%

Amuntai Tengah
6.39%

Danau Panggang
25.15%

e

Amuntai Selata
20.52%
Paminggir
17.49%

Sungai Tabukan

3.28% Sungai Pandan
5.04% 8.67%

Sumber: BPSHulu Sungai Utara, 2017

Gambar 3.1.
Persentase Luas Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara

A. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis Kabupaten Hulu Sungal Utara terletak pada 2°1'37”
sampai 2°35°58” Lintang Selatan dan antara 114°50'58” sampai 115°50'24” Bujur
Timur. Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan ibukota Amuntai mempunyai luas
wilayah 892,70 km? atau merupakan 2,38% dari luas keseluruhan wilayah Provins
Kalimantan Selatan.

Kabupaten Hulu Sungai Utaraterletak di bagian utara Provinsi Kalimantan
Selatan dengan batas - batas administrasi sebagai berikut :
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» Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Barito Timur Provins Kalimantan
Tengah dan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;

» Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, K abupaten
Tapin, Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

» Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Balangan dan Kabupaten Hulu
Sungal Tengah; dan

» Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan dan Barito Timur

Provinsi Kalimantan Tengah.

Selanjutnya pada gambar 3.2 dapat dilihat bentuk relief wilayah Kabupaten
Hulu Sungai Utara berdasarkan peta wilayah pada Rencana Tata Ruang Wilayah

‘ Frconal dal moman Ter gah

Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 — 2032.

Sumber : RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara 2012-2032

Gambar 3.2.
Peta Administras Kabupaten Hulu Sungai Utara
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B. Topografi dan Geologi

Berdasarkan topografi wilayah, umumnya kemiringan lahan di Kabupaten
Hulu Sungai Utara hanya ada satu kelas kelerengan, yakni kelas kelerengan antara
0 — 2% pada seluruh kecamatan yang ada, Jadi dapat dikatakan bahwa dari kelas
kelerengan yang ada, Kabupaten Hulu Sungai Utara mempunyai lahan yang landai
dan nyaris tanpa gelombang pada seluruh wilayahnya.

Berdasarkan peta Geomorfologi Barito Basin dan pengujian lapang
geomorfologi Kabupaten Hulu Sungai Utara didominasi oleh kenampakan relatif
uniform dari dataran banjir (flood plain) yang relatif masih muda dan terendam air
pada periode waktu tertentu. Kenampakan ini dibentuk oleh aktifitas pergerakan air
terutama aliran sungai.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dibedakan
kedalam back swamp dan peat swamp. Sementara di sebagian kecil wilayah Hulu
Sungal Utara dicirikan oleh bentuk lahan levee yang menempati sepanjang Sungai
Nagara. Bentuk |ahan back swamp sebagian besar menyebar di bagian selatan Hulu
Sungai Utara. Bentuk lahan ini mempunyai relief datar dengan drainase relatif
buruk yang dicirikan oleh banjir pada periode tertentu atau genangan air yang
bersifat sementarasampai permanen. Padawilayah ini umumnyaditumbuhi rumput
swamp atau ditanami padi. Bentuk lahan peat swamp dimana pada tengahnya
seringkali terbentuk kubah gambut (dome) menyebar di bagian utara dan bagian
barat Hulu Sungai Utara. Bentuk lahan ini mempunyai relief datar dengan drainase

dan didominasi oleh lahan gambut dengan kedalaman lebih besar dari 1 meter.

Berdasarkan peta Sistem Lahan RePProT secara regional Kabupaten Hulu
Sungai Utara sebagian besar memiliki fisiografi wilayah berupa levee dan rawa
belakang dengan beberapa sistem lahan antara lain Kahayan (KHY), Gambut
(GBT), Klaru (KLR), Mendawai (MDW), Tanjung (TNJ), dan Lawanguwang
(LWW).

Berdasarkan kondisi hidrogeologi, jenis tanah yang ada di Kabupaten Hulu
Sungai Utara adalah komplek podsolik merah kuning dan latosol, podsolik merah
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kuning, aluvia dan organosol gleithumus. Dari keempat jenis tanah tersebut yang
mempunyai tingkat kesuburan tanah cukup tinggi adalah jenis tanah alluvia dan
orgonosol gleihumus. Kedua jenis tanah ini sangat subur juga tidak peka terhadap
eros. Sedangkan jenis komplek podsolik merah kuning dan latosol mempunyai
tingkat kesuburan yang rendah dan peka terhadap erosi. Jenis tanah tersebut dapat
dimanfaatkan untuk budidaya pertanian tetapi disertai teknologi pengolahan tanah
yang tepat, sehingga erosi dapat sekecil mungkin terjadi.

Adapun jenis tanah yang terbanyak di kabupaten ini adalah Alluvial, yaitu
mencapal 56.179 Ha (62,93%), sedangkan jenis tanah yang paling sedikit adalah
komplek podsolik merah kuning dan latosol, yaitu 605 Ha (0,68%). Jenis tanah
alluvia dan organosol glethumus keberadaannya hampir disemua kecamatan dan
mendominasi jenis tanah di Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu mencapai 97,98%
dari luas wilayah. Jenis tanah alluvial paling banyak terdapat di Kecamatan Danau
Panggang dan paling sedikit di Kecamatan Banjang. Jenis tanah Alluvia ini
terdapat di semua kecamatan. Adapun jenis tanah organosol glethumus hanya
terdapat di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Amuntai Selatan, Amuntai Utara dan
Danau Panggang dengan jumlah terbanyak ada di Kecamatan Danau Panggang
sertajumlah paling sedikit di Kecamatan Amuntai Utara.

C. Hidrologi dan Klimatologi

Beberapa sungai besar yang melintasi dan terdapat di Kabupaten Hulu
Sungai Utara adalah Sungai Balangan, Sungai Tabalong, dan Sungai Negara.
Sunga Tabalong terletak pada 2 (dua) kabupaten yakni Kabupaten Hulu Sungai
Utara dan Kabupaten Tabalong dengan luas daerah pengaliran 3.604 km? dengan
panjang sungai 187 km. Sungai Tabalong mempunyai beberapa anak sungai antara
lain Sungai Tabalong Kiwa, Tabalong Kanan, Sungai Jaing, Sungai Uya, Sungai
Ayu, Sungal Kumap, Sungal Tutui dan Sungai Missin.

Sungal Tabalong merupakan anak Sungai Negara, bertemu dengan Sungai
Balangan (yang juga anak Sungai Negara) tepat berada pada Kota Amuntai yang
merupakan ibukota Kabupaten Hulu Sungal Utara. Pada saat ini kondisi kapasitas
penampang Sungai Tabalong tidak mencukupi terutama pada saat musim
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penghujan sehingga pada ruas-ruas tertentu dari penampang sungai terjadi banjir
yang menimbulkan genangan pada daerah pertanian, permukiman dan perkotaan
terutama pada daerah dataran rendah yang meliputi Kecamatan Amuntai Utara,
Amuntai Selatan, Danau Panggang, Babirik, Banjang, Amuntai Tengah dan Sungai

Pandan.

Fluktuasi debit Sungai Tabalong mempunyai perbedaan yang tinggi pada
saat musim kemarau dan musim penghujan. Pada musim kemarau debit sungai
sangat kecil sedangkan pada musim penghujan debit sungai cukup tinggi sehingga
kapasitas sungai yang ada tidak mencukupi, yang menyebabkan genangan dan
banjir. Adapun karakteristik Sungai Tabalong adalah :

1) Sungai Negara bagian hulu dengan kapasitas debit + 350 m®/detik
merupakan pertemuan Sungai Balangan dan Tabal ong yang masing-masing
mempunyai kapasitas debit + 250 m¥/detik dan + 300 m*/ detik.

2) Bentuk DAS Sunga Tabalong memanjang dan DAS Sungai Balangan
berbentuk kipas. Waktu konsentrasi (Tc) debit limpasan air hujan menuju
titik outlet DAS Tabalong akan lebih lama dari DAS Balangan.

3) Kapasitas Sungai Negara akan penuh (full capacity) jika debit dari Sungai
Balangan maksimum dan Sungai Tabalong normal atau sebaliknya Sungai
Tabalong maksimum sedangkan Sungai Balangan normal.

Sungai Tabalong mempunyai peranan penting dalam kehidupan sehari-hari
masyarakat sekitarnya, dimana sungai secara fungsi morfologi merupakan daerah
aliran sunga yang mengalirkan air dari limpasan hujan dan debit inflow dari sungai
lainnya juga dimanfaatkan masyarakat setempat sebagai sarana mandi cuci,
permukiman, transportasi air, budidaya ikan keramba, bahan baku air bersih dan

pemenuhan kebutuhan domestik dan non domestik lainnya.

Sungail lainnya adalah Sungai Pamintangan, dimana secara geografis sungai
ini terletak pada 115° 17° BT dan 02° 17° LS sampai 115° 26” LS dengan lokasi
hulu Sungai Pamintangan terletak pada Desa Telaga Itar Kabupaten Tabal ong dan
hilir sungai terletak di Desa Timbul Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sungai
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pamintangan berfungsi sebagai pembagi debit alamiah dari Sungai Tabalong yang

menuju Kota Amuntai.

Sungal Pamintangan bermuara ke Danau Panggang yang merupakan areal
retarding basin dari Sungai Antasan, Sungal Utar, Sungai Tapirandang dan Sungai
Namang yang banyak mendapatkan inflow debit dari Sungai Negara di daerah
Babirik pada saat musim hujan. Luas areal Danau Panggang sebesar 11,43 km?
dengan luas areal rawa di sekitar Danau Panggang sebesar 57,02 km?. Pada musim
kemarau tinggi mukaair di areal rawa 0,2 — 0,5 m dan Danau Panggang antara 0,5

m-15m.

Sungal Pamintangan mempunyai peranan penting dalam kehidupan sehari-
hari masyarakat sekitarnya, antara lain dimanfaatkan masyarakat setempat sebagal
sarana permukiman, sarana mandi cuci, sarana transportas air, misalnya Simpang
Tiga— Danau Panggang — Negara maupun Danau Panggang — Kapuas Kalimantan
Tengah. Selain itu pula sebagal sarana perdagangan, dimana daerah simpang tiga
Desa Harusan Telaga merupakan salah satu pasar ikan dari nelayan setempat yang
beroperas setigp minggu sekali dengan nilai ekonomi yang tinggi. Kemudian
budidayaikan keramba, yang merupakan hasil unggulan produk desa setempat yang
memanfaatkan daerah aliran sungai sebagai budidayaikan.

Sungai Pamintangan juga merupakan sumber air untuk kebutuhan irigas
yang cukup potensial untuk dikembangkan yang terdapat di limakecamatan daerah
pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu Amuntai Utara dan Haur Gading
(1.500 ha), Amuntai Selatan (1.665 ha) dan Danau Panggang (1.335 ha).

Iklim di Kabupaten Hulu Sungai Utara dikelompokkan sebagai Afaw
(menurut sistem Koppen) yaitu iklim isotermal hujan tropik dengan musim
kemarau yang panas. Kondisi di |apangan terdapat beberapa daerah atau wilayah
yang sulit mendapatkan air, bailk yang berasal dari permukaan air (sungai),
aternatifnya dengan pengeboran air tanah yang cukup dalam.

Curah hujan sebagai faktor fisik yang bersifat dinamis dipengaruhi oleh
waktu. Curah hujan dimaksudkan sebagai faktor fisik karena besar kecilnya curah
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hujan akan mempengaruhi faktor fisik yang lain, seperti menyebabkan terjadinya
erosi, adanya genangan air pada daerah-daerah tertentu. Dengan pengaruh dua
faktor fisik tersebut sekaligus akan mempengaruhi teknik komoditi yang akan
dibudidayakan dalam bidang pertanian.

Sepanjang tahun 2016, kabupaten Hulu Sungai Utara mengalami 219 kali
hari hujan dengan jumlah curah hujan mencapai 4.300,8 mm. Rata-rata hari hujan
di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah 18,25 hari dalam sebulan. Rata-rata curah
hujan di Kabupaten Hulu Sungai utara adalah 358,4 mm perbulan. Bulan dengan
jumlah hari hujan paling sedikit adalah Bulan Agustus yang hanya 5 hari hujan.
Bulan yang paling sering hujan adalah Bulan Desember yang mencapa 27 hari
hujan. Untuk curah hujan terbesar ada pada Bulan Pebruari yang mencapai 659,5
mm. Jumlah curah hujan di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2012-2016 dapat
dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 3.2
Jumlah Curah Hujan (mm) dan Hari Hujan (hh)
Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012-2016

Jumlah Curah Hujan (mm) Hari Hujan (hh)

Bulan 2012 2013 2014 2015 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 2016
Januari 239,53 256,7 187,7 390,5 279,5 14 16 15 28 22
Februari 209,75 310,8 1185 | 409,7 659,5 13 15 11 26 22
Maret 305,48 176,7 308,1 293,3 610 17 13 17 23 19
April 290,82 298,6 2271 4289 | 4415 18 14 16 19 20
Mei 113,25 2329 1515 133.90 294 7 13 13 12 17
Juni 106,48 68,4 134,2 130,9 279,5 8 8 9 17 13
Juli 63,58 179,6 57,6 30,9 214 7 13 5 10 16
Agustus 13,58 56,6 53,4 15,6 95 4 8 5 7 5
September 41,45 55 34,4 10 214 5 6 3 2 18
Oktober 96,6 80,7 44| 40.00 214 17 8 6 6 18
November 163,16 206,5 185,2 240 587,5 18 13 12 21 22
Desember 355,28 300,8 279,2 2788 | 4123 25 15 18 23 27
Rata - rata 166,58 185 148,4 | 200,21 358,4 13 12 11 16 18,25
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Sumber: Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Angka, Tahun 2013-2017

D. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan Kabupaten Hulu Sungai Utara bervariass menurut
kedalaman genangan air. Secara garis besar penggunaan lahan yang dominan masih
berupa hutan rawa, disamping penggunaan lahan lainnya antara lain perkebunan,
kebun campuran, sawah, dan semak belukar. Berikut adalah gambar penggunaan
lahan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

7.23 25.31

14.72

B Pemukiman
m Sawah
12.33 10.69 ™ Kebun Campuran
B Hutan Rawa
m Rumput Rawa

m Danau

Lain- Lain

21.54

Sumber : Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Angka Tahun 2015

Gambar 3.3.
Penggunaan Lahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2014

Berdasarkan pada SK Menteri Kehutanan Nomor 435 Tahun 2009 tentang
penunjukan kawasan hutan Provinsi Kalimantan Selatan, luas penggunaan lahan
Kabupaten Hulu Sungai Utara didominasi oleh hutan produks yang dapat
dikonvers yaitu seluas 41.934 ha dari total luas 88.429 ha. Sedangkan luasan
sisanya berupa kawasan areal penggunaan lainnya (APL) seluas 46.495 ha.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara 2012-2032, rencanapola
ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri dari kawasan lindung dan
kawasan budidaya. Kawasan lindung terdiri atas (1) kawasan perlindungan
setempat; (2) kawasan cagar budaya; (3) kawasan rawan bencana alam; dan (4)

kawasan lindung lainnya.
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Kawasan perlindungan setempat terdiri atas (a) kawasan sempadan sungai;
(b) kawasan sekitar danau; dan (c) kawasan ruang terbuka hijau. Kawasan
sempadan sungai direncanakan seluas kurang lebih 1.095 ha dengan pengembangan
kawasan tepi sunga yang berada di Jalan Basuki Rahmat seluas kurang lebih 0,5
ha dan jalur sempadan sungai meliputi Sungai Tabalong, Sungai Balangan, Sungai
Negara. Kawasan sekitar danau direncanakan seluas kurang lebih 144 ha di
Kecamatan Danau Panggang. Kawasan ruang terbuka hijau adalah ruang terbuka
hijau publik dengan luas seluas kurang lebih 25 ha meliputi Taman Kota, Hutan
Kota dan tanaman peneduh yang berada di samping kanan dan kiri jalan serta

kawasan olah raga berupa GOR dan Lapangan olah raga.

Kawasan cagar budaya berupa rencana pengembangan dengan cara
dilestarikan dan dikembalikan fungsinya sesuai dengan fungs awalnya seluas
kurang lebih 5 hayang terdiri atas (a) kawasan Candi Agung di Kelurahan Sungai
Malang Kecamatan Amuntai Tengah dengan luas kurang lebih 3 ha; (b) kawasan
Mesgjid Tua Sungai Banar di Desa Pandulangan atau di Jarang Kuantan Kecamatan
Amuntai Selatan dengan luas kurang lebih 0,34 ha; (c) kawasan Mesjid Jami’ Besar
di Desa Pandulangan K ecamatan Sungai Pandan dengan luas kurang lebih 0,27 ha;
dan (d) kawasan Makam Datu Syekh Sayid Sulaiman di Desa Pakacangan
Kecamatan Amuntai Utara dan Desa Haur Gading Kecamatan Haur Gading yang

merupakan makam keramat dengan luas kurang lebih 0,58 ha.

Kawasan rawan bencana alam berupa kawasan rawan banjir yang tersebar
di seluruh wilayah kabupaten, yaitu di Kecamatan Sungai Tabukan dengan luas
kurang lebih 1.850 ha, Kecamatan Sungai Pandan dengan luas kurang lebih 2.956
ha, Kecamatan Paminggir dengan luas kurang lebih 13.197 ha, di Kecamatan Haur
Gading dengan luas kurang lebih 2.211 ha, Kecamatan Danau Panggang dengan
luas kurang lebih 7.714 ha, Kecamatan Banjang dengan luas kurang |lebih 4.804 ha,
Kecamatan Babirik dengan luas kurang lebih 4.239 ha, Kecamatan Amuntai Utara
dengan luaskurang lebih 2.567 ha, Kecamatan Amuntai Tengah dengan luas kurang
lebih 4.503 ha, Kecamatan Amuntai Selatan dengan luas kurang lebih 8.320 ha.
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Kawasan lindung lainnya terdiri atas (a) Kawasan konservasi perairan
(KKP) yang meliputi KKP Paminggir, KKP Danau Panggang dan KKP Amuntai
Selatan; dan (b) Kawasan perlindungan plasma nutfah yang meliputi perlindungan
itik alabio di Kecamatan Amuntai Selatan dan perlindungan kerbau rawa di

K ecamatan Danau Panggang dan Kecamatan Paminggir.

Kawasan budidaya terdiri atas (a) kawasan peruntukan hutan produksi; (b)
kawasan peruntukan pertanian; (c) kawasan peruntukan perikanan; (d) kawasan
peruntukan industri; (e) kawasan peruntukan pariwisata; (f) kawasan peruntukan
permukiman; dan (g) kawasan peruntukan lainnya. Luas kawasan budidaya
merupakan potensi pengembangan wilayah yang dapat dilakukan oleh Pemerintah
Daerah demi kesgjahteraan rakyat.

Segjalan dengan RTRW Nasional dan RTRW Provinsi Kalimantan Selatan,
Kabupaten Hulu Sungai Utara dijadikan sebagal Pusat Kegiatan Wilayah (PKW),
dimana Kota Amuntal ditetapkan sebagai pusat layanan regional yang memiliki
fungs sebagai pusat layanan regional untuk perdagangan, kesehatan, industri
kergiinan rumah tangga, pendidikan pondok pesantren, pariwisata, peternakan,
perikanan, perkebunan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura, transportasi

dan persampahan.

3.1.2. Potens Pengembangan Wilayah

Sejumlah potensi di Kabupaten Hulu Sungai Utara perlu dikembangkan
demi kesgahteraan masyarakat serta kemajuan pembangunan itu sendiri. Potensi
yang sangat besar adalah lahan rawa yang tergenang baik secara periodik maupun
terus-menerus. Hingga saat ini pemanfaatan terbesarnya adalah untuk sektor
pertanian, karena secara umum lahannya memiliki daya dukung yang cukup untuk
pengembangan kegiatan budidaya pertanian.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Hulu
Sungal Utara yang tergambarkan pada pola ruang, potensi pengembangan wilayah
yang dimungkinkan untuk pembangunan adal ah pada kawasan budidaya. Kawasan
budidayatersebut terdiri atas (a) kawasan peruntukan hutan produksi; (b) kawasan

peruntukan pertanian; (c) kawasan peruntukan perikanan; (d) kawasan peruntukan
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industri; (e) kawasan peruntukan pariwisata; (f) kawasan peruntukan permukiman;

dan (g) kawasan peruntukan lainnya.

Kawasan hutan produks yang dapat dikonversi terdapat di Kecamatan
Paminggir, Danau Panggang, Babirik, Haur Gading dan Kecamatan Amuntai
Selatan dengan luasan kurang lebih 40.972 ha. Sesuai dengan pengertian, hutan
produksi yang dapat di konvers adalah kawasan hutan yang secara ruang
dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kegiatan kehutanan. Oleh
sebab itu, kawasan ini dapat dikonverss menjadi Areal Penggunaan Lain (APL)
dengan melihat peluang berkembangnya fungsi |ahan yang lebih produktif.

Potensi pengembangan pertanian dapat dilihat pada peruntukan kawasan
budidaya untuk pertanian sesua dengan kemampuan dan kesesuaian lahannya.
Berdasarkan RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara kawasan peruntukan pertanian
terdiri atas (@) kawasan budidaya tanaman pangan; (b) kawasan budidaya

perkebunan; dan (c) kawasan budidaya peternakan.
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Kawasan budidaya tanaman pangan terdiri atas pertanian lahan basah seluas
kurang lebih 33.296 ha terdapat di Kecamatan Haur Gading kurang lebih seluas
2.322 ha, Kecamatan Amuntai Utara kurang lebih seluas 2.800 ha, Kecamatan
Amunta Selatan kurang lebih seluas 3.468 ha, Kecamatan Amuntai Tengah kurang
lebih seluas 5.298 ha, Kecamatan Banjang kurang lebih seluas 2.866 ha, Kecamatan
Sungal Tabukan kurang lebih seluas 1.576 ha, Kecamatan Babirik kurang lebih
seluas 5.055 ha, Kecamatan Sungai Pandan kurang lebih seluas 5.226 ha dan
Kecamatan Danau Panggang 4.691 ha dan kawasan budidaya pertanian lahan
kering seluas 1.692 haterdapat di Kecamatan Amuntai Utara kurang lebih seluas
4,2 ha, Kecamatan Amuntai Tengah kurang lebih seluas 1.134 ha dan Kecamatan
Banjang kurang lebih seluas 553 ha.

Optimalisasi lahan diarahkan pada program intensifikasi dan peningkatan
infrastruktur lahan rawa yang berfungsi sebaga drainase dan irigasi. Peningkatan
infrastruktur mencakup kegiatan normalisasi dan renovasi fasilitas bangunan pada
sistem polder yang telah dibangun, meliputi Polder Alabio dan polder-polder

lainnya.

Untuk mempertahankan kawasan budidaya tanaman pangan agar tidak
diaihfungsikan, maka direncanakan untuk penetapan kawasan lahan pertanian
pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan seluas
23.359 ha berupa perlindungan lahan basah atau |ahan lebak. Lokasinya tersebar di
Kecamatan Haur Gading, Kecamatan Amuntai Utara, Kecamatan Amuntai Selatan,
Kecamatan Amuntai Tengah, Kecamatan Banjang, Kecamatan Sungai Tabukan,

Kecamatan Sungai Pandan, Kecamatan Babirik dan Kecamatan Danau Panggang.

Potensi perkebunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak sebesar potensi
pertanian tanaman pangan. Hingga saat ini komoditas perkebunan yang
dikembangkan adalah sawit, karet, sagu, kelapa dan purun. Untuk sawit hanya
diusahakan oleh perkebunan besar, sedangkan komoditas yang lain merupakan
perkebunana rakyat. Luas kawasan perkebunan kurang lebih 7.624 ha meliputi
kawasan perkebunan kelapa sawit yang terdapat di sebagian wilayah kecamatan
Banjang dan kecamatan Amuntai Tengah yang dikelola oleh swasta; dan kawasan
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perkebunan karet yang terdapat di Kecamatan Amuntai Utara. Komoditas
perkebunan lain yang mempunyai peluang untuk dikembangkan adalah tanaman
jelutung, yang dinilai sesual untuk dikembangkan di lahan rawa.

Peternakan di Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki potensi yang sangat
besar untuk dikembangkan, terutamaltik Alabio dan Kerbau Rawayang merupakan
plasma nutfah daerah dan telah diusahakan masyarakat secara turun-temurun.
Kawasan budidaya peternakan berupa pengembangan kawasan peruntukan
peternakan seluas kurang lebih 576 ha, meliputi (@) ternak besar yang terdiri dari
pengembangan daerah pusat pembibitan ternak sapi di Kecamatan Banjang dan
pengembangan daerah pusat pembibitan ternak kerbau kalang atau kerbau rawa di
Kecamatan Paminggir; (b) ternak unggas yang terdiri dari pengembangan daerah
pusat perbibitan ternak Itik Alabio di Kecamatan Amuntai Selatan dan Sungai
Pandan; pengembangan pakan alami untuk ternak unggas; dan sentra produksi telur
dan pembesaran Itik Alabio dilakukan peternak di hampir seluruh kecamatan

kecuali paminggir.

Untuk potensi perikanan yang dominan adalah perikanan darat, bak
perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Pengembangannya masih
berpotens untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Potensi perikanan tangkap
kabupaten sangat besar dengan variabilitas jenisikan yang beragam, terutamajenis
ikan-ikan rawa seperti gabus (Channa striata), toman (Channa micropeltes), sepat
siam (Trichogaster pectolaris), sepat rawa (Trichogaster trichopterus) dan betok
(Anabas testudineus).

Berdasarkan RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara kawasan peruntukan
perikanan terdiri atas kawasan peruntukan perikanan tangkap dan kawasan
peruntukan budidaya perikanan. Kawasan peruntukan perikanan tangkap terdiri
atas rencana pengembangan daerah pendaratan ikan di Kecamatan Amuntai Tengah
dan rencana pengembangan daerah reservaat perikanan darat di Kecamatan Danau
Panggang, Paminggir, Babirik dan Sungai Pandan dengan luasan kurang lebih 5,5

ha
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Adapun kawasan peruntukan budidaya perikanan meliputi pengembangan
kawasan budidaya perikanan air tawar atau perikanan tangkap di hampir semua
kecamatan yang ada di kabupaten. Hal ini dikarenakan pengembangan produksi
budidaya perikanan dan produksi penangkapan berada di perairan umum. Potensi
pengembangan untuk kawasan perikanan budidaya air tawar (kolam dan keramba)
dan tangkapan (rawa dan sungai) diarahkan pada kawasan rawa yang saat ini sudah
dilakukan usaha penangkapan ikan. Budidaya keramba dilakukan di semua
kecamatan yang adadi Kabupaten Hulu Sungai Utara, pada sepanjang aliran Sungai
Tabalong, Balangan dan Negara serta sungai — sunga kecil lainnya dan daerah
rawa. Untuk pembangunan sektor perikanan telah direncanakan pengembangan
kawasan minapolitan di Haur Gading dan sekitarnya seluas kurang lebih 133 ha.

Untuk kegiatan industri, umumnya adalah industri rumah tangga yang
merupakan UsahaMikro Kecil Menengah (UMKM). Kawasan peruntukan industri
rumah tangga terdiri atas rencana pengembangan kawasan peruntukan
perindustrian provins berupa sentra industri Amuntai yang berorientasi pada
industri rotan, purun dan kayu serta industri rumah tangga lainnya yang di
alokasikan seluas kurang lebih 33 ha. Kawasan industri rumah tangga khusus
kergjinan lampit dan purun dialokasikan di Desa Palampitan Hulu dan Palampitan
Hilir (Perkotaan Amuntai) seluas kurang lebih 3 ha dan di Desa Banyu Hirang
(Kecamatan Amuntai Selatan) seluas kurang lebih 5 ha. Kawasan industri rumah
tangga kergjinan bordir yang tersebar di Perkotaan Amuntai seluas kurang lebih 8
ha. Kawasan industri rumah tangga kergjinan plastik di Kecamatan Amuntai Utara
seluaskurang lebih 5 ha. Kawasan industri rumah tangga kerajinan anyaman berupa
tikar dan purun di Kecamatan Haur Gading seluas kurang lebih 5 ha, dan kawasan
industri rumah tangga kerajinan sulaman bordir di Desa Teluk Betung Kecamatan
Sungal Pandan seluas kurang lebih 8 ha, serta Kawasan industri rumah tangga
kergiinan Mebel Alumunium di Kecamatan Amuntai Tengah, Amuntai Selatan
seluas kurang lebih 5 ha

Untuk pariwisata, Kabupaten Hulu Sungai Utara mempunyai potensi
peninggalan sgarah yang layak untuk dikembangkan, disamping kemungkinan
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pengembangan pariwisata alam berupa hamparan rawa dan plasma nutfahnya.
Kawasan pariwisata diarahkan pada pengoptimal an obyek — obyek wisata yang ada
serta pemanfaatan rawa sebagai potens obyek pariwisata. Kawasan peruntukan
pariwisata pada RTRW Kabupaten Hulu Sunga Utara dial okasikan seluas kurang
lebih 10 hayang terdiri atas kawasan peruntukan pariwisatabudaya (kawasan Candi
Agung) dan kawasan peruntukan pariwisata buatan. Potensi pengembangan
pariwisata buatan yang direncanakan adalah (@) pengembangan kawasan
peruntukan pariwisata provins berupa obyek wisata kerbau rawa Kecamatan
Paminggir dan Danau Panggang; (b) wisata kerbau rawa di Desa Bararawa
Kecamatan Paminggir seluas kurang lebih 6 ha; dan (c) wisata belanja kergjinan
rumah tangga di Kecamatan Amuntai Tengah. Selain itu perlu pengembangan jalur
wisata dari hulu ke hilir serta pengembangan sarana dan prasarana pendukung

wisata khususnya jaringan jalan, dermaga, dan akses sungai.

3.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Hulu Sungai Utara dialiri oleh dua sungai besar yaitu Sungai
Balangan dan Sungai Tabalong di sebelah utara serta dua sungai lainnya yaitu
Sungal Pamintangan dan Sungai Negara. Dengan adanya sungal besar yang
mengelilingl dan elevasi kawasan yang tidak terlalu tinggi (sebagian besar
kelerengannyaO - 2%), makawilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagian besar

berpotens banjir.

Kawasan rawan bencana alam berupa kawasan rawan banjir yang tersebar
di seluruh wilayah kabupaten, yaitu di Kecamatan Sungai Tabukan dengan luas
kurang lebih 1.850 ha, Kecamatan Sungai Pandan dengan luas kurang lebih 2.956
ha, Kecamatan Paminggir dengan luas kurang lebih 13.197 ha, di Kecamatan Haur
Gading dengan luas kurang lebih 2.211 ha, Kecamatan Danau Panggang dengan
luas kurang lebih 7.714 ha, Kecamatan Banjang dengan luas kurang lebih 4.804 ha,
Kecamatan Babirik dengan luas kurang lebih 4.239 ha, Kecamatan Amuntai Utara
dengan luaskurang lebih 2.567 ha, Kecamatan Amuntai Tengah dengan luas kurang
lebih 4.503 ha, Kecamatan Amuntai Selatan dengan luas kurang lebih 8.320 ha.
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3.2. Kondis Lingkungan

3.2.1. Jasa Penyediaan (Provisioning)

9,740,000

9,720,000

1. Pan gan
Gambar 3.6. Peta DDDT Pangan
260,000 280,000 300,000 320,000
PETA DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG
{ PANGAN )
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
Skala 1° 250 000
‘.L e Kab. Tabalong ~
s Kilometers
§. Prov. Kallimantan Tengah
§. J
Kab. Balangan
"~
CE',- 4 & Keterangan :
sy S s sapony
B sacguiRencan
/ Kab. HSS == i:;:;
I 4 Tinggl
I 5 sangat Tinggi
260,000 280,000 300,000 320,000
Tabd 3.3. Klasifikas Pangan
No Klasfikasi Luas (ha) Per sentase (%)
1 Sangat Rendah 31,115.36 34.86
2 Rendah - -
3 Sedang 25,412.98 28.47
4 Tinggi 28,291.24 31.69
5 Sangat Tinggi 4,450.42 4.99
Total 89,270.00 100.00
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Air Bersh

Gambar 3.7. PetaDDDT Kesediaan Air
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Tabel 3.4. Klasifikas Kesediaan Air Bersih

 No | Klasfikes | Luas(ha) | Persentase(

300,000

320,000

%) |

1 Sangat Rendah - -
2 Rendah - -
3 Sedang 18,635.76 20.88
4 | Tinggi 67,148.02 75.22
5 Sangat Tinggi 3,486.22 391
Total 89,270.00 100.00
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3. Serat (fiber)
Gambar 3.8. Peta DDDT Serat (Fiber)
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Tabd 3.5. Klasifikasi Serat (Fiber)
No Klasfikasi Luas (ha) Per sentase (%)
1 Sangat Rendah 22,079.92 24.73
2 Rendah 51,298.08 57.46
3 Sedang 15,892.00 17.80
4 | Tinggi - -
5 Sangat Tinggi - -
Total 89,270.00 100.00
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4. Energi
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Gambar 3.9. PetaDDDT Energi
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Tabd 3.6. Klasifikas Energi
No Klasfikasi Luas (ha) Per sentase (%)
1 Sangat Rendah 1,393.72 1.56
2 Rendah 55,917.65 62.64
3 Sedang 27,736.11 31.07
4 Tinggi 4,222.52 4.73
5 Sangat Tinggi - -
Total 89,270.00 100.00
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5. Sumber Daya Genetik
Gambar 3.10. PetaDDDT Sumber Daya Genetik
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Tabd 3.7. Klasifikas Sumber Daya Genetik
No Klasfikasi Luas (ha) Per sentase (%)
1 Sangat Rendah 22,079.92 24.73
2 Rendah 33,006.14 36.97
3 Sedang 33,865.76 37.94
4 | Tinggi 318.18 0.36
5 Sangat Tinggi - -
Total 89,270.00 100.00
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3.2.2. Jasa Budaya (Cultural)

1. Tempat Tinggal dan Ruang Hidup (Sense of Place)

260,000

Gambar 3.11. PetaDDDT Tempat Tinggal & Ruang Hidup
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Tabe 3.8. Klasifikas Tempat Tinggal & Ruang Hidup
No Klasfikasi Luas (ha) Per sentase (%)
1 Sangat Rendah - -
2 Rendah - -
3 Sedang - -
4 Tinggi - -
5 | Sangat Tinggi 89,270.00 100.00
Total 89,270.00 100.00
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2. Rekreas dan Ecotourism
Gambar 3.12. Peta DDDT Rekreasi dan Ecotourism
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Tabdl 3.9. Klasifikas Rekreasi dan Ecotourism

No Klasfikasi Luas (ha) Per sentase (%)
1 Sangat Rendah 89,270.00 100.00
2 Rendah - -
3 Sedang - -
4 | Tinggi - -
5 Sangat Tinggi - -

Total 89,270.00 100.00
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3. Estetika
Gambar 3.13. PetaDDDT Estetika
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Tabed 3.10. Klasifikas Estetika
No Klasifikasi Luas (ha) Per sentase (%)
1 Sangat Rendah 89,270.00 100.00
2 Rendah - -
3 Sedang - -
4 | Tinggi - -
5 Sangat Tinggi - -
Total 89,270.00 100.00
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3.2.3. Jasa Pendukung (Supporting)

1. Pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan

Gambar 3.14. PetaDDDT Pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan
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Tabd 3.11. Klasifikasi Pembentukan |apisan tanah dan pemeliharaan kesuburan

No Klasfikasi Luas (ha) Per sentase (%)
1 Sangat Rendah 3,032.00 3.40
2 Rendah 8,053.08 9.02
3 Sedang 33,813.53 37.88
4 Tinggi 44,325.90 49.65
5 Sangat Tinggi 45.48 0.05

Total 89,270.00 100.00
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2. Siklushara (nutrient cycle)
Gambar 3.15. PetaDDDT Silus Hara
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Tabe 3.12. Klasifikas Silus Hara
No Klasifikasi Luas (ha) Per sentase (%)
1 Sangat Rendah 3,032.00 3.40
2 Rendah 27,505.21 30.81
3 Sedang 33,814.51 37.88
4 Tinggi 24,872.80 27.86
5 Sangat Tinggi 45.48 0.05
Total 89,270.00 100.00
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3. Produk Primer
Gambar 3.16. PetaDDDT Produk Primer
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Tabe 3.13. Produk Primer
No Klasifikasi Luas (ha) Per sentase (%)
1 Sangat Rendah 22,079.92 24.73
2 Rendah 29,062.28 32.56
3 Sedang 37,809.62 42.35
4 | Tinggi 318.18 0.36
5 Sangat Tinggi - -
Total 89,270.00 100.00
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4. Biodiversitas
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Gambar 3.17. PetaDDDT Biodiversitas
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Tabd 3.14. Biodiversitas
No Klasifikasi Luas (ha) Per sentase (%)
1 Sangat Rendah 22,079.90 24.73
2 Rendah 29,062.24 32.56
3 Sedang 37,809.69 42.35
4 | Tinggi 318.18 0.36
5 Sangat Tinggi - -

Total 89,270.00 100.00
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3.2.4. Jasa Pengaturan (Regulating)

9,740,000
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1. Iklim
Gambar 3.17. PetaDDDT Iklim
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Tabd 3.15. Iklim
No Klasfikasi Luas (ha) Per sentase (%)
1 Sangat Rendah 1,393.72 1.56
2 Rendah 21,721.05 24.33
3 Sedang 62,777.79 70.32
4 Tinggi 3,377.44 3.78
5 Sangat Tinggi - -
Total 89,270.00 100.00
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2. TataAir
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Gambar 3.18. PetaDDDT Tata Air
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No Klasifikasi Luas (ha) Per sentase (%)
1 Sangat Rendah 1,256.37 141
2 Rendah 13,122.69 14.70
3 Sedang 28,648.07 32.09
4 | Tinggi 27,929.79 31.29
5 Sangat Tinggi 18,313.08 20.51

Total 89,270.00 100.00

3.3. Kondisi Ekonomi

3.3.1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pembangunan Ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai serangkaian

usahadan kebijaksanaan yang menyebabkan meningkatnyataraf hidup masyarakat,

memperluas lapangangan kerja, memeratakan distribusi pendapatan masyarakat
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dan meningkatkan hubungan ekonomi regional yang disertai oleh perbaikan sistem
kelembagaan. Salah satu indikator yang biasa digunakan untuk mengetahui
kondis perekonomian makro suatu wilayah adalah Produk Domestik Regionla
Bruto (PDRB) atau Pendapatan Regional. PDRB merupakan jumlah nilai
tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah dan periode
waktu tertentu. Hasil penghitungan PDRB biasadikenal sebagat PDRB menurut
lapangan usahadan PDRB menurut penggunaan. PDRB menurut lgpangan usaha
merupakan tota nilai tambah (value added) dari semua kegiatan ekonomi di
suatu wilayah dan pada periode waktu tertentu, sedangkan PDRB menurut
penggunaan merupakan jumlah nila barang dan jasa yang digunakan untuk
konsums akhir. Selain itu, daam penygiannya PDRB juga dibedakan menjadi
PDRB atas dasar harga konstran dan PDRB atas dasar harga berlaku.

PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan
jasa yang dihasilkan dihitung menurut harga tahun dasar, dimana tahun dasar
yang digunakan saet ini adalah tahun 2010. PDRB atas dasar harga berlaku
menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dan dihitung
menurut harga tahun berjalan. Dengan demikian, PDRB merupakan datayang
sangat dibutuhkan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah dan dapat
pula digunakan sebagai aat evaluasi terhadap kinerja pembangunan di bidang

ekonomi.

Di samping itu, penghitungan PDRB ini menggunakan konsep domestik,
artinya seluruh nilai tambah yang ditimbulkan oleh berbagai sektor/lapangan usaha
yang melakukan kegiatan usahanya di daerah/wilayah tertentu dihitung sebagai
bagian dari nilai tambah yang dihasilkan daerah tersebut tanpa memperhatikan
kepemilikan dari faktor produksi. Dengan katalain, PDRB menunjukkan gambaran
Production Originated.

Nila PDRB Kabupaten Hulu Sungal Utara berdasarkan Harga Konstan
(ADHK Seri 2010) menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. PDRB ADHK
pada tahun 2013 tercatat sebesar Rp. 2,41 Trilyun, meningkat dari tahun
sebelumnyatahun 2012 sebesar Rp.2,19 Trilyun. PDRB tahun 2014 tercatat sebesar
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Rp. 2,55 Trilyun. PDRB Tahun 2016 sebesar Rp.2,81 Trilyun, meningkat dari
Tahun 2015 sebesar 2,69 Trilyun. Secara kumulatif perkembangan PDRB ADHK
Seri 2010 dari tahun 2012 sampa dengan tahun 2016 sebesar Rp. 624 Milyar.
Kenaikan nilai PDRB ADHK Seri 2010 bervariasi dari tahun ke tahun, hal ini dapat
dipahami karena ada kebijakan-kebijakan yang berpengaruh langsung maupun
tidak langsung terhadap kondisi perekonomian daerah.

Lau pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun
Tahun 2013-2016 berfluktuatif. Tahun 2013 pertumbuhan ekonomi sebesar
5,34 persen kemudian menaik tahun 2014 sebesar 5,99 persen. Pada Tahun
2014 ini kondisi perekonomian lebih kondusif,kemudian di tahun 2015 turun
sebesar 5,34 persen dan tahun 2016 turun kembali sebesar 4,70 persen hal ini
menunjukkan terjadi perlambatan ekonomi. Dapat disimpulkan bahwa laju
pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya tumbuh positif, namun peningkatan
dan pengjaman program-program pembangunan khususnya yang menyangkut
bidang ekonomi pada tahun-tahun berikutnya perlu dijaga konsistens dan
kontinuitasnya dan perlu mendorong sektor-sektor yang mempunyai potensi
tumbuh lebih besar tetapi belum tumbuh dengan baik.

L gju Pertumbuhan Riil PDRB M enurut L apangan Usaha menunjukkan
5 sektor/kategori (Tahun 2016) dari 17 sektor/kategori yang ada dimana
pertumbuhannya cukup tingggi yakni Kategori Jasa K esehatan dan kegiatan
sosial sebesar 9,33 persen, Kategori Informasi dan Komunikasi sebesar 8,98
persen, kategori Jasa Pendidikan 8,88 Persen, kategori Jasa Keuangan dan
Asuransi sebesar 8,40 Persen dan Kategori Perdagangan Besar dan Eceran;
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 7,99 persen. Kategori Pertanian,
Kehutanan dan Perikanan (Sektor Primer) hanya tumbuh sebesar 1,72
Persen pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa selama tahun 2013-
2016 sektor Jasa-Jasa dan Perdagangan tumbuh positif dan berkembang di
Kabupaten Hulu Sungai Utara.
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Tabel 3.17
PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Kategori ( Juta Rupiah) Kabupaten Hulu Sungai Utara

Tahun 2012-2016

Kategori Uraian Tahun
2012 2013 2014 2015* 2016**

A Pertanian,K ehutanan, dan Perikanan 435.562,90 447.062,60 483.050,40 490.086,00 481.660,60
B Pertambangan dan Penggalian 5.360,71 6.030,60 6.485,50 6.615,80 6.738,50
C Industri Pengolahan 234.724,20 256.412,30 267.180,60 278.429,80 293.339,10
D Pengadaan Listrik dan Gas 1.688,13 1.884,00 2.223,60 2.732,20 2.871,50
E Pengadaan Air 15.847,01 17.080,00 18.909,30 19.919,40 21.494,10

F Konstruksi 226.940,15 253.048,20 266.353,00 280.130,40 295.639,40

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil

G dan Sepeda Motor 267.199,98 310.101,20 333.417,90 358.210,60 386.837,90
H Transportasi dan Pergudangan 171.802,72 187.779,00 195.379,80 204.849,90 215.627,60
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 56.439,89 61.845,30 64.469,10 67.826,30 71.932,20
J Informasi dan Komunikasi 82.112,90 91.584,90 98.353,60 105.243,20 114.693,40
K Jasa Keuangan dan Asuransi 59.896,11 70.797,20 75.163,60 78.422,20 85.011,80
L Real Estate 84.065,39 91.507,30 94.594,30 99.092,10 104.662,90
M,N Jasa Perusahaan 7.915,36 8.627,80 9.130,90 9.612,20 10.236,80

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan
@) Jaminan Sosia Wajib 257.712,69 288.868,50 305.448,40 332.390,50 339.158,90
P Jasa Pendidikan 193.163,73 215.166,70 227.629,50 243.939,80 265.605,30
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosia 43.243,48 50.853,20 52.502,70 56.288,10 61.542,50
R,ST,U | Jasalainnya 48.971,39 51.488,80 54.305,10 57.236,80 60.571,90
PDRB 2.192.646,74 2.410.137,60 2.554.597,30 2.691.025,30 2.817.624,40
Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara (* = Data Sementara, * * = Data Sangat Sementara)
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PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Kategori ( Juta Rupiah) Kabupaten Hulu Sungai Utuara

Tabel 3.18

Tahun 2012-2016

Kategori Uraian Tahun
2012 2013 2014 2015* 2016**
A Pertanian,K ehutanan, dan Perikanan 452.110,72 482.196,32 508.887,36 586.782,78 649.477,33
B Pertambangan dan Penggalian 5.635,88 6.320,74 6.773,02 7.816,95 8.623,66
C Industri Pengolahan 226.659,67 262.516,45 296.663,07 333.706,99 369.065,94
D Pengadaan Listrik dan Gas 1.577,27 1.648,43 1.638,50 1.962,04 2.743,15
E Pengadaan Air 16.597,20 18.193,10 19.571,50 23.591,55 26.360,24
F Konstruksi 240.289,06 259.594,56 283.728,11 323.637,31 370.849,42
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil
G dan Sepeda Motor 288.205,01 322.822,83 364.848,56 416.864,44 474.151,67
H Transportasi dan Pergudangan 180.393,55 195.933,31 213.535,71 239.057,40 264.935,16
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 59.569,61 66.975,91 70.108,68 79.041,49 84.893,82
J Informasi dan Komunikasi 86.637,08 95.109,90 101.984,22 114.511,10 126.292,28
K Jasa Keuangan dan Asuransi 62.149,98 70.688,96 85.830,15 93.835,15 101.862,35
L Real Estate 88.319,69 95.324,22 103.741,72 116.315,91 125.365,61
M,N Jasa Perusahaan 8.467,01 9.312,78 10.345,75 11.824,32 13.211,08
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan
0 Jaminan Sosial Wajib 272.571,31 306.647,70 355.407,07 398.119,74 473.101,57
P Jasa Pendidikan 203.672,99 225.546,10 244.852,23 269.927,54 314.736,94
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 45.685,49 51.579,65 57.871,01 63.570,34 75.127,15
R,ST,U JasaLainnya 51.759,61 55.951,89 58.239,60 65.779,26 74.648,00
PDRB 2.290.301,13 2.526.362,85 2.784.026,26 3.146.344,31 3.555.445,37

Sumber : BPSKabupaten HSU (* =

Data Sementara, * * = Data Sangat Sementara)
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Tabd 3.19
Laju Pertumbuhan Ekonomi (Rill) Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2012-2016
: . Tahun
Kategori Uraian
2012 2013 2014 2015* 2016**
A Pertanian,K ehutanan, dan Perikanan 2,92 0,27 8,04 1,46 1,72
B Pertambangan dan Penggalian 8,02 4,14 7,54 2,01 1,86
C Industri Pengolahan 10,27 9,24 474 421 5,35
D Pengadaan Listrik dan Gas 9,08 2,32 12,57 22,88 5,10
Pengadaan Air,Pengelolaan Sampah,Limbah dan Daur
E Ulang 3,08 4,56 10,71 534 7,91
F Konstruks 5,55 5,64 5,26 517 5,54
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan
G Sepeda Motor 6,79 8,67 7,61 7,44 7,99
H Transportasi dan Pergudangan 4,35 4,74 3,97 4,85 5,26
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 5,25 411 4,17 521 6,05
J Informasi dan Komunikasi 6,25 4,98 7,39 7,00 8,98
K Jasa Keuangan dan Asurans 3,59 14,10 6,17 4,34 8,40
L Real Estate 3,66 5,01 3,31 4,75 5,62
M,N Jasa Perusahaan 4,05 4,76 5,83 5,27 6,50
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan
Sosial Wajib 5,95 5,79 5,28 8,82 2,04
P Jasa Pendidikan 511 5,98 5,75 7,17 8,88
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosid 7,04 9,86 3,03 7,21 9,33
R,ST,U JasaLainnya 3,02 2,06 5,21 5,40 5,83
PDRB 5,40 534 5,98 5,34 4,70

Sumber : BPSKabupaten HSU (* = Data Sementara, * * = Data Sangat Sementara)
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3.4. Kondis Sosial Budaya

3.4.1. Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan

Persentase penduduk diatas garis kemiskinan dihitung dengan
menggunakan formula (100 — angka kemiskinan). Angka kemiskinan adalah
persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk.
K emiskinan menurut BPS adalah suatu kondisi pemenuhan kebutuhan dasar yang
berada dibawah standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan maupun non
makanan yakni berada dibawah garis kemiskinan (poverty line). Penduduk miskin
dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nila rupiah
pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-
kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk
hidup layak.

Penduduk; 2016;

/93,24

/

Penduduk; 2012; Penduduk; 2013; /

93,06 93,08

Penduduk; 2o1zy

faYoWaYa¥

Prosentasd

95,00
/ Penduduk; 2015;

92,93

Tahun

Sumber : BPS 2013-2017, diolah.

Gambar 3.19
Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 -2016

Persentase Penduduk miskin dan Grafik Persentase penduduk diatas garis
kemiskinan selalu berhubungan satu samalainnya, yaitu saling mempengaruhi. Jika
Persentase penduduk miskin trennya menurun maka tren persentase penduduk
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diatas garis kemiskinan grafiknya naik dan sebaliknya jika tren persentase
penduduk miskin naik maka grafik persentase penduduk diatas garis kemiskinan
menurun, atau bisa juga dikatakan saling berbanding terbalik antara penduduk
miskin dan penduduk diatas garis kemiskinan.

Kondisi kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dari tahun 2012
sampal tahun 2016 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, namun dengan trend
yang menurun. Meskipun terjadi penurunan, namun jikadibandingkan dengan rata-
rata provinss maupun Kab/Kota yang ada di Kalimantan Selatan persentase
kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara paling tinggi. Hal ini disebabkan
karena semua Kab/Kota berupaya yang sama untuk menurunkan kemiskinan.
Meskipun begitu tingkat kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara lebih rendah
dengan tingkat kemiskinan Nasional. Adapun perbandingan tingkat kemiskinan
Kabupaten Hulu Sungai Utara terhadap Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional
Tahun 2012 — 2016 dapat dilihat pada gambar berikut :

14
12
10
b
8 8 |
c
o
4 6
& i —g 58 o
2.
| Th.2012 | Th.2013 | Th.2014 | Th.2015 | Th.2016
——Nasional | 1166 | 1147 | 1096 | 1113 | 1086
—m—Provinsi | 501 | 476 | 481 | 499 | 485
Kabupaten  6.94 6.92 7.00 7.07 6.76

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2017

Gambar 3.20
Perbandingan Tingkat Kemiskinan (%) Kabupaten Hulu Sungai Utara
Terhadap Provins Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2012 — 2016

Halaman 11l - 39



. &N KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
: RPIMD KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2017- 2022

Dari gambar diatas menunjukkan bahwa perbandingan tingkat kemiskinan
Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional
menunjukkan kecenderungan berfluktuasi setiap tahunnya dengan kecenderungan
yang sama Yyakni terjadi penurunan tingkat kemiskinan walaupun dengan
kelandaian yang berbeda, dimana pada tahun 2016 tingkat kemiskinan Kabupaten
Hulu Sungai Utara sebesar 6,76%, Provins Kalsd sebesar 4,85 %, sedangkan
Nasiona sebesar 10,85 %

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara umum pada periode
2012-2016 Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Provinsi Kalimantan Selatan turut
memberikan kontribusi terhadap penurunan persentase  kemiskinan secara
Nasional. Ha ini menunjukkan cukup efektifnya pencapaian hasil-hasil
pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dari tahun 2012 - 2016 melalui
kebijakan dan program kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam

penanggulangan kemiskinan.
s Penduduk Miskin, Tingkat Kemiskinan dan Garis Kemiskinan

Perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Hulu Sungai Utara
selama lima tahun terakhir periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 terjadi
fluktuasi, dimana terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin dari tahun 2012
sampal tahun 2015, namun terjadi penurunan pada tahun 2016. Jumlah penduduk
miskin Kabupaten Hulu Sungai Utaratahun 2016 berkurang sebanyak 560 jiwadari
tahun 2015 yaitu dari 15.940 menurun menjadi 15.380 orang pada tahun 2016.

15,940

16,000 —

15,800 - e
15,600 |+

15,400 + 15 228

15,200 / 15,045
15,000 -
14,800 +

14,600 +

14,400 += ; : , , .
Th.2012 Th.2013 Th.2014 Th.2015 Th.2016

Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2017
Gambar 3.21
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Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Hulu Sunga Utara
Tahun 2012 - 2016

Begitu pula dari sisi Persentase atau tingkat kemiskinan di Kabupaten Hulu
Sungal Utara secara grafik pada rentang waktu tahun 2007 hingga tahun 2016
mengalami trend yang fluktuatif dengan beberapa kali kenaikan, namun secara
umum tingkat kemiskinan mengalami penurunan walaupun penurunannya
melambat. Hal ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang dilakukan
pemerintah dalam upaya percepatan penurunan angka kemiskinan telah efektif
namun tidak dapat mempercepat penurunan karena saat ini penduduk miskin di
Kabupaten Hulu Sungai Utara berada pada indeks kedalaman kemiskinan yang
tinggi. Semakin tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan, semakin jauh rata-rata
pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

12

10 |

Persentase
[=2]

2 |

0 |
Th.2007 Th.2008 Th.2009 Th,2010 Th,2011 Th,2012 Th.2013 Th.2014 Th, 2015 Th, 2016

Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2017

Gambar 3.22
Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 — 2016

Garis kemiskinan dihitung berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, yaitu
besarnya rupiah, yang dibutuhkan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar
minimum makanan (setara 2100 kalori/kapitahari) dan non makanan seperti
perumahan, kesehatan, pendidikan, angkutan, pakaian dan barang/jasa lainnya.

Atas dasar kebutuhan minimal yang harus dicukupi untuk hidup maka ditentukan
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biaya garis kemiskinan yang digunakan oleh BPS untuk memperkirakan jumlah dan
Persentase penduduk miskin.

Garis kemiskinan untuk Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan hasil
perhitungan pada tahun 2012 sebesar Rp. 286.430,- perorang per bulan hingga
menjadi Rp. 385.338,- per orang per bulan pada tahun 2016. Jumlah ini mengalami
peningkatan sebesar Rp. 98.908,-per orang per bulan selama kurun waktu 5 tahun.
Adapun perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun
2007 — 2016 dapat dilihat pada gambar berikut :

385,338

400,000 346,066 [
350,000 | 312,537 k=’ O
286430 -
300,000 245,812 264,058 -
250,000 |~ 216012 [

182,258
iy

200,000

Rupiah

150,275
150,000 |~

100,000
50,000

Th.2007 Th.2008 Th.2009 Th.2010 Th.2011 Th.2012 Th.2013 Th.2014 Th.2015 Th.2016

Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2017

Gambar 3.23
Perkembangan Garis Kemiskinan
Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2007 — 2016

Tabel 3.20
Jumlah Individu Menurut Status Kesglahteraan Berdasarkan Kecamatan di
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015

Status K esgjahteraan
Individu Individu Individu Individu
dengan dengan dengan dengan
Nama K ecamatan kpndisi kpndisi kpndisi kpndisi
kesgjahteraan | kesgjahteraan | kesgjahteraan | kesgahteraan | TOTAL
sampai antara11%- | antara21%- | antara31% -
dengan 10 % 20 % 30 % 40 %
terendah terendah terendah terendah
1 | Amuntai Tengah 3,269 2,648 4,562 774 11,253
2 | Amunta Selatan 4,246 2,909 3,432 245 10,832
3 | Amuntai Utara 2,596 2,420 3,328 312 8,656
4 | Haur Gading 2,722 1,971 1,836 152 6,681
5 | Sungai Pandan 5,072 2,786 2,880 213 10,951
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6 | Sungai Tabukan 3,373 1,830 1,631 41 6,875
7 | Babirik 5,898 2,828 1,849 55 10,630
8 | Danau Panggang 5,152 1,823 918 29 7,922
9 | Paminggir 1,907 818 448 24 3,197
10 | Banjang 3,720 2,307 2,587 195 8,809

JUMLAH 37,955 22,340 23,471 2,040 85,806

Sumber : TNP2K, 2016

Berdasar Hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu Tahun 2015 (PBDT 2015)
yang dikeluarkan oleh Tim Nasional Program Penanggulangan Kemiskinan
(TNP2K), masyarakat dengan tingkat kesegjahteraan di bawah 40 % di Kabupaten
Hulu Sungai Utara berjumlah 85.806 jiwa dengan jumlah individu terbanyak di
Kecamatan Amuntai Tengah sebanyak 11.253 jiwa.

3.4.2. Indeks Pembangunan Manusia

Pengukuran tingkat keberhasilan pembangunan manusiadilakukan dengan
menggunakan |PM sebagai indeks komposit yang dapat diperbandingkan di seluruh
wilayah Indonesia. Indeks pembangunan manusia atau Human Devel opment Index
(HDI) adalah sebuah indeks komposit untuk mengukur keberhasilan atau kinerja
suatu negara/wilayah dalam bidang pembangunan manusia. Pada periode ini,
penghitungan IPM menggunakan metode baru melalui pendekatan tiga dimensi
dasar yang mencakup Angka Harapan Hidup (Kesehatan), Harapan Usia Sekolah
dan Rata-rata Lama Sekolah (Pendidikan), serta Daya Beli Per Kapita disesuaikan
(standar hidup layak/ekonomi). IPM Kabupaten Hulu Sungai Utara secara umum
mengalami perbaikan angka, namun secara rata-rata masih dibawah angka IPM

Provins Kalimantan Selatan dan Nasional.
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Th. 2012 Th. 2013 Th. 2014 Th. 2015 Th. 2016
—4—Nasional 67.7 68.31 68.9 69.55 70.18
~@—Provinsi 66.68 67.17 67.63 68.38 69.05
Kabupaten 60.12 60.77 61.32 62.49 63.38
Sumber: BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2017
Gambar 3.24

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Hulu Sungai Utara,
Provinsi Kalimantan Selatan, dan Nasional Tahun 2012 — 2016

Dari gambar tersebut diatas menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Hulu Sungai Utara jauh dibawah IPM Provinsi Kalimantan Selatan dan

Nasional, namun dari tahun 2012 — 2016 terus mengalami peningkatan, dimana
pada periode 2015 hingga 2016 meningkat sebesar 1,43 % dan merupakan salah
satu dari 3 (tiga) Kabupaten tercepat yang mengalami kemajuan peningkatan 1PM
yaitu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (1,82 %) , Kabupaten Hulu Sungai Utara
(1,43 %) dan Kabupaten Balangan (1,39%). Kemajuan pembangunan manusia di

tiga Kabupaten tersebut di dorong terutama oleh dimensi Pendidikan.

Tabd 3.21
Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Penyusunnya tahun 2011-2016
Angka Harapan Rata-rata Pengeluaran
Tahun Harapan Usia Lama Per Kapita IPM

Hidup Sekolah Sekolah (000)

2012 63.87 11.52 6.44 7.986 60.12

2013 64.17 11.75 6.61 8.067 60.77

2014 62.09 12.10 6.63 8.164 61.32
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2015 62.49 12.78 6.73 8.298 62.49
2016 62.71 12.81 7.00 8.668 63.38
Sumber : BPS HSU tahun 2017

3.4.3. Pendidikan

Pembangunan pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Utara diarahkan untuk
meningkatkan pemerataan kesempatan pendidikan, mutu, serta relevansi dan
efisenss mangiemen pendidikan. Peningkatan pelayanan pendidikan disetiap
wilayah merupakan kunci utama dalam menggali potensi dan kualitas sumber daya
manusia untuk menuju kesgjahteraan masyarakat.

Pembangunan bidang pendidikan merupakan salah satu program prioritas
yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dalam kurun waktu limatahun terakhir,
pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Utara telah
menunjukkan keberhasilan. Pengukuran keberhasilan pembangunan melalui
pendekatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dengan metode baru, indikator
makro yang digunakan dalam menentukan keberhasilan pendidikan adalah harapan
lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Kemudian analisis dilanjutkan terhadap
indikator makro lain yang terkait dan ikut mempengaruhi angkatersebut baik secara
langsung maupun tidak langsung seperti Angka Partisipasi Murni (APM), Angka
Partisipasi Kasar (APK) serta Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT) maupun
Angka Partisipasi Sekolah (APS).

Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk
secara umum di suatu tingkat pendidikan. Angka Partisipas Kasar merupakan
persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidian
(berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan
jenjang pendidikan tersebuit.

APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan
pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi
penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling
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sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing

jenjang pendidikan.

» Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/sedergjat (7—12 Tahun)

Angka Partisipasi Kasar untuk tingkat pendidikan SD/MI selama tahun
2012-2016 pada awalnya mengalami peningkatan, namun 2 tahun terakhir
teridentifikasi dengan kecenderungan turun walaupun tidak signifikan. Dari tahun
2012 sampai dengan tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 1,24%. Angka
partisipasi kasar lebih dari 100 menunjukkan bahwa masih banyak siswa SD/MI
yang sekolah umurnya kurang/melebihi kelompok umur usia sekolah SD/MI.
AngkaPartisipasi Kasar (APK) SD/sedergat di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada
tahun 2012 — 2016 dapat dilihat pada Gambar berikut :
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Th.2012
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Th.2014

Th. 2015

Th. 2015

M Laki-laki

109.8

110.42

112.11

108.82

105.16

m Perempuan

105.92

108.17

110.18

108.57

113.89

1 Total

107.78

109.42

111.18

108.69

108.72

Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017

Gambar 3.25
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SD/Sedergjat
Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012-2016

Namun penurunan APK dari tahun ke tahun selalu tumbuh perlu
diapresiasi dan dijaga konsistensinya agar dalam jangka waktu tertentu terjadi
keadaan dimana Angka Partisipasi Kasar akan linier dengan Angka Partisipasi
Murni. Jika APK mendekati atau sama dengan APM bisa dikatakan sudah ideal.
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Artinya kesadaran menempuh pendidikan sesuai kelompok umur tercapai. Adanya
angkapartisipasi kasar melebihi 100 persen dapat diduga penyebabnya adal ah akses
menuju ke sekolah jelek, kesadaran masyarakat tentang pendidikan masih sangat
rendah, peran pemerintah daerah yang masih kurang serta gaung pendidikan di
Kabupaten Hulu Sungai Utara kurang membumi.

Berdasarkan jenis kelamin Angka Partisipasi Kasar (APK) anak perempuan
(113,89 %) Tingkat SD/Sedergjat tahun 2016 lebih besar daripada APK anak
berjenis kelamin laki-laki (105,16 %), hal ini diduga dikarenakan kesadaran kaum
perempuan untuk menyekolahkan anak semakin tinggi dan ini harus diberi apresiasi
oleh pemerintah agar tetap dijaga semangatnya agar tetap konsisten dalam
menempuh pendidikan untuk semua jenjang pendidikan.

= AngkaPartisipasi Kasar (APK) SLTP/sedergjat (13 — 15 Tahun)

Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTP/sedergjat di Kabupaten Hulu Sungai
Utara pada tahun 2012 — 2016 dapat dilihat pada Gambar berikut :
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Th.2012 | Th.2013 | Th.2014 | Th.2015 | Th.2016
m Laki-laki 82.09 82.10 85.92 87.72 85.89

mPerempuan| 79.19 63.26 91.17 82.62 92.26
u Total 80.85 71.53 88.75 85.33 89.28

Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017

Gambar 3.26
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SLTP/Sedergjat
Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012-2016
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Angkapartisipas Kasar tingkat SLTP dari tahun ke tahun berfluktuatif, APK
tahun 2012 dari 80,85 % menjadi 71,53 % di tahun 2013, kemudian naik menjadi
88,75 % pada tahun 2014 untuk selanjutnya turun lagi menjadi 85,33 pada tahun
2015 dan naik lagi menjadi 89,28 padatahun 2016. Angkaini sungguh sangat tidak
ideal, karenatidak terjadi konsistensi penurunan APK. APK yang trendnya selalu
turun adalah APK yang diharapkan oleh semua pihak. Hal ini terjadi dikarenakan
akses menuju ke sekolah jelek, kesadaran masyarakat tentang pendidikan masih
sangat rendah, peran pemerintah daerah yang masih kurang, penanganan
pemerintah daerah didugatidak tepat, atau bisajadi karena himpitan ekonomi serta
gaung pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Utara kurang membumi. Sedangkan
jika dilihat berdasarkan jenis kelamin Angka Partisipass Kasar (APK) Tingkat
SLTP/Sedergjat tahun 2016 anak perempuan (92,26 %), lebih besar dari pada APK
anak berjenis kelamin laki-laki (85,89 %).

» Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTA/sedergjat (16-18 Tahun)

AngkaPartisipasi Kasar (APK) SLTA/sedergjat di Kabupaten Hulu Sungai
Utara pada tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Gambar berikut :

12000
100.00
80.00 |

60.00 I~
40.00
20.00

0.00 : N ; ™ ,
Th.2012 | Th.2013 Th.2014 | Th.2015 | Th.2016

® Laki-laki 52.49 51.14 51.23 92.43 72.39
m Perempuan 85.27 88.34 80.15 100.65 84.58
1 Total 68.67 70.13 63.65 97.05 78.45

Persentase

Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017

Gambar 3.27
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SLTA/Sedergjat
Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 — 2016
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AngkaPartisipasi Kasar tingkat SLTA hampir samadengan AngkaPartisipas
Kasar tingkat SLTP, yaitu selalu fluktuatif dan trendnyanaik turun, bahkan di tahun
2015 terjadi kenaikan yang cukup signifikan, namun di tahun 2016 turun menjadi
78,45 %. Angka ini sungguh sangat tidak diharapkan karena ini menunjukkan
kurang berhasiinya program pendidikan. Permasalahannya juga hampir sama
dengan APK tingkat SLTP, yaitu akses menuju ke sekolah jelek, kesadaran
masyarakat tentang pendidikan masih sangat rendah, peran pemerintah daerah yang
masih kurang, penanganan pemerintah daerah diduga tidak tepat, banyak siswa
yang tinggal kelas atau bisa jadi karena himpitan ekonomi serta gaung pendidikan
di Kabupaten Hulu Sungai Utara kurang membumi.

Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT)
Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT) adalah Persentase jumlah
penduduk, baik yang masih sekolah maupun tidak sekolah lagi menurut pendidikan

tertinggi yang telah ditamatkan. Tingkat pendidikan yang ditamatkan merupakan
ukuran kualitas sumber daya manusia yang selanjutnya dapat dijadikan ukuran

keberhasilan baik dari sudut sosial maupun ekonomi.

45
40 .\‘_, & =
35 9
@ 30 -—’/'.‘—"\.>
Z 25
2 20 A
o 15 — ~—
- 10 > 4 —— _ﬁ_—/’x:-x
O 12012 | Th.2013 | Th.2014 | Th.2015 | Th.2016
—+—Tidak Punya ljazah =~ 4066 | 3674 | 3853 | 3703 | 3514
—8-5D sederajat | 305 | 3336 | 3236 | 2919 | 337
~#—SLTP sederajat 14.97 154 12.92 18.52 10.38
——S|TAsederajat | 1078 | 1097 | 1144 | 994 1403
——D1- D3 . o7 | o081 | 122 | 126 | 065
—e—D4,51, 52 2.31 2.71 3.53 4.06 6.95

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Hulu Sungai Utara, 2017

Gambar 3.28
Persentase Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT)
di Kabupaten Hulu Sungai Utaratahun 2012 — 2016
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Dari gambar tersebut diatas dapat digambarkan bahwa penduduk yang
belum/tidak mempunyai ijasah SD dan penduduk yang mempunyai ijasah SLTP
cenderung mengalami penurunan namun sebaliknya penduduk yang mempunyai
ijasah setingkat SD sampai SLTA serta D4, S1 dan S2 mengalami peningkatan.
Jumlah penduduk yang belum/tidak mempunyai ijasah SD dan yang mempunyal
ljasah SD lebih dari 50%, untuk penduduk yang mempunyai ijasah setingkat SLTP
sampai SLTA mash rendah, sedangkan penduduk yang sudah menyelesaian
pendidikan tinggi di tahun 2016 baru sebesar 7,60 persen.

Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT) berdasarkan Jenis Kelamin di
Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2012 — 2016 dapat dilihat pada tabel
berikut :

Tabel 3.22
Perkembangan Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT)
Tahun 2012 — 2016 Kabupaten Hulu Sungai Utara

Status Tahun
Pendi dl:kan 2012 2013 2014 2015

Lk Pr Jh Lk Pr Jh Lk Pr | Jdh Lk Pr Jh Lk Jh
Tidak Punya  |37,25 (43,90 |40,66 |36,41 (37,07 | 36,74 | 35,87| 41,06 | 38,53 |34,98 [39,00 (37,03 |33,91 [36,34 | 35,14
ljazah
SD sedergjat 32,19 [28,90 |30,50 (31,87 |34,81 |33,36 | 32,27| 32,44 | 32,36 |29,59 (28,80 29,19 |33,83 (33,69 | 33,76
SLTP sedergjat |14,97 (14,96 |14,97 |15,38 |15,43 | 15,40 | 14,90| 11,04 | 12,92 |18,69 (18,35 |18,52 | 4,89 (12,22 | 10,38
SLTA 12,72 | 8,93 |10,78 |12,19 | 9,08 10,97 | 11,99| 10,91 11,44 {1161 | 8,34 | 9,94 |17,54 |10,59 | 14,03
sedergjat
D.I-D.lI 048 | 107 | 0,78 | 1,07 | 057 | 081 092 151 | 122|117 | 1,35| 1,26 | 0,61 | 0,68 0,65
D.IV/ Sl S2/ 238|224 231| 23| 305| 2,71 4,04 303 | 353 | 395 | 4,18 | 4,06 | 561 | 6,47 6,95
S3

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara 2017

Angka Partisipasi Murni (APM)

AngkaPartisipast Murni (APM) merupakan indikator yang digunakan untuk
menentukan tingkat partisipas murni penduduk usia sekolah. Angka partisipas
murni adalah perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 18 tahun yang terdaftar
sekolah padatingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk
berusia 7 hingga 18 tahun. Upaya pemerintah daerah untuk memaksimakan daya
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tampung dan dalam rangka mencapal jangkauan pendidikan yang sesual dengan

umur jenjang pendidikan secara umum mengalami perbaikan
= Angka Partisipas Murni (APM) SD/sedergjat (7-12 Tahun)

Perkembangan angka partisipasi murni (APM) Tingkat SD/sedergat di Kabupaten
Hulu Sungai Utara tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Gambar berikut :

100.00 ¢
98.00 |
96.00 |
94.00
9200 ¢
90.00
88.00

Persentase

Th. 2012 Th. 2013 Th. 2014 Th. 2015 Th. 2016
u Laki-laki 93.32 99,61 9929 94.64 97.40

mPerempuan|  92.22 95.21 96.29 99.98 98.11
» Total 92.75 97.64 97.85 97.36 97.69

Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2017

Gambar 3.29
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SD/MI
Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012-2016

Angka Partisipasi Murni untuk tingkat pendidikan SD/MI dari tahun ke
tahun mengalami fluktuasi, dimana APM SD/MI periode tahun 2012 sampai tahun
2014 terjadi peningkatan namun pada tahun 2015 terjadi penurunan dari 97,85 %
di tahun 2014 menjadi 97,36 % di tahun 2015 dan mengalami peningkatan kembali
pada tahun 2016 menjadi 97,69 %. Secara garis besar selama periode tahun 2012
sampai dengan tahun 2016 APM SD/MI terjadi peningkatan sebesar 4,94 %.
Peningkatan ini menunjukkan bahwa daya tampung sekolah untuk tingkat SD/MI
sudah baik di Kabupaten HSU serta peran pemerintah daerah yang tinggi untuk
meningkatkan wajib belgjar pada masyarakat.
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Jikadilihat berdasar jenis kelamin diketahui APM SD/sederajat Perempuan
terus mengalami peningkatan sampai tahun 2016 walaupun perbedaannya tidak
mencol ok.

» Angka Partisipas Murni (APM) SLTP/sedergjat (13—-15 Tahun)
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Persentase

Th. 2012 Th. 2013 Th. 2014 Th. 2015 Th. 2016
m Laki-laki 64.08 79.35 79.09 69.38 66.67

B Perempuan 56.61 56.32 78.38 76.02 77.09
' Total 60.86 66.43 78.71 72.49 72.22

Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2017

Gambar 3.30
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SLTP/Sedergjat
Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012-2016
Dari gambar diatas diketahui perkembangan Angka Partisipasi Murni
(APM) Tingkat SLTP/Sedergjat cenderung mengalami penurunan walaupun jika
dilihat dalam periode lima tahun terakhir mengalami kenaikan sebesar 11,36 %.
Jika dilihat berdasarkan Jenis Kelamin, Angka Partisipass Murni (APM)
Tingkat SLTP/Sedergjat Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 ada perbedaan
pencapaian yang signifikan antara anak laki-laki (66,67 %) dengan anak
Perempuan (77,09 %), ha ini menunjukkan minat belgjar pada anak perempuan
lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki atau mungkin karena faktor kemiskinan
yang menyebabkan anak laki-laki memilih bekerja untuk membantu perekonomian
keluarga.

» AngkaPartisipasi Murni (APM) SLTA/sedergjat (16-18 Tahun)
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Dari gambar dibawah diketahui perkembangan Angka Partisipasi Murni
(APM) Tingkat SLTA/Sedergjat dari tahun 2012-2016 mengalami fluktuasi dimana
terjadi peningkatan yang signifikan di tahun 2015 menjadi 64.45 % dibanding tahun
2014 namun mengalami penurunan kembali ditahun 2016 menjadi 56.82 %. Secara
umum jika dilihat dalam periode 5 tahun terakhir ada kenaikan Angka Partisipas
Murni untuk SMA/MA/sedergjat untuk periode tahun 2012 sampal dengan tahun
2016 mengaami kenaikan sebesar 8.30 %.
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Persentase
|

Th. 2012 Th. 2013 Th. 2014 Th. 2015 Th. 2016
m Laki-laki 40.40 45.71 48.01 45.27 48.11
HPerempuan 57.01 61.93 60.60 79.43 65.62
= Total 48.52 54.12 53.42 64.45 56.82

Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2017

Gambar 3.31
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SLTA/Sedergjat
Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 — 2016

Rendahnya APM SLTA/sedergjat ini diduga disebabkan karena kurangnya
kesadaran orang tua terhadap pendidikan, kendalamasih kurangnyajumlah sekolah
tingkat SLTA/sedergjat yang menyebabkan jarak rumah dengan sekolah jauh serta
adanya faktor kemiskinan.

Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Angka Partisipasi Sekolah adalah perbandingan antara jumlah penduduk

usiatertentu yang sedang bersekolah dengan seluruh penduduk menurut kelompok
usia yang sama. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/sedergjat (7-12 Tahun).
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/sedergjat di Kabupaten Hulu Sungai Utara
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pada tahun 2011 — 2016 dapat dilihat pada Gambar 2.35 berikut. Selama Selama
periode 2012 sampai dengan 2016, APS SD/M terjadi fluktuasi dimanatahun 2012
sebesar 98,22 % hinggatahun 2016 sebesar 98,93 %, jikadilihat secarakeseluruhan
terjadi peningkatan sebesar 0,71%.
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Persentase

Th. 2012 Th.2013 Th. 2014 Th. 2015 Th. 2016
= Laki-laki 98.99 95.39 0929 99.40 99.1
B Perempuan 97.52 99.25 100 99.98 98.68
= Total 98.22 99.30 99.63 99.71 98.93

Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017
Gambar 3.32

Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tingkat SD/Sedergjat
Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012-2016

» Angka Partisipasi Sekolah (APS) SLTP/sedergjat (13—-15 Tahun)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) SLTP/sedergat di Kabupaten Hulu
Sungai Utara pada tahun 2012 —2016 dapat dilihat pada Gambar berikut :
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Th. 2012 Th. 2013 Th. 2014 Th. 2015 Th. 2016
m Laki-laki 80.84 87.00 95.23 94.09 85.30
m Perempuan 89.09 81.00 91.86 93.17 92.20
w Total 84.36 83.64 93.42 93.66 88.98

Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017
Gambar 3.33
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Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tingkat SLTP/Sedergjat
Berdasarkan Jenis Kelamin Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2012 — 2016

Demikian juga untuk APS tingkat SMP/MTs terjadi fluktuasi dimana
tahun 2012 sebesar 84,36 % hingga tahun 2016 sebesar 88,98 %, jika dilihat secara
keseluruhan terjadi peningkatan sebesar 4,62 %.

» Angka Partisipasi Sekolah (APS) SLTA/sedergat (16-18 Tahun)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) SLTA/sedergat di Kabupaten Hulu
Sungai Utara pada tahun 2012 — 2016 dapat dilihat pada Gambar berikut :
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Persentase

Th. 2012 Th. 2013 Th. 2014 Th. 2015 Th. 2016
m Laki-laki 55.87 55.55 57.94 56.80 62.76

B Perempuan 63.40 70.94 76.75 87.16 77.23
= Total 59.59 63.40 66.02 73.85 69.95

Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017

Gambar 3.34
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tingkat SLTA/Sedergjat
Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 — 2016

Untuk periode yang sama APS SMA/MA/SMK juga mengaami fluktuasi
dimana terjadi peningkatan dan penurunan terhadap APS SMA/MA/SMK, yang
semula 73,85 % pada tahun 2015 menjadi 69,95% pada tahun 2016. Hal ini dapat
diinterprestasikan bahwa untuk tingkat pendidikan SMA/MA/SMK dengan
kelompok umur 16-18 tahun yang belum bersekolah sampa dengan
SMA/MA/SMK masih sebesar 30,05 %. Perlu adaregulasi dari pemerintah daerah
untuk mempercepat Program wajib belgjar 12 tahun, agar peningkatan APS untuk
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SMA/MA secepatnyaideal, karena masalah pendidikan wajar 12 tahun berkorelasi
positif dengan indek pembangunan manusia, dimana semakin banyak penduduk
yang menyel esaikan pendidikan lebih tinggi akan mempercepat peningkatan angka
IPM karena variable untuk pendidikan yang lebih tinggi mempunyai nilai skor
yang lebih tinggi pula.

Angka Putus Sekolah (APTS)

Anka Putus Sekolah adalah Proporsi anak menurut kelompok usia sekolah
yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang
pendidikan tertentu. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok
umur 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun.

Angka Putus sekolah untuk kelompok umur 7 — 12 tahun dalam periode
tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 sudah baik, artinya dalam waktu tiga tahun
terakhir hampir tidak ada lagii anak-anak kelompok umur 7 — 12 tahun yang tidak
bersekolah. Untuk kelompok umur 13 — 15 tahun dalam waktu lima tahun terakhir
juga menunjukkan kecenderungan yang membaik, dengan indikasi APTSnya
menurun, jika APTS kelompok umur ini pada tahun 2012 masih berada pada angka
15,64% menurun menjadi 11,02% pada tahun 2016.

45.00
40.41
40.00 36.60
35.00 33.98
30.00 26.15 30.05
25.00
20.00
1500 16.36
15.64 :
10.00 \6.58 6.43/ 11.02
5.00 1 78 0 70
: : 0.17 0.29 —
0.00 1.70
Th. 2012 Th. 2013 Th. 2014 Th. 2015 Th. 2016
—APS7Th-12Th APS13Th-15Th APS16Th-18Th
Sumber: BPS, diolah
Gambar 3.35
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Angka Putus Sekolah (%) Berdasar Kelompok Umur
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 - 2016

Demikian juga untuk kelompok umur 16 — 18 tahun juga menunjukan tren
yang baik, jika pada tahun 2012 APTSnya masih berada pada level 40,41%
menurun menjadi 30,05% pada tahun 2016. Ini semua terjadi karena adanya
program-program pemerintah bidang pendidikan yang pro terhadap masyarakat,
misalnya BOS, Kartu Pintar dan lain-lain, sehingga hampir tidak ada lagi alasan
bagi masyarakat untuk tidak sekolah. Problem yang masih sangat serius adalah
APTS kelompok umur 16 — 18 tahun yang masih cukup tinggi, ini merupakan PR
bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Stakholder maupun Masyarakat, jika
permasalahan ini selesai dimungkinkan HSU akan bisalekas sggar dengan daerah

lain.
3.4.4. Kesehatan

Angka Kematian Bayi (AKB)
Angka kematian bayi adalah jumlah kematian bayi (sebelum berumur 1

tahun) dalam periode tertentu per 1.000 bayi yang lahir hidup pada tahun
bersangkutan. Angka kematian bayi merupakan indikator yang paling peka dalam
menggambarkan ketersediaan, penggunaan dan efektifitas pelayanan kesehatan.

_ —— Seriesl; Th. +— Seriesl; Th. ~ —— Series]; Th.

\ 2012; 21 2014; 21 / \ 2016; 21
\ /4 Seriesi; Tk

~_,~  SeriesT; Th. 2015; 19 \

2013; 18,57

1.000/KH

Sumber : Dinas K esehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara

Gambar 3.36
Angka Kematian Bayi (AKB) Kab. HSU Tahun 2012-2017
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Dari Gambar 2.31 diketahui bahwa AKB Kab. Hulu Sungai Utara pada
periode tahun 2012 sampai Nopember 2017 berfluktuatif dan cenderung mengal ami
perbaikan, jikapadatahun 2012 AKB masih 21 per 1.000 kelahiran hidup menurun
menjadi 17 per 1.000 kelahiran hidup pada periode Nopember 2017, yang berarti
masih terdapat bayi yang mati dalam usia0 — 1 tahun sebanyak 17 bayi dalam setiap
kelahiran bayi hidup 1000 bayi..

Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)

Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) adalah probabilitas bayi hidup
sampai dengan usia 1 tahun, sedangkan Angka AKBH diperoeh dengan cara
mengurangkan (1000 - AKB). Angka AKB dan AKHB adalah saling berbanding
terbalik, jika AKB trendnya menurun maka AKHB trendnya harus naik. Angka

kelangsungan hidup bayi (AKHB) di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada periode
2012 — 2017 terjadi fluktuasi.
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- 2012; 979 A— Series1; Th. T 2016; 979
2014: 979
Sumber : Dinas K esehatan HSU
Gambar 3.37

Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) di Kab. HSU Tahun 2012 — 2017

AKBH periode Nopember 2017 sebesar 983 bermakna bahwa dalam
setigp 1000 kelahiran hidup, peluang hidup bayi hidup sampai dengan usialebih 1
tahun sebanyak 983 bayi. Hubungan antara AKB dan AKHB adalah bahwa jika
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AKB semakin sedikit nilainya (kematian bayi umur 0 — 1 tahun rendah), maka
akan menyebabkan peluang bayi hidup Iebih besar.

Jumlah Kematian Bayi didefinisikan akumulasi kematian bayi dari Bayi
lahir mati, Bayi Mati padausia0 — 7 hari, Bayi mati padausia 7 — 28 hari dan bayi
mati pada usia 28 hari — 1 tahun. Jumlah Kematian Bayi tidak sama Angka
Kematian Bayii (AKB). Jumlah kematian bayi 0-1 tahun dalam periode 2012 —
bulan Nopember 2017 berfluktuatif, namun secara umum terjadi penurunan, jika
pada tahun 2012 jumlah kematian bayi masih pada angka 91 bayi, menurun sampai
bulan Nopember 2017 menjadi 63 bayi..

LT Series1; Th.
= \ e 4— Series1; Th.
201486 .
3 \ —— Seriesl; Th.
s "\, = Series1; Th. .~ Senesi Th. 2016; 80
2 2013, 76 SSEag
<

~Shger

2017; 63

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara

Gambar 3.38
Perkembangan Jumlah Kematian Bayi di Kab. HSU Tahun 2012 — 2017
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BAB IV
METODE KLHS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah Rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif
untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi
dalam RPIMD Kabupaten Hulu Sungai Utara

Metode KLHS RPIMD Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri atas 6 (enam)
tahapan kegiatan, yang dimula dari tahap kegiatan persigpan sampai tahap
integras KLHS ke dalam RPIMD sebagai kegiatan tahap terakhir. Tahapan KLHS
RPIMD disgjikan pada Gambar 4.1.dan 4.2.

Analisis Prioritas

speslal =2
_9:_9[1 Isuyang Rumusan
Alternatif
Strategis -
Identifikasi Isu
Pembangunan
| Berkelanjutan

" Pengkajian
Penyusunan Isu Muatan pengaruh KRP
-~ KAK Materi KRP

Penyusunan
Rekomendasi

Identifikasi
Pemangku

I :?I Kepentingan

DS

Gambar 4.1. Tahapan kegiatan KLHS RPIMD Kabupaten Hulu Sunga Utara

4.1 Metode Persiapan

Tahapan pertama penyusunan KLHS RPIMD vyaitu tahap persiapan, yang
terdiri atas 4 tahap kegiatan, yaitu, tinjauan proses kebijakan RPIMD,
pembentukan Kelompok Kerja (Pokja). Kegiatan persigpan KLHS ditujukan
untuk (1) mengetahui perkembangan RPIMD yang menjadi obyek KLHS, (2)
mengumpulkan data dan informasi awal terkait perkembangan RPIMD, (3)

V-1
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membentuk kelompok kerja (pokja) dan MSF atau forum para pihak terkait
RPIMD, (4) menyusun rencana kerja, dan (5) rencana pengembangan kapasitas.
Pada tahap persiapan juga dilakukan penetapan tenaga ahli dan tenaga teknis dari
Pokja yang akan terlibat langsung dalam penyelenggaraan KLHS. Tahapan dan
metode kegiatan KLHS untuk tahap persiapan dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Persiapan

Pelingkupan
A Kajian pengaruh KRP dan kajian pembangunan
, berkelanjutan daerah
: Perumusan alternative penyempurnaan KRP
RTRWK dan Mitigasi
~\Penyusunan Rekomendasi perbaikan KRP RPJMD
Kabupaten HSU

Integrasi KLHS ke dalam RPJIMD HSU

Gambar 4.2. Tahapan kegiatan KLHS RPIMD Kabupaten Hulu Sungai Utara

Pelibatan Masyarakat dan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 PP No 46 tahun 2016 meliputi:
a.  masyarakat dan pemangku kepentingan yang terkena dampak langsung dan
tidak langsung dari Kebijakan, Rencana, dan/atau Program; dan
b. masyarakat dan pemangku kepentingan yang memiliki informasi dan/atau
keahlian yang relevan dengan substansi Kebijakan, Rencana, dan/atau

Program.
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Tabel 4.1.

Tahapan Kegiatan dan M etode Persiapan KLHS RPIMD

No Tahapan Kegiatan Metode
1 | Identifikasi perkembangan proses RPIMD| Wawancara dan telaah dokumen
5 Pengumpulan data dan informasi Observasi, wawancara dan

awal terkait perkembangan RPIMD

pengumpulan data sekunder

Pembentukan Pokja

Observasi dan wawancara

Penyusunan Rencana Kerja

FGD dan tinjauan literatur

Pembentukan Multi  Stakeholder Forum (MSF) didasarkan pada
pengembangan kelompok para pihak dan disesuaikan dengan unsur-unsur penting
terkait RPIMD dalam konteks pembangunan berkel anjutan. Pengelompokan M SF
dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2.

Kelompok MSF KLHS RPIMD

No | Kelompok Para Pihak

1

Pengambil Keputusan

Penyusun K ebijakan,
Rencana, dan Program (KRP)

Instans Pemerintah

M SF
M SF Pokja

MSF KRP

M SF Pokja
MSF KRP

Keterangan
Terdiri atas pengambil
keputusan anggota pokja

Terdiri atas pengambil
keputusan selain anggota
pokja

Terdiri atas penyusun KRP
anggota pokja

Terdiri atas penyusun KRP
selain

anggota pokja
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Masyarakat dan Pemangku

K epentingan. Masyarakat
yang memiliki informasi dan
atau keahlian
(perorangan/tokoh/kel ompok)

Masyarakat yang terkena
dampak

M SF Pokja

MSF KRP

MSF DAS
MSF Penutupan
Lahan/AFOLU

MSF Fungs
Hutan MSF
Ekonomi
Regional

MSF

Terdiri atas Instansi
pemerintah anggota pokja

Terdiri atas Instansi
pemerintah

selain anggota pokja

Terdiri atas masyarakat dan
pemangku kepentingan,
masyarakat yang memiliki
informasi dan atau keahlian
(perorangan/tokoh/kel ompok)
sesual konteks M SF

diimplementasikan konsep

Berdasarkan  anggota

Pokja dan MSF vyang dibentuk,

“partisipasi aktif” agar KLHS RPJMD yang

juga

dilaksanakan dapat secara langsung dipahami dan dikuasai dengan baik oleh
parapihak. Peserta“partisipas aktif” dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3.

Peserta “Partisipasi Aktif” KLHS RPIMD

No Instansi Keahlian Posisi dalam Tim KLHS
Tenaga Ahli RPIMD/
1 | Bappelitbang Perencanaan Pembangunan| Tenaga Teknis RPIMD
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SKPD terkait lingkungan | .
(Dinas Lingkungan hidup, k‘gggcg:” Hidup, Tenaga Ahli/Teknis
2 | kehutanan,Perkebunan, : bidang Lingkungan/

gﬁ;tanian, Perhubungan geA”;etzjll‘lr‘a”’ Pertanian, | berikanan/Pertanian

SKPD terkait aspek sosia A Tenaga Ahli/Teknis

3 | (Dinas sosid, dil) Anli sosial danbudaya. | o G
SKPD terkait aspek

4 Ekonomi Ahli perekonomian, Tenaga Ahli/Teknis
(Dinas Perindustrian, perindustrian, perdagangan| bidang ekonomi
Perdagangan, dIl)
Universitas Lambung Ahli Pengelolaan
Mangkurat Fakultas Sumberdaya Alam dan :

S Perikanan, Pertanian, Lingkungan, Kelautan dan Tenaga Ahli/Narasumber
Kehutanan Perikanan, Pemetaaan-GIS

4.2.Metode Pelingkupan

Tahap berikutnya dalam penyusunan KLHS adalah tahap pelingkupan.
Kegiatan pelingkupan dilakukan setelah rencana kerja disusun dan disepakati
oleh Pokja. Pelingkupan dan terdiri atas kegiatan persigpan pelingkupan, pra-
pelingkupan, dan kegiatan pelingkupan itu sendiri. Kegiatan persigpan ditujukan
untuk menetapkan dan mengembangkan pendekatan KLHS yang digunakan,
persiapan pengumpulan data, dan persiapan pengembangan kapasitas untuk tahap
pelingkupan. Kegiatan pra-pelingkupan bertujuan untuk menyajikan informasi
dasar wilayah kagjian, pemahaman muatan KRP RPIMD, dan memperoleh daftar
panjang isu-isu pokok pembangunan berkelanjutan yang terdiri atas isu di bidang
ekonomi, lingkungan dan sosia budaya. Pada tahap akhir, yaitu kegiatan
pelingkupan itu sendiri, ditujukan untuk menilai dan menetapkan isu-isu strategis,
paling strategis dan isu prioritas pembanguan berkelanjutan (PB) untuk RPIMD
yang dilakukan secara partisipatif bersama dengan semua pemangku kepentingan.
Tahapan pelingkupan dapat dilihat pada Gambar 4.3.




| KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
4 RPIMD KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2017- 2022

Pengumpulan dan penyusunan informasi dasar
Pra Telaah Muatan/Rumusan RPJIMD
perlengkapan Perumusan Isi Pokok Pembangunan berkelanjutan
Perumusan Isi Pokok RPIMD

. Penilaian Isu Starategis RPJIMD
pelingkupan Penetapan Isu Strategis RPIMD berkelanjutan

Gambar 4.3. Tahap Kegiatan Pelingkupan

Tahapan kegiatan dan metode untuk tahap pelingkupan yang digunakan
diuraikan pada Tabel 3.4 sebagai berikut.

Tabel 4.4.
Tahapan Kegiatan dan Metode Pelingkupan

No Tahapan Kegiatan Metode

1 Pengumpulan dan penyusunan informasi | Observasi, wawancara, dan telaah
dasar dokumen

2 | Telaah Muatan/Rumusan RPIMD FGD dan telaah dokumen

3 Perumus_%an isu pokok pembangunan EGD dan tdlaah isu
berkelanjutan

4 | Penilaian isu strategis PB FGD dan telaah isu

5 | Penetapan isu paling strategis PB FGD dan telaah isu

6 | Penetapan isu prorioritas PB FGD dan telaah isu

Instrumen untuk penilaian isu strategis PB berdasarkan muatan KLHS dan
berdasarkan tiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu keberlanjutan
lingkungan, keberlanjutan sosial, dan keberlanjutan ekonomi, menggunakan
matriks seperti terlihat pada Tabel 4.5, table 4.6 dan Tabel 4.7.
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Tabel 4.5.

Matrik penentuan isu strategis pembangunan berkelanjutan

CONTOH: PENILAIAN ISU STRATEGIS - KRITERIA

Kriteria
KriterlaA: | KriterlaB: | KriterlaC: | KriteriaD: | KriteriaE: | Kriteria....
Lintas Lintas Dampak | Dampak Z Total Ni
Isu Strategls | Kumulatif Sektoral Wilayah Jangka | Luas thdp “"m”'”'
Panjang | Pemangku
Kepentinga
n
Tsu1 54321 | 54321 |54321|54321/54321|54321| 54321 1 Sengat Kurang
! 2 Kurang
b 2 §43271 | 543271 [64321[64321|643271 64321 68321 | 3 geqpng
i 54321 | 54321 54321[54321/54321[54321] 54321 | :
Total Nia: per = = Tinggi
| § Sangat

Kriteria
KriteriaB: | KriteriaC: | KriteriaD: | KriterlaE: | Kriteria
Lintas Lintas Dampak Dampak B |
Sektoral Wilayah Jangka Luas thdp
Panjang Pemangku
Kepentingan
15% 20% 5% 20% 10%
Tabed 4.6.

Matrik penentuan isu paling strategis pembangunan berkelanjutan

Pasal 8 : Contoh Isu Pembangunan Berkelanjutan
Yang Paling Strategis:

Karakteristik Wilayah Pentingnya Isu PB KRP RPPLH KLHS
dampak terkait terkait diatasnya
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Tabel 4.7
Matrik penentuan isu prioritas pembangunan berkel anjutan
".-- t Kuran
Pasal 9 : Contoh Isu Pembangunan Vi
Berkelanjutan Prioritas: G
- 5 Sangat tinggi

/ Identifikasi isu pembangunan berkelanjutan prioritas dilakukan dengan cara;
Menelaah hasil isu PB dengan mempertimbangkan unsur-unsur:

Isu PB Dampak| Jasa [Cakupan Biodiversi| Perubahan Masy Kesehat |
DDDT LH EKOSISt | WII m hlasy :I Ku‘v Adat
a b c d e f g h I J
5 5 5 5 5 5 5

Banijir? 5
Kekeringan? 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4
Alih fungsi
kawasan 5 5 5 3 5 5 5 2 2 5
...dst...

\ Nilai bobot melalui konsultasi Publik yang I'skm Bobot: 1-5: tidak berpengaruh - |

disepakati untuk Isu yang akan diambil menjadi

sangat berpengaruh
Isu PB Prioritas

4.3.Metode Kajian Pengaruh KRP dan K ajian Pembangunan Berkelanjutan

Kgian pengaruh dari kebijakan, rencana, dan program (KRP) RPIJMD
bertujuan untuk mengetahui pengaruh KRP RPIMD yang selama ini telah
diterapkan pada isu strategis RPIMD. Kagjian pengaruh KRP RPIMD ini bersifat
restrospektif dan prospektif.

Kgian pengaruh KRP RPIMD retrospektif ditujukan untuk mengetahui
pengaruh KRP RPIMD yang telah berjalan selama ini pada isu-isu strategis yang
telah ditetapkan, sedangkan Kgjian pengaruh KRP RPIMD prospektif, digunakan
untuk memperoleh atau mengetahui pengaruh KRP RPIMD di masa mendatang,
sesual periode kgjian KLHS RPIMD, yaitu 5 tahun. Kgjian pengaruh KRP RPIMD
prospektif digunakan untuk memperoleh baseline atau proyeksi kondisi tanpa
tindakan untuk pembangunan berkelanjutan pada masa 5 tahun ke depan sebagai
implikasi penerapan RPIMD. Selain itu juga digunakan untuk memperoleh
proyeksi kondisi pembangunan berkelanjutan hasil skenario intervens pada5 tahun
mendatang.

Kajian pengaruh KRP RPIMD terdiri atas kegiatan identifikass KRP RPIMD
dan KRP terkait, analisis pengarun KRP, dan sintesis pengaruh KRP pada isu
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strategis. Tahapan kajian pengarun KRP dan kajian pembangunan berkelanjutan

dapat dilihat pada Gambar 4.4.

|dentifikasi
KRP

Andisis
pengaruh KRP

Kajian
pembangunan
berkelanjutan

Identifikasi profil pembangunan daerah
Identifikasi KRP RPJMDPerencanaan
pembangunan dan kawasan hutan

Analisis Pengaruh KRP RPJMD dan KRP
terkait untuk kondisi eksisting
Analisis Pengaruh KRP RPJMD yang disusun

Identifikasi indikator pembangunan
berkelanjutan daerah

Penyusunan pola referensi dan model
pembangunan berkelanjutan daerah
Penyusunan baseline pembangunan
berkelanjutan daerah

Gambar 4.5.
Tahapan kgjian pengaruh KRP dan kajian pembangunan berkelanjutan

Tahapan kegiatan dan metode kajian pengarun KRP RPIMD, KRP terkait,

dan kajian pembangunan berkelanjutan dapat dilihat pada Tabel 3.8.

Tabel 4.8.

Tahapan Kegiatan dan Metode K gjian Pengaruh KRP dan PB

No Tahapan Kegiatan

M etode

1 | Identifikasi profil pembangunan daerah | Telaah dokumen

2 | Identifikass KRP RPIMD eksisting Telaah dokumen

3 | ldentifikast KRP terkait (Perencanaan | Telaah dokumen
pembangunan dan kawasan hutan)

4 | Analisis Pengarun KRP RPIMD dan | Analisis kebijakan reptrospektif,
KRP terkait untuk kondisi eksisting FGD, expert judgment
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5 | Andisis Pengaruh KRPRPIMD yang | Analisis kebijakan prospektif,

disusun FGD, expert judgment

6 | ldentifikasi indikator pembangunan Telaah dokumen dan expert
berkelanjutan daerah judgment

7 | Penyusunan polareferensi dan model .
pembangunan berkel anjutan daerah System Dynamics

g | Penyusunan baseline pembangunan System Dynanmics

berkelanjutan daerah

Kgian pembangunan berkelanjutan terdiri atas kaian keberlanjutan
lingkungan, kajian keberlanjutan sosial dan kajian keberlanjutan ekonomi. Pada
Anadisis pola referens dimaksudkan untuk memperoleh perilaku indikator
lingkungan, sosial, dan ekonomi pada periode time series yang digunakan, sesuai
dengan ketersediaan data lingkungan, sosia, dan ekonomi. Pembuatan model
ditujukan untuk memperoleh model pembangunan berkelanjutan sesuai dengan
pendekatan KLHS yang digunakan, yaitu KLHS berbasiskan pada pembangunan
berkelanjutan daerah. Untuk melengkapi kajian pembangunan berkelanjutan, juga
dilakukan kgjian rantai nilai, untuk memperoleh gambaran lebih baik, khususnya
terkait dengan sektor unggulan ekonomi regional. Hasil simulasi baseline
selanjutnya disentesis untuk mengidentifikasi kondisi pembangunan berkelanjutan
daerah, dengan tetap didasarkan padaindikator kajian pembangunan berkelanjutan.
Tabel sintesiskondisi pembangunan berkel anjutan daerah menggunakan Tabel 4.9.

Tabel 4.9.
Sintesis Kondisi Pembangunan Berkel anjutan Daerah

Aspek Pembangunan , Implikasi
NoO Berkelanjutan kelbr(]ecrjllzgjtgian (periode5th Keterangan
Daerah ) RPIMD)
K eberlanjutan Lingkungan
111 Daya Dukung Pencemaran dan Kondis daya dukung
Ekosistem Perairan | kerusakan ekosistem | Perairan
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1.2. Keanekaragaman
Hayati

Potensi kehilangan
keanekaragaman
hayati

Kondis
keanekaragaman
hayati

1.3. Emisi Karbon, dll

Emis karbon, dil

Kondis emis karbon,
dlil

K eberlanjutan Sosial

2.1. Kependudukan

Kemiskinan

Kondisi

2.2. Pembangunan
Manusia, dll

Indeks Pembangunan
Manusia, dll

Kondisi pembangunan
manusia, dll

K eber lanjutan Ekonomi

PDRB
Pendapatan perkapital

Konstribus sektoral

Kondisi ekonomi
regional

3.1. Ekonomi Regional

3.2. Keberlanjutan
Ekonomi Regional,
dil

Kondis keberlanjutan

Pengganda Basis, dll ekonomi

Berdasarkan pada pasal 3 PP 46 tahun 2016, dinyatakan bahwa Kebijakan,
Rencana, dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko
Lingkungan Hidup, maka Kebijakan, Rencana, dan/atau Program pemanfaatan
ruang dan/atau lahan yang ada di daratan, perairan, dan udara yang berpotensi
menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup yang meliputi:

1) Perubahan iklim;

2) Kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati;

3) Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor,
kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan;
4)
5)
6)

Penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam;

Peningkatan alih fungs kawasan hutan dan/atau lahan;,

Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan
penghidupan sekelompok masyarakat; dan/atau

7) Peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

Instrumen penapisan KRP RPIMD disgjikan pada Tabel 4.10, Anadlisis
Pengaruh KPR RPIMD terhadap Isu PB disgikan pada Tabel 4.11 dan Analisis
Muatan KPR RPIMD terhadap Muatan Kgjian Lingkungan Hidup digikan pada
Tabel 4.12.
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Tabel 4.10.
Penapisan KRP RPIMD

Contoh Penapisan KRP (pasal 10-11) :

No - - Dampak dan/ateu Resiko LH Nilai
Isu Draft Kebijakan Rencanadan/atas [ [, [ 5 [ 2 15| s | 7
DRAFT Program :
Kebijakan Rencana 1 | Rencana Pembangunan latan Tol sl e o] ]+ |cnitikan
dan/atauProgram Suntes-Rawa Buaya
2 | Rencana Pembangunan Tanggul A Tidak pecy
3 | Rencana Tanggul B o | o | o ||| o | « |Sighikan
4 | Rencana Pembangunan 17 Pulsu o | o || o | o] S| - | Significen
| 5 | Rencana Pembangunan Kolam R <« |+ || « | + |signitiken
Muatan KRP 1. Perubahan Ikiim
yang 2. Kerusakan, Kemerosotan, dan/atau Kepunahan biodiversity
berdampak- 3. Peningkatan intensitas & cakupan wilayah banijir, longsor,
* kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan
4. Penurunan mutu dan kelimpahan SDA
5. Peningkatan alih fungsi Kawasan Hutan dan/atau lahan
6. Peningkatan jumiah penduduk kin atau ter ya
\ / keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat
7. Peningkatan resiko tehadap kesehatan dan keselamatan
manusia
Tabel 4.11.

Analisis Pengaruh KPR RPIMD terhadap Isu PB

Pasal 12 : Contoh Analisis Pengaruh

Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas
Materi Muatan KRP yang berpotensi
No menimbulkan pengaruh terhadap kondisi Okl Abrasi Keterangan
Lingkungan Hidup gr. dan Kesejahtera
ekosisten dst...
rairai sediment | an
pe asi
1 Rencana Pembangunan Jalan Tol Sunter- ya tidak va e Perlu kajian
Rawa Buaya muatan
2 | RencanaPembangunan Tanggul A tidak tidak tidak et F e Tidak perlu
3 Rencana Tanggul B tidak tidak tidak st Tidak periu
4 | RencanaPembangunan 17 Pulau ya tidak ya Ldst... f::.‘:::"'“
5 Rencana Pembangunan Kolam Retensi tidak tidak tidak O [ Tidak perlu
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Tabel 4.12.
Analisis Muatan KPR RPIMD terhadap Muatan Kgjian Lingkungan Hidup

Analisis Pengaruh Berdasarkan Muatan Kajian yang Diharapkan (pasal 13)

Risiko
Muatan KRP a7 Jasa SDA dan Perubaha Kehati
Ekosistem Dampak n Iklim
LH

Rencana Pembangunan
Jalan Tol Sunter-Rawa
Buaya
Rencana Pembangunan
Tanggul A

- Rencana Tanggul B
Rencana Pembangunan
17 Pulau
Rencana Pembangunan
Kolam Retensi

4.4. Metode Perumusan Alternatif Penyempurnaan KRP RPJMD dan

Mitigasi

Kgian pengaruh KRP RPIMD dan kajian pembangunan berkelanjutan
menghasilkan  KRP berpengaruh dan baseline atau kondisi tanpa tindakan
pembangunan berkelanjutan pada 5 tahun mendatang. Kajian perumusan alternatif
KRP RPIMD akan menghasilkan potenss permasalahan pembangunan
berkelanjutan dalam konteks RPIMD pada masa 5 tahun mendatang, dan skenario
penyempurnaan KRP RPIMD yang terdiri atas berbagal alternatif penyempurnaan
KRP RPIMD dan tindakan mitigasi yang dibutuhkan. Tahapan kegiatan dan
metode perumusan alternatif penyempurnaan KRP RPIMD dan mitigasi dapat
dilihat pada Tabel 4.13. sebagai berikut.
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Tahapan Kegiatan dan Metode Perumusan Alternatif

Tabel 4.13.

Penyempurnaan KRP dan Mitigasi

No Tahapan Kegiatan Metode
1 Identifikasi permasalahan pembangunan System Dynamics, Expert
berkelanjutan daerah judgment
2 | ldentifikasi permasalahan KRP RPIMD FGD, Expert judgment
Perumusan aternatif penyempurnaan KRP .
3 | RPIMD dan mitigas FGD, expert judgment
Tabel 4.14.
Identifikasi Permasal ahan Pembangunan Berkel anjutan Daerah
Aspek Proyeksi Harapan di Akhir Permasalahan
Pembangunan . . Pembangunan
Berkelanjutan | mplementas |mplementas Berkelanjutan
No ) RPJMD (5 tahun) RPJMD )
Daerah Daerah
Keberlanjutan Lingkunoan
1.1. Daya Dukung Kondis daya dukung Harapan padadaya | Kesenjangan
Ekosistem DAS | perairan dukung perairan harapan dan
proyeksi
1. . Harapan pada kondisi | implementasi
12 l_l?:;gt(iekaragaman rIfaz/rgélilg keanekaragaman kean e_zkaragaman RPIMD
hayati (permasal ahan
1.3. Emis Karbon, Kondis emisi karbon, Harapan pada emisi lk_eb(la(rlanj utan
di dil karbon, d| Ingkungan)
Keberlaniutan Sosial
Harapan kondisi keseni
2.1. Kependudukan | Kondisi kependudukan jangan
P P kependudukan harapan dan
proyeksi
2. H vondis implementas
2.2.Pembangunan | Kondisi pembangunan ;r:]ag:nn uggnls' RPIMD
Manusia, dll manusia, dll pembal gdll (permasalahan
manusia, keberlanjutan
sosial)
Keberlaniutan Ekonomi
3. | 3.1. Ekonomi Kondis ekonomi Kondis ekonomi Kesenjangan
Regional regiona regiona harapan dan
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proyeksi
3.2. Keberlanjutan . . Kondisi implementasi
Ekonomi gk%r;%;ikﬁtl)le” anjutan keberlanjutan RPIMD
Regional, dl ’ ekonomi, dll (permasalahan
keberlanjutan

Permasalahan pembangunan berkelanjutan diidentifikasi berdasarkan hasil

simulass model pembangunan berkelanjutan daerah dan harapan kondisi
pembangunan berkelanjutan daerah pada periode RPIMD, yaitu 5 tahun. Tabel

identifikasi permasalahan pembangunan berkelanjutan daerah dapat dilihat pada

Tabel 4.15.

Tabel 4.15.

Matriks Identifikas Permasalahan KRP RPIMD

Isu Strategis
No Komponen KRPRPJMD Lingkungan Sosial Ekonomi
1 | Komponen Kebijakan Permasalahan/ | Permasalahan/ | Permasalahan/
- Tujuan Bukan Bukan Bukan
- Kebijakan Permasalahan Permasalahan | Permasalahan
- Strategi
2 | Komponen Rencana Permasalahan/ | Permasalahan/ | Permasalahan/
- Bukan Bukan Bukan
Permasalahan Permasalahan | Permasalahan
3 | Komponen Program Permasalahan/ | Permasalahan/ | Permasalahan/
Bukan Bukan Bukan
Permasalahan Permasalahan | Permasalahan

Setelah permasalahan KRP RPIMD teridentifikasi, selanjutnya dibuat

rumusan aternatif

penyempurnaan KRP RPIJMD. Perumusan alternatif

penyempuranaan KRP RPIMD disusun menggunakan instrumen Tabel 4.16.
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Tabel 4.16.
Perumusan Alternatif Penyempurnaan KRP RPIMD

Komponen KRP RPIMD Alternatif Penyempurnaan KRP
yang Diperbaiki RPIJMD
Komponen Kebijakan:
- Tujuan Ada/Tidak Ada Alternatif Penyempurnaan
- Kebijakan Komponen Kebijakan
- Strategi
Komponen Rencana Ada/Tidak Ada Alternatif

Penyempurnaan Komponen Rencana

Komponen Program Ada/Tidak Ada Alternatif
Penyempurnaan Komponen Program

4.5. Metode Penyusunan Rekomendasi Perbaikan KRP RPIMD

Kgian pengarun KRP RPIMD dan kagian pembangunan berkelanjutan
menghasilkan  KRP berpengaruh dan baseline atau kondisi tanpa tindakan
pembangunan berkelanjutan pada 5 tahun mendatang. Kgjian perumusan alternatif
KRP RPIMD akan menghasilkan potens permasalahan pembangunan
berkelanjutan dalam konteks RPIMD pada masa 5 tahun mendatang, dan skenario
penyempurnaan KRP RPIMD yang terdiri atas berbagai alternatif penyempurnaan
KRP RPIMD dan tindakan mitigasi yang dibutuhkan.

Penyusunan rekomendasi perbaikan KRP RPIMD terdiri atas formulasi
strategi intervensi, formulasi rekomendasi, dan instrumentasi rekomendasi. Tahap
penyusunan rekomendasi perbaikan KRP RPIMD ditujukan untuk memperoleh
strategi intervensi pembangunan berkelanjutan yang menghasilkan keberlanjutan
lingkungan, sosial, dan ekonomi yang lebih baik dari baseline, serta memperoleh
formulas rekomendasi, dan instrumentasi rekomendasi ke dalam bentuk KRP
RPIMD. Tahapan penyusunan rekomendasi perbaikan KRP RPIJMD beserta
metodenya dapat dilihat pada Tabel 4.17.
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Tabedl 4.17.
Tahapan Kegiatan Penyusunan Rekomendasi Perbaikan KRP RPIMD

No Tahapan Kegiatan M etode
Identifikas leverage untuk RPIMD : .
1 berkelanjutan Expert judgment, System Dynamics

Penyusunan skenario intervensi untuk

2 RPIMD berkelanjutan Expert judgment, System Dynamics
Penyusunan prinsip dan kriteria . .

3 rekomendas FGD, Delphi, expert judgment
Formulas rekomendasi perbaikan KRP . .

4 RPIMD FGD, Delphi, expert judgment

Penyusunan prinsip dan kriteria rekomendas menggunakan konsep dasar
strategi pembangunan berkelanjutan daerah, serta menggunakan prinsip dan
kriteria dasar adaptasi dan mitigasi. Prinsip dan kriteria adaptasi dan mitigasi

disusun menggunakan Tabel 4.18.

4.6. MetodelIntegrass KLHSkedalam RPIMD

Pelaksanaan KLHS harus terintegrasi di ddam RPIMD dan perencanaan
tata ruang, dan pada prinsipnya, terdapat 3 tipe pendekatan integrasi pelaksanaan
KLHS dalam RPIMD, seperti terlihat pada Gambar 4.5.

Rencing flencana
Tate Huang KLHS Taia Ruang

| J-

Satu-kesetudn Faralel Setelah |Post)
LEmbeded)

Remcam Tata Ruang
KIHS

1

Gambar 4.6. Tipologi Pendekatan Integrasi KLHS ke dalam RPIMD/RTRW

Tipe pendekatan integrasi pertamaadal ah satu kesatuan, terlihat pada Gambar
4.6. (a), yaitu proses pelaksanaan KLHS berlangsung secara menyatu di dalam
proses penyusunan rencana RPIMD. Pada tipe pendekatan ini, tim penyusun
rencana RPIMD dan KLHS adalah satu tim yang sama. Pada tipe pendekatan
integrasi kedua, seperti terlihat pada Gambar 4.6. (b) adalah tipe pendekatan
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integrasi pararel, yang terdiri atas dua tim penyusun berbeda, yaitu tim

penyusun RPJM D/rencana tata ruang dan tim penyusun KLHS. Pada tipe

pendekatan integrasi ini, proses penyusunan KLHS dan RPIM D/rencana tata ruang
dilakukan secara bersamaan. Pendekatan integrasi ketiga adalah sama dengan
pendekatan kedua, yaitu terdiri atas dua tim penyusun yang berbeda (penyusun

KLHS dan penyusun RPIM D/rencana tata ruang), namun KLHS dilakukan setelah

selesainya penyusunan RPIMD/rencana tata ruang, baik sebelum atau sesudah

tahap persetujuan subtansi dengan kedudukan belum ditetapkan sebagai perda

RPIMD. Pendekatan integrasi ketiga dapat dilihat pada Gambar 4.6. (c).

Implikasi kedudukan KLHS pada tahapan proses penyusunan RPIMD dan
rencana tata ruang adalah sebagai berikut:

1. KLHS sebaga masukan pertimbangan lingkungan hidup pada saat proses
penyusunan

2. RPJIMD dan rencanatata ruang sampai pada tahap pengolahan dan andlisis.

3. KLHS sebagai masukan untuk perumusan kebijakan dan strategi RPIMD dan
penataan ruang pada saat penyusunan sampai pada tahap penyusunan
konseps.

4. KLHS sebagai pemberi rekomendas alternatif rencana dan indikas program,
dan/atau upaya pencegahan atau mitigasi dari rencana dan indikasi program
setelah kebijakan dan strategi

Perkembangan proses penyusunan RPIJMD menjelaskan kedudukan
KLHS dalam penyusunan. Implikasinya, KLHS sebagai pemberi rekomendasi
alternatif rencana dan indikasi program, dan/atau upaya pencegahan atau mitigasi
dari rencana dan indikasi program. Pemanfaatan hasil KLHS dalam konteks
integrasi sebagal rekomendasi menyempurnakan RPIMD sebelum ditetapkan
sebagai peraturan daerah.
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BABV
PERSIAPAN

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KL HS) adalah Rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif
untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkel anjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi
dalam RPIMD Kabupaten Hulu Sungai Utara

5.1.Mengumpulkan data dan informas awal serta membentuk Pokja
Pengendalian Lingkungan
Daam rangkapel aksanaan kegiatan KLHS RPIM D Kabupaten Hulu Sungai
Utara, maka terlebih dahulu dikumpulkan data sekunder dan beberapa data primer
yang mendukung penyeleggaraan KLHS RPIMD Kabupaten Hulu Sungai Utara
2017-2022.

Dalam proses penyusunan KLHS RPIMD ini Pemerintah Kabupaten Hulu
Sungai Utara membentuk Pokja. Pokja penyelenggaraan KLHS disusun sesuai
dengan bidang keahlian dan teknis di masing masing SKPD. Daftar Pokja PL
disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.1
Pokja Pengendalian Lingkungan
Kabupaten Hulu Sungai Utara

JABATAN
NO JABATAN DALAM DINAS DALAM TIM
1. | KepalaDinasPerkim & LH Ketua
2. | Kepala Bappelitbang HSU Sekretaris
3. | Sekretaris Bappelitbang Anggota
4. | Kabid Pendlitian dan Pengembangan pada Anggota
Bappelitbang
5. | Kabid Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur Anggota
pada Bappelitbang
6. | Kabid Evaluas dan Informasi Pembangunan Daerah Anggota
pada Bappelitbang
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Kasubid Ekonomi dan Pembangunan pada
Bappelitbang

Kasubid Inovasi dan Teknologi pada Bappelitbang
Kasubid Sosial dan Pemerintahan pada Bappelitbang
Kasubag K euangan dan Aset pada Bappelitbang
Kasubid Analisis Pendanaan pada Bappelitbang
Kasubid Pengendalian dan Evaluas pada Bappelitbang

Kasubid Pertanian, Perikanan dan K etahanan Pangan
pada Bappelitbang

Kasubid Pengembangan Ekonomi pada Bappelitbang
Kasubid Infrastruktur pada Bappelitbang

Kasubid Pendidikan dan Pembangunan Manusia pada
Bappelitbang

Kasubid Pemerintahan pada Bappelitbang
Kasubag Program dan Data pada Dinas Perkim & LH
Kas Tata Lingkungan pada Dinas Perkim & LH

Staf Bidang Evaluasi dan Informasi Pembangunan
Daerah (1 orang)

Staf Bidang Litbang Pada Bappelitbang
(1 orang)

Staf Penataan Kawasan dan Pengendalian Lingkungan
pada Dinas Perkim dan LH (1 orang)

Anggota

Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota

Anggota

Anggota
Anggota

Anggota

Anggota
Anggota
Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Sumber: SK Bupati tahun 2017 dan 2018

Kelompok Kerja KLHS mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk:

1. Menyusun kerangka acuan kerja;
2. Melaksanakan konsultasi publik;

3. Melaksanakan pengkajian pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program
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terhadap kondisi lingkungan hidup:

. Melaksanakan perumusan dternatif penyempurnaan kebijakan, rencana

dan/atau program;

. Melaksanakan penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan

keputusan kebijakan, rencana dan/atau program;

. Melaksanakan pengintegrasian hasil klhs ke dalam kebijakan, rencana

dan/atau program;

. Menginisiasi pelaksanaan penjaminan kualitas klhs; dan
8. Méeaksanakan pendokumentasian KLHS
. Menyusun Laporan KLHS RPIMD Kabupaten Hulu Sungai Utara

Sesuai Pasal 32 dan pasal 33 PP 46 tahun 2016 diamatkan sebagai berikut:

1. Penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program dalam membuat KLHS

melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.

2. Keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:

a

b
C.
d

Pemberian pendapat, saran, dan usul;

. Pendampingan tenaga ahli;

Bantuan teknis; dan

. Penyampaian informasi dan/atau pelaporan.

Masyarakat dan pemangku kepentingan sebagaimanadimaksud dalam Pasal

32 meiputi:
1. Masyarakat dan pemangku kepentingan yang terkena dampak langsung dan

tidak langsung dari Kebijakan, Rencana, dan/atau Program; dan

2. Masyarakat dan pemangku kepentingan yang memiliki informasi dan/atau

keahlian yang relevan dengan substansi K ebijakan, Rencana, dan/atau Program.
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Berdasarkan Hasil FGD 1 mengenai Identifikasi pemangku kepentingan di

sgjikan sebagai berikut:

Tabel 5.2

Identifikas Pemangku K epentingan

Y ang memiliki

Y ang memiliki
informasi dan/atau

Pemangku | Yang terkenadampak | informasi dan/atau d\(a;a:ga':(eré Enpka keahlian yang
K epentingan K RP* keahlian yang relevan relevan dgn
dgn substansi KRP** substans KRP
(4-3-2-1)* (4-3-2-1)*

Pemerintah DisperkimLH DisperkimLH 4 4
Bappelitbang Bappelitbang 4 4
PUPR PUPR 4 4
Dinas Perikanan Dinas Perikanan 4 4
Dinas Pertanian Dinas Pertanian 4 4
Dinas K etahanan Dinas K etahanan
Pangan Pangan 4 4
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 4 4
BPBD BPBD 3 4
Dinas Pol PP Damkar | Dinas Pol PP Damkar 2 2
Dispora Dispora 2 2
Dinas Penanaman Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan Modal, Pelayanan 2 5
Satu Pintu dan Satu Pintu dan
TanagaKerja TanagaKerja
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 3 3
Dinas Perindustrian, | Dinas Perindustrian,
Perdagar_lgan, Perdagangan, 3 3
Koperasi dan Usaha | Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah Kecil Menengah
Dinas Pemberdayaan | Dinas Pemberdayaan 2 5
dan Masyarakat Desa | dan Masyarakat Desa
Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah 2 2
Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD 1 1
Inspektorat Inspektorat 1 1
Dinas Sosial Dinas Sosial 2 2
Dinas Pemberdayaan | Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perempuan dan 2 2
Perlindungan Anak Perlindungan Anak
Dinas Pengendalian | Dinas Pengendalian
Penduduk dan Penduduk dan 2 2
KeluargaBerencana | Keluarga Berencana
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Y ang memiliki
Y ang memiliki Y ang terkena informa_si dan/atau
Pemangku | Yang terkenadampak | informasi dan/atau damp?ak krp+ | Kkeahlianyang
K epentingan K RP* keahlian yang relevan relevan dgn
dgn substansi KRP** substanst KRP
(4-3-2-1)* (4-3-2-1)*
Dinas Kependudukan | Dinas K ependudukan 1 1
dan Pencatatan Sipil | dan Pencatatan Sipil
Dinas Komunikasi Dinas Komunikasi 1 1
dan Informatika dan Informatika
Dinas Perhubungan | Dinas Perhubungan 3 3
Dinas Perpustakaan | Dinas Perpustakaan
) ; 1 1
dan Kearsipan dan Kearsipan
Badan Pengelola Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Keuangan dan Aset 1 1
Daerah Daerah
Badan Pengelolaan Badan Pengel olaan
Pgjak dan Retribusi Pgjak dan Retribus 1 1
Daerah Daerah
Badan Kepegawaian, | Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pendidikan dan 2 2
Pelatihan Pelatihan
10 Kecamatan 10 Kecamatan 3 4
Organisas LSM LSM 4 4
Non PKK PKK 2 2
Pemerintah KNPI KNPI 3 3
MUI MUI 3 3
NU NU 3 3
Muhammadiyah Muhammadiyah 3 3
WALHI WALHI 4 4
HAKLI HAKLI 3 4
IDI IDI 2 1
IBI IBI 2 1
PGRI PGRI 3 3
PEKKA PEKKA 3 2
KARANG KARANG 2 5
TARUNA TARUNA
PRAMUKA PRAMUKA 2 2
IWAPI IWAPI 2 1
FKH FKH 3 4
HKTI HKTI 4 4
KTNA KTNA 4 4
FORUM ANAK FORUM ANAK 2 2
KADIN KADIN 2 1
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Y ang memiliki
Y ang memiliki informasi dan/atau
Pemangku | Yang terkena dampak infqrrr?asi dan/atau ;(a;a:ga]t(eré g; keahlian yang
K epentingan K RP* keahlian yang relevan relevan dgn
dgn substansi KRP** substans KRP
(4-3-2-1)* (4-3-2-1)*
PBI (Pelestari PBI (Pelestari
Burung Indonesia Burung Indonesia 2 1
MELINGAI MELINGAI 2 1
REI REI 3 3
Perguruan STAI (RAKHA) STAI 1 2
Tinggi/
Akadomia | STIPER STIPER 2 3
STIA STIA 1 3
ULM ULM 2 4
DuniaUsaha | PDAM PDAM 4 4
PLN PLN 2 2
Gapens Gapens 2 2
TELKOM TELKOM 2 2
Pabrik Karet Pabrik Karet 3 2
Perkebunan Sawit Perkebunan Sawit 4 3
(PDL) (PDL)
Perbankan Perbankan 4 4
IWAPI IWAPI 2 2
SPBU SPBU 2 1
AMP AMP 3 1
CBP CBP 3 1
Pertamina EP Pertamina EP 1 1
Perhotelan Perhotelan 3 1
Rumah Makan Rumah Makan 3 1
Sarang Walet Sarang Walet 3 1
Pemotongan Unggas | Pemotongan Unggas 2 1
Industri Keragjinan Industri Kergjinan 4 2
Industri Meubeler Industri Meubeler 4 2
PKL PKL 4 1
Peternakan Peternakan 4 2
KADIN KADIN 2 2
Institusi/ NU NU 2 2
Organisas Muhammadiyah Muhammadiyah 2 2
E;'gna%’ar & | LsMFKA LSM FKA 2 2
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Y ang memiliki
Y ang memiliki Y ang terkena informa:si dan/atau
Pemangku |Yang terkenadampak | informasi dan/atau damp?ak K RP* keahlian yang
K epentingan K RP* keahlian yang relevan relevan dgn
dgn substansi KRP** substanst KRP
(4-3-2-1)* (4-3-2-1)*
LSM YADIS LSM YADIS 2 2

Sumber: Hasil FGD KLHStahun 2017

5.2.Menyusun Rencana Kerja

Proses penyusunan KLHS RPIMD Kabupaten Hulu Sungai Utara ini

dimulai dari bulan Oktober tahun 2017, mengikuti dari proses penyusunan RPIMD.

Adapun rencana kerja dari proses penyusunan KLHS RPIMD Kabupaten Hulu
Sungal Utara adalah:

A. Sosidisas dan Bimbingan Teknis Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPIMD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 - 2022, yang
dilaksanakan padatanggal 18 Oktober 2017 bertempat di Aula Bappelitbang
Kab. HSU, J. Ahmad Y ani No.14, Amuntai.
Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada para stakeholder di

Kabupaten HSU tentang apa itu KLHS (peran, fungsi, mekanisme

pelaksanaan dan proses penyusunan KLHS). Dalam kegiatan ini juga di

lakukan Focus Group Discussion (FGD) dalam hal penjaringan isu-isu

pembangunan berkelanjutan dalam daftar panjang yang terbagi melalui isu

lingkungan, isu sosia dan isu ekonomi.




KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RPJIJMD KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2017- 2022

B. Focus Group Discussion (FGD) KLHS dilaksanakan pada tanggal 21

November 2017 bertempat di Aula Bappelitbang Kab. HSU. Kegiatan ini
merupakan kegiatan lanjutan dari penjaringan isu-isu pembangunan

berkelanjutan dari daftar panjang menjadi daftar pendek atau isu prioritas

yang diperoleh dari pembobotan oleh peserta FGD.

. Diklat dan Pelatihan kepada Tim Penyusun KLHS RPIMD/Pokja KLHS
RPIMD Kab. HSU, yang dilaksanakan mulai tanggal 23 — 26 Nopember
2017, bertempat di Fave Hotel Banjarbaru. Diklat dan Pelatihan ini
dimaksudkan untuk menambah pengetahuan kepada tim penyusun KLHS
RPIMD dalam hal proses penyusunan KLHS RPIMD dari awal sampai akhir.

e
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Tabel 5.3

Materi dan Jadwal Bimbingan Teknis Kgjian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Hari/ Waktu Materi Narasumber
Tanggal
Kamis, 23 | 08.30 - 09.00 | Registrasi Panitia
November | 09.00 - 09.15 | Pembukaan Panitia
2017 Tujuan, Manfaat dan
Metode Bimbingan
09.15- 10.00 | Teknis Siti Saidah, S.Hut., M.P.
10.00 - 10.15 | Istirahat Panitia
10.15- 11.00 | KLHS Dalam Rangka Prof. Dr. Ir. Gt. Muhammad
Pembangunan Hatta. M.S
11.00 - 11.45 | Berkelanjutan 8 N>
Kebijakan KLHS : . . .
11.45 - 12.30 | terhadap KRP Dr.Ir.H.Syarifuddin Kadir, M.S.
12.30-13.30 | ISHOMA Panitia
Kebijakan KLHS , . : .
13.30 - 14.15 | terhadap KRP Dr.Ir.H.Syarifuddin Kadir, M.Si.
14.15- 15.00 | Mekanisme : . . .
15.00 - 15.45 | Pelaksanaan KLHS Dr.Ir.H.Syarifuddin Kadir, M.Si.
1545 - 16.00 | Istirahat Panitia
16.00 - 16.45 | Kondisi, Masalah dan : :
16.45 - 17.30 | Prospek Kab. HSU Dr. Ichsan Ridwan, S.Si., M.Kom.
Jumat, 24 UU dan Peraturan , . . .
November | 08.30 - 09.15 | KLHS di Indonesia Dr.Ir.H.Syarifuddin Kadir, M S.
2017 Identifikasi Pemangku .
09.15 - 10.00 | Kepentingan Dr. Badaruddin, S.Hut. M.P.
10.00 - 10.15 | Istirahat Panitia
10.15- 11.00 | Kelebihan dan
Kekurangan
KLHS Penilaian Eir;{. DI\DII ISr Gt. Muhammad
Dampak dan Pemikiran a M.
Strategis
Identifikas Isu
Pembangunan Dr.Ir.H.Syarifuddin Kadir, M.Si.
11.00 - 11.45 | Berkelanjutan
11.45-13.30 | ISHOMA Panitia
13.30 - 14.15 | Kerjakelompok
Identifikasi Isu , . : .
Pembangunan Dr.Ir.H.Syarifuddin Kadir, M.Si.
14.15- 15.00 | Berkelanjutan
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15.00 - 15.45 . . .
15.45 - 16.00 Baseline data Dr. Ichsan Ridwan, S.Si., M.Kom.
16.00 - 16.45 | Critica Decision Factor . .
Dr. Ichsan Ridwan, S.Si., M.Kom.
16.45 - 17.30 | (CDF) '
Sabtu, 25 | 08.30-09.15 | . . _
November | 09.15 - 10.00 Six Thinking Dr. Badaruddin, S.Hut. M.P.
2017 10.00 - 10.15 | Istirahat Panitia
10.15- 11.00 et .
11.00 - 11.45 Identifikasi Muatan Dr. Badaruddin, S.Hut. M.P.
11.45-13.30 | ISHOMA Panitia
13.30- 14.15 .. . . . .
14.15 - 15.00 Kajian Pengaruh Dr.Ir.H.Syarifuddin Kadir, M.S.
15.00 - 15.45 | Alternatif . . ) .
15.45 - 16.00 | Penyempurnaan Dr.Ir.H.Syarifuddin Kadir, M.Si.
16.00 - 16.45 | Istirahat Panitia
Berpikir strategis untuk , .
16.45- 1730 | KLHS Dr. Ichsan Ridwan, S.Si., M.Kom.
Minggu, | 08.30-09.15 | Strategi komunikasi e . .
26 09.15 - 10.00 | dalam integrasi KLHS Dr.Ir.H.Syarifuddin Kadir, M.Si.
gc%embef 10.00 - 10.15 | Istirahat Panitia
10.15- 11.00 | Rekomendasi )
11.00- 11.45 | Penyempurnaan KRP Dr. Badaruddin, S.Hut. M.P.
11.45-13.30 | ISHOMA Panitia
13.30 - 14.15 | Integrasi hasil KLHS . . . i
14.15- 15.00 | keddam KRP Dr.Ir.H.Syarifuddin Kadir, M.Si.
15.00 - 15.45 | Dokumentasi dan . .
15.45 - 16.00 | Pelaporan Dr. Ichsan Ridwan, S.Si., M.Kom.
Penjaminan Kualitas e
16.00 - 16.45 | dan dokumentasi Siti Saidah, SHut., M.P.
16.45-17.30 | Validasi Siti Saidah, S.Hut., M.P.
17.30- 17.45 | Penutup Panitia

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. HSU

D. Focus Group Discussion (FGD) KLHS dilaksanakan dari tanggal 13 - 15
Pebruari 2018 bertempat di Aula Bappditbang Kab. HSU. FGD yang

dilaksanakan selama 3 hari ini

membahas kgian pengaruh sampal

rekomendasi/alternatif. Pada tanggal 13-14 Pebruari 2018 dilaksanakan
kajian pengaruh, dimana dari 257 program yang ada di dalam RPIMD Kab.
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HSU kemudian akhirnya menjadi 32 program yang dinilai berpengaruh.
Sedangkan pada tanggal 15 Pebruari dilaksanakan Telaahan pengaruh dan
Rekomendasi/Alternatif dari 32 program tersebut yang terdiri dari:

1

o a ~ WD

~N

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas pembantu dan jaringannya.

Program Penyelenggaraan BLUD

Program Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK)

Program pembangunan jalan dan jembatan

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan
jaringan pengairan lainnya

Program pengembangan wilayah perbatasan

8. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi dan Pemukiman

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,
25.
26.

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

Program Pemanfaatan Ruang

Program Pengembangan Perumahan

Program Pengelolaan Areal Pemakaman

Program Peningkatan K etahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Program Peningkatan Pemanfaatan SDA dan Pendayagunaan TTG
Program Pengembangan Pasar Daerah

Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perikanan

Program Pengembangan Usaha-usaha Kecil Menengah Kecil Perikanan
Program Pengel olaan Sumberdaya Perikanan Budidaya

Program Pengel olaan Sumberdaya Perikanan Tangkap

Program Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana Prasarana Perikanan
Optimalisasi Usaha Perikanan

Pengembangan Destinasi Pariwisata
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27.

28.
29.
30.

31.
32.

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman
Pangan

Program Peningkatan K esgjahteraan Petani

Program Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Peternakan

Program Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Perkebunan dan
Hortikultura

Program Penyediaan dan Pegembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

Program pengembangan Industri Kecil Menengah

E. Forum Konsultasi Publik ini dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2018
bertempat di AulaBappelitbang. Forum Konsultasi Publik KLHS RPIMD ini
merupakan salah satu rangkaian dalam proses penyusunan dokumen KLHS
RPIMD. sedangkan Tujuan dilaksanakan Forum Konsultasi Publik ini adalah
untuk menerima saran dan masukan dari semua stakeholder yang hadir saat

ini,

untuk penyempurnaan dokumen KLHS yang sedang di susun. Hasil

masukan dari peserta Forum dituangkan ke dalam Berita Acara Forum

Konsultasi Publik. (lampiran)
Peserta Konsultasi Publik KLHS RPIMD pada hari ini terdiri dari:

© 0o N o 0 bk~ W DB

Para Anggota Dewan

Para Kepala Badan, Dinas dan Bagian di Lingkungan Kab. HSU
Para Camat

Para Akademisi

Gapensi/Pengusaha

LSM dan tokoh masyarakat

Para Komunitas Pecinta Lingkungan

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel, dan

8 (delapan) Bappeda K abupaten Tetangga
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BAB VI
ANALISIS KLHS RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah Rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif
untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi
dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara

6.1. Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan

Proses pelaksanaan identifikasi isu-isu pokok pembangunan berkelanjutan
di daerah dilakukan melalui FGD dengan melibatkan pokja PL dan para pemangku
kepentingan, Multi Stakeholder Forum (MSF) yang mempunyai informasi dan yang
terkena dampak langsung maupun tidak langsung. Identifkasi isu Pembangunan

Berkelanjutan juga melibatkan tenaga ahli dari perguruan tinggi.

Pokja PL merupakan satu kesatuan dengan tim Penyusun RPJMD dan wajib
bekerjasama dengan Pokja lain dengan koordinasi Ketua Tim Penyusun RPJMD.
Pelaksanaan FGD Isu Pembangunan Berkelanjutan Daerah di Provinsi Kalimantan

Selatan disajikan pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1.
Pelaksanaan FGD Isu Pembangunan Berkelanjutan
di Kabupaten Hulu Sungai Utara

No Kelompok Para Pihak MSF dan pokja Metode
PL
) MSF Pokja FGD
1 | Pengambil Keputusan
MSF KRP FGD
Penyusun Kebijakan, Rencana, dan| MSF Pokja FGD
2
Program (KRP) MSF KRP FGD
MSF Pokja FGD
3 | Instansi Pemerintah
MSF KRP FGD
Masyarakat dan  Pemangku MSF Pokja

Kepentingan, yaitu masyarakat
yang memiliki informasi dan atau MSF KRP
keahlian (perorangan/
tokoh/kelompok)

FGD
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MSF Pokja

5 | Perguruan tinggi FGD

MSF KRP
Sumber: Dokumen KLHS RZWP-3-K Prov. Kalsel

Proses penentuan identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan
dilaksanakan melalui proses Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan
mulai bulan oktober 2017 — Pebruari 2018 dengan peserta seluruh stakeholder yang
ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Kriteria Identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan

disajikan sebagai berikut:

1. Berpotensi menimbulkan dampak kumulatif dan efek berganda yang luas

2. Dapat bersifat lintas sektor

3. Bersifat lintas wilayah (potensi dampaknya lebih luas dari wilayah
perencanaannya), memiliki relevansi tinggi terhadap kepentingan wilayah
perencanaan

4. Berdampak negatif jangka panjang jika tidak diselesaikan:
a. Berpotensi mengganggu pelaksanaan pembangunan
b. Berdampak mengganggu penerapan konsep pembangunan berkelanjutan

5. Dampak luas terhadap pemangku kepentingan, menyangkut hajat hidup orang
banyak atau khalayak

6.1.1. Isu Strategis pembangunan berkelanjutan (Daftar Panjang)

FGD penentuan isu strategis pembanguan berkelanjutan dengan daftar
panjang ini dilaksanakan pada hari rabu tanggal 18 Oktober 2017 bertempat di Aula
Bappelitbang dengan di hadiri dan dibuka oleh Wakil Bupati Hulu Sungai Utara
Bapak H. Husairi Abdi, Lc. Proses FGD ini dilaksanakan dengan membagi peserta
FGD menjadi 3 kelompok, yaitu Kelompok Lingkungan, Kelompok Ekonomi dan
Kelompok Sosial Budaya. Adapun hasil dari FGD tersebut adalah:
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Tabel 6.2.
Isu Lingkungan
NO | ISU POKOK LINGKUNGAN
A | Tema Isu : Pencemaran
1 Penurunan Kualitas Air
2 Pencemaran Udara
3 Gangguan Bunyi
4 | Perubahan Iklim
5 Pengelolaan Sampah
B | Tema Isu : Tata Ruang (Hutan & Lahan)
1 Alih Fungsi Lahan
2 Keanekaragaman Hayati
3 Pemanfaatan Lahan Tanpa Izin Tata Ruang dan Bangunan
4 Perlindungan lahan Gambut lebih 3 m
5 Terdapatnya Kawasan Kumuh di Perkotaan Amuntai
6 Lahan Kritis/ kurangnya RTH
7 Pengelolaan Lahan Rawa
C | Tema Isu : Sumberdaya Air
1 Banjir
2 Kualitas Air Baku
3 Sedimentasi Sungai tinggi

Sumber: hasil analisa 2017

Tabel 6.3.
Isu Ekonomi

No Isu Ekonomi
A

1 | Pertumbuhan Ekonomi

2 | Peningkatan Daya Saing Daerah

3 | Peningkatan Investasi Daerah

4 | Ekonomi Kreatif

5 | Kemiskinan

6 | Pembangunan Sarang Burung Walet
7 | Pengembangan Agribisnis
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No Isu Ekonomi

8 | Kewirausahaan

9 | Pengembangan Kelapa Sawit

10 | Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

11 | Pemerataan Pendapatan antara Kota dan Pinggiran

12 | Infrastruktur Perekonomian

13 | Penguatan Kapasitas IKM, UMKM dan Koperasi

14 | Pengelolaan Perikanan (tangkap dan Budidaya)

15 | Perlindungan Plasma Nutfah (Itik alabio dan kerbau rawa)

Sumber: hasil analisa 2017

Tabel 6.4.
Isu Sosial

>

TEMA 1ISU : Sosial

1 Mengurangi Angka Pengangguran

Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Peningkatan Pelayanan Dasar bagi Penyandang Masalah

Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk

Penurunan Angka Kriminalitas

Peningkatan Potensi Olahraga dan Pariwisata

Penyalahgunaan Nafza

Penurunan Angka Kemiskinan

R I | N [ |W N

Peningkatan Etos Kerja

TEMA ISU : Pendidikan

1 Peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah

2 | Peningkatan Pendidikan Karakter

3 | Penurunan Angka Putus Sekolah

Tema Kesehatan

Penurunan jumlah Kematian Ibu

Penurunan Angka Kematian Bayi (AKB)

W | =

Peningkatan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS)

4 | Peningkatan Jaminan Kesehatan

Sumber: hasil analisa 2017
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6.1.2. Isu paling strategis Pembangunan Berkelanjutan

Identifikasi isu paling strategis pembangunan berkelanjutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 PP Nomor 46 tahun 2016 dirumuskan berdasarkan prioritas

dengan mempertimbangkan unsur-unsur paling sedikit:

1. Karakteristik wilayah

Tingkat pentingnya potensi dampak

Keterkaitan antar isu strategis pembangunan berkelanjutan
Keterkaitan dengan materi muatan KRP

Muatan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungn hidup, dan

AN i

Hasil KLHS dari KRP pada hirarki di atasnya yang harus diacu, serupa
dengan wilayah yang berdekatan dan memiliki keterkaitan/relevansi
langsung.

FGD ini dilaksanakan pada tanggal 21 Nopember 2017 bertempat di Aula
Bappelitbang, dimana dalam pelaksanaan FGD ini diperoleh isu paling strategis,
isu prioritas dan isu sangat prioritas (terpilih). Isu sangat prioritas inilah nantinya
yang akan di lakukan kajian pengaruhnya ke dalam program-program yang ada di

dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Tabel 6.5.
Isu Lingkungan Paling Strategis
No Isu Pembangunan Berkelanjutan
1 | Penurunan Kualitas Air
2 | Pengelolaan Sampah
3 | Alih fungsi lahan
4 | Pemanfaatan Lahan Tanpa Izin Tata Ruang dan Bangunan
5 | Perlindungan lahan Gambut lebih 3 m
6 | Terdapatnya Kawasan Kumuh di Perkotaan Amuntai
7 | Pengelolaan Lahan Rawa
8 | Banjir
9 | Kualitas Air Baku
10 | Sedimentasi Sungai tinggi

Sumber: hasil analisa 2017
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Tabel 6.6.
Isu Ekonomi Paling Strategis

No. Isu Pembangunan Berkelanjutan
1 | Pertumbuhan Ekonomi

2 | Pengembangan Agribisnis

3 | Infrastruktur Perekonomian
Sumber: hasil analisa 2017

Tabel 6.7.
Isu Sosial Paling Strategis

No. Isu Pembangunan Berkelanjutan
1 | Mengurangi Angka Pengangguran

2 | Peningkatan Pelayanan Dasar bagi Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Pengurangan Penyalahgunaan Nafza
Penurunan Angka Kemiskinan

Peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah
Peningkatan Pendidikan Karakter

Penurunan Angka Putus Sekolah
Penurunan Angka Kematian Bayi (AKB)

Peningkatan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS)
10 | Peningkatan Jaminan Kesehatan

Sumber: hasil analisa 2017

O 0| N|Wn| B~|Ww

6.1.3. Isu Prioritas Pembangunan Berkelanjutan

Berdasarkan tahap identifikasi isu paling strategis PB, maka selanjutnya
dilakukan identifkasi dan perumusan untuk memperoleh isu prioritas pembangunan
berkelanjutan. Proses pilihan isu prioritas dilakukan melalui analisis dan diskusi
diantara tim pokja PL bersama tim tenaga ahli yang diperbantukan dan kemudian
diverifikasi oleh para pemangku kepentingan dalam satu kegiatan diskusi kelompok
terfokus pada Focus Group Discussion (FGD).

Identifikasi isu prioritas pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 PP Nomor 46 tahun 2016 paling sedikit berkaitan dengan:

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung LH untuk pembangunan (DD);
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Perkiraan dampak dan risiko LH (Dampak LH);

Kinerja layanan atau jasa ekosistem (Jasa Ekosistem);
Intensitas dan cakupan wilayah bencana alam (Cakupan Wil);
Status mutu dan ketersediaan sumber daya alam (Mutu SDA);

Ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati (Biodiversitas);

S R e

Kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim (Perubahan
Iklim);

8. Tingkat dan status jumlah penduduk miskin atau penghidupan sekelompok
Masyarakat serta terancamnya keberlanjutan penghidupan masyarakat
(Miskin Masy);

9. Risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat (Kesehatan Masy);
dan/atau

10. Ancaman terhadap perlindungan terhadap kawasan tertentu secara
tradisional yang dilakukan oleh masyakarakat dan masyarakat hukum adat
(Kaw Adat).

Hasil identifikasi isu prioritas pembangunan berkelanjutan yang disepakati pada
FGD dan kajian tenaga ahli disajikan pada Tabel 6.7 — 6.9

Tabel 6.8
Isu Prioritas Lingkungan

No | Isu Prioritas
1 | Penurunan Kualitas Air
2 | Pengelolaan Sampah
3 | Alih fungsi lahan
4 | Banjir
Sumber: hasil analisa 2017

Tabel 6.9.
Isu Prioritas Ekonomi

No | Isu Prioritas
1 | Pertumbuhan Ekonomi

2 | Pengembangan Agribisnis
3 | Infrastruktur Perekonomian
Sumber: hasil analisa 2017
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Tabel 6.10
Isu Prioritas Sosial

No | Isu Prioritas
1 | Penyalahgunaan Nafza
2 | Angka Kemiskinan
3 | Pendidikan Karakter

4 | Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS)
Sumber: hasil analisa 2017

6.1.4. Isu Sangat Prioritas Pembangunan Berkelanjutan (terpilih)

Setelah diketahui isu sangat prioritas, maka tahapan selanjutnya adalah
menentukan isu sangat prioritas pembangunan berkelanjutan (terpilih).
Berdasarkan hasil FGD antara tim Pokja PL dan tim tenaga ahli ditetapkan bahwa
untuk isu sangat prioritas yaitu:

Tabel 6.11
Isu Sangat Prioritas (Terpilih)

No | Isu Sangat Prioritas Pembangunan Berkelanjutan
(terpilih)

A. Lingkungan
1 Alih fungsi lahan

2 Banjir

B. Ekonomi

1 Pertumbuhan Ekonomi

2 | Pengembangan Agribisnis

C. Sosial

1 Pendidikan Karakter
2 | Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS)
Sumber: hasil analisa 2017

6.2. Identifikasi Materi Muatan KRP - RPJMD yang Berpotensi
Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi Lingkungan Hidup

Identifikasi materi muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang
berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi Lingkungan Hidup, hal ini

dilakukan kajian sesuai dengan pasal 3 pada PP 46 tahun 2016. Kebijakan, Rencana,
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dan/atau Program pemanfaatan ruang dan/atau lahan yang ada di daratan, perairan,

dan udara yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup

yang meliputi:

1.

AN i

Perubahan iklim;

Kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati;
Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana abrasi dan sedimentasi
Penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam;

Peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan;

Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan
penghidupan sekelompok masyarakat; dan/atau

Peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

Hasil identifikasi materi muatan KRP-RPJMD yang berpotensi

menimbulkan pengaruh terhadap kondisi Lingkungan Hidup yang disepakati pada

FGD dan kajian tenaga ahli disajikan pada Tabel 5.13, sedangkan proses penentuan

identifikasi materi muatan KRP-RPJMD disajikan pada Lampiran 3.

+ : Materi Muatan KRP berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko LH

- : Materi Muatan KRP tidak berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko

LH

? :Tidak ada ketegasan / kepastian keterkaitan
0 : Tidak ada kaitan/hubungan

Tabel 6.12

Identifikasi materi muatan KRP-RPJMD yang berpotensi menimbulkan pengaruh

terhadap kondisi Lingkungan Hidup

Dampak dan/atau Resiko

No KRP-RPJMD LI Nilai
1|12(3|4]|5|6]7
Program pengadaan, peningkatan dan
1 | perbaikan sarana dan prasarana 0]0[0]|-1]01]0]+ | Signifikan
puskesmas pembantu dan jaringannya
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Dampak dan/atau Resiko
No KRP-RPJMD LH Nilai
112(3]4|5]6]|7

2 | Program Penyelenggaraan BLUD 0/0[0|0|0]0]| - Signifikan
Program Peningkatan Jalan dan o

3 O|+|+|-]+1]0]|+ S fik
Jembatan (DAK) it

4 ?rogram pembangunan jalan dan o|+|+|-]+|o0|+]| Signifikan
jembatan

5 Program pemggkatan sarana dan 0lolo|-|+|0|+]| Signifikan
prasarana kebinamargaan
Program pengembangan dan

6 | pengelolaan jaringan irigasi,rawadan | 0 | - | + | - | + | O | + | Signifikan
jaringan pengairan lainnya

7 Program pengembangan wilayah ol -|-|-[+|o0|+]| Signifikan
perbatasan
Program Percepatan Pembangunan ..

8 00| -1]-1]+]|+]|+]| Signifik
Sanitasi dan Pemukiman inittan
Program Penyediaan dan Pengelolaan .

9 0[O0]-|+]+]0]|+]| Signifik
Air Baku initan

10 | Program Pemanfaatan Ruang O|-1]-1]-|+|+]|+| Signifikan

11 | Program Pengembangan Perumahan O|-1]-1]-1]+1]0]+ | Signifikan

12 Program Pengelolaan Areal 0[0/0]-|+]0]|0] Signifikan
Pemakaman
Program Peningkatan Ketahanan .

1 ; 00| -]|-]+|+]|+ ]| Signifik

3 Pangan (Pertanian/ Perkebunan) it

14 Program Peningkatan Keberdayaan ololol-]o|+|0] Signifikan

Masyarakat Perdesaan
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Dampak dan/atau Resiko
No KRP-RPJMD LH Nilai
112(3]4|5]6]|7
Program Peningkatan Pemanfaatan .
1 - - - + fik
> SDA dan Pendayagunaan TTG 0 0 0| Signifikan

16 | Program Pengembangan Pasar Daerah | 0 | O | - | - | O | + | O | Signifikan

17 Peningkatan Sarana dan Prasarana 0[0/0]-]0]0]|0] Signifikan
Olahraga
P P Budi

13 rogram engembangan Budidaya 0[0/0]-]0]0]|0] Signifikan
Perikanan

19 Program Pengembangan Perikanan 0-l0|-|+|+]|+] Signifikan
Tangkap
Program Peningkatan Penerapan .

2 - -+ + fik

0 Teknologi Perikanan 0 0 0| Signifikan
Program Pengembangan Usaha-usaha .

21 0[0|O0]|-|+]|+]|0] Signifik
Kecil Menengah Kecil Perikanan SRR
Program Pengelolaan Sumberdaya .

22 + |+ |+ |-+ ]|+ |+ | Signifik
Perikanan Budidaya 1gptian

7 Program Pengelolaan Sumberdaya w4+ 4| -]+ |+]+]| Signifikan
Perikanan Tangkap

24 Program Penyediaan Flan Pemanfaatan ol -|-|-|+|+|+]| Signifikan
Sarana Prasarana Perikanan

25 | Optimalisasi Usaha Perikanan 0[0]|O0]|-]|+]|+]|+]| Signifikan

26 | Pengembangan Destinasi Pariwisata -l -1-1-+]+] 0] Signifikan
Program Peningkatan Produksi,

27 | Produktivitas dan Mutu Tanaman O|-1]-1]-1]+]+]|+]| Signifikan
Pangan

)% iz(t)ag;?m Peningkatan Kesejahteraan 0-|-l0]0|+]|+] Signifikan
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Dampak dan/atau Resiko
No KRP-RPJMD LH Nilai
112(3]4|5]6]|7
Program Peningkatan Produksi dan .
- - - + |+
29 Mutu Hasil Peternakan 0 0 Signifikan
Program Peningkatan Produksi dan
30 | Mutu Tanaman Perkebunan dan O|-1-1-101]+]0 /| Signifikan
Hortikultura
Program Penyediaan dan
31 | Pegembangan Prasarana dan Sarana -10[0]-]0|+] 0] Signifikan
Pertanian
1 Program pengembangan Industri Kecil o] -lol+ o] Signifikan
Menengah

Sumber: hasil analisa 2018

6.3. Analisis Pengaruh KRP RPJMD dengan Isu Prioritas PB

Analisis pengaruh dilakukan dengan memperhatikan hubungan keterkaitan
materi muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program dengan isu strategis
pembangunan berkelanjutan hasil konsultasi publik sebagaimana amanat pasal 11

PP Nomor 46 tahun 2016.

Pelaksanaan analisis pengaruh materi muatan KRP RPJMD dengan isu
strategis pembangunan berkelanjutan sebagaimana amanat pasal 12 PP Nomor 46

tahun 2016 memperhatikan:

1. Peraturan perundang-undangan;

2. Keberadaan pedoman, acuan, standar, contoh praktek terbaik, dan informasi
tersedia yang diakui secara ilmiah;

3. Keberadaan hasil penelitian yang akuntabel; dan/atau

4. Kesepakatan antar ahli.
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Hasil analisis pengaruh materi muatan KRP RPJMD dengan isu prioritas

pembangunan berkelanjutan (isu Lingkungan, isu ekonomi, dan isu sosial budaya)

di peroleh 32 materi muatan yang berpotensi memberikan pengaruh negatif (-)

terhadap kondisi lingkungan hidup.

Tabel 6.13

Pengaruh Materi Muatan KRP RPJMD prioritas dengan Isu Pembangunan

Berkelanjutan Prioritas

Materi Muatan KRP yang berpotensi menimbulkan
No A . Keterangan
pengaruh terhadap kondisi Lingkungan Hidup
| Program pengadaan, peningkatan dan pe.rba%ikan sarana | o, Kajian Muatan
dan prasarana puskesmas pembantu dan jaringannya
2 | Program Penyelenggaraan BLUD Perlu Kajian Muatan
3 | Program Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK) Perlu Kajian Muatan
4 | Program pembangunan jalan dan jembatan Perlu Kajian Muatan
Program peningkatan sarana dan prasarana .
5 ) Perlu Kajian Muatan
kebinamargaan
6 ?rhogr?m pengem?al?gan dan pel?gelola.tan jaringan Perlu Kajian Muatan
irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
7 | Program pengembangan wilayah perbatasan Perlu Kajian Muatan
2 Prograrp Percepatan Pembangunan Sanitasi dan Perlu Kajian Muatan
Pemukiman
9 | Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Perlu Kajian Muatan
10 | Program Pemanfaatan Ruang Perlu Kajian Muatan
11 | Program Pengembangan Perumahan Perlu Kajian Muatan
12 | Program Pengelolaan Areal Pemakaman Perlu Kajian Muatan
13 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perlu Kajian Muatan
Perkebunan)
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Materi Muatan KRP yang berpotensi menimbulkan

N Ket
0 pengaruh terhadap kondisi Lingkungan Hidup clerangan

14 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perlu Kajian Muatan
Perdesaan

L5 Program Peningkatan Pemanfaatan SDA dan Perlu Kajian Muatan
Pendayagunaan TTG

16 | Program Pengembangan Pasar Daerah Perlu Kajian Muatan

17 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Perlu Kajian Muatan

18 | Program Pengembangan Budidaya Perikanan Perlu Kajian Muatan

19 | Program Pengembangan Perikanan Tangkap Perlu Kajian Muatan

20 | Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perikanan Perlu Kajian Muatan

)1 Program Pengembangan Usaha-usaha Kecil Menengah Perlu Kajian Muatan
Kecil Perikanan

22 | Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya | Perlu Kajian Muatan

23 | Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap Perlu Kajian Muatan

24 Program Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana Prasarana Perlu Kajian Muatan
Perikanan

25 | Optimalisasi Usaha Perikanan Perlu Kajian Muatan

26 | Pengembangan Destinasi Pariwisata Perlu Kajian Muatan

7 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Perlu Kajian Muatan
Tanaman Pangan

28 | Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perlu Kajian Muatan
P Peningkatan P ksi Mutu Hasil

29 rogram Peningkatan Produksi dan Mutu Hasi Perlu Kajian Muatan
Peternakan

30 Program Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Perlu Kajian Muatan

Perkebunan dan Hortikultura
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Materi Muatan KRP yang berpotensi menimbulkan

N Ket
0 pengaruh terhadap kondisi Lingkungan Hidup eterangan
31 Program Peny.ediaan dan Pegembangan Prasarana dan Perlu Kajian Muatan
Sarana Pertanian
32 | Program pengembangan Industri Kecil Menengah Perlu Kajian Muatan

Sumber: hasil analisa 2018

6.4. Analisis Pengaruh KRP RPJMD terhadap Kajian Muatan LH

Berdasarkan amanat pasal 13 PP Nomor 46 tahun 2016, analisis pengaruh

muatan paling sedikit memuat kajian:

l.

S

Kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk
pembangunan;

Perkiraan mengenai dampak dan risiko Lingkungan Hidup;

Kinerja layanan atau jasa ekosistem;

Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;

Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan

Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Hasil analisis pengaruh  KRP RPJMD dengan 6 (enam) kajian muatan LH

yang prioritas berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup

telah disepakati terdapat 32 muatan KRP.
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Tabel 6.14

Pengaruh KRP RPJMD dengan 6 (Enam) Kajian Muatan

Kajian Muatan

Materi Muatan
.o Ef 3 3
Al B DDDT Dampak Jasa Perﬁzlli:?:;t Perubabl ¢ chati
A RO Resiko LH | Ekosistem an Iklim
an SDA
Program pengadaan,
penlngkatan dan Tidak Tidak .
perbaikan sarana dan . Tidak
1 Menurunkan | Beresiko Menurunkan | Berpenga | Berpe
prasarana puskesmas Berpengaruh
ruh ngaruh
pembantu dan
jaringannya
Tidak Tidak .
2 Program Menurunkan | Beresiko Menurunkan | Berpenga | Berpe Tidak
Penyelenggaraan BLUD Berpengaruh
ruh ngaruh
Program Peningkatan . Tidak .
3 | Jalan dan Jembatan Menaikkan ]];:iils(iko Menaikkan Il?uilrpenga Berpe gedalzn aruh
(DAK) ngaruh Tpeng
Tidak
P Tidak B
4 . rogram pembangunan Menaikkan ida . Menaikkan crpengd Berpe | Berpengaruh
jalan dan jembatan Beresiko ruh
ngaruh
P ingkat . Tidak .
rOSTAT peningtatan . Tidak . Berpenga 9% Tidak
5 | sarana dan prasarana Menaikkan . Menaikkan Berpe
. Beresiko ruh Berpengaruh
kebinamargaan ngaruh
Program pengembangan
d lol . Tidak
. a1'1 pengfe .0 aa'ln ) Tidak ) Berpenga 1aa
6 | jaringan irigasi, rawa Menaikkan . Menaikkan Berpe | Berpengaruh
g . Beresiko ruh
dan jaringan pengairan ngaruh
lainnya
Tidak Tidak
P Tidak
7 r.ogram pengembangan Menurunkan | Beresiko Menurunkan | Berpenga | Berpe ida
wilayah perbatasan Berpengaruh
ruh ngaruh
Program Percepatan Tidak
.. . Berpenga
8 | Pembangunan Sanitasi Menurunkan | Beresiko Menurunkan ruh Berpe | Berpengaruh
dan Pemukiman ngaruh
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Kajian Muatan

Materi Muatan
No | Eeblaan, Rencana DDDT Dampak Jasa pfﬁif?;;t Perubah) 1 hati
A RO Resiko LH | Ekosistem an Iklim
an SDA
Program Penyediaan Tidak Tidak Tidak
9 | dan Pengelolaan Air Menaikkan . Menaikkan Berpenga | Berpe | Berpengaruh
beresiko
Baku ruh ngaruh
10 Program Pemanfaatan Menurunkan | Beresiko Menurunkan Berpenga | Berpe Berpengaruh
Ruang ruh ngaruh
11 Program Pengembangan Menurunkan | Beresiko Menurunkan Berpenga | Berpe Berpengaruh
Perumahan ruh ngaruh
Tidak Tidak
Program Pengelolaan . Tidak . ca ca Tidak
12 Menaikkan ) Menaikkan Berpenga | Berpe
Areal Pemakaman beresiko Berpengaruh
ruh ngaruh
Program Peningkatan .
13 | Ketahanan Pangan Menaikkan Tldak. Menaikkan Berpenga | Berpe Berpengaruh
. beresiko ruh ngaruh
(Pertanian/ Perkebunan)
Program Peningkatan . Tidak
Tidak B
14 | Keberdayaan Menaikkan ida . Menaikkan crpengd Berpe | Berpengaruh
Beresiko ruh
Masyarakat Perdesaan ngaruh
Program Peningkatan Berbenea Tidak
15 | Pemanfaatan SDA dan Menaikkan Beresiko Menaikkan ruhrp & Berpe | Berpengaruh
Pendayagunaan TTG ngaruh
Tidak
P P B Dapat
16 | rosem engembangan Menaikkan Beresiko Menaikkan crpengd Berpe apa
Pasar Daerah ruh Berpengaruh
ngaruh
. Dapat Tidak
P katan S d Dapat
17 crngkatan Sarand dat Menaikkan Beresiko Menaikkan berpengar | Berpe apa
Prasarana Olahraga Berpengaruh
uh ngaruh
Dapat Tidak
P P b . . . Dapat
18 rogram engem AMEAM | Menaikkan Beresiko Menaikkan berpengar | Berpe apa
Budidaya Perikanan Berpengaruh
uh ngaruh

Halaman VI-17




KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RPJMD KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2017- 2022

Kajian Muatan

Materi Muatan
Al B DDDT Dampak Jasa Plzlfﬁ:uf?:;t Perubabl hati
A RO Resiko LH | Ekosistem an Iklim
an SDA
Dapat Tidak
P P Dapat
19 rogram engembangan Menaikkan Beresiko Menaikkan Berpenga | Berpe apa
Perikanan Tangkap Berpengaruh
ruh ngaruh
Program Peningkatan Dapat Tidak Dapat
20 | Penerapan Teknologi Menaikkan Beresiko Menaikkan Berpenga | Berpe P
. Berpengaruh
Perikanan ruh ngaruh
P P
rogram engeml?angan Dapat Tidak
Usaha-usaha Kecil . . . Dapat
21 . Menaikkan Beresiko Menaikkan Berpenga | Berpe
Menengah Kecil Berpengaruh
. ruh ngaruh
Perikanan
Program Pengelolaan Dapat Tidak Danat
22 | Sumberdaya Perikanan | Menaikkan Beresiko Menaikkan Berpenga | Berpe P
. Berpengaruh
Budidaya ruh ngaruh
Program Pengelolaan Dapat Tidak Danat
23 | Sumberdaya Perikanan | Menaikkan Beresiko Menaikkan Berpenga | Berpe P
Berpengaruh
Tangkap ruh ngaruh
Program Penyediaan Dapat Tidak Danat
24 | dan Pemanfaatan Sarana | Menaikkan Beresiko Menaikkan Berpenga | Berpe P
. Berpengaruh
Prasarana Perikanan ruh ngaruh
T Dapat Tidak
timal hi Dapat
25 Op .1rna isast Usaha Menaikkan Beresiko Menaikkan Berpenga | Berpe apa
Perikanan Berpengaruh
ruh ngaruh
Tidak
26 Pengeml?anggn . Menaikkan Beresiko Menaikkan Berpenga Berpe Dapat
Destinasi Pariwisata ruh Berpengaruh
ngaruh
Iljizflf:;(r?l Plf:(;gﬁllizt\?ir‘zas Berpenga Tidak Dapat
27 ’ Menaikkan Beresiko Menaikkan peng Berpe P
dan Mutu Tanaman ruh ngaruh Berpengaruh

Pangan

Halaman VI - 18




KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RPJMD KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2017- 2022

Kajian Muatan
Materi Muatan
Al B DDDT Dampak Jasa PlszZIS?:;t Perubabl hati
A RO Resiko LH | Ekosistem an Iklim
an SDA
Tidak
P Peningkat B Dapat
28 rogr'arn eningka a? Menaikkan Beresiko Menaikkan ctpenga berpen apa
Kesejahteraan Petani ruh berpengaruh
garuh
Program Peningkatan Berbenea Tidak Dapat
29 | Produksi dan Mutu Menaikkan Beresiko Menaikkan tpeng Berpe P
. ruh Berpengaruh
Hasil Peternakan ngaruh
Program Peningkatan
30 Produksi dan Mutu Menaikkan Beresiko Menaikkan Berpenga Ada Dapat
Tanaman Perkebunan ruh berpengaruh
dan Hortikultura
P P i
don Pegembangn Dapat | Tidek |
31 g & Menaikkan Beresiko Menaikkan Berpenga | Berpe P
Prasarana dan Sarana Berpengaruh
. ruh ngaruh
Pertanian
Program pengembangan Tidak
B Dapat
32 | Industri Kecil Menurunkan | Beresiko Menurunkan ctpenga Berpe apa
ruh Berpengaruh
Menengah ngaruh
Sumber: Hasil Analisa 2018
Keterangan:
DDDT = daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
SDA = sumber daya alam
Kehati = keanekaragaman hayati

6.4.1. Daya Dukung dan Daya Tampung (DDDT)

Daya Dukung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Dukung
(DD) adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan
manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya, sedangkan Daya

Tampung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Tampung (DT) adalah
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kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain
yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup diukur dengan
pendekatan jasa ekosistem, semakin tinggi nilai jasa ekosistem, maka semakin
tinggi pula kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pada tabel 6.13 diketahui bahwa ada 25 program RPJMD yang menaikkan
atau mendukung peningkatan DDDT dan terdapat 7 program RPJMD yang jika
dilaksanakan dapat menurunkan DDDT. Program-program tersebut adalah:

1. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas pembantu dan jaringannya

Pelaksanaan Program ini dikatakan dapat menurunkan DDDT karena

dikhawatirkan dalam pelaksanaan peningkatan puskesmas ini tidak

memperhatikan kondisi lingkungan, seperti:

a. Pembangunan tidak dengan konsep rumah panggung, seperti yang

diamanatkan dalam Perda No: 4 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung

b. Pembuangan limbah medis dan B3 nya tidak terkelola dengan baik

c. Pembangunannya tidak disertai dengan dokumen lingkungan

2. Program Penyelenggaraan BLUD

Penyelenggaraan BLUD RSUD Pambalah Batung dikhawatirkan hasil

limbahnya akan dapat mencemari sungai dikarenakan lokasinya yang

berdekatan dengan sungai Negara.
3. Program pengembangan wilayah perbatasan

Pengembangan wilayah perbatasan merupakan salah satu program prioritas

pemerintah pusat dan kabupaten, akan tetapi dalam pengembangan wilayah

perbatasan ini di khawatirkan juga akan menurunkan DDDT kawasan
tersebut apabila tidak dikendalikan. Apalagi kebanyakan wilayah perbatasan

di Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan kawasan hutan, gambut,

Pertanian dan Perkebunan.

4. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi dan Pemukiman
Program ini dikhawatirkan dapat menurunkan DDDT lingkungan juga, hal

ini disebabkan percepatan pembangunan permukiman di Kabupaten Hulu

Halaman VI -20



KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RPJMD KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2017- 2022

6.4.2.

Sungai Utara lebih banyak mengalihfungsi lahan pertanian menjadi

kawasan permukiman dan pembangunannya dengan sistem urugan tanah.

. Program Pemanfaatan Ruang

Program ini merupakan kumpulan indikasi program di dalam RTRW Kab.
HSU yang berisi seluruh perencanaan baik itu dari struktur ruang, pola
ruang maupun kawasan strategis.

Program Pengembangan Perumahan

Program ini dikhawatirkan dapat menurunkan DDDT lingkungan juga, hal
ini disebabkan percepatan pembangunan permukiman di Kabupaten Hulu
Sungai Utara lebih banyak mengalihfungsi lahan pertanian menjadi
kawasan permukiman dan pembangunannya dengan sistem urugan tanah.
Program pengembangan Industri Kecil Menengah

Limbah dari kegiatan industri kecil menengah berupa limbah hasil purun
yaitu zat pewarna yang langsung dibuang ke lingkungan sekitar dan hasil
kegiatan industri pembuatan kerajinan alumenium yang berupa limbah

padat dari kaca dan alumenium tersebut.

Jasa Ekosistem

Jasa Ekosistem adalah manfaat yang diperoleh oleh manusia dari berbagai

sumberdaya dan proses alam yang secara bersama-sama diberikan oleh suatu

ekosistem yang dikelompokkan ke dalam empat macam manfaat yaitu:

1.
2.
3.

Manfaat penyediaan (provisioning), produksi pangan dan air;

Manfaat pengaturan (regulating) pengendalian iklim dan penyakit;

Manfaat pendukung (supporting),seperti siklus nutrien dan polinasi
tumbuhan; dan

Manfaat kultural (cultural), spiritual dan rekreasional. Sistem klasifikasi jasa
ekosistem tersebut menggunakan standar dari Millenium Ecosystem
Assessment (2005)

Ekosistem memberikan manfaat penyediaan bahan pangan yaitu segala

sesuatu yang berasal dari sumber hayati (tanaman dan hewan) dan air (ikan), baik
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yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau
minuman atau kebutuhan lainnya bagi konsumsi manusia.

Berdasarkan tabel 6.13 diketahui bahwa 7 program pada RPJMD apabila
dilaksanakan maka dapat menurunkan jasa ekosistem. Program-program tersebut
adalah:

1. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas pembantu dan jaringannya.
Program penyelenggaraan BLUD
Program Pembangunan Wilayah Perbatasan
Program Percepatan Pembangunan Sanitas dan Permukiman
Program Pemanfaatan Ruang

Program Pengembangan Perumahan

NS kWD

Program Pengembangan Industri Kecil Menengah

6.4.3. Efesiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Sumber Daya Alam (SDA) adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas
sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan
ekosistem. Dalam pengelolaan sumber daya alam ini yang utama adalah mencegah
timbulnya pengaruh negatif yang timbul terhadap lingkungan dan mengusahakan
kelestarian sumber daya alam agar bisa digunakan terus menerus untuk generasi-
generasi di masa depan. Pemanfaatan sumber daya alam yang sesuai dengan
peraturan akan memberikan manfaat bagi kelangsungan hidup manusia untuk

jangka yang lebih panjang.

Berdasarkan Tabel 6.13, program RPJMD yang berpengaruh terhadap
Efesiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) adalah sebanyak 18 program,
sedangkan program yang tidak berpengaruh sebanyak 5 program dan 10 program
yang diperkirakan dapat berpengaruh terhadap efesiensi pemanfaatan sumber daya

alam.
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6.4.4. Dampak Resiko LH

KRP RPJMD dapat berdampak negatif bagi penurunan kualitas lingkungan
dan pencemaran (udara, tanah, air, laut), cadangan SDA menipis,
ketidakseimbangan iklim pembangunan berkelanjutan, oleh karena itu perlu

sinergisme antara pembangunan dan lingkungan hidup.

Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang
memadukan aspek Lingkungan Hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi
pembangunan untuk menjamin keutuhan Lingkungan Hidup serta keselamatan,
kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa

depan.

Berdasarkan tabel 6.13 diketahui bahwa ada sebanyak 25 program yang
apabila dilaksanakan mempunyai dampak resiko terhadap Lingkungan Hidup dan

8 program yang tidak mempunyai dampak resiko terhadap Lingkungan Hidup.

6.4.5. Perubahan Iklim

Curah hujan di suatu tempat antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim,
keadaan geografi dan perputaran/ pertemuan arus udara. Oleh karena itu jumlah
curah hujan beragam menurut bulan. Jumlah curah hujan tertinggi terjadi selama
periode Januari sampai April dengan curah hujan tertinggi mencapai 358 mm,

sementara pada bulan Agustus dan September paling sedikit diguyur hujan.

Jika diamati pada tiga tahun terakhir ini, maka rata-rata curah hujan maupun
hari hujan selalu meningkat dari tahun ke tahun. Diperkirakan fenomena alam ini
merupakan salah satu dampak dari global warming yang sedang disoroti oleh

pemerhati lingkungan di seluruh dunia.

Iklim di Kabupaten Hulu Sungai Utara dikelompokkan sebagai Afaw
(menurut sistem Koppen) yaitu iklim isotermal hujan tropik dengan musim
kemarau yang panas. Kondisi di lapangan terdapat beberapa daerah atau wilayah
yang sulit mendapatkan air, baik yang berasal dari permukaan air (sungai),

alternatifnya dengan pengeboran air tanah yang cukup dalam.
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Program yang mempengaruhi perubahan iklim adalah Program Peningkatan
Produksi dan Mutu Tanaman Perkebunan dan Hortikultura, hal ini disebabkan
karena apabila nantinya ada pembukaan lahan secara luas untuk peningkatan
produksi tanaman perkebunan terutama pembukaan lahan perkebunan yang berada

di lahan Gambut.
6.4.6. Keanekaragaman Hayati

Biodeversitas atau keanekaragaman hayati adalah seluruh bentuk kehidupan
secara ilmiah yang dapat dikelompokkan menurut skala organisasi biologisnya
yang mencakup gen, spesies tumbuhan, hewan, mikroorganisme, serta proses

ekologi lainnya yang menjadi bagian kehidupan.

Program RPJMD vyang berpengaruh terhadap keanekaragaman hayati
adalah sebanyak 9 program, program yang tidak berpengaruh sebanyak 6 program
dan program yang diperkirakan dapat berpengaruh adalah sebanyak 17 program.
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6.5. Perumusan Alternatif Perbaikan KRP RPJMD Kab. HSU

Tabel 6.15

Perumusan Alternatif Perbaikan KRP RPJMD Kab. HSU

No

Program

Telaahan Pengaruh

Alternatif Perbaikan RPJMD

Program pengadaan, peningkatan dan

Telaahan pengaruh terhadap Program ini
lebih dikarenakan belum keluarnya
perizinan untuk operasional 2 incenator

Program Pengadaan, Peningkatan dan
Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas
Pembantu dan Jaringannya: Penyelesaian

prasarana kebinamargaan

saat kontruksi, 3) menimbulkan limbah
B3 4) tertutupnya saluran air/drainase

I | perbaikan Sarana Fian prasarana puskesmas yang ada di puskesmas Sungai Pandan | Perizinan Operasional 2 Incenerator oleh
pembantu dan jaringannya dan Banjang Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan

Telaahan pengaruh terhadap Program ini | Program Penyelenggaraan BLUD:

lebih dikarenakan belum keluarnya | Penyelesaian Perizinan Operasional 1

» | Program Penyelenggaraan BLUD perizinan untuk operasional 1 incenator | Incenerator oleh Kementerian Lingkungan
yang ada di RSUD Pambalah Batung Hidup dan Kehutanan

Program Peningkatan Jalan dan Jembatan | Program Peningkatan Jalan dan Jembatan | Program Peningkatan Jalan dan Jembatan

3 (DAK) (DAK), Program pembangunan jalan dan | (DAK), Program pembangunan jalan dan

jembatan dan Program peningkatan | jembatan dan Program peningkatan sarana

4 | Program pembangunan jalan dan jembatan | sarana dan prasarana kebinamargaan : 1) | dan prasarana kebinamargaan diharapkan

akan menimbulkan pencemaran air; 2) | :1.Melakukan penyiraman saat kegiatan 2)

5 Program peningkatan sarana dan akan menimbulkan limbah padat pada | membuang sisa-sisa bangunan ketempat

pembuatanagan  akhir ~ sampah 3.
Membuang limbah b3 ke tempat yang
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No

Program

Telaahan Pengaruh

Alternatif Perbaikan RPJMD

terhambat; 4) meningkatnya perubahan
penggunaan lahan, 5) serta menurunnya
sistem tata air; sehingga akan
mengganggu efesiensi pemanfaatan SDA
dan kehati

sesuai 4. pembuatan gorong-gorong atau
box culvaert dan saluran drainase yang
sesuai dengan kondisi lapangan; 4.
Pengetatan  penggunaan lahan ; 5.
meningkatkan pengawasan /pengendalian
bangunan.

Program pengembangan dan pengelolaan

Program pengembangan dan pengelolaan
jaringan irigasi, rawa dan jaringan
pengairan lainnya 1. Akan menaikkan

Program pengembangan dan pengelolaan
jaringan irigasi, rawa dan jaringan
pengairan lainnya diharapkan: Ketinggian

6 | jaringan irigasi, rawa dan jaringan pirit, 2. carbon-carbon saat bungkaran | badan irigasi harus lebih tinggi dari
pengairan lainnya gambut akan menimbulkan gas rumah | ketinggian air maksimum, desain irigasi
kaca 3. perubahan penggunaan lahan 4. | memperhitungkan kontur tanah setempat.
akan berkurangnya spesies tertentu
Program pengembangan wilayah | Program pengembangan wilayah
) perbatasan akan menimbulkan 1. | perbatasan diharapkan: 1. Pembangunan
7 Program pengembangan wilayah Perubahan  penggunaan lahan 2. | dengan sistem panggung dan 2. pembuatan
perbatasan mempengaruhi tata air 3. mempengaruhi | sistem aliran air yang baik (Pematusan)
ekosistem
Program  Percepatan = Pembangunan | Program Percepatan Pembangunan Sanitasi
8 Program Percepatan Pembangunan Sanitasi dan Pemukiman menimbulkan: | dan Pemukiman diharapkan: Masyarakat

Sanitasi dan Pemukiman

1. kurangnya Ketersediaan tempat untuk

menyediakan lokasi untuk menyediaan
sapras untuk sanitasi di pemukiman

Halaman VI-26



KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RPJMD KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2017- 2022

No Program Telaahan Pengaruh Alternatif Perbaikan RPJMD
pembangunan sanitasi ( sampah, limbah,
dan drainase)
Program Penyediaan dan Pengelolaan | Program Penyediaan dan Pengelolaan Air
Air Baku akan menimbulkan: 1. Limbah | Baku diharapkan: 1. membuat kajian air
) . hasil olahan yang di buang ke badan | limbah 2. ketersediaan lahan untuk
9 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air sungai akan menurunkan kualitas air 2. | penyediaan Sarana pengelolaan dan

Baku

ketersediaan lahan untuk pembangunan
sarana dan pengelohan air baku 3.
menghasilkan limbah B3

pengolahan air baku dan limbah

10

Program Pemanfaatan Ruang

Program Pemanfaatan Ruang akan
menimbulkan: 1. alih fungsi lahan 2.
perubahan ekosistem

Program Pemanfaatan Ruang diharapkan
1. pemanfaatan sesuai dengan
peruntukannya

11

Program Pengembangan Perumahan

Program Pengembangan Perumahan
akan menimbulkan 1)dengan
bertambahnya perumahan akan
meningkatkan pencemaran, 2) akan
meningkatnya volume limbah padat dan
cair, 3) pengurukan lahan didaerah rawa
akan mengurangi daerah resapan air dan
4) perubahan alih fungsi lahan 5)
Perubahan ekosistem

Program Pengembangan Perumahan perlu
pembuatan IPAL/ septiktank, RTH,
Drainase, subdrainase (Drainase bawah
tanah),TPS, sumur resapan, hidrand dan
pengetatan perizinan perumahan pada areal
tertentu, peningkatan kualitas rumah tidak
layak huni. Dan menyediakan alokasi lahan
untuk PSU ( prasarana, sarana dan utilitas
umum)
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No Program Telaahan Pengaruh Alternatif Perbaikan RPJMD
Telaaahan Pengaruh terhadap program | Program Pengelolaan Areal Pemakaman:
ini lebih dikarenakan 2 faktor yaitu: | Kedepannya Pemakaman penduduk akan di
budaya masyarakat yang kebanyakan | jadikan menjadi 1 kawasan Tempat
memakamkan anggota keluarganya di | Pemakamam Umum (TPU) di setiap
lingkungan tempat tinggal dan faktor | Kecamatan (10 kecamatan). Terkait
yang ke dua adalah pemeliharaan Taman | pemeliharaan TMP perlu dikendalikan
Makam Pahlawan (TMP) aktifitas pertambangan yang berada di

12 | Program Pengelolaan Areal Pemakaman

belakang TMP, karena apabila dibiarkan
akan menimbulkan longsor terhadap
kawasan TMP tersebut dan perlu tindakan
sipil teknis untuk melindunginya. selain itu
juga perlujuga dibuatkan regulasi regulasi
hukum untuk pemakaman umum (Perbup
atau Perda)

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Penggunaan pupuk dan pestisida organik,

) (Pertanian/  Perkebunan) berdampak | peningkatan luas pertanian padi organik
13 Prograrp Peningkatan Ketahanan Pangan terhadap lingkungan disebabkan
(Pertanian/ Perkebunan) penggunaan pupuk dan pestisida
kimia/anorganik
) Telaahan pengaruh program ini adalah | Program Peningkatan Keberdayaan
14 Program Peningkatan Keberdayaan pengaruh kegiatan perkebunan sawit di | Masyarakat Perdesaan: Perlu upaya
Masyarakat Perdesaan kabupaten HSS yang menyebabkan | pengembalian tata air di kawasan
paminggir
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No Program Telaahan Pengaruh Alternatif Perbaikan RPJMD
terbatasnya sumber daya air di wilayah
kecamatan paminggir
Telaahan pengaruh program ini adalah | Program Peningkatan Pemanfaatan SDA
15 Program Peningkatan Pemanfaatan SDA pengaruh kegiatan perkebunan sawit di | dan Pendayagunaan TTG: Perlu upaya

dan Pendayagunaan TTG

kabupaten HSS yang menyebabkan
keringnya wilayah kecamatan paminggir

pengembalian tata air di kawasan paminggir

16

Program Pengembangan Pasar Daerah

Program pengembangan pasar daerah
memberikan resiko dampak terhadap
lingkungan  hidup terkait dengan
pemanfaatan lahan untuk pembangunan
pasar, serta terkait dengan pengelolaan
persampahan, limbah cair

Pemanfaatan lahan harus sesuai dengan
pola ruang di tata ruang daerah, harus
dibangun TPS di setiap pasar, ada
penampungan/pengelolaan limbah cair

17

Peningkatan Sarana dan Prasarana
Olahraga

Peningkatan sarana dan prasarana
olahraga ini berpotensi merubah kawasan
pertanian yang ada menjadi kawasan
sport centre, selain itu juga kawasan sport
centre ini masih kekurangan penghijauan
(taman)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Olahraga: perubahan kawasan pertanian
menjadi kawasan sport centre sebenarnya
tidak bermasalah, karena kawasan pertanian
yang ada di sekitar kawasan tersebut adalah
kawasan pertanian yang bisa di alih fungsi.
Perlunya dibuat desain kawasan
(masterplan)  sport centre, sehingga
pembangunan venue olahraga dapat lebih
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No

Program

Telaahan Pengaruh

Alternatif Perbaikan RPJMD

terarah dan dapat diarahkan menjadi
kawasan Sport Centre yang Hijau.

Program  pengembangan  budidaya | Penerapan CBIB (Cara Budidaya Ikan yang
) perikanan berdampak terhadap | Baik), Pembuatan kolam harus sesuai
18 Program Pengembangan Budidaya penurunan kualitas tanah dan air | dengan peruntukkan lahan di tata ruang
Perikanan disebabkan penggunaan pakan,
pembuatan kolam di lahan rawa
Program  Pengembangan  Budidaya | Penggunaan alat tangkap yang ramah
) Perikanan berdampak terhadap ekosistem | lingkungan contoh penggunaan jaring
19 Program Pengembangan Perikanan perairan akibat penggunaan alat tangkap | insang, rengge, lalangit, lunta dll
Tangkap yang tidak ramah lingkungan contoh
penggunaan tuba, setrum, dll
20 Program Peningkatan Penerapan Program Peningkatan Penerapan | Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Teknologi Perikanan Teknologi Perikanan, Program | Perikanan, Program Pengembangan Usaha-
Pengembangan = Usaha-usaha  Kecil | usaha Kecil Menengah Kecil Perikanan,
21 Program Pengembangan Usaha-usaha Menengah Kecil Perikanan, Program | Program Pengelolaan Sumberdaya
Kecil Menengah Kecil Perikanan Pengelolaan  Sumberdaya Perikanan | Perikanan Budidaya, Program Pengelolaan
Budidaya, Program Pengelolaan | Sumberdaya Perikanan Tangkap, Program
22 Program Pengelolaan Sumberdaya Sumberilaya Pegrikanan Tgangkap, Penyediaaill dan Pemanfiate?n Sagrana

Perikanan Budidaya

Program Penyediaan dan Pemanfaatan

Prasarana Perikanan  dan Optimalisasi
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No

Program

Telaahan Pengaruh

Alternatif Perbaikan RPJMD

23

Program Pengelolaan Sumberdaya
Perikanan Tangkap

24

Program Penyediaan dan Pemanfaatan
Sarana Prasarana Perikanan

25

Optimalisasi Usaha Perikanan

Sarana Prasarana Perikanan dan
Optimalisasi Usaha Perikanan dapat
menimbulkan: 1. penurunan kualitas air
dari sisa makanan ikan di tambak dan
keramba, 2. penggunaan alat tangkap
yang tidak ramah lingkungan 3.
penggunaan bahan pengawet yang
berbahaya 4. menghasilkan limbah cair
dan padat 5. perubahan fungsi lahan
pertanian menjadi usaha perikanan. 6.
pengkapan overthising

Usaha Perikanan diharapkan: 1. Pemberian
pakan yang sesuai dengan daya tampung
ikan 2. penggunaan alat tangkap yang
ramah lingkungan 3. penggunaan bahan
pengawet alami 4. Perlu penampungan
limbah cair dan padat 5. pembuatan tambak
yang sesuai dengan peruntukannya 6.
penangkapan ikan yang tidak melebihi
kemampuan daya dukung generasi

Pengembangan  Destinasi Pariwisata
menimbulkan: 1. perubahan fungsi lahan
2. Limbah padat dan cair dari pengunjung

Pengembangan  Destinasi ~ Pariwisata
diharapkan: Sesuai dengan peruntukannya
2. Penyediaan tempat-tempat penampungan

26 | Pengembangan Destinasi Pariwisata atau bangunan sarana dan prasarana | sampah dan ipal 3. memanfaatkan sarana
penunjang pariwisata 3. penyediaan | dan prasarana berbasis masyarakat
Sarana dan prasarana  penunjang
pariwisata
Program Peningkatan Produksi, | Penggunaan pupuk dan pestisida organik,
Program Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan | peningkatan luas pertanian padi organik
27 .. ’ .
Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan | berdampak terhadap lingkungan

disebabkan penggunaan pupuk dan
pestisida kimia/anorganik
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No

Program

Telaahan Pengaruh

Alternatif Perbaikan RPJMD

28

Program Peningkatan Kesejahteraan
Petani

Tidak berpengaruh terhadap lingkungan

29

Program Peningkatan Produksi dan Mutu
Hasil Peternakan

Program Peningkatan Produksi dan Mutu
Hasil Peternakan berdampak dengan
lingkungan khususnya yang berdekatan
dengan lokasi permukiman

Perlu penerapan GPF (Good Practice
Farming) yaitu beternak secara baik

30

Program Peningkatan Produksi dan Mutu
Tanaman Perkebunan dan Hortikultura

Program Peningkatan Produksi dan Mutu
Tanaman Perkebunan dan Hortikultura
berdampak terhadap penurunan kualitas
air dan tanah serta Pembukaan lahan
untuk perkebunan secara luas dapat
berakibat terhadap perubahan iklim dan
biodiversity

Kajian AMDAL

Program Penyediaan dan Pegembangan

Perawatan alat/mesin secara berkala

Prasarana dan  Sarana  Pertanian
31 Program Penyediaan dan Pegembangan berdampak disebabkan  penggunaan
Prasarana dan Sarana Pertanian alat/mesin bermotor yang menggunakan
bahan bakar fosil yang bisa mencemari
tanah pertanian
32 Program pengembangan Industri Kecil Program pengembangan Industri Kecil | Penggunaan pewarna alami

Menengah

Menengah dapat menyebabkan turunnya

Halaman VI-32



KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RPJMD KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2017- 2022

No

Program

Telaahan Pengaruh

Alternatif Perbaikan RPJMD

kualitas air dan tanah yang disebabkan
oleh industri rumah tangga contoh
penggunan pewarna pada kerajinan
anyaman purun dan eceng gondok

Sumber: Hasil Analisa dan FGD KLHS RPJMD Tahun 2018
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6.6.

6.6.1.

Penyusunan Rekomendasi Perbaikan untuk Pengambilan Keputusan
KRP yang Mengintegrasikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Rekomendasi Lingkungan

. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK), Program pembangunan

jalan dan jembatan dan Program peningkatan sarana dan prasarana
kebinamargaan diharapkan:
a) Melakukan penyiraman jalan saat kegiatan
b) Membuang sisa-sisa bangunan ketempat pembuangan akhir sampah
¢) Membuang limbah b3 ke tempat yang sesuai
d) Pembuatan gorong-gorong atau box culvert yang sesuai dengan kondisi
lapangan dan saluran drainase sepanjang jalan;
e) Pengetatan penggunaan lahan ;
f) Meningkatkan pengawasan/pengendalian bangunan.
g) Penghijauan kiri kanan jalan
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan
pengairan lainnya diharapkan:
a) Ketinggian badan irigasi harus lebih tinggi dari ketinggian air
maksimum,
b) Pembuatan irigasi mempertimbangkan elevasi dan pengendalian tata air
untuk kepentingan ekonomis dan ekologis.
Program pengembangan wilayah perbatasan diharapkan:
a) Pembangunan dengan sistem panggung dan
b) Pembuatan sistem aliran air yang baik (Pematusan)
Program Percepatan Pembangunan Sanitasi dan Pemukiman diharapkan:
Masyarakat berkontribusi menyediakan lokasi untuk penyediaan sapras
untuk sanitasi yang dihibahkan kepada pemerintah satu paket sanitasi untuk
5-10 kepala keluarga.
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku diharapkan:
a) Membuat fasilitas pengelolaan dan pengolahan limbah sludge

b) Ketersediaan lahan untuk penyediaan sarana pengelolaan dan
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6.6.2.

pengolahan air baku
Program Pemanfaatan Ruang harus sesuai dengan rencana tata ruang dan
DDDT
Program Pengembangan Perumahan perlu:
a) Pembuatan IPAL/ septiktank kedap air, RTH, Drainase, TPS, sumur
resapan, hidrand,
b) Pengetatan perizinan lingkungan perumahan
¢) Mengalokasikan lahan untuk PSU ( prasarana, sarana dan utilitas
umum)
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perikanan, Program
Pengembangan Usaha-usaha Kecil Menengah Kecil Perikanan, Program
Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya, Program Pengelolaan
Sumberdaya Perikanan Tangkap, Program Penyediaan dan Pemanfaatan
Sarana Prasarana Perikanan dan Optimalisasi Usaha Perikanan diharapkan:
a) Konversi pakan yang sesuai tumbuh kembang ikan
b) Penggunaan bahan pengawet alami
¢) Perlu penampungan limbah cair dan padat
d) Pembuatan kolam ikan yang sesuai dengan daya dukung lahannya dan
e) Penangkapan ikan yang tidak melebihi kemampuan daya dukung
generasi
Pengembangan Destinasi Pariwisata diharapkan:
a) Pemanfaatan kawasan wisata Sesuai dengan peruntukannya
b) Pengelolaan sampah
¢) Memanfaatkan sarana dan prasarana berbasis masyarakat dan

d) Pemasangan himbauan masyarakat sadar wisata

Rekomendasi Sosial Budaya

. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas Pembantu dan Jaringannya =» Penyelesaian Perizinan
Operasional 2 Incenerator yang ada di Kecamatan Sungai Pandan dan

Banjang oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
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6.6.3.

Program Penyelenggaraan BLUD =2 Penyelesaian Perizinan Operasional 1
Incenerator yang ada di RSUD Pambalah Batung oleh Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Program Pengelolaan Areal Pemakaman:

a) Kedepannya Pemakaman penduduk akan di jadikan menjadi 1 kawasan
Tempat Pemakamam Umum (TPU) di setiap Kecamatan (10
kecamatan).

b) Terkait pemeliharaan TMP perlu dikendalikan aktifitas pertambangan
yang berada di belakang TMP, karena apabila dibiarkan akan
menimbulkan longsor terhadap kawasan TMP tersebut dan perlu
tindakan sipil teknis untuk melindunginya.

¢) Perlu dibuatkan regulasi hukum untuk pemakaman umum (Perbup atau
Perda).

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan =» Perlu upaya

pengembalian tata air melalui pembuatan sipil teknis sekat kanal pada

kawasan-kawasan tertentu.

Program Peningkatan Pemanfaatan SDA dan Pendayagunaan TTG = Perlu

upaya pengembalian tata air melalui pembuatan sipil teknis sekat kanal pada

kawasan-kawasan tertentu serta peningkatan SDM masyarakat dalam
pemanfaatan SDA.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga =2 perubahan

kawasan pertanian menjadi kawasan sport centre sebenarnya tidak

bermasalah, karena kawasan pertanian yang ada di sekitar kawasan tersebut
adalah kawasan pertanian yang bisa di alih fungsi. Perlunya dibuat desain
kawasan (masterplan) sport centre yang seluas + 7 ha, sehingga
pembangunan venue olahraga dapat lebih terarah dan dapat diarahkan

menjadi kawasan Sport Centre yang Hijau dan ramah lingkungan.

Rekomendasi Ekonomi

Program Pengembangan Pasar Daerah, pemanfaatan lahan harus sesuai

dengan Tata Ruang, harus dibangun TPS di setiap pasar dan ada
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pengelolaan limbah.

2. Program Pengembangan Budidaya Perikanan harus menerapkan CBIB
(Cara Budidaya Ikan yang Baik), Pembuatan kolam ikan harus sesuai
dengan peruntukkan lahan dan tata kelola air.

3. Program Pengembangan Perikanan Tangkap, harus memperhatikan
Penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan contoh penggunaan jaring
insang, rengge, lalangit, lunta dll ( digabung dengan Rekomendasi dari
Pokja Lingkungan)

4. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan,
harus memperhatian bibit unggul, penggunaan pupuk dan pestisida sesuai
dosis serta dikombinasikan dengan pupuk dan pestisida organik dan
peningkatan luas pertanian padi organik.

5. Program Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Peternakan perlu penerapan
GPF (Good Practice Farming) yaitu Cara beternak dengan baik.

6. Program Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Perkebunan dan
Hortikultura perlu adanya kajian lingkungan sesuai dengan luas lahan yang

akan diusahakan.

7. Program pengembangan Industri Kecil Menengah, perlu penggunaan
pengawet, penyedap dan pewarna alami yang tidak berbahaya dalam proses
pembuatan produk dan pengelolaan limbah produksi yang ramah

lingkungan.

6.7. Pengambilan Keputusan Rekomendasi KLHS

Proses pengambilan keputusan mempertimbangkan: 1) hasil analisis
pengaruh KRP RPJMD dengan isu PB sangat prioritas; 2) hasil analisis pengaruh
KRP RPJMD terhadap kajian muatan lingkungan hidup dan; 3) hasil perumusan
alternatif perbaikan KRP RPJMD serta; 4) penyusunan rekomendasi perbaikan
KRP RPJMD. erdasarkan hasil analisis tersebut, maka selanjutnya para pemangku
kepentingan, Pokja PL, tenaga ahli penyusunan dokumen RPJMD dan tenaga ahli
KLHS memutuskan bahwa rekomendasi hasil KLHS RPJMD di integrasikan ke
dalam dokumen RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2017-2022.

Halaman VI - 37



KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RPJMD KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2017- 2022

6.8. Integrasi KLHS ke dalam Dokumen RPJMD Kab. HSU

Integrasi hasil KLHS ke dalam KRP RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara

tahun 2017-2022 dilakukan dengan melakukan pemaparan hasil rekomendasi
KLHS oleh Tim Penyusun KLHS (Pokja PL) kepada tenaga ahli penyusunan
dokumen RPJMD Kab. HSU dengan cara:

1. Menampilkan isu pembangunan berkelanjutan sangat prioritas yang

disepakati pemangku kepentingan.

2. Menampilkan hasil kajian pengaruh KRP terhadap pembangunan

berkelanjutan.

3. Menampilkan langkah alternatif penyempurnaan KRP RPJIMD

4. Menyampaikan rekomendasi untuk pengambilan keputusan perbaikan

KRP dalam RPJMD.

Tabel 6.16

Integrasi KLHS ke dalam RPJMD Kab. HSU

No Program Integrasi KLHS ke dalam RPJMD
1 Program pengadaan, peningkatan dan Penyelesaian Perizinan Operasional 2
perbaikan sarana dan prasarana puskesmas | Incenerator oleh Kementerian Lingkungan
pembantu dan jaringannya Hidup dan Kehutanan
2 Program Penyelenggaraan BLUD Penyelesaian Perizinan Operasional 1
Incenerator oleh Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan
3 Program Peningkatan Jalan dan Jembatan | 1. Melakukan penyiraman saat kegiatan
(DAK) 2. Membuang sisa-sisa bangunan ketempat
pembuatanagan akhir sampah
4 | Program pembangunan jalan dan jembatan | 3. Membuang limbah B3 ke tempat yang
sesuai
5 Program peningkatan sarana dan 4. pembuatan gorong-gorong atau box

prasarana kebinamargaan

culvert dan saluran drainase yang sesuai
dengan kondisi lapangan
. Pengetatan penggunaan lahan
6. Meningkatkan pengawasan /
pengendalian bangunan.
7. Penghijauan Kiri Kanan Jalan

9]
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No

Program

Integrasi KLHS ke dalam RPJMD

Program pengembangan dan pengelolaan
jaringan irigasi, rawa dan jaringan
pengairan lainnya

1. Ketinggian badan irigasi harus lebih
tinggi dari ketinggian air maksimum

2. Pembuatan irigasi mempertimbangkan
elevasi dan pengendalian tata air untuk
kepentingan ekonomis dan ekologis.

3. Pengendalian Tata Air Ekosistem
Gambut dan Rawa**

Program pengembangan wilayah
perbatasan

1. Pembangunan dengan sistem panggung
dan

2. Pembuatan sistem aliran air yang baik
(Pematusan)

Program Percepatan Pembangunan
Sanitasi dan Pemukiman

1. Sosialisasi pelarangan dan penertiban

jamban-jamban dipinggir sungai untuk
kemudian diarahkan penggunaan WC
Komunal. ***

2. Masyarakat berkontribusi menyediakan

lokasi untuk penyediaan sapras untuk
sanitasi yang dihibahkan kepada
pemerintah satu paket sanitasi untuk 5-
10 kepala keluarga.

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air
Baku

1. Membuat fasilitas pengelolaan dan
pengolahan limbah sludge

2. Ketersediaan lahan untuk penyediaan

Sarana pengelolaan dan pengolahan air
baku

10

Program Pemanfaatan Ruang

Pemanfaatan Ruang harus sesuai dengan
rencana tata ruang dan DDDT

11

Program Pengembangan Perumahan

1. Pembuatan IPAL/ septiktank kedap ai,
RTH, Drainase, TPS, sumur resapan,
hidrand

2. Pengetatan perizinan lingkungan

perumahan
3. Mengalokasikan lahan untuk PSU
(prasarana, sarana dan utilitas umum)

12

Program Pengelolaan Areal Pemakaman

1. Kedepannya Pemakaman penduduk akan
di jadikan menjadi 1 kawasan Tempat
Pemakamam Umum (TPU) di setiap
Kecamatan (10 kecamatan).
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No

Program

Integrasi KLHS ke dalam RPJMD

2. Terkait pemeliharaan TMP  perlu
dikendalikan aktifitas pertambangan
yang berada di belakang TMP, karena
apabila dibiarkan akan menimbulkan
longsor terhadap kawasan TMP tersebut
dan perlu tindakan sipil teknis untuk
melindunginya.

3. perlu dibuatkan regulasi regulasi hukum
untuk pemakaman umum (Perbup atau
Perda)

13

Program Peningkatan Ketahanan Pangan
(Pertanian/ Perkebunan)

1. Perlunya strategi untuk mengantisipasi
kemarau panjang.***

2. Penggunaan pupuk dan pestisida
organik, peningkatan luas pertanian padi
organik.

14

Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan

Perlu upaya pengembalian tata air melalui
pembuatan sipil teknis sekat kanal pada
kawasan-kawasan tertentu

15

Program Peningkatan Pemanfaatan SDA
dan Pendayagunaan TTG

Perlu upaya pengembalian tata air melalui
pembuatan sipil teknis sekat kanal pada
kawasan-kawasan tertentu serta
peningkatan SDM masyarakat dalam
pemanfaatan SDA.

16

Program Pengembangan Pasar Daerah

Pemanfaatan lahan harus sesuai dengan
Tata Ruang, harus dibangun TPS di setiap
pasar, ada pengelolaan limbah.

17

Peningkatan Sarana dan Prasarana
Olahraga

Perlunya dibuat desain  kawasan
(masterplan) sport centre yang seluas = 7
ha, sehingga pembangunan venue olahraga
dapat lebih terarah dan dapat diarahkan
menjadi kawasan Sport Centre yang Hijau
dan ramah lingkungan.

18

Program Pengembangan Budidaya
Perikanan

1. Harus  menerapkan CBIB
Budidaya Ikan yang Baik)

2. Pembuatan kolam harus sesuai dengan
peruntukkan lahan dan tata kelola air.

3. Perlunya pembuatan sistem pembuangan
limbah hasil panen ikan.***

(Cara
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No Program Integrasi KLHS ke dalam RPJMD
19 | Program Pengembangan Perikanan Harus memperhatikan Penggunaan alat
Tangkap tangkap yang ramah lingkungan contoh
penggunaan jaring insang, rengge, lalangit,
lunta dll
20 | Program Peningkatan Penerapan 1. Pemberian pakan yang sesuai dengan
Teknologi Perikanan daya tampung ikan
2. Penggunaan alat tangkap yang ramah
21 Program Pengembangan Usaha-usaha lingkungan
Kecil Menengah Kecil Perikanan 3. Penggunaan bahan pengawet alami
22 | Program Pengelolaan Sumberdaya 4. iz(rll; penampungan limbah cair - dan
Perikanan Budidaya 5. Pembuatan tambak yang sesuai dengan
23 | Program Pengelolaan Sumberdaya peruntukannya . o
Perikanan Tangkap 6. Penangkapan ikan yang tidak melebihi
kemampuan daya dukung generasi
24 | Program Penyediaan dan Pemanfaatan
Sarana Prasarana Perikanan
25 | Optimalisasi Usaha Perikanan
26 | Pengembangan Destinasi Pariwisata 1. Pemanfaatan kawasan wisata sesuai
dengan peruntukannya
2. Pengelolaan Sampah
3. Memanfaatkan sarana dan prasarana
berbasis masyarakat
4. Pemasangan himbauan masyarakat sadar
wisata
27 | Program Peningkatan Produksi dan Memperhatian bibit unggul, penggunaan
Produktivitas Tanaman Pangan* pupuk dan pestisida sesuai dosis serta
dikombinasikan  dengan pupuk dan
pestisida organik dan peningkatan luas
pertanian padi organik.
28 | Program Peningkatan Produksi Hasil Perlu penerapan GPF (Good Practice
Peternakan* Farming) yaitu beternak secara baik
29 | Program Peningkatan Produksi Tanaman | Perlu adanya kajian lingkungan sesuai
Perkebunan* dengan luas lahan yang akan diusahakan.
30 | Program Peningkatan Produksi Tanaman

Hortikultura*
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No

Program

Integrasi KLHS ke dalam RPJMD

31

Menengah

Program pengembangan Industri Kecil

Penggunaan pengawet, penyedap dan
pewarna alami yang tidak berbahaya dalam
proses pembuatan produk dan pengelolaan
limbah produksi yang ramah lingkungan.

Sumber: Hasil Analisa dan FGD KLHS RPJMD Tahun 2018
* Perubahan Nama Program Setelah Adanya Verifikasi Renstra SKPD

** Hasil Masukan dari Forum Konsultasi Publik

***Masukan hasil Validasi KLHS RPJMD Kab. HSU
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BAB VII
KESIMPULAN DAN SARAN

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah Rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif
untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi
dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara

7.1.Kesimpulan

Berdasarkan pada pelaksanaan tahapan KLHS dan memperhatikan kaidah-
kaidah pelaksanaannya pada PP 46 tahun 2016, maka dapat simpulkan hasil akhir
KLHS RPJMD Kab. HSU sebagai berikut:

A. Hasil pengkajian pengaruh KRP RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara
terhadap kondisi Lingkungan Hidup dilakanakan dengan tahapan sebagai
berikut:

1. Tahap Identifikasi isu pembangunan berkelanjutan hingga diperoleh isu
pembangunan berlanjutan prioritas dilaksanakan melalui FGD dengan
melibatkan pokja PL, pemangku kepentingan dan tenaga ahli.

2. Tahap identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan
diperoleh: 15 isu lingkungan, 15 isu sosial budaya dan, 15 isu ekonomi.

3. Tahap identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan paling
Strategis diperoleh: 10 isu lingkungan, 10 isu sosial budaya dan, 3 isu
ekonomi.

4. Tahap identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan
Prioritas diperoleh: 4 isu lingkungan, 4 isu sosial budaya dan, 3 isu
ekonomi.

5. Tahap identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan
Sangat Prioritas (terpilih) diperoleh: 2 isu lingkungan yaitu Alih Fungsi
Lahan dan Banjir, 2 isu sosial budaya yaitu: Pendidikan Karakter dan
Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) dan 2 isu ekonomi yaitu:

Pertumbuhan ekonomi dan pengembangan agribisnis.
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6. Tahap identifikasi materi muatan KRP RPJMD yang signifikan
berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi lingkungan hidup
diperoleh:

1) Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan
prasarana puskesmas pembantu dan jaringannya.

2) Program Penyelenggaraan BLUD

3) Program Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK)

4) Program pembangunan jalan dan jembatan

5) Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

6) Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan
jaringan pengairan lainnya

7) Program pengembangan wilayah perbatasan

8) Program Percepatan Pembangunan Sanitasi dan Pemukiman

9) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

10) Program Pemanfaatan Ruang

11) Program Pengembangan Perumahan

12) Program Pengelolaan Areal Pemakaman

13) Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)

14) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

15) Program Peningkatan Pemanfaatan SDA dan Pendayagunaan TTG

16) Program Pengembangan Pasar Daerah

17) Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

18) Program Pengembangan Budidaya Perikanan

19) Program Pengembangan Perikanan Tangkap

20) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perikanan

21) Program Pengembangan Usaha-usaha Kecil Menengah Kecil
Perikanan

22) Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya

23) Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap

24) Program Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana Prasarana Perikanan

25) Optimalisasi Usaha Perikanan
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26) Pengembangan Destinasi Pariwisata
27) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman
Pangan
28) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
29) Program Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Peternakan
30) Program Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Perkebunan dan
Hortikultura
31) Program Penyediaan dan Pegembangan Prasarana dan Sarana
Pertanian
32) Program pengembangan Industri Kecil Menengah
7. Tahap analisis Pengaruh KRP RPJMD dengan Isu PB Prioritas diperoleh
hasil bahwa perlu dilakukan kajian muatan LH terhadap: 32 program
yang ada di RPJMD Kab. HSU
8. Tahap analisis pengaruh KRP RPJMD terhadap kajian muatan LH
diperoleh hasil yaitu:
a) 7 (tujuh) program menurunkan DDDT
b) 7 (tujuh) program menurunkan jasa eksistem
c) 18 (delapan belas) program yang berpengaruh terhadap efesiensi
pemanfaatan SDA
d) 25 (dua puluh lima) program yang mempunyai dampak resiko LH
e) 2 (dua) program yang dapat menyebabkan perubahan iklim
f) 9 (sembilan) program dapat berpengaruh kepada keanekaragaman
hayati
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adalah:
Tabel 7.1

B. Perumusan Alternatif Perbaikan KRP RPJMD Kab. HSU yang disepakati

Perumusan Alternatif Perbaikan KRP RPJMD Kab. HSU

No Program Integrasi KLHS ke dalam RPJMD
1 Program pengadaan, peningkatan dan Penyelesaian Perizinan Operasional 2
perbaikan sarana dan prasarana puskesmas | Incenerator oleh Kementerian Lingkungan
pembantu dan jaringannya Hidup dan Kehutanan
2 Program Penyelenggaraan BLUD Penyelesaian Perizinan Operasional 1
Incenerator oleh Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan
3 Program Peningkatan Jalan dan Jembatan | 1. Melakukan penyiraman saat kegiatan
(DAK) 2. Membuang sisa-sisa bangunan ketempat
pembuatanagan akhir sampah
4 | Program pembangunan jalan dan jembatan | 3. Membuang limbah B3 ke tempat yang
sesuai
5 Program peningkatan sarana dan 4. pembuatan gorong-gorong atau box
prasarana kebinamargaan culvert dan saluran drainase yang sesuai
dengan kondisi lapangan
5. Pengetatan penggunaan lahan
6. Meningkatkan pengawasan /
pengendalian bangunan.
7. Penghijauan Kiri Kanan Jalan
6 Program pengembangan dan pengelolaan | 1. Ketinggian badan irigasi harus lebih
jaringan irigasi, rawa dan jaringan tinggi dari ketinggian air maksimum
pengairan lainnya 2. Pembuatan irigasi mempertimbangkan
elevasi dan pengendalian tata air untuk
kepentingan ekonomis dan ekologis.
3. Pengendalian Tata Air Ekosistem
Gambut dan Rawa**
7 Program pengembangan wilayah 1. Pembangunan dengan sistem panggung
perbatasan dan
2. Pembuatan sistem aliran air yang baik
(Pematusan)
8 Program Percepatan Pembangunan 1. Sosialisasi pelarangan dan penertiban

Sanitasi dan Pemukiman

jamban-jamban dipinggir sungai untuk
kemudian diarahkan penggunaan WC
Komunal. ***
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No

Program

Integrasi KLHS ke dalam RPJMD

. Masyarakat berkontribusi menyediakan

lokasi untuk penyediaan sapras untuk
sanitasi yang dihibahkan kepada
pemerintah satu paket sanitasi untuk 5-
10 kepala keluarga.

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air
Baku

. Membuat

fasilitas pengelolaan dan
pengolahan limbah sludge

. Ketersediaan lahan untuk penyediaan

Sarana pengelolaan dan pengolahan air
baku

10

Program Pemanfaatan Ruang

Pemanfaatan Ruang harus sesuai dengan
rencana tata ruang dan DDDT

11

Program Pengembangan Perumahan

1.

. Pengetatan

. Mengalokasikan

Pembuatan IPAL/ septiktank kedap ai,
RTH, Drainase, TPS, sumur resapan,
hidrand

perizinan lingkungan
perumahan

lahan untuk PSU

(prasarana, sarana dan utilitas umum)

12

Program Pengelolaan Areal Pemakaman

. Terkait

. Kedepannya Pemakaman penduduk akan

di jadikan menjadi 1 kawasan Tempat
Pemakamam Umum (TPU) di setiap
Kecamatan (10 kecamatan).
pemeliharaan TMP  perlu
dikendalikan aktifitas pertambangan
yang berada di belakang TMP, karena
apabila dibiarkan akan menimbulkan
longsor terhadap kawasan TMP tersebut
dan perlu tindakan sipil teknis untuk
melindunginya.

. perlu dibuatkan regulasi regulasi hukum

untuk pemakaman umum (Perbup atau
Perda)

13

Program Peningkatan Ketahanan Pangan
(Pertanian/ Perkebunan)

. Penggunaan

. Perlunya strategi untuk mengantisipasi

kemarau panjang. ***

pupuk dan pestisida
organik, peningkatan luas pertanian padi
organik.
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No Program Integrasi KLHS ke dalam RPJMD
14 | Program Peningkatan Keberdayaan Perlu upaya pengembalian tata air melalui
Masyarakat Perdesaan pembuatan sipil teknis sekat kanal pada
kawasan-kawasan tertentu

15 | Program Peningkatan Pemanfaatan SDA | Perlu upaya pengembalian tata air melalui

dan Pendayagunaan TTG pembuatan sipil teknis sekat kanal pada
kawasan-kawasan tertentu serta
peningkatan SDM masyarakat dalam
pemanfaatan SDA.

16 | Program Pengembangan Pasar Daerah Pemanfaatan lahan harus sesuai dengan
Tata Ruang, harus dibangun TPS di setiap
pasar, ada pengelolaan limbah.

17 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Perlunya  dibuat  desain  kawasan

Olahraga (masterplan) sport centre yang seluas + 7
ha, sehingga pembangunan venue olahraga
dapat lebih terarah dan dapat diarahkan
menjadi kawasan Sport Centre yang Hijau
dan ramah lingkungan.

18 | Program Pengembangan Budidaya 1. Harus  menerapkan CBIB  (Cara

Perikanan Budidaya Ikan yang Baik)

2. Pembuatan kolam harus sesuai dengan
peruntukkan lahan dan tata kelola air.

3. Perlunya pembuatan sistem pembuangan
limbah hasil panen ikan.***

19 | Program Pengembangan Perikanan Harus memperhatikan Penggunaan alat

Tangkap tangkap yang ramah lingkungan contoh
penggunaan jaring insang, rengge, lalangit,
lunta dll

20 | Program Peningkatan Penerapan 1. Pemberian pakan yang sesuai dengan

Teknologi Perikanan daya tampung ikan
2. Penggunaan alat tangkap yang ramah

21 | Program Pengembangan Usaha—usaha lingkungan

Kecil Menengah Kecil Perikanan 3. Penggunaan bahan pengawet alami

22 | Program Pengelolaan Sumberdaya 4 iz(rll; penampungan  limbah —cair - dan

Perikanan Budidaya 5. Pembuatan tambak yang sesuai dengan

23 | Program Pengelolaan Sumberdaya peruntukannya

Perikanan Tangkap

6. Penangkapan ikan yang tidak melebihi
kemampuan daya dukung generasi
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No Program Integrasi KLHS ke dalam RPJMD
24 | Program Penyediaan dan Pemanfaatan
Sarana Prasarana Perikanan
25 | Optimalisasi Usaha Perikanan
26 | Pengembangan Destinasi Pariwisata 1. Pemanfaatan kawasan wisata sesuai
dengan peruntukannya
2. Pengelolaan Sampah
3. Memanfaatkan sarana dan prasarana
berbasis masyarakat
4. Pemasangan himbauan masyarakat sadar
wisata
27 | Program Peningkatan Produksi dan Memperhatian bibit unggul, penggunaan
Produktivitas Tanaman Pangan* pupuk dan pestisida sesuai dosis serta
dikombinasikan  dengan  pupuk dan
pestisida organik dan peningkatan luas
pertanian padi organik.
28 | Program Peningkatan Produksi Hasil Perlu penerapan GPF (Good Practice
Peternakan* Farming) yaitu beternak secara baik
29 | Program Peningkatan Produksi Tanaman | Perlu adanya kajian lingkungan sesuai
Perkebunan* dengan luas lahan yang akan diusahakan.
30 | Program Peningkatan Produksi Tanaman
Hortikultura*
31 | Program pengembangan Industri Kecil Penggunaan pengawet, penyedap dan

Menengah

pewarna alami yang tidak berbahaya dalam
proses pembuatan produk dan pengelolaan

limbah produksi yang ramah lingkungan.

Sumber: Hasil Analisa dan FGD KLHS RPJMD Tahun 2018

* Perubahan Nama Program Setelah Adanya Verifikasi Renstra SKPD
** Hasil Masukan dari Forum Konsultasi Publik

***Masukan hasil Validasi KLHS RPJMD Kab. HSU

7.2.Saran

1) Hasil dari KLHS RPJMD ini harus dipedomani oleh semua SKPD di
Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam penyusunan Renstra SKPD 2017-
2022.

Halaman VII-7




KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RPJMD KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2017- 2022

2)

3)

Perlunya peningkatan kekompakkan tim penyusun KLHS RPJMD
Kab.HSU terutama dalam hal perumusan analisis dan penyusunan laporan

KLHS RPJMD.

Peserta FGD dari SKPD dan pemangku kepentingan yang hadir sering
bergantian mengikuti FGD KLHS RPJMD, sehingga perlu penyampaian
materi dan hasil FGD sebelumnya berulang-ulang. Selanjutnya diharapkan

kedepannya ditetapkan nama peserta FGD yang mewakili SKPD terkait.

Halaman VII - 8



10.

LAMPIRAN

TABEL KERJA ANALISIS PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN

PENJAMINAN KUALITAS

KOMPETENSI TENAGA AHLI

SURAT KEPUTUSAN BUPATI TAHUN 2017 DAN 2018
FGD 1

FGD 11

BIMTEK PENYUSUNAN KLHS

FGD III - VII

KONSULTASI PUBLIK KLHS RPJMD KAB HSU

VALIDASI KLHS RPJMD



TABEL KERJA ANALISIS

PEMBANGUNAN,BERKELANJUTAN

\"J




TABEL KERJA ANALISIS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

No

Outline RPIMD

Perlu Isian

Ya

Tidak

Konsep Integrasi SDGs

Ket

Bab |

Pendahuluan

11

Latar Belakang

Y

12

Dasar Hukum
Penyusunan

Tidak

13

Hubungan Antar
Dokumen

Tidak

14

Maksud dan Tujuan

Tidak

15

Sistematika Penulisan

Tidak

Bab
[

Gambaran Umum
Kondis Daerah

21

Aspek Geografi dan
Demografi

a) Memasukkan permasalahan /
tantangan, kelemahan,
kekuatan, potens dan peluang
dari kondisi geografis dan
demografis yang dimiliki saat
ini dalam mendukung
pembangunan berkel anjutan.

Sudah

b) Memastikan penggunaan data
tentang kondisi geografis dan
demografis eksisting, usaha
pemanfaatan dan pemeliharaan
kesinambungan dalam
mencapai target pembangunan
di akhir tahun dokumen
perencanaan.

Sudah

¢) Memasukkan hasil kagjian pada
kolom gambaran umum tabel
kerja  tim  pembangunan
berkelanjutan terkait aspek
kesgjahteraan masyarakat.

Sudah

2.2

Aspek Kesgahteraan
Masyarakat

a) Memasukkan permasalahan /
tantangan, kelemahan,
kekuatan, potensi dan peluang
dari kondisi geografis dan
demografis yang dimiliki saat
ini dalam mendukung
pembangunan berkelanjutan.

Sudah

b) Memastikan penggunaan data
tentang kondisi geografis dan
demografis eksisting, usaha
pemanfaatan dan pemeliharaan
kesinambungan dalam
mencapal target pembangunan
di akhir tahun dokumen
perencanaan.

Sudah




No

Outline RPIMD

Perlu Isian

Ya

Tidak

Konsep Integrasi SDGs

Ket

¢) Memasukkan hasil kgian pada
kolom gambaran umum tabel
kerja  tim  pembangunan
berkelanjutan terkait aspek
kesegjahteraan masyarakat.

Sudah

2.3

Aspek Pelayanan Umum

a) Memberikan gambaran terkait
dengan kondis daya dukung
aspek-aspek pembangunan
berkelanjutan dalam
memantapkan pemberian
layanan umum kepada
masyarakat

Sudah

b) Memastikan penggunaan data
tentang kondis  pelayanan
umum terhadap masyarakat,
ussha  pemanfaatan dan
pemeliharaan kesinambungan
dalam mencapai target
pembangunan di akhir tahun
dokumen perencanaan.

Sudah

¢) Memasukkan hasil kgjian pada
kolom gambaran umum tabel
kerja  tim pembangunan
berkelanjutan terkait aspek
pelayanan umum.

Sudah

24

Aspek Daya Saing
Daerah

a) Memberikan gambaran terkait
kondisi aspek-aspek
pembangunan  berkelanjutan
dalam mendukung peningkatan
daya saing daerah.

Sudah

b) Memastikan penggunaan data
tentang kondis eksisting daya
saing daerah, usaha
peningkatan dan pencapaian
target pembangunan
berlandaskan asas
berkelanjutan di akhir tahun
dokumen perencanaan.

Sudah

¢) Memasukkan hasil kgjian pada
kolom gambaran umum tabel
kerja  tim pembangunan
berkelanjutan terkait aspek
daya saing daerah.

Sudah




No

Outline RPIMD

Perlu Isian

Ya

Tidak

Konsep Integrasi SDGs

Ket

Bab
[l

Gambaran Keuangan
Daerah

31

Kinerja Keuangan Masa
Lalu

Tidak

3.2

Kebijakan Pengelolaan
Keuangan Masa Lalu

Tidak

33

Kerangka Pendanaan

Tidak

Bab
1V

Per masalahan dan | su-
Isu Strategis Daerah

4.1

Permasalahan
Pembangunan

a) Memberikan  analisis  atas

permasalahan utama
pembangunan berkelanjutan di
bidang kemiskinan; ketahanan
pangan; kesehatan dan
kesgjahteraan masyarakat;
pendidikan inklusif; kesetaraan
gender dan pemberdayaan
perempuan; Kketersediaan air
bersih dan pengelolaan sanitas;
energi; pertumbuhan ekonomi
dan kesempatan kerja;
pembangunan infrastruktur,
peningkatan  industri  dan
inovasi; kesenjangan intra dan
antar daerah; permukiman;
pola produksi dan konsumsi;
perubahan iklim; sumber daya
kelautan; ekosistem daratan,
hutan, degradasi lahan, dan
keanekaragaman hayati;
kedamaian masyarakat,
kesamaan akses pada keadilan,
dan pembangunann
kelembagaan yang efektif,
akuntabel, daninklusif;
penguatan sarana pelaksanaan
dan kemitraan global untuk
pembangunan berkelanjutan.

Sudah

b) Memasukkan hasil kagjian pada

kolom permasalahan tabel
kerja  tim pembangunan
berkelanjutan sebagai bagian
dari permasal ahan
pembangunan di daerah.

Sudah

4.2

Isu Strategis

a) Menjelaskanisu-isukrusia dan

strategis  terkait dengan
tantangan dan peluang serta
penyelesaian dan

Sudah




No

Outline RPIMD

Perlu Isian

Ya

Tidak

Konsep Integrasi SDGs

Ket

pengembangan pembangunan
berkelanjutan  di bidang
kemiskinan; ketahanan pangan;
kesehatan dan kesgahteraan
masyarakat; pendidikan
inklusif; kesetaraan gender dan
pemberdayaan perempuan;
ketersediaan air bersih dan
pengelolaan sanitasi; energi;
pertumbuhan ekonomi  dan
kesempatan kerja;
pembangunan infrastruktur,
peningkatan  industri  dan
inovasi; kesenjangan intra dan
antar daerah; permukiman,
pola produks dan konsumsi;
perubahan iklim; sumber daya
kelautan; ekosistem daratan,
hutan, degradasi lahan dan
keanekaragaman hayati;
kedamaian masyarakat,
kesamaan akses pada keadilan,
dan pembangunan
kelembagaan yang  efektif,
akuntabel, daninklusif;
penguatan sarana pelaksanaan
dan kemitraan global untuk
pembangunan berkelanjutan.

b) Memasukkan isu utama hasil
kajian pada kolom
permasalahan tabel kerja tim
pembangunan  berkelanjutan
sebagai bagian dari isu strategis
dalam pembangunan di daerah.

Sudah

Bab

Visi, Mis, Tujuan dan
Sasaran

5.1

Vis

Disesuaikan dengan visi kepala
daerah.

Sudah

5.2

Misi

Memastikan dokumen rencana
daerah sudah mencakup program
sebagai penjabaran misi yang
mendukung asas pembangunan
berkelanjutan.

Sudah

5.3

Tujuan dan Sasaran

Memastikan dokumen rencana
sudah mencakup pencapaian
tujuan pembangunan
berkelanjutan sebagai bagian dari
tujuan dan sasaran pembangunan
daerah

Sudah




No

Outline RPIMD

Perlu Isian

Ya

Tidak

Konsep Integrasi SDGs

Ket

Bab
VI

Strategi, Arah
K ebijakan dan Program
Pembangunan Daerah

6.1

Strategi

Menjelaskan strategi yang akan
diterapkan dan dikembangkan
oleh Pemda dalam mencapai
tujuan pembangunan
berkelanjutan.

Penjelasan mengenai  strategi
disesuaikan dengan kekuatan
sumber daya (potensi) yang
dimiliki oleh daerah daam
menjawab permasal ahan
pembangunan yang ada,
disesualkan  dengan  target
pencapaian yang sudah
ditetapkan oleh  Pemerintah
Pusat.

Sudah

6.2

Arah Kebijakan
Pembangunan

Menjelaskan serangkaian arah
kebijakan (rumusan kerangka
pikir atau kerangka kerja untuk
menyel esaikan masalah
pembangunan  daerah  yang
dilaksanakan secara bertahap
sebagai penjabaran strategi) yang
akan dibuat olen Pemda dalam
mencapal tujuan pembangunan
berkelanjutan.

Penjelasan  mengenai  arah
kebijakan  setidaknya sudah
mereview hasil kebijakan yang
lama, melihat dan menganalisis
permasalahan yang tersisa,
kemudian mendiagnosa
kebijakan yang paling akurat dan
tepat yang sesuai dengan
kekuatan sumber daya (potensi)
yang dimiliki oleh daerah dalam
menjawab permasal ahan
pembangunan yang ada,
disesuikan juga dengan arah
kebijakan yang sudah ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat.

Sudah

6.3

Program Pembangunan
Dagerah

a) Menjelaskan program
pembangunan berkelanjutan di
bidang kemiskinan; ketahanan
pangan; kesehatan dan
kesgjahteraan masyarakat;
pendidikan inklusif; kesetaraan

Sudah
dimasukkan,
kecuali untuk
fokus lokasi
masih belum
teridentifikasi

Vv




: Perlu Isian -
No OutlineRPIMD Ya | Tidak Konsep Integrasi SDGs Ket

gender dan pemberdayaan | pada program
perempuan; ketersediaan air yang ada
bersih dan pengelolaan sanitas;
energi; pertumbuhan ekonomi
dan kesempatan kerja;
pembangunan infrastruktur,
peningkatan  industri  dan
inovasi; kesenjangan intra dan
antar daerah; permukiman;
pola produksi dan konsumsi;
perubahan iklim; sumber daya
kelautan; ekosistem daratan,
hutan, degradasi lahan, dan
keanekaragaman hayati;
kedamaian masyarakat,
kesamaan akses pada keadilan,
dan pembangunan
kelembagaan yang efektif,
akuntabel dan inklusif;
penguatan sarana pelaksanaan
dan kemitraan global untuk
pembangunan  berkelanjutan.
Program pembangunan daerah
yang disusun, diklasifikasikan
berdasarkan  tujuan dari
masing-masing bidang
pembangunan  berkelanjutan
dan  menyertakan  target
pencapaian pada tahun terakhir
dokumen perencanaan dengan
rincian target pada tiap
tahunnya, serta fokus lokasi
penerapan  program  yang
diagendakan.

b) Memasukkan hasil kajian pada
kolom program dari tabel kerja
tim pembangunan
berkelanjutan sebagai bagian
dari program pembangunan di
daerah, diserta dengan
indikator kinerja program dan
target capaian serta lokas
programnya selama tahun
perencanaan berdasarkan hasil
kajian pada kolom terkait dari
tabel kerja.

Bab | Kerangka Pendanaan
VIl | Pembangunan dan

vi




No

Outline RPIMD

Perlu Isian

Ya

Tidak

Konsep Integrasi SDGs

Ket

Program Perangkat
Daerah

7.1

Program Perangkat
Daerah

a) Menjelaskan program

pembangunan berkelanjutan di
bidang kemiskinan; ketahanan
pangan; kesehatan dan
kesg ahteraan masyarakat;
pendidikan inklusif; kesetaraan
gender dan pemberdayaan
perempuan; ketersediaan air
bersih dan pengel olaan sanitasi;
energi; pertumbuhan ekonomi
dan kesempatan kerja;
pembangunan  infrastruktur,
peningkatan  industri  dan
inovasi; kesenjangan intra dan
antar daerah; permukiman; pola
produksi dan  konsumsi;
perubahan iklim; ekosistem
daratan, hutan, degradasi |ahan,
dan keanekaragaman hayati;
kedamaian masyarakat,
kesamaan akses pada keadilan,
dan pembangunan
kelembagaan yang efektif,
akuntabel, dan inklusif;
penguatan sarana pelaksanaan
dan kemitraan globa untuk
pembangunan  berkelanjutan.
Program pembangunan daerah
yang disusun diklasifikasikan
berdasarkan  tujuan dari
masing-masing bidang
pembangunan  berkelanjutan
dan menyertakan target
pencapaian pada tahun terakhir
dokumen perencanaan dengan
rincian target pada tiap
tahunnya, serta fokus lokasi
perenaran  program  yang
diagendakan

Sudah

b) Memasukkan hasil kajian pada

kolom program dari tabel kerja
tim pembangunan
berkelanjutan sebagal bagian
dari program perangkat daerah,
diserta dengan indikator
kinerja program dan target
capaian serta lokasi
programnya selama tahun
perencanaan berdasarkan hasil

Sudah
dimasukkan,
kecuali untuk
fokus lokasi
masih belum
teridentifikas
pada program

yang ada

Vii




Perlu Isian

No Outline RPIMD Ya | Tidak Konsep Integrasi SDGs Ket
kaian pada kolom terkait dari
tabel kerja.
c) Memasukkan indikasi Sudah
pendanaan bagi pelaksanaan
program perangkat daerah
7.2 | Kgjian Lingkungan Hidup | Ya M emasukkan/mengintegrasikan Sudah
Strategis (KLHS) RPIMD hasil rekomendas / aternatif
2017-2022 KLHS ke dokumen RPIMD
Bab | Kinerja Tidak
VIII | Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
Bab | Penutup Tidak

IX

viii







PENJAMINAN KUALITAS KLHS

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2017-2022

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2018



KATA PENGANTAR

Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah

serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa

kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembanguna

suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan atau program.

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup

serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan kualitas hidup manusia, dengan cara:

1. Memanfaatkan sumber daya hayati yang tidak melebihi kemampuan regenerasi, dan

atau memanfaatkan sumber daya non hayati yang tidak melebihi laju inovasi

substitusinya;

2. Memanfaatkan sumber daya alam saat ini dengan tidak mengorbankan kebutuhan

generasi yang akan datang; dan

3. Memanfaatkan sumber daya yang belum diketahui dampaknya secara hati-hati dan

didukung oleh pnelitian ilmiah yang memadai.

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang)

Kabupaten Hulu Sungai Utara melaksanakan kegiatan KLHS untuk penyempurnaan RPJMD

Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2017-2022. Proses pelaksanaannya terdiri atas:

1. Pengkajian Pengaruh Kebijakan, Rencana dan/atau Program terhadap Kondisi
Lingkungan Hidup

e g p

o

=

g.
h.

Proses pelaksanaan Identifikasi dan perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan
Identifikasi dan Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan

Identifikasi dan Perumusan Isu Paling Strategis Pembangunan Berkelanjutan
Identifikasi dan Perumusan Isu Prioritas Pembanguan Berkelanjutan
Identifikasi dan Perumusan Isu Sangat Prioritas Pembangunan Berkelanjutan
Identifikasi Materi Muatan KRP RPJMD yang Berpotensi Menimbulkan
Pengaruh Terhadap Kondisi Lingkungan Hidup

Analisis Pengaruh KRP RPJMD dengan Isu Prioritas PB

Analisis Pengaruh KRP RPJMD terhadap Kajian Muatan

2. Perumusan Alternatif Perbaikan KRP RPJIMD

3. Penyusunan Rekomendasi Perbaikan untuk Pengambilan Keputusan KRP yang

Mengintegrasikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan.



4. Pengintegrasian Alternatif Perbaikan ke dalam dokumen RPJMD
a. Penyusunan Rekomendasi Perbaikan RPJMD
b. Pengambilan Keputusan Rekomendasi KLHS
c. Pengintegrasian Rekomendasi KLHS ke dalam dokumen KRP.

Penyelenggaraan KLLHS RPJMD sesuai dengan pasal 14 sampai 19 Undang-Undang
Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta sesuai
dengan pasal 6 sampai 16 pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, menyebutkan bahwa Penjaminan
kualitas KLHS dilaksanakan melalui penilaian mandiri oleh Pemerintah Kabupaten Hulu

Sungai Utara sebagai penyusun Kebijakan, Rencana dan Program RPJMD.

Kepada semua pihak yang telah membantu proses penyelesaian dokumen penjaminan
kualitas KLHS RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2017-2022, diucapkan

terimakasih.

An. Bupati Hulu Sungai Utara
H— PIt. Sekretaris Daerah,

Drh. HWSUYADI
Pembina Utama Muda
NIP. 19610521 198903 1 006



PENJAMINAN KUALITAS
KLHS RPJMD KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2017-2022

Penjaminan kualitas KLHS dilakukan dengan penilaian mandiri yang kriteria pokoknya
adalah sebagai berikut :

Nama KLHS KLHS RPIMD

Nama Kebijakan, KRP KLHS RPJMD KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
Rencana, atau Program

(KRP)

K/L Penanggung Jawab BUPATI HULU SUNGAI UTARA

Tahun Pelaksanaan 2017 dan 2018

Penilaian : Desain proses KLHS

K Penilaian Ket

Apakah KLHS dilakukan sebagai satu
kesatuan proses perencanaan KRP?

- Bila “Ya” lanjutkan ke ¢
- Bila “Tidak” lanjutkan ke a, lalu b dan ¢

Ya

a. Apakah ada mekanisme komunikasi
antara tim perencana dengan kelompok
kerja KLHS?

b. Apakah rekomendasi yang diusulkan
KLHS didiskusikan dengan pembuat
KRP?

c. Apakah disampaikan secara jelas siapa
penyusun KLLHS? (SDM internal institusi
pembuat KRP, SDM institusi yang
ditunjuk sebagai penyusun KLHS, tenaga Ya Sesuai SK Bupati tentang Pokja PL
ahli eksternal, perusahaan konsultan, dan SK Tenaga Ahli
Pokja yang dibentuk oleh SK, pegawai
pemerintah atau lainnya)

Ringkasan kesimpulan:

Harus menjelaskan apakah proses KLHS sesuai ketentuan, dan

rekomendasinya layak (relevan, memenuhi kaidah ilmiah, memenuhi kaidah peraturan
perundangan yang terkait)

Penilaian : Laporan KLHS

Kriter Penilaian Ket.

Nilai :

= Belum lengkap

= Lengkap

= Terpenuhi

sebagian

« Tidak bisa
dilakukan
penilaian
(dijelaskan
dalam
Keterangan)

Apakah Laporan KLHS telah memuat :




. Dasar pertimbangan KRP sehingga perlu
dilengkapi KLHS

Lengkap

Sesuai UU No:32/2009 dan PP No:
46/2016

. Metode, teknik, rangkaian langkah-
langkah dan hasil pengkajian pengaruh
KRP terhadap kondisi lingkungan hidup
dan pembangunan berkelanjutan

Lengkap

IMetode dan Teknik

1. Telaah Dokumen

2. FGD

3. Retrospektif

4. Prospektif

Tahapan Kegiatan

1. Identifikasi dan perumusan isu PB

2. Identifikasi dan perumusan isu PB
Paling Strategis

3. Identifikasi dan perumusan isu PB
Prioritas

4. Identifikasi dan perumusan isu PB
Sangat Prioritas

5. Identifikasi Materi Muatan KRP
RPJMD yang berpotensi
menimbulkan pengaruh terhadap
kondisi LH

6. Analisa Pengaruh KRP RPJMD
dengan Isu Prioritas PB

7. Analisa Pengaruh KRP RPJMD
terhadap Kajian Muatan LH

. Metode, teknik, rangkaian langkah-
langkah dan hasil perumusan alternatif
muatan KRP

Lengkap

Metode dan Teknik

1. Telaah Dokumen

2.FGD

3. Expert Judgement

Tahapan Kegiatan

1. Memperhatikan kesimpulan kajian
pengaruh

2. Merumuskan alternatif

. Pertimbangan, muatan dan konsekuensi
rekomendasi perbaikan untuk
pengambilan keputusan KRP yang
mengintegrasikan prinsip Pembangunan
Berkelanjutan

Lengkap

1.DDDT

2. Dampak Resiko LH

3. Jasa Ekosistem

4. Efesiensi Pemanfaatan SDA
5. Perubahan Iklim

6. Keanekaragaman Hayati

. Gambaran pengintegrasian hasil KLHS
dalam KRP

Lengkap

Integrasi hasil KLHS ke dalam KRP
IRPJMD Kab. HSU 2017-2022
dilaksanakan dengan melakukan
pemaparan hasil rekomendasi KLHS
oleh tim penyusun KLHS RPJMD
dalam rangka pengambilan keputusan
untuk dilakukan pengintegrasian ke
dalam KRP RPJMD




6. Pelaksanaan partisipasi masyarakat dan
keterbukaan informasi KLHS

Lengkap

Masyarakat pemangku kepentingan

yang terkena dampak dan memiliki

informasi dilibatkan pada FGD untuk:

1. Memberikan pendapat, saran dan
usul

2. Pendampingan Tenaga Ahli

3. Bantuan Teknis

4. Penyampaian informasi dan
pelaporan

5. Merumuskan Kesepakatan Bersama

7. Hasil penjaminan kualitas KLHS

Lengkap

Menjadi tanggungjawab penyusun
KRP RPIMD dalam rangka
Pelaksanaan dan monev KRP

8. Ringkasan eksekutif yang menuangkan
rekomendasi-rekomendasi KLHS untuk
pengambil keputusan secara jelas

Lengkap

Rekomendasi diperoleh melalui

tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi dan perumusan Isu PB
Sangat Prioritas

2. Identifikasi materi muatan KRP
RPJMD yang berpotensi
menimbulkan pengaruh terhadap
kondisi LH

3. Analisis pengaruh KRP RPJMD
dengan isu prioritas PB

4. Analisis pengaruh KRP RPJMD
terhadap kajian muatan LH

5. Perumusan Alternatif

6. Penyusunan Rekomendasi

Penilaian : Isu Pembangunan Berkelanjutan Paling Strategis dan Prioritas

Kriteria Penilaian Ket
Apakah isu-isu pembangunan
berkelanjutan paling strategis sudah
disepakati oleh pemangku kepentingan
sebagai akar masalah dan telah Sudah
disampaikan dengan jelas?
Apakah hasil identifikasi isu strategis telah
sedikitnya mempertimbangkan :
1. | Karakteristik wilayah Sudah IS;.I—II’SU Strategié: e
) : : t : .Penurunan Kualitas Air
S Ketkatta ants s sitegts Soge ] 2PeneclolanSampat
d 3.Pemanfaatan Lahan Tanpa Izin
4. | Keterkaitan dengan muatan Tata Ruang dan Bangunan
Kebu akan, Rencana, dan/atau Sudah 4.Perlindungan lahan Gambut lebih
Program 3m 3 b i
5. | Muatan Rencana Perlindungan dan ig:&g?;ﬁ%jg:f an Kumuh di
Pengelolaan Lingkungan Belum ada RPPLH| 6.Alih fungsi lahan
Hidup/RPPLH; dan/atau 7.Pengelolaan Lahan Rawa




Hasil KLHS dari Kebijakan, Rencana,
dan/atau Program pada hirarki
diatasnya yang harus diacu, serupa
dan berada pada wilayah yang
berdekatan, dan/atau memiliki
keterkaitan dan/ atau relevansi
langsung.

8.Banyjir
9.Kualitas Air Baku
10. Sedimentasi Sungai Tinggi
11. Pertumbuhan ekonomi
12. Pengembangan agribisnis
13. Infrastruktur perekonomian
14. Mengurangi angka pengangguran
15. Peningkatan Pelayanan Dasar bagi
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
16.Pengurangan Penyalahgunaan

Sudah Nafza
17.Penurunan Angka Kemiskinan
18. Peningkatan Rata-Rata Lama
Sekolah
19. Peningkatan Pendidikan Karakter
120. Penurunan Angka Putus Sekolah
21.Penurunan Angka Kematian Bayi
(AKB)
22. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih
Sehat (PHBS)
23. Peningkatan Jaminan Kesehatan
Apakah rumusan prioritas juga sudah
memperhatikan aspek-aspek berikut:
1. Kapasitas daya dukung dan daya Isu-Isu Prioritas adalah:
tampung lingkungan hidup untuk Sudah 1. Penurunan Kualitas Air
pembangunan. 2. Pengelolaan Sampah
- _ . Alih Fungsi Lahan
2. Perkiraan mengenai dampak dan Sudah 4. Banjir
risiko lingkungan hidup 5. Pertumbuhan ekonomi
3. | Kinerja layanan/jasa ekosistem. Sudah ‘;- fg’geﬁ;ﬁa’l afi”blsm_s
- - ; ras erekonomian
Intensitas dan cakupan wilayah bencana Sudah 3. Penyalahgun:an Nafza
alam. 9. Angka Kemiskinan
5. Status mutu dan ketersediaan SDA. Sudah }?-ge“,‘lhilk";??arg‘ter,h
6. Ketahanan dan potensi Sudtah 'szga?(;Hés;lp -
keanekaragaman hayati. »
7. Kerentanan dan kapasitas adaptasi Sudah
terhadap perubahan iklim. uda
8. Tingkat dan status jumlah penduduk
miskin atau penghidupan sekelompok
masyarakat serta terancamnya Sudah
keberlanjutan penghidupan
masyarakat.
9. Risiko terhadap kesehatan dan
keselamatan masyarakat; dan/atau Sudah
10. | Ancaman terhadap perlindungan
terhadap kawasan tertentu secara
tradisional yang dilakukan oleh Sudah
masyarakat dan masyarakat hukum
adat.
Apakah lingkup geografis disampaikan
dengan jelas? Sudah Diuraikan pada Bab 3




Jika Ya, apakah melingkupi wilayah di luar

cakupan KRP? Sudah Diuraikan pada Bab 3
Apakah lingkup pihak terkena dampak/berisiko
dan berkepentingan disampaikan dengan jelas? Sudah Diuraikan pada Bab 5

Penilaian : Analisis KRP dan Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas

Kriteria

Penilaian

Ket

Apakah kondisi terkini dan pemetaan
masalah dari isu prioritas dideskripsikan
dengan jelas?

Ya

Apakah tersedia informasi yang
menjelaskan kondisi daya dukung dan daya
tampung lingkungan hidup terkini dan/atau
kecenderungannya?

Ya

Apakah telah dilakukan analisis semua
dampak KRP terhadap isu prioritas?

Apakah hasil analisis diatas dideskripsikan
dengan jelas?

Diuraikan pada bab 6

Apakah hasil analisis diatas dijelaskan
secara spasial?

Tidak

Jika “Ya”, apakah dibedakan tingkat
kerinciannya? Contoh : isu skala nasional,
skala pulau, atau skala lokasi

Penilaian : Pengkajian

Kriteria

Penilaian

Ket

Apakah pengkajian memuat :

1. | Kapasitas daya dukung dan daya
tampung Lingkungan Hidup untuk
pembangunan.

Sudah

Diuraikan pada bab 3

2. | Perkiraan mengenai dampak dan
risiko Lingkungan Hidup

Sudah

Diuraikan pada bab 6

3. | Kinerja layanan atau jasa ekosistem.

Sudah

Diuraikan pada bab 6

4. | Efisiensi pemanfaatan sumber daya
alam.

Sebagian

Ketersediaan data yang minim

5. | Tingkat kerentanan dan kapasitas
adaptasi terhadap perubahan iklim;
dan

Sudah

Diuraikan pada bab 6

6. | Tingkat ketahanan dan potensi
keanekaragaman hayati.

Sudah

Diuraikan pada bab 6

Apakah pengkajian yang bersifat
kuantitatif dilengkapi dengan perhitungan
yang akuntabel?

Ya

Diuraikan pada bab 6




Apakah pengkajian menyebutkan landasan
pedoman, acuan/referensi, standar, jaminan

2 h . ) Ya Diuraikan pada bab 6
akuntabilitas dari ahli yang jelas?
Apakah pengkajian dilakukan dengan
pendekatan spasial? Ya Diuraikan pada bab 6
Apakah dijelaskan pada tahap penyusunan
KRP yang mana, proses telaahan KLHS v Burali
dilaksanakan? a iuraikan pada bab 6
Apakah semua dampak dan risiko terhadap o
isu prioritas telah dianalisis? Ya Diuraikan pada bab 6
Apakah perkiraan dampak lanjutan dan dampak
kumulatif sudah dianalisis? Ya Diuraikan pada bab 6
Apakah perkiraan dampak dan risiko dilakukan
secara kuantitatif? Ya Diuraikan pada bab 6
Apakah dilakukan simulasi berbasis skenario
untuk perkiraan dampak dan risiko? Ya Diuraikan pada bab 6
Apakah perkiraan dampak dan risiko Program-program di dalam RPJMD
dituangkan secara Spasial‘? Tldak belum menyebutkan 10kasi/kemangan
Apakah ada penjelasan antara hasil telaahan
dengan pengaruhnya pada daya dukung dan o
daya tampung lingkungan hidup? Ya Diuraikan pada bab 6
Penilaian : Alternatif dan Rekomendasi
Kriteria Penilaian Ket
Bagaimana bentuk penyempurnaan Kebijakan,
Rencana, dan atau Program?
Uraikan dalam bagian-bagian yang sesuai
dibawah ini:
1. | Perubahan tujuan atau target Tidak
2. | Perubahan strategi pencapaian target Tidak
3. | Perubahan atau penyesuaian ukuran,
skala, dan lokasi Ya
4. | Perubahan, penyesuaian atau adaptasi Diuraikan pada bab 6
proses atau metode terhadap
perkembangan ilmu pengetahuan dan Ya
teknologi
5. | Penundaan, perbaikan urutan, atau
Tidak

perubahan prioritas pelaksanaan




6. | Pemberian arahan atau rambu-rambu
untuk mempertahankan atau meningkatkan

fungsi ekosistem; dan/atau Ya
7. | Pemberian arahan atau rambu-rambu
mitigasi dampak dan risiko Lingkungan Ya
Hidup
Apakah dijelaskan bagaimana cara menyusun
dan memutuskan alternative KRP serta Ya
rekomendasi KLHS?
Apakah langkah-langkah untuk pencegahan dan
pengurangan dampak dan risiko dari KRP telah Ya
diidentifikasikan dengan jelas?
Apakah langkah-langkah mitigasi
mencantumkan apa perkiraan dampak/risiko
tambahan/sisa dampak/risiko yang Ya
mungkin/masih akan muncul?
Adakah rekomendasi KLHS terkait hasil kajian Diuraikan pada bab 6
terutama pengaruhnya pada daya dukung dan
daya tampung LH diidentifikasikan dengan Ya
jelas?
Apakah hasil rekomendasi konsisten dan relevan
sebagai hasil dari rangkaian proses penetapan
isu prioritas, pengkajian, dan penyusunan Ya
alternatif?
Apakah disusun rekomendasi tindak lanjut
tambahan sebagai konsekuensi implementasi Ya
KLHS untuk KRP?
Penilaian : Dokumentasi Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS
Kriteria Pemenuhan Ket
Apakah telah terpenuhi : Nilai :
= Sudah
» Belum
« Ada catatan
(jelaskan
dalam
keterangan)
Data dukung proses konsultasi publik (foto,
absen, berita acara) Sudah Diuraikan pada bab 5
Dokumen KRP sebelum dan sesudah KRP
diperbaiki dan/atau matriks yang menjelaskan Sadak Diuraikan pada bab 5
perubahan sebelum dan sesudah
Dokumen penjaminan kualitas Sudah Diuraikan pada Lampiran
Bukti pemenuhan kompetensi penyusun KLHS Sudah Diuraikan pada Lampiran
SK Kelompok Kerja KLHS Sudah Diuraikan pada Lampiran




Penilaian : Integrasi Hasil KLHS/Pengambilan Keputusan

Kriteria

Pemenuhan

Ket

Apakah telah terpenuhi :

Rekomendasi yang dihasilkan KLHS
ditulis/dimasukkan materi teknis KRP

Ya

Diuraikan pada bab 6

Rekomendasi yang dihasilkan KLHS
ditulis/dijadikan ketentuan pengaturan KRP

Diuraikan pada bab 6

Rekomendasi yang dihasilkan KLHS
dijembatani/diinterpretasikan kembali

penulisannya dalam bahasa peraturan pada
KRP

Diuraikan pada bab 6

Rekomendasi KLHS diatur tersendiri dalam
ketentuan KRP (tidak ditulis kembali)

Diuraikan pada bab 6

Penjelasan tentang KRP lainnya yang juga
harus mempertimbangkan rekomendasi KLHS
ini?

Diuraikan pada bab 6

Rekomendasi khusus untuk penyusunan
KLHS

Diuraikan pada bab 6

Rekomendasi khusus tentang pelaksanaan
AMDAL dan UKL/UPL sebagai tindak lanjut
KRP

Ya

Diuraikan pada bab 6

Penilaian : Partisipasi Pemangku Kepentingan

Kriteria

Penilaian

Ket

Apakah dijelaskan pada tahapan mana saja
dilakukan konsultasi publik?

Ya

Diuraikan pada bab 5

Apakah pemangku kepentingan yang dilibatkan|
dalam KLHS disebutkan dengan jelas?

Ya

Diuraikan pada bab 5

Apakah semua pemangku kepentingan yang]
dilibatkan  memiliki  kesempatan  untuk]
memberikan masukan selama proses KLHS? Jikaj
tidak, pemangku kepentingan yang mana yang
tidak dilibatkan?

Ya

Diuraikan pada bab 5

Apakah semua dokumen terkait KLHS dapat
diakses oleh publik selama dan setelah proses
KLHS?

Diuraikan pada bab 5

Keterangan:
KRP = kebijakan, rencana, dan/atau program



4. Pengintegrasian Alternatif Perbaikan ke dalam dokumen RPJMD
a. Penyusunan Rekomendasi Perbaikan RPJMD
b. Pengambilan Keputusan Rekomendasi KLHS
c. Pengintegrasian Rekomendasi KLHS ke dalam dokumen KRP.

Penyelenggaraan KLHS RPJMD sesuai dengan pasal 14 sampai 19 Undang-Undang
Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta sesuai
dengan pasal 6 sampai 16 pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, menyebutkan bahwa Penjaminan
kualitas KLHS dilaksanakan melalui penilaian mandiri oleh Pemerintah Kabupaten Hulu

Sungai Utara sebagai penyusun Kebijakan, Rencana dan Program RPJMD.

Kepada semua pihak yang telah membantu proses penyelesaian dokumen penjaminan
kualitas KLHS RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2017-2022, diucapkan

terimakasih.

An. Bupati Hulu Sungai Utara
P Plt. Sekretaris Daerah,

Drh. H. SUYADI
Pembina Utama Muda
NIP. 19610521 198903 1 006
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A. Narasumber/Fasilitator Bidang Lingkungan Hidup Strategis

1. Konsultan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Provinsi Kalimantan Selatan (Kerjasama Departemen Dalam Negeri) Jakarta Mei sampai
dengan Desember 2010 sumber Biaya DANIDA 2010).

2. Konsultasi Jejaring Kerjsama Perguruan Tinggi

Indonesia di Holtel Santika Jogyakarta 14-16 Oktober 2010.

Persiapan Fasilitasi KLHS Provinsi, di Yogyakarta, 1 Februari 2011

Mendukung Inplementasi KLHS di

4. Sosialisasi Surat Edaran Bersama (SEB) pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Startegis
(KLHS) dalam RTRW dan RPJMD di Gedung Serbaguna Kementerian Dalam Negeri
Jakarta, 8 Februari 2011
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Fasilitator Asistensi Teknis Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS) untuk 9 Provinsi di
Hotel Bidakara Jakarta, 9 — 11 Februari 2011

Pemaparan pembelajaran Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS) di Hotel Bali Handara,
Bali, 31 Mei- 1 Juni 2011

Fasilitator Asistensi Teknis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) lingkup Provinsi
Kalimantan Barat di Hotel Grand Mahkota Pontianak, 18 — 20 Agustus tahun 2011.

Pembahasan Sosialisasi dan Asistensi Teknis Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS)
Pontianak, di Hotel Jayakarta Bandung, 20 — 21 September 2011.

Fasilitator Asistensi Teknis Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS) lingkup Provinsi
Sumatera Selatan, di Hotel Jayakarta Daira Palembang, 25 — 28 September tahun 2011.

Fasilitator Asistensi Teknis Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS) lingkup Provinsi
Lampung di Hotel Novotel Lampung 29 September — 1 Oktober tahun 2011.

Fasilitator Asistensi Teknis Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS) lingkup Provinsi
Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Bangka Belitung di Grand Jatra Hotel
Balikpapan, 24 — 26 Oktober tahun 2011.

Narasumber/Fasilitator Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS) untuk Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Hulu Sungai Utara di Kantor Badan perencanaan
pembangunan daerah Kabupaten tahun 2011

Narasumber/Fasilitator Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS) untuk Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kotabaru di Kantor Badan perencanaan pembangunan
daerah Kabupaten Kotabru Nopember tahun 2011

Nasumber/Fasilitator Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS) untuk Pemindahan
perkantoran Pemda Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Kantor Badan perencanaan
pembangunan daerah Kabupaten HSS Kandangan, 15 Novenver tahun 2011

Narasumber/Fasilitator Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS) untuk RTRW Provinsi
Kalimantan Selatan di Kantor Badan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan
Selatan di Banjarmasin, 14 Novenber tahun 2011

Narasumber/Fasilitator Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS) untuk RTRW Provinsi
Kalimantan Selatan di Kantor Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin, 29
Desember tahun 2011

Refleksi Ahir Tahun Pengembangan Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS) di Hotel
Goodway Nagoya Batam, 21 — 22 Desember 2011

Rakornas KLHS di Ancol Jakarta tanggal 10 Juli 2012

Konsultan lokal untuk KLHS RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Kal-Sel tahun 2012
(Kerjasama PT Dazya Ina Mandiri sumber Biaya Danida ESP-2 tahun 2012)

Konsultan KLHS RPJM Kabupaten Barito Kuala tahun 2013
Narasumber/Fasilitator KLHS RPJMD Kabupaten Tabalong tahun 2014
Narasumber/Fasilitator KLHS RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2014
Narasumber/Fasilitator KLHS RDTR Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2015
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24. Narasumber/Fasilitator KLHS Kawasan Strategis Banjarbakula Provinsi Kalimantan Selatan
tahun 2015

25. Narasumber/Fasilitator KLHS RPJMD 2016-2021 Provinsi Kalimantan Selatan 2016

26. Narasumber/Fasilitator KLHS RPJMD 2016-2021 Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan
Selatan 2016

27. Narasumber/Fasilitator KLHS RDTR Kecamatan Kndangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
tahun 2016

28. Narasumber/Fasilitator KLHS RPJMD 2016-2021 Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan
Selatan 2016

29. Narasumber/Fasilitator KLHS RPJMD 2016-2021 Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi
Kalimantan Selatan 2016

30. Narasumber/Fasilitator KLHS RPJMD 2016-2021 Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi
Kalimantan Selatan 2016

31. Narasumber/Fasilitator KLHS RPJMD 2016-2021 Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan
Selatan 2016

32. Narasumber/Fasilitator KLHS RPJMD 2016-2021 Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan
Selatan 2016

33. Narasumber/Fasilitator KLHS RPJMD 2016-2021 Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan
Riau 2016

34. Narasumber/Fasilitator KLHS Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil
(RZWP-3K) Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2017

35. Narasumber/Fasilitator KLHS RDTR Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai
Selatan tahun 2017.

36. Narasumber/Fasilitator KLHS RPJMD 2017-2022 Kabupaten Barito Kuala Provinsi
Kalimantan Selatan tahun 2017

37. Narasumber/Fasilitator KLHS RPJMD 2018-2023 Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi
Kalimantan Selatan tahun 2017

B. Bimbingan Teknis/workshop/ToT terkait dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1. Bimbingan Teknis Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS) di Hotel Ambara Jakarta
2010 (pelaksana Departemen Dalam Negeri)

2. Bimbingan Teknis Kajian Lingkugan hidup Strategis (KLHS) di Hotem Palm Banjarmasin
April 2010 (pelaksana Departemen Dalam Negeri)

3. Bimbingan Teknis Kajian Lingkugan hidup (KLHS) di Jakarta, Agustus 2010 (pelaksana
Departemen Dalam Negeri)

4. Bimbingan Teknis Kajian Lingkugan hidup (KLHS) di Banjrmasin, Oktober 2010
(pelaksana Departemen Dalam Negeri)

5. Workshop | Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS) di Banjarmasin Oktober 2010
(pelaksana Departemen Dalam Negeri)

6. Workshop Il Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS) S di Banjarmasin Nopember 2010
(pelaksana Departemen Dalam Negeri)
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Workshop 11l Kajian Lingkungan Hidup Startegis KLHS di Banjarmasin Desember 2010
(pelaksana Departemen Dalam Negeri)

Workshop Nasional muatan Rencana Peraturan Pemerintah dan panduan umum KLHS, di
Jakarta Agustus 2011 (pelaksana Kementerian Lingkungan Hidup)

Pelatihan Auditor Lingkungan, dilaksanakan, tanggal 26 Nop — 01 Des 2011. (pelaksana
UGM)

Workshop Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS) RPJMD di Jogyakarta, Maret 2012
(pelaksana Kementerian Lingkungan Hidup)

Bimbingan Teknis KLHS RPJM di Hotel Millenium Jakarata tanggal 13 — 15 Juni 2012
(pelaksana Kementerian Dalam Negeri) .

Bimbingan Teknis KLHS RPJM di Hotel A Banjarmasin tanggal 26 — 28 Juni
2012(pelaksana Kementerian Dalam Negeri) .

Workshop dan sosialiasasi KLHS RIJMD di Hulu Sungai Utara tanggal 17-19 Juli 2012
(pelaksana Kementerian Dalam Negeri)

FGD dan workshop KLHS RPJMD HSU di Hotel Rattan inn Banjarmasin tanggal 7 — 8
Agustus 2012 (pelaksana Kementerian Dalam Negeri)

Pelatihan untuk Pelatih (Training of Trainer) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Bogor, 1-4 September 2012 (pelaksana Kementerian Lingkungan Hidup)

Workshop KLHS MP3EI Regional Kalimantan di Hotel Fave di Jakarta tanggal 18 -20
Maret 2014

Lokakarya KLHS MP3EI Regional Kalimantan, Jawa, Sumatera dan Sulawesi di Hotel Oria
Jakarta tanggal 14 -15 September 2014

Lokakarya Optimalisasi peran PSL pada KLHS di Hotel Bidakara Jakarta tahun 2015

Pelatihan untuk Pelatih (Training of Trainer) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
untuk Master Trainer (Pelatin Nsional) Jakarta, 24-28  Oktober 2016 (pelaksana
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)

Sosialisasi PP No.46 Tentang PP No. 46 tahun 2016 tentang tata cara penyelenggaraan
KLHS di Jakarta 19 Desember 2016 (pelaksana Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan)

Master pada Pelatihan KLHS PPLH-LPPM Universitas Sebelas Maret tanggal 6 -. 9 Juni
2015. Di Hotel Montana Banjarbaru

Master pada Pelatihan KLHS PPLH-LPPM Universitas Sebelas Maret tanggal 25 -. 28
Maret tahun 2016. Di Hotel Montana Banjarbaru

Master pada Pelatih Diklat KLHS Provinsi Kalimatan Tengah tanggal 16 — 21 Okotober 2017. Di
Hotel Montana Banjarbaru.

Master pada pelatihan untuk ToT KLHS Regional Kalimantan tanggal 29 Okteber -. 2 November
2017 kerjasama Hatfield — GGGI. Indonesia. Di Victoria Hotel Banjarmasin

Master pada Diklat KLHS RPIMD Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 23 — 26 November 2017.
Kabupaten Hulu Sungai Utara. Di Vave Hotel Banjarbaru.
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26. Master pada pelatinan untuk ToT KLHS Provinsi Kalimantan Timur tanggal 5 — 8 Februari
2018 kerjasama Hatfield — GGGI. Indonesia. Di Swiss belinn hotel Balikpapan

Banjabaru 24 Februari 2018

/‘
Dr.Ir.H.Syarifuddin Kadir,M.Si



CURRICULUM VITAE

1. Nama . Ir. Karta Sirang, M.S

2. NIP : 195303071977031001

4. Tempat/Tanggal Lahir : Kandangan, 07 Maret 1953

5. Agama/Jenis Kelamin . Islam / Laki-laki

6. Pangkat/Golongan : Pembina/ IV a

7. Jabatan Akademik . Lektor Kepala

8. Unit kerja (Kantor) . Fakultas Kehutanan Unlam Kalimantan Selatan

9. Alamat Kantor dan Nomor Telp/ : JI. Jend A. Yani Km 36 Banjarbaru 0511 (47722900)

10.Alamat Rumah . JI.Guntung Paring no 645 RT 036 RW 003,
Kelurahan Guntung Manggis Kecamtan Landasan
Ulin Kota Banjarbaru

TIp/HP/e-mail : 085345477645/ raytakdin@gmail.com

11.Pendidikan terakhir . S-2 (Pascasarjana) Perencanaan Hutan UGM

Yogyakarta

A. RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun Tahun

Mulai | PENDIDIKAN Perguruan Tinggi/Kota Jurusan/Bidang Studi
Kuliah | F41US

1977 1981 | Sarjana (S-1) UGM Yogyakarta Silvikultur

1982 1987 | Pascasarjana (S-2) | UGM Yogyakarta Perencanaan Hutan

A. Narasumber/Fasilitator Bidang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS

1.

Narasumber/Fasilitator Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS) untuk Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Hulu Sungai Utara di Kantor Badan perencanaan
pembangunan daerah Kabupaten tahun 2011

Narasumber/Fasilitator Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS) untuk Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kotabaru di Kantor Badan perencanaan pembangunan
daerah Kabupaten Kotabaru Nopember tahun 2011

Nasumber/Fasilitator Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS) untuk Pemindahan
perkantoran Pemda Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Kantor Badan perencanaan
pembangunan daerah Kabupaten HSS Kandangan, 15 Novenver tahun 2011

Konsultan lokal untuk KLHS RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Kal-Sel tahun 2012
(Kerjasama PT Dazya Ina Mandiri sumber Biaya Danida ESP-2 tahun 2012)

Narasumber/Fasilitator KLHS RPJMD Kabupaten Tabalong tahun 2014
Narasumber/Fasilitator KLHS RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2014
Narasumber/Fasilitator KLHS RDTR Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2015



8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

w

2

Narasumber/Fasilitator KLHS Kawasan Strategis Banjarbakula Provinsi Kalimantan Selatan
tahun 2015

Narasumber/Fasilitator KLHS RPJMD 2016-2021 Provinsi Kalimantan Selatan 2016

Narasumber/Fasilitator KLHS RPJMD 2016-2021 Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan
Selatan 2016

Narasumber/Fasilitator KLHS RPJMD 2016-2021 Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan
Selatan 2016

Narasumber/Fasilitator KLHS RPJMD 2016-2021 Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi
Kalimantan Selatan 2016

Narasumber/Fasilitator KLHS RPJMD 2016-2021 Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi
Kalimantan Selatan 2016

Narasumber/Fasilitator KLHS RPJMD 2016-2021 Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan
Selatan 2016

Narasumber/Fasilitator KLHS RPJMD 2016-2021 Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan
Selatan 2016

Narasumber/Fasilitator KLHS RDTR Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai
Selatan tahun 2017.

Narasumber/Fasilitator KLHS RPJMD 2017-2022 Kabupaten Barito Kuala Provinsi
Kalimantan Selatan tahun 2017

Narasumber/Fasilitator KLHS RPJMD 2018-2023 Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi
Kalimantan Selatan tahun 2017

. Bimbingan Teknis/workshop/ToT terkait dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Bimbingan Teknis Kajian Lingkugan hidup Strategis (KLHS) di Hotem Palm Banjarmasin
April 2010 (pelaksana Departemen Dalam Negeri)

Bimbingan Teknis Kajian Lingkugan hidup (KLHS) di Banjrmasin, Oktober 2010
(pelaksana Departemen Dalam Negeri)

Workshop | Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS) di Banjarmasin Oktober 2010
(pelaksana Departemen Dalam Negeri)

Workshop Il Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS) S di Banjarmasin Nopember 2010
(pelaksana Departemen Dalam Negeri)

Workshop 111 Kajian Lingkungan Hidup Startegis KLHS di Banjarmasin Desember 2010
(pelaksana Departemen Dalam Negeri)

Bimbingan Teknis KLHS RPJM di Hotel A Banjarmasin tanggal 26 — 28 Juni
2012(pelaksana Kementerian Dalam Negeri) .

Workshop dan sosialiasasi KLHS RIJMD di Hulu Sungai Utara tanggal 17-19 Juli 2012
(pelaksana Kementerian Dalam Negeri)

FGD dan workshop KLHS RPJMD HSU di Hotel Rattan inn Banjarmasin tanggal 7 — 8
Agustus 2012 (pelaksana Kementerian Dalam Negeri)



Banjabaru, 19 Mei 2016
N e -

Ir. Karta Sirang, M.S



NIP
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CURRICULUM VITAE

Tempat/Tanggal Lahir
Agama/Jenis Kelamin
Pangkat/Golongan

Jabatan Akademik

Unit kerja (Kantor)

Alamat Kantor dan Nomor Telp/
0.Alamat Rumah

11.Pendidikan terakhir

A. RIWAYAT PENDIDIKAN

. Dr.Badaruddin, S.Hut., M.P.

: 197605272002121004

: Bangkiling raya, 27 Mei 1976

: Islam / Laki-laki
: Penata Tk | /Illd
. Lektor

. Fakultas Kehutanan Unlam Kalimantan Selatan
: JI. Jend A. Yani Km 36 Banjarbaru 0511 (47722900)

: Komp Wengga Trikora Raya

VB-379 RT.41A/RW.003. Kel. Guntung Manggis
Landasan Ulin Banjarbaru 70721

: 081351979807
ibadhamdie@gmail.com

. S-3 (Pascasarjana) Pengelolaan Sumber Daya Alam
dan Ligkungan, Universitas Brwijaya Malang

Tahun Tahun
Mulai PENDIDIKAN Perguruan Tinggi/Kota Jurusan/Bidang Studi
. Lulus

Kuliah

Universitas Lambung
1997 2002 | Sarjana (S-1) Mangkurat Fakultas Teknologi

Kehutanan Banjarmasin

. Universitas Mulawarman Manajemen Huatan

2004 12007 | Pascasarjana (S-2) | g, maringa (Perlindungan Hutan)

Universitas Brawijaya/ Pengelolaan Sumberdaya
2010 2014 | Doktor (S3) Di Malang Alam dan Lingkungan

A. Narasumber/Fasilitator Bidang Lingkungan Hidup Strategis

1. Narasumber/Fasilitator Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS) untuk Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Hulu Sungai Utara di Kantor Badan perencanaan
pembangunan daerah Kabupaten tahun 2011

2. Narasumber/Fasilitator Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS) untuk Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kotabaru di Kantor Badan perencanaan pembangunan
daerah Kabupaten Nopember tahun 2011

3. Nasumber/Fasilitator Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS) untuk Pemindahan
perkantoran Pemda Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Kantor Badan perencanaan
pembangunan daerah Kabupaten HSS Kandangan, 15 Novenver tahun 2011

4. Konsultan KLHS RPJM Kabupaten Barito Kuala tahun 2013




5. Narasumber/Fasilitator KLHS RPJMD Kabupaten Tabalong tahun 2014
6. Narasumber/Fasilitator KLHS RPJMD 2016-2021 Provinsi Kalimantan Selatan 2016

7. Narasumber/Fasilitator KLHS RPIJMD 2016-2021 Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan
Selatan 2016

8. Narasumber/Fasilitator KLHS RPJMD 2016-2021 Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan
Selatan 2016

9. Narasumber/Fasilitator KLHS RPJMD 2016-2021 Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi
Kalimantan Selatan 2016

10. Narasumber/Fasilitator KLHS RPJMD 2016-2021 Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan
Selatan 2016

11. Narasumber/Fasilitator KLHS RPJMD 2016-2021 Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan
Selatan 2016

12. Narasumber/Fasilitator KLHS RPIJMD 2017-2022 Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan
Selatan tahun 2017

13. Narasumber/Fasilitator KLHS RPIJMD 2018-2023 Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi
Kalimantan Selatan tahun 2017 /2018

B. Bimbingan Teknis/workshop/ToT terkait dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1. Bimbingan Teknis KLHS RPJM di Hotel A Banjarmasin tanggal 26 — 28 Juni
2012(pelaksana Kementerian Dalam Negeri) .

2. Workshop dan sosialiasasi KLHS RIJMD di Hulu Sungai Utara tanggal 17-19 Juli 2012
(pelaksana Kementerian Dalam Negeri)

3. FGD dan workshop KLHS RPJMD HSU di Hotel Rattan inn Banjarmasin tanggal 7 — 8
Agustus 2012 (pelaksana Kementerian Dalam Negeri)

4. lkut pada pelatihan untuk ToT KLHS Regional Kalimantan tanggal 29 Okteber -. 2 November
2017 kerjasama Hatfield — GGGI. Indonesia. Di Victoria Hotel Banjarmasin

5. Master pada Diklat KLHS RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 23 — 26 November 2017.
Kabupaten Hulu Sungai Utara. Di VVave Hotel Banjarbaru.

Banjabaru 23 Februari 2018

- ‘

Dr.Badaruddim,S.Hut,M.P
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Kota Banjarbaru Prov. Kalsel
11. Tlp/HP/e-mail : 081351037167 / ichsanridwan@ulm.ac.id
12. Pendidikan terakhir . S-3 (Pascasarjana) llmu Lingkungan, Universitas

Brawijaya, Malang

A. Riwayat Pendidikan

Tahun Tahun Jurusan/Bidang
Mulai Pendidikan Perguruan Tinggi/Kota .
: Lulus Studi

Kuliah

1993 1999 | Sarjana (S-1) Universitas Hasanuddin/ Fisika / Geofisika
Makassar

2004 2007 | Pascasarjana (S-2) | Institut Teknologi Sepuluh Teknik Informatika
Nopember/Surabaya

2010 2017 | Doktor (S3) Universitas Brawijaya/Malang | IImu Lingkungan

B. Narasumber/Fasilitator Bidang Lingkungan Hidup Strategis

1. Narasumber/Fasilitator Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS) RPJMD 2017-2022

Kabupaten Barito Kuala (2017).

2. Narasumber/Fasilitator Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS) RPJMD 2017-2022

Kabupaten HSU (2017).

3. Narasumber/Fasilitator Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS) RPDTR Kecamatan

Padang Batung Kabupaten HSS (2017).

4. Narasumber/Fasilitator Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS) RPJMD 2016-2021

Provinsi Kalimantan Selatan (2016).

5. Narasumber/Fasilitator Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS) RPJMD 2016-2021 Kota

Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan (2016).

6. Narasumber/Fasilitator Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS) RPJMD 2016-2021

Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan (2016).




7. Narasumber/Fasilitator Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS) RPJMD 2016-2021
Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan (2016).

8. Narasumber/Fasilitator Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS) RPJMD 2016-2021
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan 2016.

9. Narasumber/Fasilitator Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS) RPJMD 2016-2021 Kota
Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan (2016).

10. Narasumber Pelatihan Software Google Earth untuk guru-guru Geografi se Kabupaten Banjar
(2016).

11. Narasumber/Fasilitator Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS) RPJMD 2013-2018
Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan (2013).

12. Narasumber/Fasilitator Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS) RPJMD 2012-2017
Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan (2013).

C. Bimbingan Teknis/workshop/ToT terkait dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1. Peserta pada Training of Trainer (ToT) KLHS Regional Kalimantan tanggal 29 Okteber -
2 November 2017 kerjasama Hatfield — GGGI di Victoria Hotel Banjarmasin.

2. Master pada Diklat KLHS RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 23 — 26 November
2017di Fave Hotel Banjarbaru.

Banjabaru, 24 Febryari 2018

Dr. Ichsan Ridwan, S.Si., M.Kom.






BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 188.45/ 4585 /KUM/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP, PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR
KEGIATAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 2018 — 2022

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2017

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017, perlu
membentuk  Kelompok  Kerja  Pengendalian
Lingkungan Hidup, Penunjukan Narasumber dan
Moderator Kegiatan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) 2018 - 2022 Kabupaten Hulu
Sungai Utara Tahun 2017;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Bupati;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 27 56) sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 4421);



Memperhatikan

2

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310j;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 157);

7 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12);

8. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 57
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas
serta Tata Kerja Badan Perencanaan,
Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan
Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor
57);

Surat Kepala Bappelitbang Kab. HSU, Nomor:
050/026/ Litbang/Bappelitbang/2017, Tanggal 13
September 2017, Perihal Mohon diproses untuk
ditetapkan dengan Keputusan Bupati HSU;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM
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MEMUTUSKAN:

Membentuk Kelompok Kerja Pengendalian Lingkungan
Hidup, Penunjukan Narasumber dan Moderator
Kegiatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018-2022
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017.

Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU, mempunyai tugas mengkoordinasikan,
mengendalikan, memfasilitasi, mempersiapkan dan
mengadministrasikan pelaksanaan kegiatan KLHS
RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017
sesuai dengan peraturan yang terkait.

Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU, berasal dari Tenaga Ahli Universitas Lambung
Mangkurat (ULM), dengan tugas menyiapkan materi
Focus Group Discussion (FGD), menyajikan materi dan
memberikan tanggapan penjelasan kepada para peserta
dan memberikan pemahaman kepada peserta FGD
KLHS RPJMD.

Moderator sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU, berasal dari Badan Perencanaan
Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan tugas
membuka, mengawal, mengawasi, mengendalikan dan
mengarahkan jalanya kegiatan KLHS RPJMD.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara,
melalui DPA Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai
Utara.

Keputusan ini berlaku surut sejak  tanggal
01 Januari 2017.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal O2 Oktober 2017

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

H. ABDUL D HK
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Lampiran Keputusan Bupgti Hulu Sungai Utara

Nomor 188.45/695 /KUM/2017
Tanggal 0@ Oktober 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENGENDALIAN

LINGKUNGAN HIDUP, PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR

KEGIATAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 2018 — 2022
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2017

A. KELOMPOK KERJA PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

dan Evaluasi pada

BESARNYA
NO. JABK;%‘;S?{AM JABATAN HONORARIUM
KERJA DALAM DINAS PER ORANG
PER KEGIATAN
1. | Pengarah Kepala Bappelitbang Kab. HSU Rp. 400.000,-
2. | Penanggung jawab | Kabid. Penelitian dan Rp. 350.000,-
Pengembangan pada
Bappelitang Kab. HSU
3. | Ketua Kepala Dinas Perkim & LH Rp. 300.000,-
Kab. HSU
4. | Sekretaris Sekretaris Bappelitbang Kab. Rp. 250.000,-
HSU
5. | Anggota 1. Kabid. Perencanaan Rp. 200.000,-
Ekonomi, Sumber Daya
Alam dan Infrastruktur
pada Bappelitang Kab. HSU
2. Kabid. Perencanaan, Rp. 200.000,-
Evaluasi dan Informasi
Pembangunan Daerah pada
Bappelitbang Kab. HSU
3. Kabid. Perencanaan Sosial, Rp. 200.000,-
Budaya dan Pembangunan
Manusia pada Bappelitbang
Kab. HSU
4. Kabid. Penataan dan Rp. 200.000,-
Penaatan PPLH pada Dinas
Perkim dan LH Kab. HSU
5. Kasubbid. Inovasi dan Rp. 200.000,-
Teknologi pada Bappelitang
Kab. HSU
6. Kasubbid. Sosial dan Rp. 200.000,-
Pemerintahan pada
Bappelitbang Kab. HSU
7. Kasubbag. Keuangan dan Rp. 200.000,-
Aset pada Bappelitbang
Kab. HSU
8. Kasubbag. Program pada Rp. 200.000,-
Bappelitbang Kab. HSU
9. Kasubbid. Perencanaan dan | Rp. 200.000,-
Analisis Pendanaan pada
Bappelitbang Kab. HSU
10. Kasubbid. Pengendalian Rp. 200.000,-




JABATAN DALAM
KELOMPOK
KERJA

NO.

JABATAN
DALAM DINAS

BESARNYA
HONORARIUM
PER ORANG
PER KEGIATAN

i1,

12.

13.

14.

15.

16.

3 4

18.

19.

Bappelitbang Kab. HSU
Kasubbid. Pertanian,
Perikanan dan Ketahanan
Pangan pada Bappelitbang
Kab. HSU

Kasubbid. Pengembangan
Ekonomi pada Bappelitbang
Kab. HSU

Kasubbid. Infrastruktur
pada Bappelitbang Kab.
HSU

Kasubbid. Pendidikan dan
Pembangunan Manusia
pada Bappelitbang Kab.
HSU

Kasubbid. Pemerintahan
pada Bappelitbang Kab.
HSU

Kasubbag. Perencanaan
pada Dinas Perkim & LH
Kab. HSU

Kasi. Perencanaan dan
Kajian Dampak Lingkungan
pada Dinas Perkim & LH
Kab. HSU

Staf Bidang Litbang pada
Bappelitbang Kab. HSU

(2 Orang)

Staf Penataan dan Penaatan
PPLH pada Dinas Perkim &
LH Kab. HSU (1 Orang)

@Rp. 200.000,-

Rp. 200.000,-

Rp. 200.000,-

Rp. 200.000,-

Rp. 200.000,-

Rp. 200.000,-

Rp. 200.000,-

Rp. 200.000,-

Rp. 200.000,-

B. NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN KAJIAN LINGKUNGAN

HIDUP
BESARNYA
[NO. JABATAN DALAM KEGIATAN HONORARIUM KET.
1. | Narasumber Bintek KLHS RPJMD Rp. 500.000,-
2. | Narasumber Workshop FGD KLHS Rp. 500.000,- per orang
RPJMD per jam
3. | Moderator Bintek KLHS RPJMD Rp. 300.000,-
4. | Moderator Workshop FGD KLHS Rp. 300.000,-
RPJMD
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

H. ABDU

D HK



BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 188.45/ Q€ /KUM/2017

TENTANG

PENETAPAN SATUAN UPAH TENAGA TEKNIS UNTUK PENGUMPUL DATA
PRIMER DAN SEKUNDER, PENGOLAH DAN ANALISIS DATA PRIMER DAN
SEKUNDER, PEMBUAT PETA KLHS RPJMD DAN PENYUSUN LAPORAN
DRAFT AWAL KEGIATAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2017

Menimbang SN 3
b.
Mengingat g B

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017, perlu
menetapkan Satuan Upah Tenaga Teknis Untuk
Pengumpul Data Primer dan Sekunder, Pengolah dan
Analisis Data Primer dan Sekunder, Pembuat Peta
KLHS RPJMD dan Penyusun Laporan Draft Awal
Kegiatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 201%;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Bupati;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 27 56) sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir



Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

2

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036);

5. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 57
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas
serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Pembangunan,
Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Hulu
Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 57);

Surat Kepala Bappelitbang Kab. HSU, Nomor:
050/026/Litbang/Bappelitbang /2017, Tanggal 13
September 2017, Perihal Mohon diproses untuk
ditetapkan dengan Keputusan Bupati HSU;

MEMUTUSKAN:

Satuan Upah Tenaga Teknis Untuk Pengumpul Data
Primer dan Sekunder, Pengolah dan Analisis Data
Primer dan Sekunder, Pembuat Peta KLHS RPJMD dan
Penyusun Laporan Draft Awal Kegiatan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2017, dengan besaran sebagai berikut:

a. pengumpul data primer dan sekunder Rp. 20.000,-
(per orang per jam);

b. pengolah data dan analis data primer dan sekunder
Rp. 25.000,- (per orang per jam);

c. pembuat peta KLHS RPJMD Rp. 20.000,- (per orang
per jam); dan

d. penyusun laporan draft awal KLHS RPJMD
Rp.20.000,- (per orang per jam).



KEDUA

KETIGA

3

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara,
melalui DPA Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan.

Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 01 Januari
2017.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 63 Oktober 2017

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

X
H. ABDUL WAHID HK






PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

(BAPPELITBANG)
JI. Ahmad Yani, No.14 Telp (0527) 61093-Fax (0527) 61047, Amuntai 71414

Amuntai, 05 Oktober 2017

Nomor  :050/24 /Litbang/Bappelitbang/2017

Lampiran : -- Kepada
Perihal :Permohonan Narasumber/Tenaga ahli dan Yth. Ketua Pusat Penelitian Lingkungan
Tenaga Teknis dalam Penyusunan KILHS RPJMD Hidup (PPLH) Unlam
Kab. HSU Tahun 2018 - 2032 di -
Banjarbaru

Sehubungan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 — 2022, dan dalam rangka
memenuhi Pasal 15 Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara pada
tahun 2017 ini akan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap
RPJMD yang saat ini sedang disusun.

Berdasarkan hal tersebut, kami mohon kepada Pusat Penelitian Lingkungan
Hidup (PPLH) Unlam untuk dapat memberikan bantuannya berupa Narasumber/Tenaga
Ahli dan Tenaga Teknis dalam penyusunan KLHS RPJMD Kab. Hulu Sungai Utara
Tahun 2018 — 2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan
banyak terima kasih

S F5%91024 199603 1 05



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PUSAT PENELITIAN LINGKUNGAN HIDUP

Kampus Unlam Simpang Empat. JI. Jend. A. Yani Km 36. Banjarbaru 70714 Kalimantan Selatan
Telepon : (0511) 4777523 — 4772379; Fax:(0511)4777523; E-mail : pplh.unlam@gmail.com

Nomor ‘/;7 JUN8.2.1/PL/2017
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Penunjukan Narasumber KLHS RPJMD

Kab. Hulu Sungai Utara

Kepada Yth.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pegembangan (Bappelitbang)
Kabupaten Hulu Sungai Utara

di-

Amuntai

Menindaklanjuti surat dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 050./25/Litbang/Bappelitbang/2017
tanggal 05 Oktober 2017 Perihal Permohonan Narasumber/Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis
dalam Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018-2022, maka
kepala Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Lambung Mangkurat (PPLH-ULM)
Banjarbaru menunjuk kepada nama-nama di bawah ini untuk menjadi
Narasumber/Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis KLHS tersebut.

Prof. Dr. Ir. H. Gt. Muhammad Hatta, MS
Dr. Ir. H. Syarifuddin Kadir, M.Si

Ir. Karta Sirang, MS

Dr. Badaruddin, S, Hut,. MP.

Dr. Ichsan Ridwan, S. Si., M. Kom

L e

Demikian surat persetujuan penujukan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya
diucapkan terima kasih.

7. HAMDANI, MS
NIP. 196912181987031003




KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PUSAT PENELITIAN LINGKUNGAN HIDUP

Kampus Unlam Simpang Empat. JI. Jend. A. Yani Km 36. Banjarbaru 70714 Kalimantan Selatan
Telepon : (0511) 4777523 —4772379; Fax :(0511)4777523; E-mail : pplh.unlam@gmail.com

SURAT TUGAS

No: 2/& /UNS8.2.1/PL/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Ir. H. Hamdani, MS

NIP : 195912181987031003

Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda /IVc

Jabatan : Kepala Pusat Penelitian Lingkungan Hidup ULM
Alamat : Jl. Jend. A. Yani Km 36. Kampus ULM Simpang

Empat Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan 70714

Dalam rangka untuk mengikuti kegiatan penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun
2018-2022 yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober sampai dengan 19
Oktober 2017 di Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka Kepala Pusat Penelitian
Lingkungan Hidup Universitas Lambung Mangkurat (PPLH-ULM) Banjarbaru
menugaskan kepada nama-nama di bawah ini untuk mengikuti kegiatan tersebut.
Surat tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan terhitung sejak tanggal 17
Oktober s.d tanggal 19 Oktober 2017.

Prof. Dr. Ir. H. Gt. Muhammad Hatta, MS
Dr. Ir. H. Syarifuddin Kadir, M.Si

Ir. Karta Sirang, MS

Dr. Badaruddin, S, Hut,. MP.

Dr. Ichsan Ridwan, S. Si., M. Kom

W R

Demikian surat tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan dan dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarbaru
1 : 06 Oktober 2017

NIP. 195912181987031003



BUPATI HULU SUNGAI UTARA

Nomor
Lamp
Perihal

- 0 /0%0/ Qa,?pglﬂba,\ﬁ { Gtoan/ 201 Amuntai, (5ktober 2017

: 1 (satu) lembar
: Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan KLHS
RPJMD Kab. HSU 2018-2022

Kepada Yth.

Sehubungan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 — 2022,
dan dalam rangka untuk memenuhi amanat Undang — Undang Nomor 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan
Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis, maka dalam Undang-Undang dan Peraturan
Pemerintah tersebut diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib melaksanakan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ke dalam penyusunan RPJMD.
Penyusunan KLHS RPJMD ini dibuat untuk memastikan bahwa prinsip
pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam
pembangunan suatu wilayah.

Berdasarkan hal tersebut, dengan ini Bapak/Ibu/sdr(i) diundang berhadir
pada acara Bimtek dan Sosialisasi penyusunan KLHS RPJMD Kab. HSU Tahun
2018 — 2022, yang akan di laksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu/ 18 Oktober 2017
Waktu : 09.00 Wita — selesai
Tempat : Aula Bappelitbang Lantai 2, JI. Ahmad Yani No.14

Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten HSU tahun 2018 - 2022 ini,
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara akan dibantu dan didampingi oleh
Narasumber/Tanaga Ahli dan Tenaga Teknis dari Pusat Penelitian Lingkungan
Hidup (PPLH) Universitas Lambung Mangkurat yang terdiri atas:

1. Prof. Dr. Ir. H. Gt. Muhammad Hatta, MS (Mantan Menteri Lingkungan
Hidup dan Menristek RI)

Dr. Ir. H. Syarifuddin Kadir, M.Si (Dosen ULM)
Ir. Karta Sirang, MS (Dosen ULM)

Dr. Badaruddin, S.Hut, MP (Dosen ULM)

Dr. Ichsan Ridwan, S.Si, M.Kom (Dosen ULM)

o b oD

Demikian disampaikan atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

BUPATI HULU SUNGAI UTARA, f

_{D Drs. H. ABDUL{WAHID HK, MM, M.Si



DAFTAR TANDA TERIMA UNDANGAN
SOSIALISASI DAN BIMTEK PENYUSUNAN KLHS RPJMD
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 2018-2022

NO.
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DAFTAR HADIR SOISALISASI DAN BIMTEK KAJIAN LINGKUNGAN
HIDUP STRATEGIS RPJMD KAB.HULU SUNGAI UTARA 2018-2022
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DAFTAR HADIR SOISALISASI DAN BIMTEK KAJIAN LINGKUNGAN
HIDUP STRATEGIS RPIMD KAB.HULU SUNGAI UTARA 2018-2022
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PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN

DAN PENGEMBANGAN

(BAPPELITBANG)
J. Ahmad Yani, No.12 Telp./Fax (0527) 62773, Amuntai Kode Pos 71414

NOTULEN

Acara . Sosidisas dan Bimbingan Teknis Penyusunan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPIMD) Kabupaten Hulu Sungai
Utara Tahun 2017 — 2022

Hari / Tanggal :  Rabu/18 Oktober 2017

Waktu rapat : 09.00 Wita - selesai

Tempat : AulaBappelitbang Lantai 11

Pimpinan Acara : Wakil Bupati HSU

Peserta Rapat : Seluruh Stakeholder di Kab. HSU, yang terdiri dari DPRD,

unsur Pemerintah/semua SKPD, unsur swasta, Perguruan
Tinggi, LSM dan Komunitas Pecinta Lingkungan (Forum
Komunitas Hijau)

Maksud Kegiatan . Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada para
stakeholder di Kabupaten HSU tentang apa itu KLHS (peran,
fungsi, mekanisme pelaksanaan dan proses penyusunan
KLHS). Dadam kegiatan ini juga di lakukan Focus Group
Discussion (FGD) dalam hal penjaringan isu-isu pembangunan
berkelanjutan dalam daftar panjang yang terbagi melaui isu
lingkungan, isu sosia dan isu ekonomi.

Susunan Acaradan Hasl| . Terlampir

Amuntai, 18 Oktober 2017

Notulen



Pelaksanaan kegiatan dibuka oleh Wakil Bupati Hulu Sungai Utara Bapak H. Husairi Abdi, Lc
dan dimulai dengan sosialisasi/bimtek kepada peserta terkait pemahaman dasar tentang KLHS. Setelah
itu langsung di adakan FGD penentuan isu strategis pembanguan berkelanjutan dengan daftar panjang.
Proses FGD ini dilaksanakan dengan membagi peserta FGD menjadi 3 kelompok, yaitu Kelompok
Lingkungan, Kelompok Ekonomi dan Kelompok Sosial Budaya. Adapun hasil dari FGD tersebut

adalah:

HASIL BIMTEK DAN SOSIALISASI

Isu Lingkungan

z
O

ISU POKOK LINGKUNGAN

Temalsu : Pencemaran

Penurunan Kualitas Air

Pencemaran Udara

Gangguan Bunyi

Perubahan Iklim

gl N w| N | P>

Pengel olaan Sampah

Temalsu: Tata Ruang (Hutan & Lahan)

Alih Fungs Lahan

K eanekaragaman Hayati

Pemanfaatan Lahan Tanpalzin Tata Ruang dan Bangunan

Perlindungan lahan Gambut lebih 3 m

Terdapatnya Kawasan Kumuh di Perkotaan Amuntai

Lahan Kritig kurangnya RTH

~N| ool MMw| N | T

Pengelolaan Lahan Rawa

Temalsu : Sumberdaya Air

Banjir

N RO

Kualitas Air Baku

3

Sedimentas Sungai tinggi

Sumber: FGD KLHS 2017

| su Ekonomi

I su Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi

Peningkatan Daya Saing Daerah

Peningkatan Investasi Daerah

Ekonomi Kreatif

Kemiskinan

Pembangunan Sarang Burung Walet

Pengembangan Agribisnis

mxlovm.hooml—‘lbg

K ewirausahaan




No Isu EKkonomi

9 | Pengembangan Kelapa Sawit

10 | Produks Tanaman Pangan dan Hortikultura

11 | Pemerataan Pendapatan antara Kota dan Pinggiran

12 | Infrastruktur Perekonomian

13 | Penguatan Kapasitas IKM, UMKM dan K operasi

14 | Pengelolaan Perikanan (tangkap dan Budidaya)

15 | Perlindungan Plasma Nutfah (Itik alabio dan kerbau rawa)

Sumber: FGD KLHS 2017

Isu Sosial

TEMA ISU : Sosial

Mengurangi Angka Pengangguran

Peningkatan Pelayanan Dasar bagi Penyandang Masalah
Kesgahteraan Sosia (PMKYS)

Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk

Penurunan Angka Kriminalitas

Peningkatan Potensi Olahraga dan Pariwisata

Penyalahgunaan Nafza

Penurunan Angka Kemiskinan

ol~N|lo MW N R[>

Peningkatan Etos Kerja

TEMA ISU : Pendidikan

=

Peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah

Peningkatan Pendidikan Karakter

Penurunan Angka Putus Sekolah

Tema K esehatan

Penurunan jumlah Kematian Ibu

Penurunan Angka Kematian Bayi (AKB)

WIN |-

Peningkatan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBYS)

4

Peningkatan Jaminan Kesehatan

Sumber: FGD KLHS 2017




Sosialisasi dan Bimtek
KL JS RPIJIMD

Aula Bappelitbang Kab.HSU, 18 Oktober 2017
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BUPATI HULU SUNGAI UTARA

Nomor
Lamp
Perihal

:050/05 |Lithany, /eRelitbang/ 201 7 Amuntai, |4 Nopember 2017
: FGD KLHS RPJMD Kab HSU
2017 - 2022
Kepada Yth.
di-
Tempat

Sehubungan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 - 2022,
dan dalam rangka untuk memenuhi amanat Undang — Undang Nomor 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan
Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kaijian
Lingkungan Hidup Strategis, maka dalam Undang-Undang dan Peraturan
Pemerintah tersebut diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib melaksanakan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ke dalam penyusunan RPJMD.
Penyusunan KLHS RPJMD ini dibuat untuk memastikan bahwa prinsip
pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam
pembangunan suatu wilayah.

Berdasarkan hal tersebut, dengan ini Bapak/Ibu/sdr(i) diundang berhadir
pada acara Focus Group Discussion (FGD) penyusunan KLHS RPJMD Kab. HSU
Tahun 2017 — 2022, yang akan di laksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa/21 Nopember 2017
Waktu : 09.00 Wita — selesai
Tempat : Aula Bappelitbang Lantai 2, JI. Ahmad Yani No.14

Demikian disampaikan atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

BUPATI HULU SUNGAI UTARA, [

."7

4P Drs. H. ABD HK, MM, M.Si



DAFTAR TANDA TERIMA
UNDANGAN FGD KAJIAN LINGKUNGAN
HIDUP STRATEGIS (KLHS) RPJMD
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2017

[ NO. NAMA INSTANSI ] TANDA TANGAN |

L. Cgp\\ Bagian Pemerintahan

2 Bagian Kesra

3. fugon = Bagian Perekonomian

e R

4. Bagian Pembangunan dan
Pengembangan Infrastrukiur

5. Bagian Hukum

6. | Norhagani Bagian Tata Usaha Pimpinan
dan Protokol

7 Bagian Layanan Pengadaan
Barang dan Jasa

g | Nia? Bagian Umum

9. | Swrnt 4 Bagian Organisasi

10. AM WA Sekretariat DPRD

) fmnb-, %LW | Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah

12. " Dinas Penanaman Modal.

isgta M Palayanan Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja
e b




NO. NAMA INSTANSI TANDA TANGAN
% C )

13, |0 o] i Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan

14. {Aveey. L few | RSUD Pambalah Batimg

15. ‘E}gﬂ: y PDAM

16. i M. AHYA. Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan

17 M e Dinas Komunikasi dan
Informatika

18. | Rima Dinas Pertanian

19. | piyn yasrsey Badan Pengelolaan Pajak dan W —
Retribusi Daerah

20. | ANICAMIAGANG INSPEKTORAT

21. Mg Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan
Pertanahan

22. | Rales, /R{m& L Dinas Perhubungan

23. Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

24 | Dahmvor KESBANGPOL

25. ‘1’5//‘/[‘”“ W SATPOL PP dan Pemadam

Kebakaran




NO. NAMA INSTANSI TANDA TANGAN
26. ,H \ Hl&aja" Dinas Ketahanan Pangan %4/ ...........
27. {thustl Rd},ulvmt.[ Dinas Perumahan, Kawasan | ..-... (& e % ............
Pemukiman dan Lingkungan
Hidup

28. w Dinas Pemberdayaan e
Perempuan dan Perlindungan

29. | &Ligran Dinas Pengendatian Penduduk | ...... 2N eeeennene
dan Keluarga Berencana

30. Dinas Pemberdayaan

y “3 UV Masyarakat dan Desa

Pencatatan Sipil

32 | Rean Dinas Kesehatan

33, | Hwps Dinas Pendidikan

34. | MANAN Dinas Perikanan

35. ;ﬂd!k( W Dinas Sosial

. r

36. | RS w4 Dinas Kepemudaan, Olah Raga | ., _‘:ﬁ%—-—
dan Pariwisata

3.1 Dig H Dinas Perindustrian, % ............
Perdagangan, Koperasi dan
Usaha Kecil {2“ %&5/

38. W"’h‘b Kecamatan Amuntai Tengah | ...oooiiomonmmmmneanin

39 | A.Tory UBAEsh Kecamatan Amuntai Selatan % .......... -




NO. NAMA INSTANSI TANDA TANGAN
40. Kecamatan Amuntai Utara

41, \> o——-o t’ Kecamatan Babirik

42. Kecamatan Danau Panggang

s | M. 5}0@/ 72/ | Kecamatan Haur Gading

e Kecamatan Sungai Tabukan ACQ’ ............... -
45. -ff, (g«ﬂﬂ . Kecamatan Paminggir

46. Kecamatan Banjang

47. Kecamatan Sungai Pandan e,
48. | \rena Kelurahan Sungai Malang

19. | F5UDIA) e prp | Kelurahan Antasari

50. | Rahma Kelurahan Kabun Sari

51. g}'” o Hed. | Keturahan Murung Sari -
52. | AGhana. b Kelurahan Paliwara

53. (auu STIA Amuntai




NO. NAMA INSTANSI TANDA TANGAN
54. 'Fenn:f Crawzb STIPER Amuntai
55. | ML WA STIQ Amuntai
56. |M w ?—q&aj STAI Amuntai
57. Kepala Bappelitbang
R
i
&
\d
58. (\).L Sekretaris Bappelitbang
59. Sekretariat Bappelitbang
60. Bidang Perencanaan Ekonomi,
SDA dan Infrastruktur ke
Bappelitbang
61. Bidang Perencanaan Sosial,
}ZQWM Budaya dan Pembangunan
Manusia Bappelitbang
62. | muhamad L2a Bidang Perencanaan, Evaluasi
dan Informasi Pembangunan
Daerah Bappelitbang
7 e e e
i e o e e
e e T .
7 e e i e e e

67.

...........................




DAFTAR HADIR FGD

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RPJMD

KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2017 - 2022

Hari/Tanggal : Selasa 21 Nopember 2017

Pukul : 09.00 Wita — Selesai

Tempat ': Aula BAPPELITBANG Kab. HSU
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PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN

DAN PENGEMBANGAN

(BAPPELITBANG)
J. Ahmad Yani, No.12 Telp./Fax (0527) 62773, Amuntai Kode Pos 71414

NOTULEN

Acara : Focus Group Discussion (FGD) Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPIMD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 -

2022
Hari / Tanggal . Selasal 21 Nopember 2017
Waktu rapat : 09.00 Wita - selesai
Tempat : AulaBappelitbang Lantai 11
Pimpinan Acara . Kepala Bappelitbang Kab. HSU
Peserta Rapat : Seluruh Stakeholder di Kab. HSU, yang terdiri dari DPRD,

unsur Pemerintah/semua SKPD, unsur swasta, Perguruan
Tinggi, LSM dan Komunitas Pecinta Lingkungan (Forum
Komunitas Hijau)

Maksud Kegiatan : Penjaringan isu-isu pembangunan berkelanjutan dari daftar
panjang menjadi daftar pendek atau isu prioritas

Susunan Acara dan Hasl| . Terlampir

Amuntai, 21 Nopember 2017

Notulen



FGD | KLHSRPIJMD

Pelaksanaan kegiatan ini dibuka oleh Kepala Bappelitbang, bapak H. Faeri Ripani, S.Sos,
M.Si. Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dari penjaringan isu-isu pembangunan berkel anjutan
dari daftar panjang menjadi daftar pendek atau isu sangat prioritas yang diperoleh dari pembobotan
oleh peserta FGD. Adapun hasil dari FGD tersebut adalah:

A. lsu paling strategis Pembangunan Berkelanjutan

Identifikasi isu paling strategis pembangunan berkel anjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 PP Nomor 46 tahun 2016 dirumuskan berdasarkan prioritas dengan mempertimbangkan unsur-unsur
paing sedikit:

Karakteristik wilayah

Tingkat pentingnya potensi dampak

Keterkaitan antar isu strategis pembangunan berkelanjutan
Keterkaitan dengan materi muatan KRP

Muatan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungn hidup, dan

o gk~ w D

Hasil KLHS dari KRP pada hirarki di atasnya yang harus diacu, serupa dengan wilayah yang

berdekatan dan memiliki keterkaitan/relevansi langsung.

Isu Lingkungan Paling Strategis

Z
(e}

I su Pembangunan Berkelanjutan
Penurunan Kualitas Air
Pengel olaan Sampah
Alih fungsi lahan
Pemanfaatan Lahan Tanpa |zin Tata Ruang dan Bangunan
Perlindungan lahan Gambut lebih 3 m
Terdapatnya Kawasan Kumuh di Perkotaan Amuntai
Pengelolaan Lahan Rawa
Banjir
Kualitas Air Baku
10 | Sedimentas Sungai tinggi
Sumber: FGD KLHSRPJMD 2017

OO NOO|UAWIN|F

Isu Ekonomi Paling Strategis

No. I su Pembangunan Berkelanjutan
1 | Pertumbuhan Ekonomi

2 | Pengembangan Agribisnis
3 | Infrastruktur Perekonomian
Sumber: FGD KLHS RPIJMD 2017




B.

Isu Sosial Paling Strategis

No. | su Pembangunan Berkelanjutan

1 | Mengurangi Angka Pengangguran
Peningkatan Pelayanan Dasar bagi Penyandang Masalah
Kesgahteraan Sosial (PMKS)

Pengurangan Penyal ahgunaan Nafza
Penurunan Angka K emiskinan

Peningkatan Rata-Rata L ama Sekolah
Peningkatan Pendidikan Karakter

Penurunan Angka Putus Sekolah
Penurunan Angka Kematian Bayi (AKB)

9 | Peningkatan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS)
10 | Peningkatan Jaminan K esehatan

Sumber: FGD KLHSRPJMD 2017

N

0N OO0 MW

Isu Prioritas Pembangunan Berkelanjutan

Berdasarkan tahap identifikas isu paling strategis PB, maka selanjutnya dilakukan identifkasi dan

perumusan untuk memperoleh isu prioritas pembangunan berkelanjutan. Proses pilihan isu prioritas

dilakukan melalui analisis dan diskus diantaratim pokja PL bersamatim tenaga ahli yang diperbantukan

Identifikas isu prioritas pembangunan berkel anjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 PP Nomor 46
tahun 2016 paling sedikit berkaitan dengan:

© N o g bk~ w0 Db P

10.

Kapasitas daya dukung dan daya tampung LH untuk pembangunan (DD);
Perkiraan dampak dan risiko LH (Dampak LH);
Kinerjalayanan atau jasa ekosistem (Jasa Ekosistem);
Intensitas dan cakupan wilayah bencana alam (Cakupan Wil);
Status mutu dan ketersediaan sumber daya alam (Mutu SDA);
Ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati (Biodiversitas);
Kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim (Perubahan 1klim);
Tingkat dan status jumlah penduduk miskin atau penghidupan sekelompok Masyarakat serta
terancamnya keberlanjutan penghidupan masyarakat (Miskin Masy);
Risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat (K esehatan Masy); dan/atau
Ancaman terhadap perlindungan terhadap kawasan tertentu secara tradisional yang dilakukan
oleh masyakarakat dan masyarakat hukum adat (Kaw Adat).
Isu Prioritas Lingkungan

No | Isu Prioritas

1 | Penurunan Kualitas Air

2 | Pengelolaan Sampah

3 | Alihfungs lahan

4 | Banjir

Sumber: FGD KLHS RPJMD 2017




Isu Prioritas Ekonomi

No | Isu Prioritas

1 | Pertumbuhan Ekonomi

2 | Pengembangan Agribisnis
3 | Infrastruktur Perekonomian
Sumber: FGD KLHSRPJMD 2017

Isu Prioritas Sosial

No | Isu Prioritas

1 | Penyalahgunaan Nafza

2 | Angka Kemiskinan

3 | Pendidikan Karakter

4 | Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS)
Sumber: FGD KLHSRPJMD 2017

C. Isu Sangat Prioritas Pembangunan Berkelanjutan (terpilih)

Setelah diketahui isu sangat prioritas, maka tahapan selanjutnya adalah menentukan isu sangat
prioritas pembangunan berkelanjutan (terpilih). Berdasarkan hasil FGD antara tim Pokja PL,
stakeholder dan tim tenaga ahli ditetapkan bahwa untuk isu sangat prioritas yaitu:

Isu Sangat Prioritas (Terpilih)

No | Isu Sangat Prioritas Pembangunan Berkelanjutan
(terpilih)

A. Lingkungan
1 | Alihfungs lahan

2 | Banjir

B. Ekonomi

1 Pertumbuhan Ekonomi

2 | Pengembangan Agribisnis
C. Sosal

1 | Pendidikan Karakter

2 | Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS)
Sumber: FGD KLHSRPJMD 2017
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Aula Bappelitbang, 21 Nopember 2017
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BIMBINGAN TEKNIS
PENYUSUNAN KLHSRPIJMD

Diklat dan Pelatihan kepada Tim Penyusun KLHS RPIMD/Pokja KLHS RPIMD Kab. HSU,
yang dilaksanakan mulai tanggal 23 — 26 Nopember 2017, bertempat di Fave Hotel Banjarbaru.

Diklat dan Pelatihan ini dimaksudkan untuk menambah pengetahuan kepada tim penyusun
KLHS RPIMD dalam hal proses penyusunan KLHS RPIMD dari awa sampal akhir.

Materi dan Jadwal Bimbingan TeknisKajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Hari/ Waktu M ateri Narasumber
Tanggal
Kamis, 23 | 08.30 - 09.00 | Registrasi Panitia
November | 09.00 - 09.15 | Pembukaan Panitia
2017 Tujuan, Manfaat dan
M etode Bimbingan
09.15- 10.00 | Teknis Siti Saidah, S.Hut., M.P.
10.00 - 10.15 | Istirahat Panitia
10.15 - 11.00 | KLHS Dalam Rangka Prof. Dr. Ir. Gt. Muhammad
Pembangunan Hatta. M.S
11.00 - 11.45 | Berkelanjutan & M3
Kebijakan KLHS . . ) .
11.45 - 12.30 | terhadap KRP Dr.Ir.H.Syarifuddin Kadir, M.Si.
12.30-13.30 | ISHOMA Panitia
Kebijakan KLHS . . ) .
13.30 - 14.15 | terhadap KRP Dr.Ir.H.Syarifuddin Kadir, M.Si.
14.15 - 15.00 | Mekanisme . . ) .
15.00 - 15.45 | Pelaksanaan KLHS Dr.Ir.H.Syarifuddin Kadir, M.Si.
15.45 - 16.00 | Istirahat Panitia
16.00 - 16.45 | Kondisi, Masalah dan . .
16.45 - 17.30 | Prospek Kab, HSU Dr. Ichsan Ridwan, S.Si., M.Kom.
Jumat, 24 UU dan Peraturan . . ) .
November | 08.30- 09,15 | KLHS di Indonesia Dr.Ir.H.Syarifuddin Kauir, M.5.
2017 Identifikas Pemangku .
09.15 - 10.00 | Kepentingan Dr. Badaruddin, S.Hut. M.P.
10.00 - 10.15 | Istirahat Panitia
10.15- 11.00 | Kelebihan dan
Kekurangan
KLHS Penilaian IF—T:I]; D'\r/I. ISr Gt. Muhammad
Dampak dan Pemikiran a M.
Strategis
Identifikasi 1su
Pembangunan Dr.Ir.H.Syarifuddin Kadir, M.Si.
11.00- 11.45 | Berkelanjutan




11.45-13.30 | ISHOMA Panitia
13.30 - 14.15 | Kerjakelompok
|dentifikasi 1su . . ) .
Pembangunan Dr.Ir.H.Syarifuddin Kadir, M.Si.
14.15 - 15.00 | Berkelanjutan
15.00 - 15.45 . . )
15.45 - 16.00 Baseline data Dr. Ichsan Ridwan, S.Si., M.Kom.
16.00 - 16.45 | Critica Decision Factor . .
Dr. Ichsan Ridwan, S.Si., M.Kom.
16.45 - 17.30 | (CDF) 1w
Sabtu, 25 | 08.30-09.15 | . - .
November | 09.15 - 10.00 Six Thinking Dr. Badaruddin, S.Hut. M.P.
2017 10.00 - 10.15 | Istirahat Panitia
10.15-11.00 et )
1100 - 11.45 Identifikasi Muatan Dr. Badaruddin, S.Hut. M.P.
11.45-13.30 | ISHOMA Panitia
13.30- 14.15 .. . . . i
14.15 - 15.00 Kgian Pengaruh Dr.Ir.H.Syarifuddin Kadir, M.Si.
15.00 - 15.45 | Alternatif . . ) .
15.45 - 16,00 | Penyempurnaan Dr.Ir.H.Syarifuddin Kadir, M.Si.
16.00 - 16.45 | Istirahat Panitia
Berpikir strategis untuk . .
16.45- 17.30 | KLHS Dr. Ichsan Ridwan, S.Si., M.Kom.
Minggu, | 08.30- 09.15 | Strategi komunikasi e . .
26 09.15 - 10.00 | dalam integrasi KLHS Dr.Ir.H.Syarifuddin Kadir, M.Si.
glgi’;mbef 10.00 - 10.15 | Istirahat Panitia
10.15- 11.00 | Rekomendasi ,
11.00 - 11.45 | Penyempurnaan KRP Dr. Badaruddin, S.Hut. M.P.
11.45-13.30 | ISHOMA Panitia
13.30 - 14.15 | Integrasi hasil KLHS . . ) .
14.15 - 15.00 | keddlam KRP Dr.Ir.H.Syarifuddin Kadir, M.Si.
15.00 - 15.45 | Dokumentasi dan . .
15.45 - 16.00 | Pelaporan Dr. Ichsan Ridwan, S.Si., M.Kom.
Penjaminan Kualitas o
16.00 - 16.45 | dan dokumentasi Siti Saidah, SHut., M.P.
16.45 - 17.30 | Vdidas Siti Saidah, S.Hut., M.P.
17.30- 17.45 | Penutup Panitia
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Bimbingan Teknis
KLHS RPJMD Kab. HSU

Fave Hotel Banjarbaru, 23 s/d 26 Nopember 2017













PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

(BAPPELITBANG)
J1. Ahmad Yani, No.14 Telp (0527) 61093-Fax (0527) 61047, Amuntai 71414

Amuntai, 05 Pebruari 2018
Nomor  :050/0| /Litbang/Bappelitbang/2018
Lampiran : -- Kepada
Perihal :Permohonan Narasumber/Tenaga Ahli Yth. Ketua Pusat Penelitian Lingkungan
_Dalam Acara FGD KLHS RPJMD Hidup (PPLH) Unlam
Kab. HSU Tahun 2017 - 2022 di-
Banjarbaru

Sehubungan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 — 2022, dan dalam rangka
memenuhi Pasal 15 Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara pada
tahun 2017 ini akan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap
RPJMD yang saat ini sedang disusun.

Berdasarkan hal tersebut, kami mohon kepada Pusat Penelitian Lingkungan

Hidup (PPLH) Unlam untuk dapat memberikan bantuannya berupa Narasumber/Tenaga
Ahli dalam acara Focus Group Discussion (FGD) KLHS RPJMD Kab. Hulu Sungai Utara

Tahun 2017 — 2022 yang akan dilaksanakan pada hari selasa tanggal 13-15 Pebruari 2018
bertempat di Aula Bappelitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan

banyak terima kasih




KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PUSAT PENELITIAN LINGKUNGAN HIDUP

Kampus Unlam Simpang Empat. J1. Jend. A. Yani K 36. Banjarbaru 70714 Kalimantan Selatan
Telepon : (0511) 4777523 — 4772379; Fax : (0511) 4777523; E-mail : pplh.unlam@gmeil.com

SURAT TUGAS

No: 034 /UNS8.2.1/PL/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Ir. H. Hamdani, MS

NIP : 195912181987031003

Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda /IVc

Jabatan : Kepala Pusat Penelitian Lingkungan Hidup ULM
Alamat : Jl. Jend. A. Yani Km 36. Kampus ULM Simpang

Empat Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan 70714

Dalam rangka untuk mengikuti kegiatan Focus Group Discussion (FGD) KLHS
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu
Sungai Utara tahun 2017-2022 yang dilaksanakan pada tanggal 13 s.d 15
Pebruari 2018 di Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka berkaitan dengan kegiatan
tersebut Kepala Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Lambung
Mangkurat (PPLH-ULM) Banjarbaru menugaskan kepada nama-nama di bawah
ini untuk menjadi Narasumber/Tenaga Ahli. Surat tugas ini diberikan kepada
yang bersangkutan terhitung sejak tanggal 13 s.d 15 Pebruari 2018.

Prof. Dr. Ir. H. Syarifuddin Kadir, M.Si
Ir. Karta Sirang, MS

Dr. Badaruddin, S, Hut,. MP.

Dr. Ichsan Ridwan, S. Si., M. Kom

Gl ) ke

Demikian surat tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan dan dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarbaru
figgal : 05 Pebruari 2018
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PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

SEKRETARIAT DAERAH

Jl.Jend. A. yani No. 12, Telepon (0527) — 61014 — 63101 Kode Pos 71414 Amuntai

Nomor
Lamp
Perihal

: 050/ 003 /Litbang/Bappelitbang/2018 Amuntai, 06 Pebruari 2018

: Focus Group Discussion (FGD)

KLHS RPJMD Kab. HSU 2017-2022

Kepada Yth.

......................................................

......................................................

Sehubungan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 -
2022, dan dalam rangka untuk memenuhi amanat Undang — Undang Nomor
32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka dalam Undang-
Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut diamanatkan bahwa
Pemerintah Daerah WAJIB melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS) ke dalam penyusunan RPJMD. Penyusunan KLHS
RPJMD ini dibuat untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan
berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan
suatu wilayah.

Berdasarkan hal tersebut, dengan ini Bapak/lbu/sdr(i) diundang
berhadir pada acara Focus Group Discussion (FGD) Kajian Lingkungan
Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kab. HSU Tahun 2017 — 2022, yang akan
di laksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa - Rabu/ 13-14 Pebruari 2018
Waktu : 09.00 Wita — selesai
Tempat : Aula Bappelitbang Lantai 2, JIl. Ahmad Yani No.14

Demikian disampaikan atas kehadirannya kami ucapkan terima
kasih.

An. Bupati Hulu Sungai Utara
y Plt. Sekretaris Daerah,

Drh. H. $UYADI
i Pembina Utama Muda
A NIP. 19610521 198903 1 006"/



DAFTAR TANDA TERIMA UNDANGAN
FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

TAHUN 2018
NO. NAMA INSTANSI | TANDA TANGAN
1% SEP‘\ Bagian Pemerintahan
2. WNzazw Bagian Kesra
3. \_;\ o~ Bagian Perekonomian
Dan SDA
4. | ABDUL HAD) Bagian Pembangunan dan
Pengembangan Infrastruktur
5. |CefT\EA- A- Bagian Hukum
6. el Bagian Tata Usaha Pimpinan
dan Protokol
7 | AgduL HAD) Bagian Layanan Pengadaan
Barang dan Jasa
8. Thiéa Bagian Umum
9. %’{'N@ vewhy ‘P‘C\« Bagian Organisasi
10. | W B PAA Sekretariat DPRD
4 9pi8
11. Badan Pengelolaan Keuangan | ...~ /94 ...........
dan Aset Daerah
g 30 0
12 Mﬁg Dinas Penanaman Modal, B | / ..............
Palayanan Terpadu Satu Pintu ¥
dan Tenaga Kerja




NO. NAMA INSTANSI TANDA TANGAN
13 \JW Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan
14. |14 RSUD Pambalah Batung
15. | AV man PDAM
16. | Y. AHYA . Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan
17 | b q bes Dinas Komunikasi dan
Informatika
18. | Bim Dinas Pertanian
19. f 7 Badan Pengelolaan Pajak dan | ........ w e .
NP katinn | o ot Toneneh |
20. | R ‘9« ¢~ | INSPEKTORAT
21 [ Mahrida Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan
Pertanahan
22. ﬂw/afa,m Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan
Usaha Kecil
23. Dinas Perhubungan
24 Badan Penanggulangan
RAAN Bencana Daerah
25. | Yerdilemrarfimen, KESBANGPOL
26. |Elgrida Sart SATPOL PP dan Pemadam g.%; .............
Kebakaran




NO. NAMA INSTANSI TANDA TANGAN
- \ - L~
27. sxdm&aéomw Dinas Ketahanan Pangan | ... &£\ o R
- . ' 3/ 206
28. ng,um Dinas Perumahan, Kawasan SR (- Sy S SR
Pemukiman dan Lingkungan
Hidup
29. Qa&' Dinas Pemberdayaan | ......
; Perempuan dan Perlindungan
Anak
30. Muddh Dinas Pengendalian Penduduk | ........ 000 ceininen
dan Keluarga Berencana
31. | putommod Saye | Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
32. | Hendra ¥EOPN | pinag Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
|
33. M QAMB%N Dinas Kesehatan
34. AW( Dinas Pendidikan
35. [ ¥ | @oShng Dinas Perikanan
36. Dinas Sosial
3. Dinas Kepemudaan, Olah Raga
dan Pariwisata
38. Kecamatan Amuntai Tengah
39. At Kecamatan Amuntai Selatan | .o.ooieviviiiiiiiiinnnnn
40. Kecamatan Amuntai Utara M

---------------------------




NO. NAMA INSTANSI TANDA TANGAN
41. Kecamatan Babirik 6 JB((_C; ..............
42, Kecamatan Danau Panggang - M ................
43, Kecamatan Haur Gading 33 AC/(" ................
44, Kecamatan Sungai Tabukan e L
45, | Auta Pehnm Kecamatan Paminggir e % .............
46. Kecamatan Banjang M ................
47. Kecamatan Sungai Pandan Hec e B
48. | Liana Kelurahan Sungai Malang &»t/ ..... a’/ﬂfaka
49. | Quprsp)  |Kelurahan Antasari
50. | N/ pstets G - Kelurahan Kabun Sari
51. § '7/ouo(} /leh_ | Kelurahan Murung Sari
52. Sapurpuo ¢ Kelurahan Paliwara
53. | erlhak STIA Amuntai

54, |Fenmy Erawerhy STIPER Amuntai




NO. NAMA INSTANSI TANDA TANGAN
55. | Dony . Ramadha® | STIQ Amuntai
56. 12, aliwens” Aodli | STAT Amuntai
57. FKH RARAWA HSU
58. MELINGAI HSU
59. Kepala Bappelitbang
60. Sekretaris Bappelitbang
61. Sekretariat Bappelitbang
62. Bidang Perencanaan Ekonomi,

63.

65.

66.

67.

68.

PaYmat-. H .

SDA dan Infrastruktur
Bappelitbang

Bidang Perencanaan Sosial,
Budaya dan Pembangunan
Manusia Bappelitbang

Bidang Perencanaan, Evaluasi
dan Informasi Pembangunan
Daerah Bappelitbang

L oM

---------------------------

...........................

...........................

...........................




DAFTAR HADIR FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STATEGIS (KLHS) RPJMD
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

TAHUN 2018

Hari/Tanggal : Selasa 13 Pebruari 2018

Pukul £ 09.00 Wita — Selesai

Tempat  :Aula BAPPELITBANG Kab. HSU

NO. NAMA INSTANSI TANDA TANGAN
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DAFTAR HADIR FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STATEGIS (KLHS) RPJIMD
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

TAHUN 2018
Hari/Tanggal : Rabu 14 Pebruari 2018
Pukul : 09.00 Wita — Selesai
Tempat : Aula BAPPELITBANG Kab. HSU
NO. INSTANSI TANDA TANGAN
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DAFTAR HADIR FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STATEGIS (KLHS) RPJMD
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

TAHUN 2018

Hari/Tanggal : Kamis 15 Pebruari 2018

Pukul 09.00 Wita — Selesai

Tempat  :Aula BAPPELITBANG Kab, HSU

NO. NAMA INSTANSI TANDA TANGAN
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PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN

DAN PENGEMBANGAN

(BAPPELITBANG)
J. Ahmad Yani, No.12 Telp./Fax (0527) 62773, Amuntai Kode Pos 71414

NOTULEN

Acara : Focus Group Discussion (FGD) Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPIMD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 -

2022
Hari / Tanggal : SelasaKamis/13-15 Pebruari 2018
Waktu rapat : 09.00 Wita- selesai
Tempat : AulaBappelitbang Lantai 11
Pimpinan Acara : Kepala Bappelitbang dan Sekretaris Kab. HSU
Peserta Rapat : Seluruh Stakeholder di Kab. HSU, yang terdiri dari DPRD,

unsur Pemerintah/semua SKPD, unsur swasta, Perguruan
Tinggi, LSM dan Komunitas Pecinta Lingkungan (Forum
Komunitas Hijau)

Maksud Kegiatan . kajian pengaruh sampai rekomendasi/aternatif.

Susunan Acara dan Hasl| . Terlampir

Amuntai, Pebruari 2018

Notulen



FGD I1-1V KLHSRPIMD

Pelaksanaan kegiatan ini dibuka oleh Kepala Bappelitbang, bapak H. Faeri Ripani, S.Sos,

M.Si. FGD vyang dilaksanakan sedlama 3 hari ini membahas kagian pengaruh sampai
rekomendasi/alternatif. Pada tanggal 13-15 Pebruari 2018 dilaksanakan kajian pengaruh, dimana dari

274 program yang ada di dalam RPIMD Kab. HSU kemudian akhirnya menjadi 33 program yang

dinilai berpengaruh. Sedangkan pada tanggal 15 Pebruari dilaksanakan Telaahan pengaruh dan

Rekomendasi/Alternatif dari 33 program tersebut. Adapun 32 program yang berpengaruh tersebut

adalah:
1.

o g b~ W DN

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas pembantu
dan jaringannya.

Program Penyelenggaraan BLUD

Program Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK)

Program pembangunan jalan dan jembatan

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan

lainnya

7. Program pengembangan wilayah perbatasan

Program Percepatan Pembangunan Sanitasi dan Pemukiman

9. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,
25.
26.
27.

Program Pemanfaatan Ruang

Program Pengembangan Perumahan

Program Pengelolaan Areal Pemakaman

Program Peningkatan K etahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)
Program Peningkatan K eberdayaan Masyarakat Perdesaan
Program Peningkatan Pemanfaatan SDA dan Pendayagunaan TTG
Program Pengembangan Pasar Daerah

Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perikanan

Program Pengembangan Usaha-usaha K ecil Menengah Kecil Perikanan
Program Pengel olaan Sumberdaya Perikanan Budidaya

Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap

Program Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana Prasarana Perikanan
Optimalisasi Usaha Perikanan

Pengembangan Destinasi Pariwisata

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan



28. Program Peningkatan K esgjahteraan Petani

29. Program Peningkatan Produks dan Mutu Hasil Peternakan

30. Program Peningkatan Produks dan Mutu Tanaman Perkebunan dan Hortikultura
31. Program Penyediaan dan Pegembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

32. Program pengembangan Industri Kecil Menengah



. . ISU PB PRIORITAS REKAP 27 39 46
Bidang Urusan Pemerintahan - - — —— —
No - Penurunan Alih Fungsi ” Pertumbuhan IV Pendidikan . Hasil Kajian | Perlu atau tidak
dan Program Prioritas Pembangunan ) ) Banjir . Agribisnis PHBS Ya | Tidak .
Kualitas Air Lahan Ekonomi Karakter Muatan kajian muatan
1 2

20 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Ya Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 1 6 1 Perlu kajian
puskesmas pembantu dan jaringannya muatan

35 Program Penyelenggaraan BLUD Ya Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 1 6 0 Perlu kajian
muatan

36 Program Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK) Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 0 7 1 Perlu kajian
muatan

37 Program pembangunan jalan dan jembatan Ya Ya Ya Tidak Tidak Tidak Tidak 3 4 1 Perlu kajian
muatan

39 Program tanggap darurat jalan dan jembatan Ya Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 1 6 0 Perlu kajian
muatan

40 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 0 7 1 Perlu kajian
muatan

41 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan Ya Ya Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 2 5 2 Perlu kajian
jaringan pengairan lainnya muatan

44 Program Perencanaan Tata Ruang Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 0 7 3 Perlu kajian
muatan

46 Program pengembangan wilayah perbatasan Ya Ya Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 2 5 3 Perlu kajian
muatan

49 Program Percepatan Pembangunan Sanitasi dan Pemukiman Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Ya Ya 2 5 0 Perlu kajian
muatan

50 Program Lingkungan Sehat Perumahan Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Ya Ya 2 5 0 Perlu kajian
muatan

51 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Ya Ya 2 5 0 Perlu kajian
muatan

52 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Ya Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 1 6 1 Perlu kajian
muatan

53 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Ya Ya Ya Tidak Tidak Tidak Tidak 3 4 4 Perlu kajian
muatan

54 Program Pemanfaatan Ruang Tidak Ya Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 1 6 3 Perlu kajian
muatan

58 Program Pengembangan Perumahan Ya Ya Ya Tidak Tidak Tidak Tidak 3 4 3 Perlu kajian
muatan

94 Program Pengelolaan Areal Pemakaman Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 0 7 1 Perlu kajian
muatan

107 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan) Ya Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 1 6 2 Perlu kajian
muatan

110 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 0 7 2 Perlu kajian
pemanfaatan tanah muatan

113 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Ya Ya 2 5 0 Perlu kajian
muatan

123 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 0 7 1 Perlu kajian
muatan

129 Program Peningkatan Pemanfaatan SDA dan Pendayagunaan TTG Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 0 7 3 Perlu kajian
muatan




139 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Ya Ya Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Perlu kajian
muatan

141 Program peningkatan pelayanan angkutan Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Perlu kajian
muatan

158 Program Peningkatan dan Pengembangan Perekonomian Daerah Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Perlu kajian
muatan

159 Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Perlu kajian
muatan

160 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Perlu kajian
muatan

166 Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Perlu kajian
muatan

183 Program Pengembangan Budidaya Perikanan Ya Ya Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Perlu kajian
muatan

184 Program Pengembangan Perikanan Tangkap Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Perlu kajian
muatan

187 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perikanan Ya Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Perlu kajian
muatan

188 Program Pengembangan Usaha-usaha Kecil Menengah Kecil Perikanan Ya Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Perlu kajian
muatan

192 Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya Ya Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Perlu kajian
muatan

193 Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Perlu kajian
muatan

195 Program Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana Prasarana Perikanan Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Perlu kajian
muatan

196 Optimalisasi Usaha Perikanan Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Perlu kajian
muatan

197 Pengembangan Destinasi Pariwisata Ya Ya Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Perlu kajian
muatan

199 Pengembangan Kemitraan Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Perlu kajian
muatan

200 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Ya Ya Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Perlu kajian
Pangan muatan

201 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Perlu kajian
muatan

202 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Perlu kajian
muatan

203 Program Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Peternakan Ya Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Perlu kajian
muatan

205 Program Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Perkebunan dan Ya Ya Ya Tidak Tidak Tidak Tidak Perlu kajian
Hortikultura muatan

206 Program Penyediaan dan Pegembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Perlu kajian
muatan

212 Program pengembangan Industri Kecil Menengah Ya Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Perlu kajian
muatan

214 Program Pengembangan Sentra-sentra industri potensial Ya Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Perlu kajian

muatan




Keterangan: - Materi Muatan KRP berpotensi menimbulkan d

1. Perubahan Iklim + : Materi Muatan KRP tidak berpotensi menimbul!
2. Kerusakan, Kemerosotan, dan/atau Kepunahan biodiversity ? @ Tidak ada ketegasan / kepastian keterkaitan
3. Peningkatan intensitas & cakupan wilayah banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan 0 : Tidak ada kaitan/hubungan

4. Penurunan mutu dan kelimpahan SDA
5. Peningkatan alih fungsi Kawasan Hutan dan/atau lahan
6. Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat

No Bidang Urus.an.Pemerintahan Dampak dan/atau Resiko LH Nilai
dan Program Prioritas Pembangunan
1 2 3 4 5 6 7
1 2
1|Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
1 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0 + + 0 0 0 + 0
2 Program Anak Usia Dini 0 0 0 0 0 0 + 0
3 Program Pendidikan Non Formal 0 + + 0 0 0 + 0
4 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0 0 0 0 0 0 + 0
5 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun SD 0 + + 0 0 0 + 0
6 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun SMP 0 + + 0 0 0 + 0
7 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan v * * Y Y Y + Y
8 Program Manajemen Pelayanan pendidikan 0 0 0 0 0 0 + 0
9 Program Pembinaan pelajar/ Mahasiswa kurang mampu 0 0 0 0 0 0 + 0
Urusan Wajib Pelayan Dasar Kesehatan
10 Program obat dan perbekalan kesehatan 0 0 0 ? 0 0 + 0
11 Program upaya kesehatan masyarakat 0 0 0 0 0 0 + 0
12 Program pengawasan obat dan makanan 0 0 0 0 0 0 + 0
13 Program pengembangan obat asli indonesia 0 0 0 0 0 0 + 0
14 Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 0 0 0 0 0 0 + 0
15 Program perbaikan gizi 0 0 0 0 0 0 + 0
16 Program pengembangan lingkungan sehat 0 0 0 + 0 + + 0
17 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 0 0 0 0 0 0 + 0
18 Program standarisasi pelayanan kesehatan 0 0 0 0 0 0 + 0
19 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 0 0 0 0 0 0 + 0
20 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas pembantu dan jaringannya 0 0 0 = 0 0 + i
21 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 0 0 0 0 0 0 + 0
22 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 0 0 0 0 0 0 + 0
23 Program Peningkatan pelayanan kesehatan lansia 0 0 0 o o o . o
24 Program Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 0 0 0 0 0 0 + 0
25 Program Peningkatan Keselematan Ibu Melahirkan dan Anak 0 0 0 0 0 0 + 0
26 Program Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat 0 0 0 0 0 0 + 0
27 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 0 0 0 0 0 0 + 0
28 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular 0 0 0 0 0 0 + 0
29 Pembinaan Upaya Kesehatan Tradisional 0 0 0 0 0 0 + 0
30 Program Peningkatan Kebijakan dan Manajemen kesehatan 0 0 0 0 0 0 + 0
31 Program Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar dan rujukan 0 0 0 0 0 0 + 0
32 Pelayanan BLUD 0 0 0 0 0 0 + 0
33 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan (DAK) 0 0 0 0 0 0 + 0
34 Program Peningkatan Lavanan Kesehatan Masvarakat Y Y Y Y Y Y + Y
35 Program Penyelenggaraan BLUD 0 0 0 0 0 0 + 0
0 0 0
1| 3|Urusan Wajib Pelayan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0 0 0
0 0 0
36 Program Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK) 0 + + - + 0 + 1
37 Program pembangunan jalan dan jembatan 0 + + - + 0 + 1
38 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 0 0 0 + + 0 + 0
39 Program tanggap darurat jalan dan jembatan 0 0 0 + + 0 + 0
40 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 0 0 0 - + 0 + 1
41 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan
pengairan lainnya 0 - + = + 0 + 2
42 Program pembangunan turap/talud/bronjong 0 0 + + + 0 + 0
43 Program pengendalian banjir 0 + + + + 0 + 0
44 Program Perencanaan Tata Ruang 0 5 5 - + 0 + 3
45 Program Pengendalian Tata Ruang
+ + + + + 0 + 0
46 Program pengembangan wilayah perbatasan
0 - - - + 0 + 3




47 Program Pembinaan Jasa Konstruksi 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 0 . _ ' ' 0 ' 1
49 Program Percepatan Pembangunan Sanitasi dan Pemukiman Y Y v Y + + + 0
50 Program Lingkungan Sehat Perumahan 0 0 0 + 0 + 0
51 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) + + + + + 0 + 0
52 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 0 0 5 + + 0 + 1
53 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh - - - _ + + + 4
54 Program Pemanfaatan Ruang 0 5 5 - + + + 3
55 Program Pengamanan dan Pemanfaatan Jalan 0 0 0 + + 0 + 0
56 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Y Y Y + + Y + Y
57 Program pengendalian Banjir 0 + + + + 0 + 0
58 Program Pengembangan Perumahan 0 5 5 - + 0 + 3
Urusan Wajib Pelayan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
59 Program Peningkatan Kesiagan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran + + + + + + + 0
60 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 0 0 0 + 0 + + 0
61 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Wajib Pelayan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
62 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 0 0 0 + + +
63 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 0 0 0 + 0 + + 0
64 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
Umum 0 0 0 0 0 0 + 0
65 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Kebakaran + + + + + + + 0
66 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) 0 0 0 0 0 + + 0
67 Program Penataan Perundang-undangan 0 0 0 + 0 + 0 0
68 Program Gerakan Nasional Revolusi Mental 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Program Peningkatan Keamanan dan Kenvamanan lingkungan Y Y Y + Y Y + Y
70 Program Pengembangan wawasan kebangsaan 0 0 0 0 0 0 + 0
71 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
0 0 0 0 0 0 + 0
72 Program pendidikan Politik Masyarakat 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Program Pendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan korban Bencana Alam 0 0 0 0 0 + + 0
75 Program Perencanaan Pembangunan Daerah rawan Bencana 0 0 0 + + 0
76 Program pendidikan politik masyarakat 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Program Pembinaan dan Pengembangan Keagamaan 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 0 0 0 0 0 + + 0
Urusan Waijib Pelayan Dasar Sosial
79 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan 0 0 0 0 0 + 0 0
80 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi Korban Bencana
Alam dan Bencana Sosial 0 0 0 0 0 + + 0
81 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi Lansia, orang
dengan disabilitas dan orang terlantar 0 0 0 0 0 + ? 0
82 Program Penanganan Fakir Miskin 0 0 0 0 0 ' ? 0
83 Program Pelayanan Rastra, PKH dan BPJS Kesehatan 0 0 0 0 0 + + 0
84 Program Pembinaan panti asuhan/ jompo 0 0 0 0 0 + + 0
85 Program Pembinaan anak terlantar 0 0 0 0 0 + + 0
86 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0 0 0 0 0 + 0 0
87 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0 0 0 0 0 + 0 0
88 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0 0 0 0 0 + 0 0
89 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan 0 0 0 + + 0
90 Program Pelayanan Raskin 0 0 0 0 0 + 0 0
91 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta
Perlindungan Masyarakat 0 0 0 0 + 0
92 Program Pengembangan wawasan Kebangsaan 0 0 0 0 0 0 0
93 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
0 0 0 + + 0
94 Program Pengelolaan Areal Pemakaman 0 0 0 - + 0 0 1
95 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 0 0 0 0 0 + + 0
Urusan Wajib Non Pelayan Dasar
Urusan Wajib Non Pelayan Dasar Tenaga Kerja
96 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 0 0 0 0 0 + 0 0
97 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 0 0 0 0 0 + 0 0




98 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
0 0 0 0 0 + 0 0
99 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak U U U 0 0 + 0 0
Urusan Wajib Non Pelayan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
100 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 0 0 0 0 0 + + 0
101 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak
0 0 0 0 0 + + 0
102 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
0 0 0 0 0 + 0 0
103 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
0 0 0 0 0 + 0 0
104 Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 0 0 0 0 0 + + 0
105 Program Peningkatan Kualitas Keluarga
0 0 0 0 0 + + 0
106 Program Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak Y Y Y Y Y + Y Y
107 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan) 0 0 - _ + + + 2
108 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan 0 0 0 + 0 + + 0
109 Program Peningkatan Diversifikasi Pangan 0 0 0 0 + + + 0
Urusan Wajib Non Pelayan Dasar Pangan
110 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
0 0 - = + 0 + 2
111 Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Program Penataan Peraturan Perundang Undangan 0 0 0 + 0 + 0 0
Urusan Wajib Non Pelayan Dasar Pertanahan
113 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0 0 + + + + + 0
114 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0 0 + + + + + 0
115 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0 + + + + + + 0
Urusan Wajib Non Pelayan Dasar Lingkungan Hidup
116 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup 0 0 0 + 0 0 0 0
117 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0 0 0 0 0 + 0 0
118 Program Peningkatan Pelayanan pendaftaran penduduk 0 0 0 0 0 + 0 0
119 Program Peningkatan pelayanan Pencatatan Sipil 0 0 0 0 0 + 0 0
Urusan Wajib Non Pelayan Dasar Administrasi kependudukan dan catatan sipil
120 Program Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Data/Informasi Kependudukan
0 0 0 0 0 + 0 0
121 Program Pengembangan dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan
berbasis Tehnologi Informasi 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0 0 0 0 + 0 1
124 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan 0 0 0 0 0 + 0 0
125 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 0 0 0 0 + 0 0
Urusan Wajib Non Pelayan Dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
126 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa U U U 0 0 0 0 0
127 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 0 0 0 0 0 0 0 0
128 Program pembinaan pengelolaan keuangan desa 0 0 0 0 0 0 0 0
129 Program Peningkatan Pemanfaatan SDA dan Pendayagunaan TTG 0 = = - 0 + 0 3
130 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 0 0 0 0 0 0 0 0
131 Program Keluarga Berencana 0 0 0 0 0 + + 0
132 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 0 0 0 0 0 ¥ ¥ 0
133 Program Pelayanan Kontrasepsi 0 0 0 0 0 + + 0
Urusan Wajib Non Pelayan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
134 Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR 0 0 0 0 0 0 + 0
135 Program Penyiapan Tenaga Pedamping Kelompok Bina Keluarga 0 0 0 0 0 0 + 0
136 Program Advokasi, Penyuluhan, Penggerakan dan Informasi 0 0 0 0 0 0 ' 0
137 Program Pengelolaan Data dan Informasi Serta Pengembangan, Peningkatan
Kualitas dan Pemanfaatan Sistem Informasi Keluarga 0 0 0 0 0 0 + 0
138 Program Pengendalian Penduduk 0 0 0 + 0 + + 0
139 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 0 0 0 - + 0 + 1
140 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 0 0 0 + + 0 + 0




141 Program peningkatan pelayanan angkutan 0 0 0 - + + + 1
9|Urusan Wajib Non Pelayan Dasar Perhubungan
142 Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas 0 0 0 0 0 0 + 0
143 Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintah 0 + + 0 0 0 0 0
144 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan PKB 0 0 0 + 0 + 0 0
145 Program Peningkatan Sarana PKB 0 0 0 + 0 + 0 0
146 Program Penyediaan Informasi Publik Pemerintah Daerah 0 0 0 0 0 0 0 0
147 Program Penyelenggaraan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah 0 0 0 0 0 0 0 0
148 Program Pengembangan Kemitraan dan Sarana Prasarana Lembaga Komunikasi
Publik dan Media 0 0 0 0 0 0 0 0
#|Urusan Wajib Non Pelayan Dasar Komunikasi dan Informatika
149 Program Pengembangan e-Government 0 0 0 0
150 Program Pengembangan Website Daerah 0 0 0 0 0 0 0 0
151 Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
0 0 + 0 0 0 0 0
152 Program Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi 0 0 + 0 0 0 0 0
153 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 0 0 0 0 0 + 0 0
154 Program Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif 0 0 0 0 0 + 0 0
155 Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif 0 0 0 0 0 + 0 0
#|Urusan Wajib Non Pelayan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
156 Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM 0 0 0 0 0 + 0 0
157 Program Pengendalian Inflasi Daerah + 0 0 0 0 + 0 0
158 Program Peningkatan dan Pengembangan Perekonomian Daerah 0 0 o - 0 + 0 2
159 Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi - - - _ 0 + 0 4
#|Urusan Wajib Non Pelayan Dasar Penanaman Modal
160 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 0 = = 0 + 0 3
161 Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 0 0 0 0 0 + 0 0
162 Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 0 0 0 0 0 + 0 0
163 Peningkatan Upa ya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
0 0 0 0 0 + 0 0
# |Urusan Wajib Non Pelayan Dasar Kepemudaan dan Olahraga
164 Pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga 0 0 0 0 0 0 0 0
165 Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 0 0 0 0 0 0 0 0
166 Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 0 0 0 - 0 0 0 1
167 Program pembinaan Kepemudaan 0 0 0 0 0 + 0 0
168 Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Sektoral 0 0 0 0 0 0 0 0
169 Program Penyelenggaraan Persandian untuk Keamanan Informasi 0 0 0 0 0 0 0 0
170 Pengelolaan Kekayaan Budaya 0 0 0 0 0 0 0 0
# [Urusan Wajib Non Pelayan Dasar Statistik
171 Pengelolaan Keragaman Budaya 0 0 0 0 0 0 + 0
# [Urusan Wajib Non Pelayan Dasar Persandian
172 Program adat budaya daerah bernuansa Islami(Agamis) 0 0 0 0 0 0 0 0
# [Urusan Wajib Non Pelayan Dasar Kebudayaan
173 Program Fasilitasi urusan Keagamaan 0 0 0 0 0 0 0 0
174 program pengembangan koleksi dan peningkatan kualitas layanan perpustakaan
0 0 0 0 0 0 0 0
175 Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan 0 0 0 0 0 0 0 0

*

Urusan Wajib Non Pelayan Dasar Perpustakaan




176 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 0 0 0 0 0 0 0 0
177 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Wajib Non Pelayan Dasar Kearsipan
178 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 0 0 0 0 0 0 0 0
180 Program peningkatan pembinaan dan pengawasan kearsipan 0 0 0 0 0 0 0 0
181 Program peningkatan arsip masuk desa 0 0 0 0 0 0 0 0
182 Program Peningkatan kualitas pelayanan informasi 0 0 0 0 0 0 0 0
183 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 0 + 0 - + + + 1
184 Program Pengembangan Perikanan Tangkap 0 - 0 _ + + + 2
Urusan Pilihan
Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
185 Program Pengembangan Sistem Penyuluhan 0 0 0 0 0 0 0 0
186 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 0 0 0 0 0 0 + 0
187 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perikanan 0 - 0 _ + + 0 2
188 Program Pengembangan Usaha-usaha Kecil Menengah Kecil Perikanan 0 0 0 - + + 0 1
189 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Perikanan 0 0 0 0 0 0 0 0
190 Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Perairan Umum + + + + + + 0 0
191 Program Penegakan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan
Sumberdaya Perikanan + + + + 0 + 0 0
192 Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya + + + - + +
193 Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap + + + _ + + + 1
194 Program Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat
Perikanan + + + 0 + + + 0
195 Program Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana Prasarana Perikanan 0 - - _ + + + B
196 Optimalisasi Usaha Perikanan 0 0 0 - + + + 1
197 Pengembangan Destinasi Pariwisata - - - - + + 0 4
198 Pengembangan Pemasaran Promosi Pariwisata 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pilihan Pariwisata
199 Pengembangan Kemitraan = = = 0 0 0 0 3
200 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan
0 = = - + + + B
201 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0 o o 0 0 + + 2
Urusan Pilihan Pertanian
202 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0 o o 0 0 + + 2
203 Program Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Peternakan 0 - - _ 0 + + B
204 Program Peningkatan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
0 0 0 0 0 0 + 0
205 Program Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Perkebunan dan Hortikultura
0 = = - 0 + 0 3
206 Program Penyediaan dan Pegembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
- 0 0 - 0 + 0 2
207 Program Peningkatan dan Pemberdayaan Penyuluh Pertanian 0 0 0 0 0 0 0 0
208 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan/ Peningkatan
hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen (sosialisasi ttg makanan
berbahaya) 0 0 0 0 0 0 + 0
209 Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pilihan Perdagangan
210 Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri 0 0 0 0 0 0 0 0
211 Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan ansongan 0 0 0 0 0 + 0 0
212 Program pengembangan Industri Kecil Menengah - - - _ 0 + 0 4
213 Program Peningkatan Kemampuan Pembinaan Teknologi Industri 0 0 0 + 0 + 0 0
Urusan Pilihan Perindustrian
214 Program Pengembangan Sentra-sentra industri potensial o o o - 0 + 0 4
215 Program peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah 0 0 0 0 0 0 0 0
216 Program penataan administrasi kewilayahan 0 0 0 0 0 0 0 0




Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang

Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang administrasi Pemerintahan

217 Program penanganan pengaduan masyarakat 0 0 0 0 0 0 0 0
218 Program penataan peraturan perundang-undangan + + + + 0 + 0 0
219 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan + + + + 0 + 0 0
220 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah + + + 0 0 0 0 0
221 Program peningkatan pelayanan kedinasan KDH/ WKDH 0 0 0 0 0 0 0 0
222 Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah + + + 0 0 0 0 0
223 Program penataan daerah otonomi baru 0 0 0 0 0 0 0 0
224 Program Penyelengga raan/pelaksanaa TugasTugas dan Operasional KDh dan
WKDh 0 0 0 0 0 0 0 0
225 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH dan WKDH 0 0 0 0 0 0 0 0
226 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 0 0 0 0 0 0 0 0
227 Program Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan dan Energi + + + 0 0 0 0 0
228 Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Bidang Energi* + + + 0 0 0 0 0
229 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan + + + + 0 + 0 0
230 Program Peningkatan Standar Operasional Prosedur (SOP) + + + 0 0 0 0 0
231 Program Peningkatan Pelayanan Terpadu 0 0 0 0 0 0 0 0
232 Program Peningkatan Pelayanan Publik 0 0 0 0 0 0 0 0
233 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 0 0 0 0 0 0 0 0
234 Program Pembinaan Pelayanan Administrasi Kecamatan 0 0 0 0 0 0 0 0
235 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan/Desa 0 0 0 0 0 0 0 0
236 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0 0 0 + 0 + 0 0
237 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah + + + 0 0 0 0 0
238 Program peningkatan sistem pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH + + + 0 0 0 0 0
239 Program peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH + + + 0 0 0 0 0
Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Pengawasan
240 Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan + + + 0 0 0 0 0
241 Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur
pengawasan + + + 0 0 0 0 0
242 Program Pemberantasan Praktek Pungutan Liar (Pungli) 0 0 0 0 0 0 0 0
243 Program Peningkatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
0 0 0 0 0 0 0 0
244 Program Penelitian dan Pengembangan + + + 0 0 0 0 0
245 Program Perencanaan Litbang Statistik 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Perencanaan
246 Program Perencanaan Litbang + + +
247 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keungan daerah 0 0 0 0 0 0 0 0
248 Program Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
0 0 0 0 0 0 0 0
249 Program Pengembangan data /informasi 0 0 0 0 0 0 0 0
250 Program Pengembangan data /informasi/Statistik Daerah 0 0 0 0 0 0 0 0
251 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0 0 0 0 0 + 0 0
252 Program Perencanaan Pengembangan bidang kota-kota menengah dan besar
0 0 0 0 0 + 0 0
253 Program Perencanaan Pengembangan bidang kota-kota kecil, menengah dan
besar 0 0 0 0 0 + 0 0
254 Program Perencanaan Infrastruktur Daerah 0 0 0 0 0 0 0 0
255 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 0 0 0 0 0 0 0 0
256 Program Perencanaan Sosial dan Budaya 0 0 0 0 0 0 0 0
257 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0 0 0 0 0 0 0 0
258 Program pengembangan data/informasi 0 0 0 0 0 0 0 0
259 Program kerjasama pembangunan + + + 0 0 0 0 0
260 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan + + + 0 0 0 0 0
261 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan 0 0 0 0 0 0 0 0
262 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
0 0 0 0 0 0 0 0
263 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Keuangan
264 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
0 0 0 0 0 0 0 0




265 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten / Kota

0 0 0 0 0 0 0 0
266 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0 0 0 0 0 0 0 0
267 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 0 0 0 0 0 0 0 0
268 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0 0 0 0 0 0 0 0
269 Program Peningkatan Kualitas Penerimaan ASN 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Kepegawaian

270 Program Peningkatan Kualitas Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian

0 0 0 0 0 0 0 0
271 Program Pindah / Purna Tugas 0 0 0 0 0 0 0 0
272 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 + 0 + 0 0
273 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 0 0 0 0 0 + 0 0
274 Program Pembinaan dan Pengembangan Keagamaan 0 0 0 0 0 0 0 0




Bidang Urusan Pemerintahan

Kondisi Lingk

Hidup

No D: k Efisiensi faat:
dan Program Prioritas Pembangunan DDDT a.mpa Jasa ekosistem | icT) PeMAniaatan o ahan iklim Kehati
resiko LH SDA
1 2
20 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan Menurunkan |Beresiko Menurunkan  |Tidak Berpengaruh Tidak Tidak
prasarana puskesmas pembantu dan jaringannya Berpengaruh Berpengaruh
35 Program Penyelenggaraan BLUD Menurunkan |Beresiko Menurunkan  |Tidak Berpengaruh Tidak Tidak
Berpengaruh Berpengaruh
36 Program Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK) Menaikkan Tldak_ Menaikkan Berpengaruh Tidak Tidak
Beresiko Berpengaruh Berpengaruh
37 Program pembangunan jalan dan jembatan Menaikkan Tudak‘ Menaikkan Berpengaruh Tidak Berpengaruh
Beresiko Berpengaruh
39 Program tanggap darurat jalan dan jembatan Menaikkan Tldak_ Menaikkan Berpengaruh Tidak Tidak
Beresiko Berpengaruh Berpengaruh
40 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Menaikkan Tudak‘ Menaikkan Berpengaruh Tidak Tidak
Beresiko Berpengaruh Berpengaruh
41 Prog_rar_n pengembefngan flan pengelolaan jaringan irigasi, rawa Menaikkan Tldak_ Menaikkan Berpengaruh Tidak Berpengaruh
dan jaringan pengairan lainnya Beresiko Berpengaruh
46 Program pengembangan wilayah perbatasan Menurunkan |Beresiko Menurunkan  |Tidak Berpengaruh Tidak Tidak
Berpengaruh Berpengaruh
49 Program Percepatan Pembangunan Sanitasi dan Pemukiman Menurunkan |Beresiko Menurunkan  |Berpengaruh Tidak Berpengaruh
Berpengaruh
50 Program Lingkungan Sehat Perumahan Menaikkan Tldak‘ Menaikkan Tidak Berpengaruh Tidak Tidak
Beresiko Berpengaruh Berpengaruh
51 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Menaikkan Tldak_ Menaikkan Tidak Berpengaruh Tidak Tidak
Beresiko Berpengaruh Berpengaruh
52 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Menaikkan Tldak‘ Menaikkan Tidak Berpengaruh Tidak Berpengaruh
Beresiko Berpengaruh
53 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Menaikkan Tldak_ Menaikkan Tidak Berpengaruh Tidak Tidak
Beresiko Berpengaruh Berpengaruh
54 Program Pemanfaatan Ruang Menurunkan |Beresiko Menurunkan  |Berpengaruh Berpengaruh Berpengaruh
58 Program Pengembangan Perumahan Menurunkan |Beresiko Menurunkan  |Berpengaruh Berpengaruh Berpengaruh
94 Program Pengelolaan Areal Pemakaman Menaikkan Tldak‘ Menaikkan Tidak Berpengaruh Tidak Tidak
Beresiko Berpengaruh Berpengaruh
107 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Menaikkan Tldak_ Menaikkan Berpengaruh Berpengaruh Berpengaruh
Perkebunan) Beresiko
110 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan Menaikkan Tudak‘ Menaikkan Tidak Berpengaruh Tidak Tidak
pemanfaatan tanah Beresiko Berpengaruh Berpengaruh
113 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Menaikkan Tldak_ Menaikkan Tidak Berpengaruh Tidak Tidak
Beresiko Berpengaruh Berpengaruh
123 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Menaikkan Tldak‘ Menaikkan Berpengaruh Tidak Berpengaruh
Beresiko Berpengaruh
129 Program Peningkatan Pemanfaatan SDA dan Pendayagunaan Menaikkan Beresiko Menaikkan Berpengaruh Tidak Berpengaruh
TTG Berpengaruh
139 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Menaikkan Tudak‘ Menaikkan Tidak Berpengaruh Tidak Tidak
Beresiko Berpengaruh Berpengaruh
158 Program Peningkatan dan Pengembangan Perekonomian Menaikkan Beresiko Menaikkan Berpengaruh Tidak Dapat
Daerah Berpengaruh berpengaruh
166 Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Menaikkan Beresiko Menaikkan Dapat Berpengaruh Tidak Dapat
Berpengaruh berpengaruh
183 Program Pengembangan Budidaya Perikanan Menaikkan Beresiko Menaikkan Dapat Berpengaruh Tidak Dapat
Berpengaruh berpengaruh
184 Program Pengembangan Perikanan Tangkap Menaikkan Beresiko Menaikkan Dapat Berpengaruh Tidak Dapat
Berpengaruh berpengaruh
187 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perikanan Menaikkan Beresiko Menaikkan Dapat Berpengaruh Tidak Dapat
Berpengaruh berpengaruh
188 Program Pengembangan Usaha-usaha Kecil Menengah Kecil Menaikkan Beresiko Menaikkan Dapat Berpengaruh Tidak Dapat
Perikanan Berpengaruh berpengaruh
192 Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya Menaikkan Beresiko Menaikkan Dapat Berpengaruh Tidak Dapat
Berpengaruh berpengaruh
193 Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap Menaikkan Beresiko Menaikkan Dapat Berpengaruh Tidak Tidak
Berpengaruh berpengaruh
195 Pro_gram Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana Prasarana Menaikkan Beresiko Menaikkan Dapat Berpengaruh Tidak Dapat
Perikanan Berpengaruh berpengaruh
196 Optimalisasi Usaha Perikanan Menaikkan Beresiko Menaikkan Dapat Berpengaruh Tidak Tidak
Berpengaruh berpengaruh
197 Pengembangan Destinasi Pariwisata Menaikkan Beresiko Menaikkan Berpengaruh Tidak Dapat
Berpengaruh berpengaruh
200 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Menaikkan Beresiko Menaikkan Berpengaruh Tidak Dapat
Tanaman Pangan Berpengaruh berpengaruh
201 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Menaikkan Beresiko Menaikkan Dapat Berpengaruh Tidak Dapat
Berpengaruh berpengaruh
203 Program Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Peternakan Menaikkan Beresiko Menaikkan Berpengaruh Tidak Dapat
Berpengaruh berpengaruh
205 Program_Penlngkatan Produksi dan Mutu Tanaman Perkebunan Menaikkan Beresiko Menaikkan Berpengaruh Ada Dapat
dan Hortikultura berpengaruh
206 Progra-m Penyediaan dan Pegembangan Prasarana dan Sarana Menaikkan Beresiko Menaikkan Dapat Berpengaruh Tidak Dapat
Pertanian Berpengaruh berpengaruh
212 Program pengembangan Industri Kecil Menengah Menurunkan |Beresiko Menurunkan  |Berpengaruh Tidak Dapat
Berpengaruh berpengaruh
214 Program Pengembangan Sentra-sentra industri potensial Menurunkan |Beresiko Menurunkan  |Berpengaruh Tidak Dapat
Berpengaruh berpengaruh




No

Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan

Deskripsi / Telaah pengaruh

Alternatif

Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Urusan Wajib Pelayan Dasar

20 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan Telaahan pengaruh terhadap Program ini lebih dikarenakan Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan
prasarana puskesmas pembantu dan jaringannya belum keluarnya perizinan untuk operasional 2 incenator yang |Prasarana Puskesmas Pembantu dan Jaringannya:
ada di puskesmas Sungai Pandan dan Banjang Penyelesaian Perizinan Operasional 2 Incenerator oleh
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

35 Program Penyelenggaraan BLUD Telaahan pengaruh terhadap Program ini lebih dikarenakan Program Penyelenggaraan BLUD: Penyelesaian Perizinan
belum keluarnya perizinan untuk operasional 1 incenator yang |Operasional 1 Incenerator oleh Kementerian Lingkungan Hidup
ada di RSUD Pambalah Batung dan Kehutanan

3|Urusan Wajib Pelayan Dasar Pekerjaan Umum dan P Ruang

36 Program Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK)

Program Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK), Program Program Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK), Program
pembangunan jalan dan jembatan dan Program peningkatan  |pembangunan jalan dan jembatan dan Program peningkatan

37 Program pembangunan jalan dan jembatan sarana dan prasarana kebinamargaan : 1) akan menimbulkan |sarana dan prasarana kebinamargaan diharapkan
pencemaran air; 2) akan menimbulkan limbah padat pada saat |:1.Melakukan penyiraman saat kegiatan 2) membuang sisa-sisa
kontruksi, 3) menimbulkan limbah B3 4) tertutupnya saluran  |bangunan ketempat pembuatanagan akhir sampah 3.

20 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan air/drainase terhambat; 4) meningkatnya Rerubahan ) Membuang limbah b3 ke tempat yang sesuai 4. p?mbuatan
penggunaan lahan, 5) serta menurunnya sistem tata air; gorong-gorong atau box culvaert dan saluran drainase yang
sehingga akan mengganggu efesiensi pemanfaatan SDA sesuai dengan kondisi lapangan; 4. Pengetatan penggunaan
dankehati lahan ; 5. meningkatkan pengawasan/pengendalian bangunan.

41 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa |Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa

dan jaringan pengairan lainnya dan jaringan pengairan lainnya 1. Akan menaikkan pirit, 2. dan jaringan pengairan lainnya diharapkan: Ketinggian badan
carbon-carbon saat bungkaran gambut akan menimbulkan gas |irigasi harus lebih tinggi dari ketinggian air maksimum, desain
rumah kaca 3. perubahan penggunaan lahan 4. akan irigasi memperhitungkan kontur tanah setempat.
berkurangnya spesies tertentu

46 Program pengembangan wilayah perbatasan Program pengembangan wilayah perbatasan akan Program pengembangan wilayah perbatasan diharapkan: 1.
menimbulkan 1. Perubahan penggunaan lahan 2. Pembangunan dengan sistem panggung dan 2. pembuatan
mempengaruhi tata air 3. mempengaruhi ekosistem sistem aliran air yang baik (Pematusan)

49 Program Percepatan Pembangunan Sanitasi dan Pemukiman Program Percepatan Pembangunan Sanitasi dan Pemukiman Program Percepatan Pembangunan Sanitasi dan Pemukiman
menimbulkan: 1. kurangnya Ketersediaan tempat untuk diharapkan: Masyarakat menyediakan lokasi untuk
pembangunan sanitasi ( sampah, limbah, dan drainase) menyediaan sapras untuk sanitasi di pemukiman

52 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku akan Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku diharapkan: 1.
menimbulkan: 1. Limbah hasil olahan yang di buang ke badan |membuat kajian air limbah 2. ketersediaan lahan untuk
sungai akan menurunkan kualitas air 2. ketersediaan lahan penyediaan Sarana pengelolaan dan pengolahan air baku dan
untuk pembangunan sarana dan pengelohan air baku 3. limbah
menghasilkan limbah B3

54 Program Pemanfaatan Ruang Program Pemanfaatan Ruang akan menimbulkan: 1. alih fungsi |Program Pemanfaatan Ruang diharapkan 1. pemanfaatan
lahan 2. perubahan ekosistem sesuai dengan peruntukannya

58 Program Pengembangan Perumahan Program Pengembangan Perumahan akan menimbulkan Program Pengembangan Perumahan perlu pembuatan IPAL/
1)dengan bertambahnya perumahan akan meningkatkan septiktank, RTH, Drainase, subdrainase (Drainase bawah
pencemaran, 2) akan meningkatnya volume limbah padat dan |tanah),TPS, sumur resapan, hidrand dan pengetatan perizinan
cair, 3) pengurukan lahan didaerah rawa akan mengurangi perumahan pada areal tertentu, peningkatan kualitas rumah
daerah resapan air dan 4) perubahan alih fungsi lahan 5) tidak layak huni. Dan menyediakan alokasi lahan untuk PSU (
Perubahan ekosistem prasarana, sarana dan utilitas umum)

6/Urusan Wajib Pelayan Dasar Sosial

94 Program Pengelolaan Areal Pemakaman Telaaahan Pengaruh terhadap program ini lebih dikarenakan 2 |Program Pengelolaan Areal Pemakaman: Kedepannya
faktor yaitu: budaya masyarakat yang kebanyakan Pemakaman penduduk akan di jadikan menjadi 1 kawasan
memakamkan anggota keluarganya di lingkungan tempat Tempat Pemakamam Umum (TPU) di setiap Kecamatan (10
tinggal dan faktor yang ke dua adalah pemeliharaan Taman kecamatan). Terkait pemeliharaan TMP perlu dikendalikan
Makam Pahlawan (TMP) aktifitas pertambangan yang berada di belakang TMP, karena

apabila dibiarkan akan menimbulkan longsor terhadap
kawasan TMP tersebut dan perlu tindakan sipil teknis untuk
melindunginya. selain itu juga perlujuga dibuatkan regulasi
regulasi hukum untuk pemakaman umum (Perbup atau Perda)
2|Urusan Wajib Non Pelayan Dasar Pemt y F dan Perlind Anak
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan) |Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Penggunaan pupuk dan pestisida organik, peningkatan luas

107 Perkebunan) berdampak terhadap lingkungan disebabkan pertanian padi organik
penggunaan pupuk dan pestisida kimia/anorganik

6|Urusan Wajib Non Pelayan Dasar A i kependudukan dan catatan sipil

123 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Telaahan pengaruh program ini adalah pengaruh kegiatan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan:
perkebunan sawit di kabupaten HSS yang menyebabkan Perlu upaya pengembalian tata air di kawasan paminggir
terbatasnya sumber daya air di wilayah kecamatan paminggir

129 Program Peningkatan Pemanfaatan SDA dan Pendayagunaan TTG Telaahan pengaruh program ini adalah pengaruh kegiatan Program Peningkatan Pemanfaatan SDA dan Pendayagunaan
perkebunan sawit di kabupaten HSS yang menyebabkan TTG: Perlu upaya pengembalian tata air di kawasan paminggir
keringnya wilayah kecamatan paminggir

11|Urusan Wajib Non Pelayan Dasar Kop i, Usaha Kecil dan h
158 Program Peningkatan dan Pengembangan Perekonomian Daerah Program pengembangan pasar daerah memberikan resiko Pemanfaatan lahan harus sesuai dengan pola ruang di tata
(diganti menjadi: "Program Pengembangan Pasar Daerah") dampak terhadap lingkungan hidup terkait dengan ruang daerah, harus dibangun TPS di setiap pasar, ada
pemanfaatan lahan untuk pembangunan pasar, serta terkait penampungan/pengelolaan limbah cair
dengan pengelolaan persampahan, limbah cair

=

3

Urusan Wajib Non Pelayan Dasar

dan Olahraga




166 Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Peningkatan sarana dan prasarana olahraga ini berpotensi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga:
merubah kawasan pertanian yang ada menjadi kawasan sport |perubahan kawasan pertanian menjadi kawasan sport centre
centre, selain itu juga kawasan sport centre ini masih sebenarnya tidak bermasalah, karena kawasan pertanian yang
kekurangan penghijauan (taman) ada di sekitar kawasan tersebut adalah kawasan pertanian
yang bisa di alih fungsi. Perlunya dibuat desain kawasan
(masterplan) sport centre, sehingga pembangunan venue
olahraga dapat lebih terarah dan dapat diarahkan menjadi
kawasan Sport Centre yang Hijau.
2| 18|Urusan Wajib Non Pelayan Dasar Kearsipan
183 Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program pengembangan budidaya perikanan berdampak Penerapan CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik), Pembuatan

terhadap penurunan kualitas tanah dan air disebabkan kolam harus sesuai dengan peruntukkan lahan di tata ruang

penggunaan pakan, pembuatan kolam di lahan rawa

184 Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program Pengembangan Budidaya Perikanan berdampak Penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan contoh
terhadap ekosistem perairan akibat penggunaan alat tangkap |penggunaan jaring insang, rengge, lalangit, lunta dll
yang tidak ramah lingkungan contoh penggunaan tuba,
setrum,

3 Urusan Pilihan
3| 1|Urusan Pilihan dan P

187 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perikanan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perikanan, Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perikanan,
Program Pengembangan Usaha-usaha Kecil Menengah Kecil Program Pengembangan Usaha-usaha Kecil Menengah Kecil

188 Program Pengembangan Usaha-usaha Kecil Menengah Kecil Perikanan, Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Perikanan, Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan

Perikanan Budidaya, Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya, Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan
Tangkap, Program Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana Tangkap, Program Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana

192 Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya Prasarana Perikanan dan Optimalisasi Usaha Perikanan dapat |Prasarana Perikanan dan Optimalisasi Usaha Perikanan
menimbulkan: 1. penurunan kualitas air dari sisa makanan ikan |diharapkan: 1. Pemberian pakan yang sesuai dengan daya

193 Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap di tambak dan keramba, 2. penggunaan alat tangkap yang tampung ikan 2. penggunaan alat tangkap yang ramah
tidak ramah lingkungan 3. penggunaan bahan pengawet yang |(lingkungan 3. penggunaan bahan pengawit alami 4. Perlu
berbahaya 4. menghasilkan limbah cair dan padat 5. penampungan limbah cair dan padat 5. pembuatan tambak

195 Pro_gram Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana Prasarana perubahan fungsi lahan pertanian menjadi usaha perikanan. 6. |yang sesuai dengan peruntukannya 6. penangkapan ikan yang

Perikanan pengkapan overfhising tidak melebihi kemampuan daya dukung generasi

196 Optimalisasi Usaha Perikanan

197 Pengembangan Destinasi Pariwisata Pengembangan Destinasi Pariwisata menimbulkan: 1. Pengembangan Destinasi Pariwisata diharapkan: Sesuai
perubahan fungsi lahan 2. Limbah padat dan cair dari dengan peruntukannya 2. Penyediaan tempat-tempat
pengunjung atau bangunan sarana dan prasarana penunjang  |penampungan sampah dan ipal 3. memanfaatkan sarana dan
pariwisata 3. penyediaan Sarana dan prasarana penunjang prasarana berbasis masyarakat
pariwisata

3| 2|Urusan Pilihan Pariwisata
200 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Penggunaan pupuk dan pestisida organik, peningkatan luas
Pangan Tanaman Pangan berdampak terhadap lingkungan disebabkan |pertanian padi organik
penggunaan pupuk dan pestisida kimia/anorganik
201 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Tidak berpengaruh terhadap lingkungan
3| 3|Urusan Pilihan Pertanian

203 Program Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Peternakan Program Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Peternakan Perlu penerapan GPF ( Good Practice Farming) yaitu beternak
berdampak dengan lingkungan khususnya yang berdekatan secara baik
dengan lokasi permukiman

205 Program Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Perkebunan Program Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Kajian AMDAL

dan Hortikultura Perkebunan dan Hortikultura berdampak terhadap penurunan
kualitas air dan tanah serta Pembukaan lahan untuk
perkebunan secara luas dapat berakibat terhadap perubahan
iklim dan biodiversity

206 Program Penyediaan dan Pegembangan Prasarana dan Sarana Program Penyediaan dan Pegembangan Prasarana dan Sarana |Perawatan alat/mesin secara berkala

Pertanian Pertanian berdampak disebabkan penggunaan alat/mesin
bermotor yang menggunakan bahan bakar fosil yang bisa
mencemari tanah pertanian

3| 4|Urusan Pilihan Perdagangan

212 Program pengembangan Industri Kecil Menengah Program pengembangan Industri Kecil Menengah dapat Penggunaan pewarna alami
menyebabkan turunnya kualitas air dan tanah yang
disebabkan oleh industri rumah tangga contoh penggunan
pewarna pada kerajinan anyaman purun dan eceng gondok

3| 5|Urusan Pilihan Perindustrian
214 ‘ Program Pengembangan Sentra-sentra industri potensial




REKOMENDASI LINGKUNGAN

Program Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK), Program pembangunan jalan dan jembatan
dan Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan diharapkan: a). Melakukan
penyiraman jalan saat kegiatan b)) membuang sisa-sisa bangunan ketempat pembuangan
akhir sampah c¢). Membuang limbah b3 ke tempat yang sesuai d). pembuatan gorong-
gorong atau box culvert yang sesuai dengan kondisi lapangan dan saluran drainase
sepanjang jalan; e). Pengetatan penggunaan lahan ; f). meningkatkan
pengawasan/pengendalian bangunan. g) Penghijauan kiri kanan jalan

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan
lainnya diharapkan: a). Ketinggian badan irigasi harus lebih tinggi dari ketinggian air
maksimum, b). pembuatan irigasi mempertimbangkan elevasi dan pengendalian tata air
untuk kepentingan ekonomis dan ekologis.

Program pengembangan wilayah perbatasan diharapkan: a). Pembangunan dengan sistem
panggung dan b). pembuatan sistem aliran air yang baik (Pematusan)

Program Percepatan Pembangunan Sanitasi dan Pemukiman diharapkan: Masyarakat
berkontribusi menyediakan lokasi untuk penyediaan sapras untuk sanitasi yang dihibahkan
kepada pemerintah satu paket sanitasi untuk 5-10 kepala keluarga.

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku diharapkan: a). membuat fasilitas
pengelolaan dan pengolahan limbah sludge b). ketersediaan lahan untuk penyediaan sarana
pengelolaan dan pengolahan air baku

Program Pemanfaatan Ruang harus sesuai dengan rencana tata ruang dan DDDT

Program Pengembangan Perumahan perlu a). pembuatan IPAL/ septiktank kedap air, RTH,
Drainase, TPS, sumur resapan, hidrand, b). pengetatan perizinan lingkungan perumahan c).
mengalokasikan lahan untuk PSU ( prasarana, sarana dan utilitas umum)

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perikanan, Program Pengembangan Usaha-
usaha Kecil Menengah Kecil Perikanan, Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan
Budidaya, Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap, Program Penyediaan dan
Pemanfaatan Sarana Prasarana Perikanan dan Optimalisasi Usaha Perikanan diharapkan: a).
Konversi pakan yang sesuai tumbuh kembang ikan b). penggunaan bahan pengawet alami c).
Perlu penampungan limbah cair dan padat d). pembuatan kolam ikan yang sesuai dengan
daya dukung lahannya dan e). penangkapan ikan yang tidak melebihi kemampuan daya
dukung generasi

Pengembangan Destinasi Pariwisata diharapkan: a). Pemanfaatan kawasan wisata Sesuai
dengan peruntukannya b). Pengelolaan sampah c). memanfaatkan sarana dan prasarana
berbasis masyarakat dan d) pemasangan himbauan masyarakat sadar wisata



Rekomendasi Bidang Ekonomi

Program Pengembangan Pasar Daerah, pemanfaatan lahan harus sesuai dengan Tata
Ruang, harus dibangun TPS di setiap pasar, ada pengelolaan limbah.

Program Pengembangan Budidaya Perikanan harus menerapkan CBIB (Cara Budidaya
Ikan yang Baik), Pembuatan kolam ikan harus sesuai dengan peruntukkan lahan dan
tata kelola air.

Program Pengembangan Perikanan Tangkap, harus memperhatikan Penggunaan alat
tangkap yang ramah lingkungan contoh penggunaan jaring insang, rengge, lalangit,
lunta dll ( digabung dengan Rekomendasi dari Pokja Lingkungan)

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan, harus
memperhatian bibit unggul, penggunaan pupuk dan pestisida sesuai dosis serta
dikombinasikan dengan pupuk dan pestisida organik dan peningkatan luas pertanian
padi organik.

Program Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Peternakan perlu penerapan GPF (
Good Practice Farming) yaitu Cara beternak dengan baik.

Program Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Perkebunan dan Hortikultura
perlu adanya kajian lingkungan sesuai dengan luas lahan yang akan diusahakan.
Program pengembangan Industri Kecil Menengah, perlu penggunaan pengawet,
penyedap dan pewarna alami yang tidak berbahaya dalam proses pembuatan

produk dan pengelolaan limbah produksi yang ramah lingkungan.



Rekomendasi
Kelompok Sosial Budaya

. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas
Pembantu dan Jaringannya=» Penyelesaian Perizinan Operasional 2 Incenerator yang
ada di Kecamatan Sungai Pandan dan Banjang oleh Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan

. Progran Penyelenggaraan BLUD =» Penyelesaian Perizinan Operasiona 1
Incenerator yang ada di RSUD Pambalah Batung oleh Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan

. Program Pengelolaan Areal Pemakaman =» Kedepannya Pemakaman penduduk akan
di jadikan menjadi 1 kawasan Tempat Pemakamam Umum (TPU) di setiap
Kecamatan (10 kecamatan). Terkait pemeliharaan TMP perlu dikendalikan aktifitas
pertambangan yang berada di belakang TMP, karena apabila dibiarkan akan
menimbulkan longsor terhadap kawasan TMP tersebut dan perlu tindakan sipil teknis
untuk melindunginya. Selain itu juga perlu dibuatkan regulas hukum untuk
pemakaman umum (Perbup atau Perda).

. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdessan = Perlu upaya
pengembalian tata air melaui pembuatan sipil teknis sekat kanal pada kawasan-
kawasan tertentu.

. Program Peningkatan Pemanfaatan SDA dan Pendayagunaan TTG = Perlu upaya
pengembalian tata air melaui pembuatan sipil teknis sekat kanal pada kawasan-
kawasan tertentu serta peningkatan SDM masyarakat dalam pemanfaatan SDA.

. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga =» perubahan kawasan
pertanian menjadi kawasan sport centre sebenarnya tidak bermasalah, karena kawasan
pertanian yang ada di sekitar kawasan tersebut adalah kawasan pertanian yang bisa di
alih fungsi. Perlunya dibuat desain kawasan (masterplan) sport centre yang seluas + 7
ha, sehingga pembangunan venue olahraga dapat |ebih terarah dan dapat diarahkan
menjadi kawasan Sport Centre yang Hijau dan ramah lingkungan.



FGD KLHS

Aula Bappelitbang Kab.HSU, 13-15 Pebruari 2018
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Nomor
Lamp
Perihal

c;c?éoor/uebng /Voppeitnng /200 Amuntai,2§Pebruari 2018

tu) lembar

: Konsultasi Publik KLHS RPJMD

Kab. HSU 2017-2022
Kepada Yth.

Daftar Undangan Terlampir

di-
Tempat

Sehubungan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 — 2022,
dan dalam rangka untuk memenuhi amanat Undang — Undang Nomor 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan
Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis, maka dalam Undang-Undang dan Peraturan
Pemerintah tersebut diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah WAJIB
melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ke dalam penyusunan
RPJMD. Penyusunan KLHS RPJMD ini dibuat untuk memastikan bahwa prinsip
pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam
pembangunan suatu wilayah.

Berdasarkan hal tersebut, dengan ini Bapak/Ibu/sdr(i) diundang berhadir
pada acara Konsultasi Publik penyusunan KLHS RPJMD Kab. HSU Tahun 2017 —
2022, yang akan di laksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa /06 Maret 2018
Waktu : 09.00 Wita — selesai
Tempat : Aula Bappelitbang Lantai 2

Demikian disampaikan atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih.
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DAFTAR LAMPIRAN UNDANGAN
FORUM KONSULTASI PUBLIK
KLHS RPJMD KAB. HSU TAHUN 2017-2022

Sekretaris Daerah Hulu Sungai Utara

Ketua Komisi | DPRD Kab. HSU

Ketua Komisi Il DPRD Kab. HSU

Ketua Komisi Ill DPRD Kab. HSU

Asisten Pemerintahan dan Kesra

Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Kepala Inspektur Kab. HSU

Kepala Bappelitbang Kab. HSU

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah

. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

. Kepala Dinas Pendidikan

. Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata

. Kepala Dinas Kesehatan

. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

. Kepala Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran

. Kepala Dinas Penanaman Modal, Palayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil
. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

. Kepala Dinas Perhubungan

. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
. Kepala Dinas Ketahanan Pangan

. Kepala Dinas Pertanian

. Kepala Dinas Perikanan

. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
. Kepala Dinas Sosial

. Ketua Tim Penggerak PKK Kab. HSU

. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

. RSUD Pembalah Batung

. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA

. Kepala Bagian Pembangunan

. Camat Babirik

. Camat Amuntai Tengah

. Camat Amuntai Utara

. Camat Amuntai Selatan

. Camat Sungai Pandan

. Camat Sungai Tabukan

. Camat Danau Panggang

. Camat Paminggir

. Camat Banjang

. Camat Haur Gading

. Ketua STIQ Rasidiyah Khalidiyah Amuntai
. Ketua STAI Rasidiyah Khalidiyah Amuntai



49.
50.
S
82.
53.
. Yayasan Dinamika Indonesia Swadaya (YDIS)
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Ketua Sekolah Tinggi llmu Administrasi Amuntai
Ketua Sekolah Tinggi llmu Pertanian Amuntai
Ketua Gapensi Kab. HSU

Drs. H. Alfian Noor d/a Kebun Sari Amuntai

Drs. H. Syukeri Usman d/a Kebun Sari

Ketua Pemuda Pancasila Kab. HSU

Ketua IWAPI Kab. HSU

LSM Seima Jaya Amuntai d/a JI. Negara Dipa No 581 Kel. Sungai Malang Amuntai
Forum Komunitas Hijau (FKH) Rarawa Kab. HSU

Forum Masyarakat Peduli Sungai (Melingai) Kab. HSU

Tim Penyusunan KLHS RPJMD 2017-2022



DAFTAR HADIR KONSULTASI PUBLIK
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS ( KLHS) RPJMD
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Hari/Tanggal : Selasa 06 Maret 2018

TAHUN 2018

Pukul : 09.00 Wita — Selesai

Tempat - Aula BAPPELITBANG Kab. HSU
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DAFTAR TANDA TERIMA UNDANGAN
KONSULTASI PUBLIK KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP

STRATEGIS (KLHS) RPJMD
TAHUN 2018
NO. NAMA INSTANSI TANDA TANGAN

1. Sekretaris Daerah

2 Asisten Pemerintahan dan
Kesra

3 Asisten Perekonomian dan
Pembangunan

4. U{a Bagian Perekonomian
Dan SDA

50 Bagian Pembangunan dan

W \ON A‘\f\k Pengembangan Infrastruktur

6. | M. YMYA Sekretariat DPRD

¥ W) Fanirls s Badan Pengelolaan Keuangan M .............
dan Aset Daerah

8 |V [QL@% Dinas Penanaman Modal, @ | ......... /é.. .............
Palayanan Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja %/

9. “I\{N\A\. Badan Kepegawaian, | 7 ... ...
Pendidikan dan Pelatihan

: i/ 1
10. [ Teh RSUD Pambalah Batung | ... MWV}, 7 -
9 /3 99\3

11 Dinas Perpustakaan dan M(\.‘A‘HH‘M’

Kearsipan
£ 2.8
2. |1y, ey Dinas Komunikasi dan | .Z5(... BIE

Informatika




NO. NAMA INSTANSI TANDA TANGAN
13. | |Chgam Dinas Pertanian
14, M,‘. Aff‘ Badan Pengelolaan Pajak dan
Retribusi Daerah
15. | Risn o INSPEKTORAT
16. | Neo™ Analion-£- | Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan
Pertanahan
17 | Quliah { Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan
Usaha Kecil
18. \{ A 24eur Dinas Perhubungan
19, AR Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
20, | HhEnd KESBANGPOL
21 SATPOL PP dan Pemadam
H. Bko PLMW Kebakaran
22 ‘H@\ Hi M Dinas Ketahanan Pangan
23. | Soamgun, Dinas Perumahan, Kawasan
Pemukiman dan Lingkungan
Hidup
24 | M. z'ﬂ d ;Z}AaJ » | Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak
25. | ol Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
26. ﬂ”"g""" Pornrd, Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa




NO. NAMA INSTANSI TANDA TANGAN
27. | NORCAVAH Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil
28. Mrebian Dinas Kesehatan
29. | Dimsans Dinas Pendidikan
30. n Diw Dinas Perikanan
31. /f} b R S
32, ﬂr mp.d‘;an to. Dinas Kepemudaan, Olah Raga

dan Pariwisata
33. MW e Kecamatan Amuntai Tengah
34. Kecamatan Amuntai Selatan | ........ BOC ............
35. Kecamatan Amuntai Utara | ...... A ...

= Alc
36. Kecamatan Babirik | ...
37 Kecamatan Danau Panggang | ......... At’c' ...........
38. Kecamatan Haur Gading k"" .............
ACC

39. Kecamatan Sungai Tabukan | ................ ...
40. Kecamatan Paminggir | ... .. e




NO. NAMA INSTANSI TANDA TANGAN
41. Kecamatan Banjang
{
42, MD, W"U Kecamatan Sungai Pandan
43. T A Ketua Tim Penggerak PKK
44, \’\an’s F.:. Jiuql,\ Sekolah Tinggi Ilmu
Administrasi Amuntai
45. M-IO\\O&! Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian
Amuntai
46. STIQ Rasidiyah Khalidiyah
HMM Amuntai
47. | Maheonde e STAI Rasidiyah Khalidiyah
Amuntai
48. Drs. H. Alfian Noor
49, Acc Drs. H. Syukeri Usman | ..... Hee =
50. Yayasan Dinamika Indonesia 5 M ...............
Swadaya (YDIS)
31 LSM Seima Jaya
52. Ketua Gapensi Kab. HSU | ....... Aoe
53. KetuaIwapi Kab. HSU | ............N...........
54. Ketua Pemuda PancasilaKab. | .......A4Ae...............
HSU |
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57. Kepala Bappelitbang
58. Sekretaris Bappelitbang
59 Sekretariat Bappelitbang
60. Bidang Perencanaan Ekonomi, | ...<f-..... l?-};‘.
SDA dan Infrastruktur
Bappelitbang
61. Bidang Perencanaan Sosial,
Budaya dan Pembangunan
Manusia Bappelitbang
62. Bidang Perencanaan, Evaluasi
dan Informasi Pembangunan
Daerah Bappelitbang
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PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN

DAN PENGEMBANGAN

(BAPPELITBANG)
J. Ahmad Yani, No.12 Telp./Fax (0527) 62773, Amuntai Kode Pos 71414

NOTULEN

Acara :  Forum Konsultas Publik Kagjian Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPIMD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 — 2022

Hari / Tanggal . Selasa/06 Maret 2018

Waktu rapat : 09.00 Wita- selesai

Tempat : AulaBappelitbang Lantai 11
Pimpinan Acara . Kepala Bappelitbang Kab. HSU

Peserta Rapat Para Anggota Dewan

Para Kepala Badan, Dinas dan Bagian di Kab. HSU

Para Camat

Para Akademisi

Gapensi/Pengusaha

L SM dan tokoh masyarakat

Para Komunitas Pecinta Lingkungan

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel, dan

8 (delapan) Bappeda Kabupaten Tetangga

Maksud Kegiatan . Menerima saran dan masukan dari semua stakeholder yang
hadir saat ini untuk penyempurnaan dokumen KLHS RPIMD
Kabupaten Hulu Sungai Utara

Susunan Acara dan Hasl| . Terlampir

©WoOoNokwh P

Amuntai, Maret 2018

Notulen



BERITA ACARA

FORUM KONSULTASI PUBLIK
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPIMD)
KABUPATEN HUL U SUNGAI UTARA
2017 — 2022

Pada hari ini Selasa tanggal Enam bulan Maret tahun Dua Ribu Delapan Belas,
bertempat di Aula Bappelitbang, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara
menyelenggarakan acara Forum Konsultas Publik Kaian Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPIMD) Kabupaten Hulu
Sungal Utara Tahun 2017 — 2022.

Acaraini dihadiri oleh Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kepala SKPD,
Camat, Tim Pokja KLHS RPIMD Kab. HSU tahun 2017 — 2022, Tim Tenaga Ahli, LSM,
Swasta, Akademisi dan Bappeda Kabupaten tetangga dengan agenda meminta persetujuan
para pemangku kepentingan (stakeholders) terkait, terhadap rekomendasi KLHS untuk
diintegrasikan ke dalam Rancangan RPIJMD Kabupaten Hulu Sunga Utara. Hasil
rekomendass KLHS RPIMD 2017 — 2022 terkait tiga pilar pembangunan berkelanjutan
(Lingkungan, Ekonomi dan Sosial Budaya) adalah sebagai berikut :

A. ASPEK LINGKUNGAN

1. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK), Program pembangunan jalan dan
jembatan dan Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
diharapkan:

a) Pembuatan gorong-gorong atau box culvert yang sesuai dengan kondisi
lapangan dan saluran drainase sepanjang jalan;
b) Penghijauan kiri kanan jalan
2. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan
pengairan lainnya diharapkan:
a) Ketinggian badan irigasi harus lebih tinggi dari ketinggian air maksimum,
b) Pembuatan irigasi mempertimbangkan elevasi dan pengendalian tata air untuk
kepentingan ekonomis dan ekologis.
c) Pengendalian Tata Air Ekosistem Gambut dan Rawa
3. Program pengembangan wilayah perbatasan diharapkan:
a) Pembangunan dengan sistem panggung dan
b) Pembuatan sistem aliran air yang baik (Pematusan)

4. Program Percepatan Pembangunan Sanitass dan Pemukiman diharapkan:
Masyarakat berkontribusi menyediakan lokasi untuk penyediaan sapras untuk
sanitasi yang dihibahkan kepada pemerintah satu paket sanitasi untuk 5-10 kepala
keluarga.

5. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku diharapkan:

a) Membuat fasilitas pengel olaan dan pengolahan limbah sludge

b) Ketersediaan lahan untuk penyediaan sarana pengelolaan dan pengolahan air
baku

Program Pemanfaatan Ruang harus sesuai dengan rencanatata ruang dan DDDT

Program Pengembangan Perumahan perlu:

No



a) Pembuatan IPAL/ septiktank kedap air, RTH, Drainase, TPS, sumur resapan,
hidrand,

b) Pengetatan perizinan lingkungan perumahan

c) Mengalokasikan lahan untuk PSU ( prasarana, sarana dan utilitas umum)

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perikanan, Program Pengembangan

Usaha-usaha Kecil Menengah Kecil Perikanan, Program Pengelolaan Sumberdaya

Perikanan Budidaya, Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap,

Program Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana Prasarana Perikanan  dan

Optimalisasi Usaha Perikanan diharapkan:

a) Konvers pakan yang sesuai tumbuh kembang ikan

b) Penggunaan bahan pengawet alami

c) Perlu penampungan limbah cair dan padat

d) Pembuatan kolam ikan yang sesuai dengan daya dukung lahannya dan

€) Penangkapan ikan yang tidak melebihi kemampuan daya dukung generasi

Pengembangan Destinasi Pariwisata diharapkan:

a) Pemanfaatan kawasan wisata Sesuai dengan peruntukannya

b) Pengelolaan sampah

c) Memanfaatkan sarana dan prasarana berbasis masyarakat dan

d) Pemasangan himbauan masyarakat sadar wisata

B. ASPEK EKONOMI

1

2.

Program Pengembangan Pasar Daerah, pemanfaatan lahan harus sesuai dengan
Tata Ruang, harus dibangun TPS di setiap pasar dan ada pengelolaan limbah.
Program Pengembangan Budidaya Perikanan harus menerapkan CBIB (Cara
Budidaya lkan yang Baik), Pembuatan kolam ikan harus sesua dengan
peruntukkan lahan dan tatakelola air.

Program Pengembangan Perikanan Tangkap, harus memperhatikan Penggunaan
alat tangkap yang ramah lingkungan contoh penggunaan jaring insang, rengge,
lalangit, luntadll

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan, harus
memperhatian bibit unggul, penggunaan pupuk dan pestisida sesuai dosis serta
dikombinasikan dengan pupuk dan pestisida organik dan peningkatan luas
pertanian padi organik.

Program Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Peternakan perlu penerapan GPF
(Good Practice Farming) yaitu Cara beternak dengan baik.

Program Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Perkebunan dan Hortikultura
perlu adanya kajian lingkungan sesuai dengan luas lahan yang akan diusahakan.
Program pengembangan Industri Kecil Menengah, perlu penggunaan pengawet,
penyedap dan pewarna alami yang tidak berbahaya dalam proses pembuatan
produk dan pengelolaan limbah produks yang ramah lingkungan.

C. ASPEK SOSIAL BUDAYA

1

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas
Pembantu dan Jaringannya perlu Penyelesaian Perizinan Operasional 2 Incenerator
yang ada di Kecamatan Sungai Pandan dan Banjang oleh Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan

Program Penyelenggaraan BLUD diharapkan menyel esaikan Perizinan Operasional
1 Incenerator yang ada di RSUD Pambalah Batung oleh Kementerian Lingkungan



Hidup dan Kehutanan

3. Program Pengelolaan Areal Pemakaman:

a) Kedepannya Pemakaman penduduk akan di jadikan menjadi 1 kawasan
Tempat Pemakamam Umum (TPU) di setiap Kecamatan (10 kecamatan).

b) Terkait pemeliharaan TMP perlu dikendalikan aktifitas pertambangan yang
berada di belakang TMP, karena apabila dibiarkan akan menimbulkan longsor
terhadap kawasan TMP tersebut dan perlu tindakan sipil teknis untuk
melindunginya.

c¢) Perlu dibuatkan regulasi hukum untuk pemakaman umum (Perbup atau Perda).

4. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Perlu upaya

pengembalian tata air melalui pembuatan sipil teknis sekat kanal pada kawasan-
kawasan tertentu.

5. Program Peningkatan Pemanfaatan SDA dan Pendayagunaan TTG, Perlu upaya

pengembalian tata air melalui pembuatan sipil teknis sekat kanal pada kawasan-
kawasan tertentu serta peningkatan SDM masyarakat dalam pemanfaatan SDA.

6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga, Perlunya dibuat desain

kawasan (masterplan) sport centre yang seluas = 7 ha, sehingga pembangunan
venue olahraga dapat lebih terarah dan dapat diarahkan menjadi kawasan Sport
Centre yang Hijau dan ramah lingkungan.

Berdasarkan rekomendasi KLHS RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun

2017 - 2022 tersebut, Para Pihak pemangku kepentingan menyepakati dan menyetujui
Hasil Rekomendasi dari KLHS RPJMD Kab. HSU untuk di integrasikan ke dalam
dokumen RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 — 2022.

Demikian Berita Acara Forum Konsultasi Publik KLHS RPJMD Kabupaten Hulu

Sungai Utara Tahun 2017 — 2022 ini dibuat dan dijadikan bahan tindak lanjut untuk
diintegrasikan ke dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017- 2022,

AMUNTALI 06 MARET 2018

PARA PIHAK

No

NAMA JABATAN TANDA TAN

Hj. Nurhananiah, S.Sos Ketua Komisi [ ’((R wi
& _,(a“g.,agl,’\; e

3

. | Fadillah Ketua Komisi II >

H. Fajeri Ripani, S, Sos, M.Si Kepala Bappelitbang 6
Kabupaten Hulu
Sungai Utara




PARA PIHAK
No NAMA JABATAN T*NDA TANGAN
4. | Ir. H. Rusnaidy Kepala Dinas
Perkim & LH ﬁ
5. | Ir. Muhamad Rafiq Kabag Ekonomi dan J
SDA 7
/
6. | Mislena Adi Lesmana TP PKK Kab. HSU | / il
Sy
7. | Hj. Fatmawati IWAPI Kab. HSU
8. | Budi Lesmana LSM @\;{ N
9. ( Mahdalena, MP Stiper Amuntati B
o
7
10. | Junaidi Yannurda, SKM FKHRarawa | 7
11. | Muhammad Ridha Ansari Melingai HSU




FORUM KONSULTASI PUBLIK
KLHS RPJMD KAB. HSU

Aula Bappelitbang Kalb.HSU, 06 Maret 2018
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BUPATI HULU SUNGAI UTARA

Nomor  :050/ec2/LITSAM &/ BappeLBanc /oy § Amuntai, 7 Maret 2018
Lamp . 4 berkas
Perihal : Permohonan Validasi KLHS

RPJMD Kab. HSU 2017-2022 :
Kepada Yth.

Gubernur Kalimantan Selatan

di-

Sehubungan dengan selesainya tahapan Pembuatan dan pelaksanaan
KLHS serta penjaminan kualitas dan pendokumentasian KLHS RPJMD Kabupaten
Hulu Sungai Utara Tahun 2017-2022, maka tahapan selanjutnya dalam
penyelenggaraan KLHS adalah validasi KLHS, hal ini sesuai dengan amanat dari
pasal 5 pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Berdasarkan hal tersebut pemerintan Kabupaten Hulu Sungai Utara
mengajukan permohonan validasi KLHS RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara
tahun 2017-2022, dengan menyertakan kelengkapannya berupa:

1. Rancangan Awal dan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Hulu Sungai
Utara Tahun 2017-2022

2. Laporan KLHS RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017-2022

3. Bukti Pemenuhan Standar Kompetensi Tenaga Ahli

Demikian disampaikan guna bahan selanjutnya.




BUPATI HULU SUNGAI UTARA

Nomor  :050/ec/LINSaM¢/BagpeLt6anic oy § Amuntai, 7 Maret 2018
Lamp : 4 berkas

Perihal : Permohonan Validasi KLHS
RPJMD Kab. HSU 2017-2022

Kepada Yth.
Gubernur Kalimantan Selatan

di-

Sehubungan dengan selesainya tahapan Pembuatan dan pelaksanaan
KLHS serta penjaminan kualitas dan pendokumentasian KLHS RPJMD Kabupaten
Hulu Sungai Utara Tahun 2017-2022, maka tahapan selanjutnya dalam
penyelenggaraan KLHS adalah validasi KLHS, hal ini sesuai dengan amanat dari
pasal 5 pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Berdasarkan hal tersebut pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara
mengajukan permohonan validasi KLHS RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara

tahun 2017-2022, dengan menyertakan kelengkapannya berupa:

1. Rancangan Awal dan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Hulu Sungai
Utara Tahun 2017-2022

2. Laporan KLHS RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017-2022
3. Bukti Pemenuhan Standar Kompetensi Tenaga Ahli

Demikian disampaikan guna bahan selanjutnya.

HK, MM, M.Si



BERITA ACARA VALIDASI KLHS RPJMD
NOMOR : 660/ | /DLH/TL/KLHS/2018

Pada hari ini Jum’at tanggal Dua Puluh Tiga bulan Maret tahun Dua Ribu
Delapan Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. ENDANG CAMSUDIN, M.Si.
Jabatan : Kepala Bidang Tata Lingkungan DLH Prov. Kalsel
Alamat :Jl.Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi

Kalimantan Selatan Banjarbaru
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : H. Fajeri Ripani, S.Sos, M.Si
Jabatan : Kepala Beppelitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara
Alamat : J1. A. Yani No.14 Amuntai

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara
berdasarkan Surat Tugas Nomor : 094/39/ST/Bappelitbang/2018 tanggal 21
Maret 2018

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Validasi KLHS dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2017 - 2022 yang terdiri
dari proses penjaminan kualitas, keputusan kelayakan KLHS, Rekomendasi
dan Catatan Hasil Penjaminan Kualitas, Pertimbangan — pertimbangan Khusus,
dan Rekomendasi Hasil Validasi disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini dan
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Validasi KHLS RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2017 - 2022 ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan disaksikan oleh
yang bertanda tangan di bawah ini.

____PIHAK PERTAMA
- DLH PROV. KALSEL,

/

Ir. ENDANG UDIN, M.Si.
NIP. 196604 }Z 199203 1 016




LAMPIRAN BERITA ACARA VALIDASI KLHS RPJMD

Bagian I : Proses Penjaminan Kualitas

Kriteria Validasi Ket.
Hasil penjaminan kualitas memuat informasi Nilai :
tentang: L Sudah
[ Belum
[ Ada catatan
(jelaskan dalam
keterangan)
1. | Pemenuhan atas persyaratan dan kriteria Sudah
penilaian mandiri
2. | Kesimpulan kelayakan proses dan Sudah
dokumen KLHS
3. | Catatan dan/atau rekomendasi yang Ada catatan Perbaikan
dianggap perlu terhadap KLHS, KRP, laporan KLHS
dan/atau proses keseluruhan
Bagian II : Keputusan Kelayakan KLHS
Kriteria Pemenuhan [Ket
Berdasarkan kelengkapan dokumentasi KLHS, Uraikan
KRP dan penjaminan kualitas KLHS, dapatkah penilaiannya
disimpulkan dengan jelas dan mudah dipahami : dalam
keterangan
1. lApakah proses KLHS sesuai ketentuan Sudah
2. |Apakah penyusun KLHS memenuhi Sudah
Ketentuan
3. |Apakah metodologi KLHS memenuhi kaidah Sudah
ilmiah
4. |JApakah muatan KLHS memenuhi kaidah Sudah
S. |Apakah hasil KLHS disampaikan dengan Sudah
informasi yang sesuai ketentuan
6. [Apakah ada catatan dan / atau rekomendasi Sudah
dari penjaminan kualitas mengenai hal-hal
yang bersifat keterbatasan KLHS yang perlu
menjadi pertimbangan

Bagian III : Rekomendasi dan Catatan Hasil Penjaminan Kualitas

Kriteria Pemenuhan Ket
Apakah catatan hasil penjaminan kualitas
memuat informasi sebagai berikut :
1 | Keterbatasan ilmiah/metodologi KLHS yang Sudah
disadari penyusun
2 | Lingkup integrasi hasil KLHS ke dalam KRP | Ada catatan lfaji:an
yang dituju apakah masuk penuh atau lebih
sebagian dan apa keterbatasannya mendalam
dalam h
program
sanitasi
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Bagian IV : Pertimbangan - pertimbangan Khusus

Kriteria Pemenuhan Ket
1 | Adakah masukan masyarakat yang harus Sudah
dipertimbangkan
2 | Situasi sosial, politik, budaya yang harus Sudah
dipertimbangkan
Bagian V : Rekomendasi Hasil Validasi
Pokok-pokok Rekomendasi | Pemenuhan Ket
Adakah pertimbangan dan rekomendasi dari
pemberi validasi yang perlu dicantumkan dalam
keputusan validasi ?
1 | Adakah pertimbangan kebutuhan Sudah
pemutakhiran KLHS atas alasan
keterbatasan ilmiah dan / atau situasi
sosial, politik, budaya, ekonomi yang terlalu
dinamis ?
2 | Adakah rekomendasi tentang KRP lain yang Sudah
juga harus mempertimbangkan hasil KLHS
ini ?
3 | Adakah rekomendasi untuk muatan KLHS Sudah
bagi KRP turunan/relevan dengan
memperhatikan KLHS ini?
4 | Adakah rekomendasi khusus tentang Sudah

pelaksanaan AMDAL dan UKL-UPL sebagai
tindak lanjut KRP ini ?




PEMERII\‘IK'_Ii'AH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 188.4/ 01/KLHS/2018

TENTANG

VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2017-2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang : a. bahwa Bupati Hulu Sungai Utara dengan surat Nomor
050/002/Litbang/Bappelitbang/2018, tanggal 7 Maret
2018 mengajukan permohonan Validasi Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017-2022;

b. bahwa berdasarkan hasil pembahasan teknis Validasi
Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017-2022 oleh
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan,;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
Kalimantan Selatan tentang Validasi Kajian Lingkungan
Hidup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017-
2022,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



Menetapkan,

KESATU

KEDUA

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (lembar Negara Republik Indonesia tahun
2016 Nomor 228);

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.69/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tahun
2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312).

7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor
11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun
2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Nomor 100);

8. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan nomor
188.44/0505/KUM/2017 tanggal 30 Oktober 2017
tentang Pendelegasian Kewenangan Validasi Kajian
Lingungan Hidup Strategis Kabupaten /Kota.

MEMUTUSKAN :

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017-2022,
dinyatakan sesuai dengan penjaminan kualitas.

Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis telah memuat

kajian terhadap:

a. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan
hidup untuk pembangunan

. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup

Kinerja layanan atau jasa ekosistem

. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam

Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi perubahan

iklim

Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.
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KELIMA

KEENAM

KETUJUH

Hasil perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan,
rencana dan/atau program dijadikan dasar rekomendasi
perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan,
rencana dan/atau program yang terintegrasi dengan prinsip-
prinsip pembangunan berkelanjutan.

Masa berlaku KLHS Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2017-2022 sama dengan masa berlaku Rencana
Pembangunan Jangka  Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017-2022.

Apabila dalam hal terdapat perubahan terhadap dokumen
Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, terhadap KLHS
dilakukan peninjauan kembali bersama dengan perubahan
dokumen Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

Apabila hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan KLHS
menyatakan daya dukung dan daya tampung terlampaui,
maka:

a. kebijakan, rencana dan/atau program (KRP) pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017-2022
wajib diperbaiki sesuai rekomendasi KLHS;

b. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui
daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak
diperbolehkan, sesuai amanah Pasal 17 ayat (2) Undang-
Undang nomor 32 tahun 2009.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BANJARBARU
Pada tanggal : £9 Maret 2018

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepda Yth :

1. Bapak Gubernur Kalimantan Selatan di Banjamasin.

2. Bapak Bupati Hulu Sungai Utara, di Amuntai.

3. Kepala Bapelitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara, di Amuntai

4. Kepala Dinas Perkim dan LH Kabupaten Hulu Sungai Utara, di Amuntai
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